Prof. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag., dkk.

USHUL
AL-FIQH

DAN RASIONALITAS
HUKUM ISLAM

Logika, Kaidah, dan
Metode Penemuan Hukum Islam



Prof. Abdul Mun‘im Saleh, M.Ag.
Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
Dr. Isnatin Ulfa, M.H.I.
Fuady Abdullah, M.A.,
Khaidarulloh, M.H.I.,
Rendy Dwi Hermanto, M.H.

USHUL AL-FIQH
DAN RASIONALITAS
HUKUM ISLAM

Logika, Kaidah, dan Metode
Penemuan Hukum Islam

media®



USHUL AL-FIQH DAN RASIONALITAS HUKUM ISLAM:
LOGIKA, KAIDAH, DAN METODE PENEMUAN
HUKUM ISLAM

Penulis:

Prof. Abdul Mun‘im Saleh, M.Ag.
Dr. Abid Rohmanu, M.H.L.
Dr. Isnatin Ulfa, M.H.I.
Fuady Abdullah, M.A.,
Khaidarulloh, M.H.IL,,
Rendy Dwi Hermanto, M.H.

Editor:
Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

Layout: Hendra
Desain Sampul: Composer Designs

Cetakan I: Desember 2025

xx + 386 hlm., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-623-8380-24-4

Diterbitkan oleh
Q-MEDIA
Pelem Kidul No.158C Bantul, Yogyakarta, Indonesia
Telp.: 0817 9408 502. Email : qmedia77@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



Kata Pengantar
Penulis

Bismi llah al-Rahman al-Rahim, al-hamdu li-llah Rabb al-‘alamin,
wal-salatu wal- salamu ‘ala sayyid al-mursalin, sayyidina
Muhammad, wa-‘ala alihi wa-sahbihi ajma‘in. Amma ba‘du.

Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam,
yang dengan karunia hidayah dan taufig-Nya, kita
dianugerahi kemampuan untuk merenungkan, menggali,
dan menyusun kerangka keilmuan yang menjadi panduan
hidup di dunia dan bekal di akhirat. Kepada-Nya kita
bersyukur atas nikmat akal yang dengannya manusia mampu
membedakan hak dan batil, serta menyusun metodologi
yang sistematis dalam upaya memahami wahyu Illahi.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada
junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah
kebenaran, yang ajaran dan sunnahnya menjadi tathbig
(aplikasi) pertama dari prinsip-prinsip syariat, serta kepada
keluarga, sahabat, dan seluruh pewaris ilmunya hingga akhir
zaman.
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Dengan mengharap rida dan taufiq dari Allah Subhanahu
wa Ta‘ala, buku ajar ini yang diberi judul “ Usil al-Figh dan
Rasionalitas Hukum Islam: Logika, Kaidah, dan Metode
Penemuan Hukum Islam” dapat diselesaikan dan disajikan di
hadapan para pembaca, khususnya para akademisi dan
mahasiswa hukum Islam. Kami menyadari sepenuhnya
bahwa upaya penyusunan karya ini hanyalah sebuah langkah
kecil dalam lautan ilmu Usul al-Figh yang sangat luas dan
mendalam, yang telah digariskan oleh para ulama besar kita
terdahulu.

Motivasi utama kami dalam menulis buku ajar ini
berakar dari sebuah keprihatinan sekaligus harapan.
Keprihatinan pertama adalah melihat kecenderungan studi
Usal al-Figh yang terkadang terhenti pada dimensi historis
dan teoretis semata. [lmu yang seharusnya menjadi alat vital
bagi istinbat al-ahkam (penggalian hukum) ini, sering kali
terasa terpisah dari denyut nadi kehidupan umat yang terus
berubah. Padahal, Usil al-Figh adalah metodologi yang
memungkinkan hukum Islam untuk senantiasa salih li kulli
zaman wa makan (relevan di setiap masa dan tempat).

Harapan kami, buku ajar ini dapat berperan sebagai
jembatan yang menghubungkan warisan intelektual klasik
dengan tuntutan realitas kontemporer. Di era disrupsi
teknologi, tantangan lingkungan, dan kompleksitas isu
global, umat Islam memerlukan panduan hukum yang
kokoh, fleksibel, dan berlandaskan pada tujuan syariat yang
sejati (Magqgasid al-Syari‘ah). Kami meyakini bahwa dengan



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

memahami  kaidah  usiliyah  secara  utuh  dan
mengintegrasikannya dengan ruh Magasid, kita dapat
melahirkan jawaban-jawaban hukum yang tidak hanya
benar secara formal, tetapi juga adil dan membawa
kemaslahatan hakiki bagi umat manusia.

Buku ajar ini berupaya menyajikan materi Kaidah
Usuliyyah dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan
kontekstual. Selain membahas prinsip-prinsip dasar yang
fundamental seperti struktur dalil syari, kaidah amr dan
nahy, serta perbedaan metodologi antara ulama Fugaha’ dan
Mutakallimiin, kami secarakhusus menempatkan pembahasan
Magasid al-Syari‘ah sebagai kerangka berpikir utama. Magasid
adalah kompas yang mengarahkan proses ijtihad agar tidak
tersesat dalam formalitas tekstual, tetapi bergerak menuju
substansi keadilan dan kemaslahatan universal yang
dikehendaki Allah.

Kami juga mencoba mengangkat beberapa refleksi dan
studi kasus yang menantang, sebagaimana disinggung dalam
materi akhir buku ini, termasuk di antaranya adalah
perlunya ijtihad jama’i (ijtihad kolektif) dalam menyikapi
perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan
isu-isu krisis iklim yang semakin mendesak. Hal ini sejalan
dengan spirit ajaran Nabi SAW bahwa “Pendapat bersama
lebih baik dari pendapat individu” (al-ra’yu al-musytarak
khayrun min al-ra’yi al-fardi), yang menekankan pentingnya
kolaborasi dan musyawarah dalam penetapan hukum di
masa modern. Ini adalah panggilan bagi para calon sarjana



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

hukum Islam: untuk menjadi mujtahid yang siap berdialog
dengan ilmu pengetahuan kontemporer dan masalah
kemanusiaan global.

Sebagaipenulis, kamisenantiasamenyadariketerbatasan
ilmu dan kemampuan kami. Proses penyusunan buku ini
adalah sebuah riyadah ‘ilmiyyah (latihan keilmuan) yang
penuh tantangan. Kami hanyalah naqil (penyampai) dan
murattib (penyusun) dari khazanah ilmu yang telah dihimpun
oleh para ulama terdahulu dengan jerih payah yang luar
biasa. Oleh karena itu, takzim kepada para ulama yang
menjaga tradisi keilmuan keislaman adalah sikap yang harus
dikedepankan.

Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan kami
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Pertama dan utama, rasa syukur yang tak terhingga kepada
Allah SWT atas segala karunia dan izin-Nya. Kedua, ucapan
terima kasih yang tulus kepada para guru, dosen, dan
pembimbing yang telah menanamkan benih-benih ilmu ini
dalam diri kami. Ketiga, kepada institusi yang menaungi,
yang telah memberikan fasilitas dan dorongan yang tak
ternilai harganya. Ucapan terima kasih juga kami haturkan
kepada seluruh rekan sejawat yang telah berdiskusi dan
memberikan masukan kritis, serta kepada para mahasiswa
yang dengan semangat belajar mereka telah menjadi
motivasi terbesar bagi terbitnya buku ini.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ajar yang
sederhana ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi

— Vi —
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salah satu sadagah jariyah (amal jariyah) dalam ranah
keilmuan, dan menjadi pegangan yang bermanfaat bagi para
penuntut ilmu dalam memahami dan mengamalkan hukum
Islam. Wa ma tawfigi illa billah. Kami menyambut dengan
tangan terbuka segala bentuk kritik, saran, dan perbaikan
demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang, sebab
kesempurnaan hakiki hanyalah milik Allah semata.
Wallahu a‘lam bis-sawab.

Penulis

— Vi —






Kata Pengantar
Editor

Sebagai editor, saya memanjatkan puji syukur ke hadirat
Allah Swt. atas terselesaikannya buku ajar Usul al-Figh dan
Rasionalitas Hukum Islam: Logika, Kaidah, dan Metode
Penemuan Hukum Islam. Buku ini merupakan hasil kerja
panjang para penulis yang tidak hanya memiliki kompetensi
akademik mendalam, tetapi juga dedikasi kuat untuk
memperkaya khazanah ilmu hukum Islam. Saya
menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh
penulis, tim peneliti pendukung, dan para narasumber yang
telah memberikan kontribusi berharga sehingga karya ini
dapat hadir secara utuh.

Kerja penyusunan buku ini berangkat dari kebutuhan
mendesak akan sumber belajar yang tidak hanya
mendeskripsikan teori Usil al-Figh secara klasik, tetapi juga
menghubungkannya dengan problem kontemporer yang
membutuhkan respon metodologis baru. Lahirnya buku ini
merupakan wujud perhatian para penulis terhadap kondisi

— X —
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tersebut. Mereka berupaya menghadirkan kajian Ustil al-Figh
yang lebih segar, sistematis, dan dialogis dengan tantangan
zaman, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang
relevan dengan dinamika hukum modern.

Sebagai sebuah buku ajar, karya ini disusun dengan
pendekatan yang berlapis: historis, konseptual, metodologis,
danaplikatif. Setiap babmenawarkan alur yang memudahkan
pembaca untuk memahami hubungan antarkonsep, mulai
dari pengertian hukum syar, struktur otoritas hukum,
hingga metode penalaran dan klasifikasi lafal yang menjadi
instrumen utama seorang mujtahid. Kejelasan struktur ini
semakin memperkuat posisi buku ini sebagai rujukan
akademik yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen,
maupun peneliti dalam bidang hukum Islam.

Tujuan utama buku ini ialah menumbuhkan kesadaran
epistemologis bahwa Usil al-Figh bukan sekadar teori hukum,
melainkan kerangka berpikir yang menjaga integritas,
rasionalitas, dan kemaslahatan dalam setiap proses
penetapan hukum. Buku ini juga ingin membentuk pola
pikir kritis dan analitis pada diri pembaca agar mampu
memahami hubungan antara teks, akal, realitas sosial, dan
tujuan syariat. Dengan demikian, pembahasan di dalamnya
diarahkan untuk melahirkan calon-calon jurist yang tidak
hanya menguasai teks, tetapi juga cakap membaca realitas.

Dalam proses penyuntingan, saya berupaya menjaga
keselarasan antarbagian, memperkuat argumentasi agar
lebih mudah dipahami, serta memastikan struktur materi
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mengikuti standar pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran di perguruan tinggi keagamaan Islam. Editing
dilakukan dengan tetap menghormati karakter khas setiap
penulis, sehingga kekayaan perspektif tetap terjaga, namun
tampil dalam format yang koheren dan nyaman diikuti.

Buku ini memperlihatkan dengan sangat baik bagaimana
empat pilar besar Usil al-Figh, yakni adillah, ahkam, tarigah,
dan mujtahid, diorganisasi menjadi kerangka besar yang
menyatukan teori hukum Islam. Mulai dari pembahasan
hukum taklifi dan wad‘, prinsip lafal, metode dalalah, ta‘arud
wa tarjih, hingga konsep magasid dan relevansi ijtihad
kontemporer, seluruhnya disajikan dengan runtut dan
bernuansa akademik yang kuat. Keunggulan lain buku ini
adalah keberhasilannya menghidupkan kembali urgensi
maqasid sebagai kompas ijtihad yang memastikan hukum
Islam tetap adaptif dan solutif.

Saya berharap kehadiran buku ajar ini mampu
memberikan manfaat luas, khususnya bagi civitas akademika
Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
yang ikut berkolaborasi dalam penerbitan karya ini. Semoga
buku ini dapat menjadi pengantar bagi diskusi-diskusi ilmiah
yang produktif dan membuka jalan bagi penelitian yang
lebih mendalam mengenai Usil al-Figh dan metodologi
hukum Islam di masa mendatang.

Namun, saya juga menyadari bahwa tidak ada karya
yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, saya sangat
terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang konstruktif
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dari para pembaca untuk penyempurnaan buku ini pada
edisi-edisi berikutnya. Setiap masukan akan menjadi amunisi
penting bagi peningkatan kualitas karya ilmiah di bidang
hukum Islam.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada
penulis, kolega, serta pihak fakultas yang telah memberikan
dukungan dan ruang bagi saya dalam proses penyuntingan
buku ini. Semoga segala ikhtiar ini menjadi bagian dari amal
jariyah dan memberikan manfaat bagi siapa pun yang
mempelajari ilmu hukum Islam.

Editor

— Xi —
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Pendahuluan:
Landasan Studi Usul al-Figh

Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami posisi Usdl al-Figh sebagai
kerangka epistemologis yang membentuk dasar penalaran hukum Islam.
Mahasiswadiharapkanmampumenjelaskanpengertian,ruanglingkup,dan
fungsi Usdl al-Figh dalam proses istinbat al-ahkam (penggalian hukum).
Pembahasan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran metodologis
bahwa hukum Islam tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga pada
prinsip rasional dan tujuan syariat. Melalui kajian sejarah perkembangan
ilmu ini, mahasiswa dapat menilai peran para ulama dalam menyusun
teori hukum yang sistematis, membedakan antara metode fugaha' dan
mutakallimin, serta memahami hubungan antara Usdl al-Figh, Figh, dan
Magqasid al-Syarr'ah. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan memiliki
kemampuan berpikir kritis, memahami struktur dalil syar'i, serta memiliki
kesadaran etis bahwa Usdl al-Figh bukan sekadar teori hukum, tetapi
juga sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan rasionalitas
hukum Islam dalam konteks sosial kontemporer.
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Dalam kerangka studi hukum Islam, disiplin Usil al-Figh
merupakan fondasi metodologis yang tidak terpisahkan,
berfungsi sebagai panduan intelektual bagi para ahli hukum
untuk menyimpulkan ketentuan shari'ah dari sumber-
sumbernya yang otentik. Secara etimologis, usul (jamak dari
asl) berarti akar, dasar, atau prinsip, sementara figh secara
literal bermakna pemahaman yang mendalam Komposisi
kedua istilah ini, Usil al-Figh, secara teknis didefinisikan
sebagai ilmu tentang indikasi (adillah) dan metode-metode
yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menyimpulkan
hukum-hukum shar? praktis yang berkaitan dengan
perbuatan dari dalil-dalilnya yang spesifik.! Ilmu ini sering
disetarakan dengan teori hukum umum Islam (the general
theory of Islamic law), karena tidak hanya membatasi diri pada
identifikasi sumber-sumber, tetapi juga merangkul kerangka
konseptual hukum, mekanisme interpretasi tekstual, dan
kualifikasi para pelaku penalaran hukum. Oleh karena itu,
Usal al-Figh berperan sebagai ilmu alat yang memberikan
kriteria standar bagi deduksi yang benar dan terperinci,
memastikan bahwa produk hukum (figh) yang dihasilkan
selaras dengan maksud Sang Pemberi Hukum.

! Mohammad Hashim author Kamali, Principles of Islamic
Jurisprudence, with Internet Archive (Cambridge, United Kingdom : The
Islamic Texts Society, 2003), 12, http://archive.org/details/
principlesofisla0000kama.
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A. Kedudukan Usul al-Figh dalam Studi Hukum
Islam

Kedudukan Usil al-Figh dalam sistem hukum Islam sangat
sentral dan fundamental, di mana ia bertindak sebagai
jembatan yang menghubungkan wahyu Ilahi (al-Qur’an dan
al-Sunnah) dengan realitas praktis kehidupan manusia. Figh
sendiri adalah pengetahuan tentang aturan-aturan shar
praktis yang diperoleh dari bukti-bukti spesifiknya (adillah
tafsiliyyah).? Sebaliknya, Usil al-Figh adalah metodologi yang
memandu proses perolehan pengetahuan tersebut, mirip
dengan hubungan antara tata bahasa (grammar) dengan
suatu bahasa, atau logika (mantiq) dengan filsafat. Tanpa
penguasaan Usil al-Figh, seorang ahli hukum (fagih) hanya
akan mengetahui aturan-aturan yang sudah ada, tetapi tidak
akan mampu berinteraksi langsung dengan sumber-sumber
primer untuk menghasilkan hukum baru atau
mengembangkan yang sudah ada. Ilmu ini memastikan
bahwa rasio manusia digunakan dalam kerangka yang
ditetapkan oleh wahyu, sehingga hasil penalaran hukum
(ijitihad) menjadi sah dan otoritatif.

Secara historis, meskipun figh sebagai produk hukum
telah ada sejak zaman Nabi, konsolidasi Ustl al-Figh sebagai
disiplin ilmu formal terjadi belakangan, dengan Imam al-
Shafi‘i (wafat 204 H./820 M.) yang secara luas diakui sebagai
yang pertama menyusun karya otoritatif, yaitu al-Risalah.?

2 Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Jurisprudence: = Usiil al-Figh,
Malaysian ed (Selangor: The Other Press, 2003), 20.
3 Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 14.
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Al-ShafiT menyusun kerangka metodologis ini sebagai
respons terhadap keragaman pemikiran yurisprudensi dan
masuknya pengaruh non-Arab yang mengancam kemurnian
bahasa al-Qur’an dan shari‘ah. Tujuannya adalah menetapkan
pedoman untuk ijtihad, mencakup aturan tentang khdass dan
‘amm (spesifik dan umum), nasikh dan mansiikh, serta prinsip-
prinsip ijma‘ dan gqiyas. Meskipun mazhab-mazhab lain
kemudian menambahkan sumber sekunder rasional mereka
(seperti istihsan oleh Hanafi dan maslahah mursalah oleh
Maliki), kerangka dasar yang diartikulasikan oleh al-Shafi‘i
diterima secara universal dan membentuk inti dari Usul al-
Figh.

B. Pembahasan Usul al-Figh

Pembahasan Usil al-Figh dapat dipilah menjadi empat pilar
utama (aqtab), suatu model yang dikembangkan oleh para
ahli hukum klasik, termasuk al-Ghazali (wafat 505 H./1111
M.) dalam karyanya Al-Mustasfa. Keempat pilar ini membagi
subjek menjadi: pertama, al-adillah (the proofs of figh), atau
sumber hukum (dianalogikan sebagai sumber buah); kedua,
al-ahkam (the ahkam), atau hukum dan nilai shari‘ah
(buahnya); ketiga, al-tarigah (the method), atau metode
interpretasi dan deduksi (cara memetik); dan keempat, al-
mujtahid (the mujtahid), atau subjek yang melakukan deduksi
(pemetik).? Meskipun pilar pertama (adillah) adalah

4 Abt Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Mustasfa
(Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1993).
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komponen utama, buku ajar ini akan memberikan fokus
khusus pada tiga pilar lainnya, yang membentuk kerangka
metodologis dan konseptual hukum Islam.

Pilar pertama yang menjadi fokus adalah al-ahkam al-
shar‘iyah (Hukum shari‘ah), yang berfungsi sebagai struktur
formal dan konseptual hukum Islam. Studi ini menjawab
pertanyaan dasar mengenai sifat aturan dalam sistem hukum
Islam: Apa itu hukum Islam? Bagaimana aturan-aturan ini
diklasifikasikan (hukm taklifi dan hukm wad') dan bagaimana
mereka saling berinteraksi? Hukm shar‘i adalah komunikasi
dari Sang Pemberi Hukum (al-Hakim), yang berkaitan dengan
perbuatan subjek (al-mukallaf) melalui tuntutan, pilihan,
atau deklarasi. Bagian ini, yang mencakup pembahasan
tentang al-Hakim (Sang Pemberi Hukum), al-mahkim fih
(Objek Hukum), dan al-mahkim ‘alayh (Subjek Hukum), akan
membentuk landasan teoretis dalam BAB II, III, dan IV.

Pilar kedua adalah al-tarigah, yang secara substansial
membahas metodologi interpretasi teks (mode ijtihad
pertama) dan penalaran rasional (mode ijtihad kedua dan
ketiga). Usiil al-Figh secara ekstensif membahas klasifikasi
lafal berdasarkan kejelasan (wadih al-dalalah dan Ghayr wadih
al-dalalah), cakupan makna (‘amm-khdss, mutlag-muqgayyad),
dan implikasi tekstual (al-dalalat) seperti ‘ibarat al-nass,
isharat al-nass, dalalat al-nass, dan igtida’ al-nass. Metodologi
ini sangat penting karena ini adalah cara yang dilakukan
mujtahid untuk mengubah prinsip-prinsip umum dalam
sumber menjadi aturan hukum yang spesifik.
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Pilar ketiga adalah al-mujtahid (Sang Pelaku Legislasi)
dan al-fagih (Sang Pelaku Ajudikasi). Mujtahid adalah ahli
hukum independen yang memenuhi syarat untuk
menyimpulkan hukum secara langsung dari sumber utama,
dan fungsinya di era modern disetarakan dengan fungsi
legislatif, yaitu menetapkan hukum untuk pertama kalinya.
Sementara faqih, dalam pengertian yang lebih sempit, adalah
juristyangbergantung padakaryamujtahiddan menggunakan
metodologi takhrij (penalaran dari prinsip umum) untuk
memperluas hukum ke kasus-kasus baru, yang sebanding
dengan fungsi yudisial atau ajudikasi. Mempelajari peran
dan kualifikasi mujtahid serta metodologi fagih (takhrij)
adalah kunci untuk memahami dinamika yurisprudensi dan
pembaruan hukum Islam.

C. Capaian Pembelajaran dan Relevansinya

Pembelajaran Usil al-Figh dalam buku ini diarahkan untuk
membentuk kemampuan berpikir hukum yang mendalam,
sistematis, dan reflektif. Mahasiswa tidak hanya diharapkan
memahami kaidah-kaidah dasar yang melandasi proses
penetapan hukum Islam, tetapi juga mampu menafsirkan,
menilai, dan menerapkannya dalam konteks sosial yang
berubah. Melalui keseluruhan bab, pembelajaran ini
mengembangkan tiga lapisan kompetensi: pemahaman
teoretis terhadap sumber dan struktur hukum Islam,
keterampilan analitis dalam membaca teks dan dalil, serta
kepekaan etis dalam menimbang kemaslahatan dan keadilan
sebagai tujuan syariat.
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Pada tahap awal, mahasiswa diperkenalkan pada
pengertian, ruang lingkup, dan fungsi usul al-figh sebagai
disiplin ilmu yang menghubungkan teks wahyu dengan
realitas manusia. Bab-bab berikutnya mengantar mereka
memahami elemen fundamental hukum, meliputi hakikat
hukum syarf, subjek dan objek hukum, serta relasi antara
kehendak TIlahi dan tanggung jawab manusia sebagai
mukallaf. Dari sini, mahasiswa diarahkan untuk melihat
hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan
sistem normatif yang memiliki logika internal, tujuan
rasional, dan prinsip moral.

Pembelajaran kemudian berlanjut pada pembahasan
mendalam mengenai lafz—unit bahasa yang menjadi medium
utama hukum Islam. Melalui kajian tentang ‘amm dan khdss,
amr dan nahy, mutlag dan muqayyad, hagigah dan majaz,
mahasiswa berlatih menelusuri cara teks mengandung
makna dan menetapkan hukum. Pada tahap ini, kemampuan
berpikir analitis, kebahasaan, dan logis diuji secara sistematis
agar mahasiswa mampu memahami teks syar‘i secara
kontekstual, tanpa terjebak pada literalitas maupun
subjektivitas.

Bab-bab lanjutan membawa mahasiswa kepada dimensi
metodologis: bagaimana menafsirkan teks berdasarkan
kejelasan makna (wudith al-ma‘na), penunjukan makna
(dalalah), serta cara menyelesaikan pertentangan dalil
(ta‘arud wa tarjih). Di sinilah mahasiswa belajar berpikir
secara argumentatif dan kritis, menilai kekuatan dalil, serta
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membedakan antara perbedaan yang dapat direkonsiliasi
dan yang memerlukan penegasan hukum baru.

Tahap akhir pembelajaran diarahkan pada penguasaan
konsep maslahah dan ijtihad sebagai puncak dinamika hukum
Islam. Mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan
antara teks, rasionalitas, dan kemaslahatan dalam proses
pembentukan hukum, serta menyadari tanggung jawab
moral seorang mujtahid dalam menjaga keseimbangan antara
wahyu dan realitas. Dengan demikian, pembelajaran Usil al-
Figh menjadi sarana membentuk nalar hukum yang
berkeadaban—yakni berpikir dengan dalil, beretika dengan
ilmu, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

D. Peta Materi dan Alur Pembahasan

Buku ajar ini disusun secara berurutan, mengikuti model

teoritis yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum

Islam, dimulai dengan struktur formal hukum, diikuti oleh

metode interpretasi tekstual, dan diakhiri dengan peran

jurist dalam menerapkan dan memperluas hukum. Alur

pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

yang komprehensif mengenai Usul al-Figh sebagai teori

hukum umum Islam.

Peta Materi dan Alur Pembahasan:

o BABI - Pendahuluan: Memberikan landasan filosofis dan
metodologis studi Usal al-Figh.

e BAB II - Hakikat dan Otoritas Hukum dalam Islam:
Membahas unsur al-Hakim dan mendefinisikan hukm

shar‘i (hukm taklifi dan hukm wad‘).

— 8 —
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BAB III - Subjek Hukum dan Dasar Pembebanan:
Menganalisis al-mahkim ‘alayh (subjek hukum) dan
kapasitas hukum (ahliyyah).

BAB IV - Objek Hukum dan Dimensi Perbuatan: Mengkaji
al-mahkam fih (perbuatan) dan klasifikasi hak (haqq Allah
dan haqq al-‘Abd).

BAB V - Lafal Ditinjau dari Segi Penetapan Maknanya
(B andy el %30)): Membahas Klasifikasi lafal
berdasarkan ‘cakupannya (‘amm-khass dan mutlag-
mugayyad), serta implikasi amr (perintah) dan nahy
(larangan).

BAB VI - Lafal Berdasarkan Segi Pemakaiannya (Jé}an\
sl Llzel): Analisis lafal haqigi (literal) dan majazi
(metafc;ris), yang merupakan bagian dari kaidah
penafsiran.

BAB VII - Lafal Berdasar Segi Kejelasan Maknanya (230
& zs25 Jel): Klasifikasi wadih al-dalalah dan Ghayr
wadih al-dalalah.

BAB VIII - Lafal Berdasar dari Cara Penunjukan Maknanya
(& J el ey 1) Menganalisis  al-daldlat
(implikasi makna) yang merupakan panduan bagi
mujtahid.

BabIX: Al-Ta‘arud dalam Sumber Hukum Shar‘i: Membahas
konflik bukti hukum dan mekanisme resolusinya.

BAB X - Konsep Magdsid dalam Hukum Islam:
Mendefinisikan maslahah dan mengaitkannya dengan
magqasid al-shari‘ah (tujuan hukum).
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o BABXI-Magqasid sebagai Pendekatan dan Sumber Hukum:
Membahas Magasid dan kondisinya.

e BAB XII - Maslahah dan Pertentangannya dengan Ndss:
Menganalisis hubungan maslahah dengan teks eksplisit
dan pandangan Al-Tufi.

e BAB XIII - Mujtahid dan Ijtihad: Mendefinisikan ijtihad
dan kualifikasi mujtahid.

e BABXIV -IjtihadKontemporer: Membahas perkembangan
ijtihad dan perlunya teori legislasi Islam.

E. Pentingnya Usil Figh bagi Pembaruan Hukum
Islam

Pentingnya Usiil al-Figh di era kontemporer jauh melampaui
peranannya sebagai disiplin akademik semata; ia merupakan
instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum yang
diterapkan di negara-negara Muslim diturunkan dari shari‘ah
dan selaras dengan kebutuhan masyarakat modern. Usil al-
Figh tidak hanya berfungsi sebagai ilmu yang menjelaskan
warisan masa lalu, tetapi juga memberikan kerangka yang
efisien untuk mengembangkan metodologi legislasi dan
ajudikasi Islam. Ada kebutuhan mendesak untuk
mengembangkan teori hak dan kewajiban lebih lanjut, serta
teori keadilan Islam, yang harus terintegrasi dalam teori
legislasi.

Salah satu kontribusi terpenting Usil al-Figh adalah
memlfasilitasi revitalisasi ijtihad. Ijtihad, yang didefinisikan
sebagai upaya maksimal jurist untuk mencari pengetahuan
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tentang hukum shar‘7 yang bersifat presumtif (zanni), harus
dilihat sebagai fungsi legislatif di negara Islam modern.
Gagasan bahwa pintu ijtihad telah tertutup (closure of the gate
of ijtihad) dikritik oleh pemikir modern, karena tidak ada
justifikasi teologis untuk menganggap generasi awal lebih
unggul sehingga generasi selanjutnya tidak berhak melakuka
ijtithad.> Usul al-Figh menyediakan metodologi, termasuk
kaidah interpretasi tekstual dan penalaran analogis (giyas),
yang memungkinkan ijtihad dilakukan secara kolektif dan
terlembaga (ijtihad jama'i) untuk menghasilkan produk
hukum yang sah.

Selain fungsi legislatif, Usil al-Figh juga menyediakan
landasan bagi teori ajudikasi Islam melalui doktrin taqlid dan
metodologi takhrij. Takhrij adalah metode penalaran hukum
dari prinsip-prinsip umum, yang sangat diperlukan oleh
fagih (hakim dan pengacara modern) untuk memperluas
hukum ke kasus-kasus baru yang tidak diatur secara eksplisit.
Metodologi ini, yang harus dikaitkan langsung dengan
gawd‘id fighiyah (maksimum hukum Islam), penting untuk
memastikan konsistensi analitis dan kelancaran sistem
hukum, terutama dalam putusan pengadilan tinggi. Oleh
karena itu, bagi mahasiswa yang akan menjadi praktisi
hukum, penguasaan Usil al-Figh bukan hanya sekadar tugas
akademik, tetapi kebutuhan praktis untuk menyikapi
tantangan hukum kontemporer dengan argumentasi yang
metodologis dan sesuai dengan shari‘ah.

5> Wael B. Hallaq, Shari‘a: Theory, Practice, Transformations
(Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2009).
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BAB I

Hakikat dan Otoritas Hukum
dalam Islam

Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman teoretis
dan kritis tentang substansi hukum syarT: pengertian, sumber, dan
klasifikasi (hukm taklifi vs hukm wad'l). Mahasiswa diarahkan untuk
mampu merumuskan definisi hukum syarT secara istilahi, menjelaskan
relasi antara al-Kalim (Sang Pemberi Hukum) dan objek hukum, serta
mengevaluasi konsekuensi epistemologis dari klaim otoritas wahyu
terhadap praktik hukum. Selanjutnya, pembelajaran fokus pada analisis
fungsi norma sebagai tuntutan, pilihan, atau penetapan serta implikasinya
terhadap struktur institusi hukum Islam modern (legislasi, yudikasi, dan
administratif). Mahasiswa dilatih mengaitkan kategori hukum dengan
konsep sabab, syart, mani‘, dan status pelaksana (ahliyah), sehingga
mampu mengidentifikasi kapan suatu norma berlaku, batal, atau
mendapat dispensasi. Kompetensi akhir meliputi kemampuan menilai
argumen tafsiri yang menjustifikasi perubahan struktur hukum (misalnya
pembatasan penerapan nass melalui gawa'id), serta merancang analisis
kasus yang menunjukkan interaksi antara teks, tujuan syariat (maqgasid),
dan realitas sosial kontemporer.
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A. Pengertian dan Klasifikasi Hukum (Taklifi dan
Wad'1)

Menurut ulama usil al-figh, hukum syar* adalah:

S 5 slasl Gl QWS el JIs 4ol Sas
F3

“Khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf,
baik berupa tuntutan, pilihan, atau kondisi.”

Berdasarkan definisi ini, hukum syar* adalah hukum
yang bersumber dari khitab Allah. Khitab Allah adalah
komunikasi yang terkandung di dalam kitab al-Qur’an dan
dalil-dalil yang menunjukkan kepada kandungan al-Qur’an,
seperti sunnah, giyas, atau maslahah. Khitab Allah berupa:

1. Tuntutan  untuk  melakukan  sesuatu  atau
meninggalkannya.

2. Pilihanantara melakukan sesuatuatau meninggalkannya.

3. Penetapan tentang berlakunya atau tidak berlakunya
sesuatu.

Ketiga kandungan hukum syar* di atas menjadi dasar
pembagian hukum syar". Para ulama mengkategorikan hukum
syar’ menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadf.
Hukum taklifi adalah hukum yang isinya berupa tuntutan
dan pilihan, sedangkan hukum WadfTisinya berupa
penetapan.

1 Ali Hasbullah, “Usil al-Tashri* al-Islami” (Kairo: Dar al-Ma‘arif,
1976). 375.
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B. Hukum Taklifi dan Pembagiannya
Hukum taklift (&&J\ ;éﬁli) adalah komunikasi Allah Swt.

yang berisi tuntutan kepada manusia untuk melakukan
suatu perbuatan, meninggalkannya, atau memberi pilihan di
antara keduanya. Tuntutan untuk melakukan suatu
perbuatan melahirkan hukum ijab (;\%\&ﬁ) dan nadb (S3E)0).
Apabila perintah tersebut bersifat tegas dan pasti, maka
hukumnya adalah fjab (wajib - ;). Namun, jika perintah
itu tidak bersifat tegas atau hanya berupa anjuran, maka
hukumnya adalah nadb (sunnah - &%), Sebaliknya, tuntutan
untuk meninggalkan suatu perbuatan menimbulkan hukum
tahrim (% g;éﬂ) dan karahah ({157). Apabila larangan
tersebut disampaikan dengan tegas dan pasti, maka
hukumnya adalah tahrim (haram - »\;5.). Namun, jika larangan
itu tidak tegas atau hanya berupa imbauan, maka hukumnya
menjadi kardhah (makriih - »,’S:). Adapun apabila seseorang
diberi pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
perbuatan, maka hukum yang berlaku adalah ibahah (i;\;ﬁi)
atau disebut mubah (Ck;i), yakni boleh dilakukan atau
ditinggalkan tanpa ada sanksi tertentu.

Secara rinci, jumhiir al-‘ulama’ membagi hukum taklifi
menjadi lima jenis, yaitu:
1. Wajib (w15)
Secara istilah, wajib menurut syar* adalah suatu perbuatan

yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepada setiap mukallaf
dengan tuntutan yang tegas dan mengikat. Dengan kata lain,

— 17 —
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wajib ialah perbuatan yang apabila dilaksanakan akan
memperoleh pahala, sedangkan apabila ditinggalkan akan
mendapatkan dosa atau siksa. Suatu ketentuan dianggap
wajib dapat diketahui melalui lafz atau indikasi tertentu
dalam nas syariat. Contohnya adalah hukum melaksanakan
salah, seperti yang terdapat dalam surah al-Bagarah ayat
110:

91,475 LA, 2l
“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat ...”

Tuntutan dalam ayat di atas adalah perintah melaksana-
kan salah. Perintah ini dikategorikan wajib karena diulang-
ulang dalam al-Qur’an. Pengulangan perintah menunjukkan
ketegasan tuntutan, sehingga menyebabkan kewajiban
tersebut bersifat pasti (qat‘1).

Klasifikasi Wajib
Para ulama ustl al-figh membedakan hukum wajib ke dalam
beberapa jenis berdasarkan berbagai sudut pandang, yaitu:?
a. Ditinjau dari Segi Waktu Pelaksanaan
1) Wajib muaqqat (<83 —=3), yaitu kewajiban yang
ditentukan waktunya secara pasti oleh syar’, sehingga
pelaksanaannya harus berada dalam rentang waktu
tersebut. Contoh: salat lima waktu, puasa Ramadan.
2) Wajib mutlag (315 »3), yaitu kewajiban yang tidak
ditentukan waktunya oleh syar‘, dapat dilakukan

2 ‘Abd al-Wahhab Khallaf, “‘Ilm Usil al-Figh” (Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1996). 101.
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kapan saja setelah sebab kewajiban itu ada. Contoh:
hajj bagi yang mampu.

b. Ditinjau dari Segi Subjek Pelaksana

1)

2)

Wajib ‘aini (;s22 <=3), yaitu kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh setiap individu mukallaf secara
pribadi. Contoh: salat, puasa Ramadan, zakat fitrah.
Wajib  kifaT (S <=13), yaitu kewajiban yang
dibebankan kepada sekelompok orang. Jika sebagian
telah melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi
yang lain. Contoh: salat janazah, amr ma‘raf nahy
munkar, jihad fi sabilillah.

c. Ditinjau dari Segi Ukuran yang Diwajibkan

1)

2)

Wajib muhaddad (32 _=13), yaitu kewajiban yang
telah ditentukan bentuk, kadar, dan tata cara
pelaksanaannya oleh syar‘. Contoh: salat wajib
dengan jumlah rakaat tertentu, zakat dengan kadar
tertentu.

Wajib Ghayr muhaddad (:32 & _»3), yaitu kewajiban
yang tidak ditentukan kadarnya secara spesifik oleh
syar’, Contoh: infak, sedekah, atau menolong sesama.

d. Ditinjau dari Segi Kandungan Perintahnya

1)

2)

Wajib mu‘ayyan (a4 —=3), yaitu kewajiban terhadap
satu jenis perbuatan tertentu yang tidak dapat
digantikan oleh perbuatan lain. Contoh: salat lima
waktu, puasa Ramadan.

Wajib mukhayyar (2 _=;), yaitu kewajiban yang

memberi  pilihan  kepada  mukallaf  untuk
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melaksanakan salah satu dari beberapa perbuatan
yang ditentukan syar‘. Contoh: kaffarah sumpabh,
antara memberi makan, memberi pakaian, atau
memerdekakan budak.

2. Nadb (S33)

Secara bahasa, nadb berarti anjuran atau dorongan untuk
melakukan sesuatu. Dalam istilah fikih, kata ini memiliki
padanan dengan nafilah, sunnah, dan tatawwu'.

Secara terminologis, nadb diartikan sebagai tuntutan
syari untuk melaksanakan suatu perbuatan tanpa sifat
keharusan (Ghayru jazim). Dengan demikian, perintah yang
bersifat nadb bukanlah kewajiban (wujub), tetapi sekadar
anjuran yang baik untuk dilakukan. Pelakunya memperoleh
pahala, sedangkan yang meninggalkannya tidak berdosa.

Paraulamamenjelaskan bahwa melaksanakan perbuatan
yang bersifat mandiib memiliki nilai kemaslahatan, karena
mengandung manfaat spiritual maupun sosial bagi
pelakunya. Dalam hal ini, perbuatan yang dianjurkan disebut
mandiib, sedangkan tuntutan untuk melakukannya disebut
nadb. Contoh perintah yang bersifat nadb dapat dilihat dalam
firman Allah Swt. pada surah al-Bagarah: 282:

SG L4 J.>\ ) 3% (15 1) 1T gy
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka
hendaklah kamu menuliskannya.”
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Menurut para ulama, perintah dalam ayat di atas tidak
bersifat wajib, meskipun berbentuk perintah (amr). Hal ini
karena tidak terdapat garinah (indikasi penguat) seperti
ancaman sanksi atau pengulangan perintah yang
menunjukkan adanya kewajiban. Oleh sebab itu, perintah
untuk mencatat transaksi tersebut dikategorikan sebagai
nadb, bukan wujab.

Klasifikasi Nadb

Para ulama membagi nadb menjadi tiga tingkatan

berdasarkan kuat-lemahnya anjuran untuk melaksanakan-

nya, yaitu:*

a. Al-Nadb al-Mu akkad (355231 2381
Merupakan anjuran yang kuat untuk dilakukan. Orang
yang meninggalkannya tidak berdosa, tetapi dapat dicela
karena mengabaikan sunnah yang sangat dianjurkan.
Contoh: salat Id, salat sunnah qabliyyah subh, dan salat
ba'diyyah maghrib.

b. Al-Nadb Ghayr al-Mu’akkad (:S5231 & 238))
Merupakan anjuran yang tidak terlalu kuat. Orang yang
meninggalkannya tidak berdosa dan tidak tercela.
Contoh: salat sunnah gabliyyah zuhr.

c. Al-Nadb al-Za'id atau al-Zawd'id (3,133 / 3,150 S3E0)
Merupakan bentuk sunnah tambahan atau pelengkap,
yang berfungsi menyempurnakan perilaku dan akhlak.

> Wahbah Al-Zuhayli, “Usil al-Figh al-Islami” (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1986). 78-79. Lihat pula Khallaf, ““llm Usil al-Figh”. 107
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Contoh: adab kesopanan, kelembutan, dan sikap santun
dalam pergaulan sehari-hari.

3. Tahrim ((ig J’.;f:i\)

Secara bahasa, tahrim berarti melarang atau menetapkan
sesuatu sebagai terlarang. Dalam istilah fikih, tahrim adalah
tuntutan Allah Swt. secara tegas agar seseorang tidak
melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain,
tahrim merupakan perintah untuk meninggalkan sesuatu
yang dilarang.

Prinsip tahrim berlawanan denganijab.Jikaijab menuntut
seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan secara
pasti, maka tahrim  menuntut agar seseorang
meninggalkannya secara pasti. Akibat dari tuntutan ini
disebut hurmah (keharaman), sedangkan perbuatan yang
dilarang disebut haram. Contoh paling jelas adalah larangan
membunubh, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-
Nisa™: 93:

D\ St ;‘3@\15(_4}“” Bt 5 4 05
\Lke GI5e aj 2ls aas Agx;’

“Dan barang siapa membunuh seorang mukmln dengan
sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam; ia kekal
di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan
menyediakan azab yang besar baginya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah untuk
meninggalkan perbuatan membunuh sangat tegas. Hal ini
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terlihat dari ancaman keras yang disebutkan, seperti murka
Allah dan siksaan di neraka. Karena adanya ancaman yang
jelas, para ulama sepakat bahwa pembunuhan dengan
sengaja termasuk perbuatan haram, yakni larangan keras
dalam Islam yang membawa dosa besar bagi pelakunya.

Macam-Macam Tahrim

Para ulama membedakan tahrim menjadi dua jenis

berdasarkan sebab dan tingkat larangannya, yaitu:

a. Al-Tahrim li-dzatih (513 & >3l), yaitu larangan yang
ditetapkan langsung oleh Allah Swt. sejak awal, karena
perbuatan itu pada dasarnya buruk dan merusak. Contoh:
zina, mencuri, dan meminum khamr.

b. Al-Tahrim li-Ghayrih (s PO t,;él\), yaitu larangan terhadap
sesuatu yang pada asalnya boleh, tetapi menjadi haram
karena ada faktor lain yang menyertainya. Contoh: jual
beli ketika azan Jum‘ah berkumandang, karena dapat
membuat seseorang lalai dari kewajiban salat Jum‘ah.

4. Karahah (ii\;ﬁ\)

Secara bahasa, karahah berarti tidak menyukai atau merasa
enggan terhadap sesuatu. Dalam istilah fikih, karahah
diartikan sebagai tuntutan syarl agar seseorang
meninggalkan suatu perbuatan, namun tidak secara tegas
atau pasti (Ghayru jazim).

Dengan kata lain, karahah merupakan bentuk anjuran
untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tidak sampai
pada tingkat larangan mutlak seperti tahrim. Apabila
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seseorang meninggalkan perbuatan yang makrih, ia
mendapatkan pahala; namun apabila melakukannya, ia tidak
berdosa, hanya dianggap meninggalkan sesuatu yang lebih
utama.

Hukum karahah merupakan kebalikan dari nadb. Jika
nadb berisi anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, maka
karahahberisi anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan.
Dalam konteks ini, meninggalkan perbuatan yang makrih
akan membawa kemaslahatan yanglebih besar bagi mukallaf.

Sebagai contoh, larangan untuk menanyakan hal-hal
yang memberatkan atau menyulitkan diri sendiri
sebagaimana disebutkan dalam surah al-Ma’idah: 101:

TR PERNEV I /\;;\u;\jsusv su;mgﬁ
"\L;i;,éj””s,as Lg:;\jxusur
NESR T

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan
(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu
Jjustru menyulitkan kamu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menyukai
sikap berlebihan dalam bertanya tentang hal-hal yang tidak
perlu, karena dapat membawa kesulitan bagi diri sendiri
maupun orang lain. Larangan dalam ayat ini tidak bersifat
tegas seperti larangan membunuh atau mencuri, sehingga
hukumnya termasuk makrih.
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Macam-Macam Karahah

Para ulama membagi kardhah ke dalam dua bentuk

berdasarkan tingkat kekuatannya, yaitu:

a.

5.

Al-Karahah al-Tanzihiyyah (g 52 £1;531)

Yaitu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan tetapi
tidak pasti. Sama dengan karahah menurut jumhur.
Contoh: makan atau minum sambil berdiri, meniup
makanan yang masih panas, dan memulai sesuatu dengan
tangan atau kaki kiri.

Al-Kardhah al-Tahrimiyyah (i, A&\ £,5)

Yaitu perbuatan yang dianjlirkan untuk ditinggalkan
karena dalilnya menunjukkan larangan yang kuat,
meskipun tidak sampai pada tingkat kepastian seperti
haram.

Contoh: melakukan jual beli ketika pelaksanaan salat
Jum‘ah. Meskipun larangan ini tidak secara eksplisit

menyebut  “haram”, namun karena berpotensi
menghalangi kewajiban salat, maka hukumnya termasuk
karahah tahrimiyyah.

Ibdhah (35 GY)

Secara bahasa, ibahah (f\.-;\;}l\) berarti membolehkan atau
memberi kebebasan. Dalam istilah fikih, ibahah diartikan
sebagai tuntutan Allah Swt. yang memberikan pilihan

kepada mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan

suatu perbuatan. Dengan kata lain, hukum ibahah tidak

mengandung unsur kewajiban maupun larangan, tetapi
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memberikan ruang kebebasan bagi seseorang untuk
menentukan pilihannya sesuai dengan kondisi dan
kebutuhannya.

Dengan demikian, hukum ini tidak membawa
konsekuensi pahala maupun dosa secara langsung, karena
melakukan atau meninggalkan perbuatan yang mubah
memiliki nilai yang sama di sisi syar’. Akibat dari tuntutan
tersebut disebut ibahah, sedangkan perbuatan yang berada
dalam ruang pilihan itu disebut mubah . Sebagai contoh,
Allah Swt. berfirman dalam surah al-Jumu‘ah: 10:

0 155 5 105 231 31,2556 AN g

S5 (AT DS 11,851

“Apabila salat Jumat telah ditunaikan, maka bertebaranlah
kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah
banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Ayat ini menunjukkan bahwa setelah selesai salat
Jum‘ah, seseorang diberi kebebasan untuk memilih: ia boleh
bertebaran di bumi, kembali bekerja mencari rezeki, atau
memperbanyak zikir kepada Allah. Tidak ada keharusan
untuk melakukan salah satunya secara mutlak. Karena
adanya unsur pilihan ini, para ulama menilai bahwa perintah
dalam ayat tersebut bersifat mubah , bukan wajib maupun
mandiib.

Dengan demikian, hukum ibahah menegaskan bahwa
syariat Islam mengakui adanya ruang kebebasan bagi
manusia dalam menjalani kehidupan, selama kebebasan
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tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
agama.

Macam-Macam Mubah (G\.:S\)

Para ulama mengklasifikasikan mubah menjadi beberapa

bentuk berdasarkan tujuan dan dampaknya, yaitu:

a. Perbuatan mubah yang menjadi sarana untuk
melaksanakan kewajiban.
Contohnya adalah makan dan minum agar tubuh kuat
menjalankan ibadah. Meskipun secara asal mubah ,
namun ketika menjadi penunjang ibadah, ia bernilai
mandib atau bahkan wajib jika tanpanya ibadah tidak
dapat dilaksanakan.

b. Perbuatan mubah yang jika dilakukan terus-menerus
dapat berubah hukumnya.
Misalnya, mendengarkan musik pada waktu tertentu
hukumnya mubah , tetapi jika dilakukan setiap hari
hingga melalaikan kewajiban, maka bisa menjadi haram.

c. Perbuatan mubah yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan yang juga bersifat mubah .
Seperti membeli perabot rumah tangga, pakaian, atau
alat kerja sesuai kebutuhan hidup. Perbuatan tersebut
tetap berada dalam koridor ibahah selama tidak
mengandungunsur pemborosan (israf) atau kesombongan

(takabbur).
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C. Hukum Wad'i dan Jenis-jenisnya (fg;:b}l\ ;é."!-\)
Para ‘ulama’ usil al-figh mendefinisikan hukm Wad ‘7 sebagai:
Lol A LR 5T RV G 16 s ok

“Hal-hal yang ditetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau
penghalang bagi sesuatu yang lain (pelaksanaan hukum

taklifi)”

Dengan demikian, hukm Wad‘imerupakan hukum yang
bersifat penetapan (taqriri), yaitu hukum yang menunjukkan
berlakunya atau tidak berlakunya suatu hukm taklifi. Dalam
pengertian lain, hukm Wad7 menjelaskan kondisi-kondisi
pelaksanaan hukum taklifi: apakah hukum tersebut sah,
batal, berlaku, atau gugur. Oleh karena itu, pembahasan
hukm Wad‘Tberkaitan erat dengan aspek teknis pelaksanaan
hukum syar1.

Para ‘ulama ustl al-figh membagi hukm Wad'T ke dalam
beberapa jenis pokok, yaitu: Sabab , syart, mani’, sihhah dan
butlan, serta ‘azimah dan rukhsah.

1. Sabab (S

Secara bahasa, Sabab berarti sesuatu yang mengantarkan
kepada hal lain. Dalam istilah ustl al-figh, Sabab diartikan
sebagai kondisi tertentu yang menunjukkan adanya hukum
syar’.

Dengan kata lain, Sabab menjadi indikasi adanya atau
tidak adanya hukum syari. Apabila Sabab ada, maka hukum
berlaku; jika Sabab tidak ada, maka hukum pun tidak berlaku.
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Contoh Sabab adalah tergelincirnya matahari yang menjadi
tanda masuknya waktu salat zuhr. Sebelum matahari
tergelincir, kewajiban salat zuhr belum berlaku. Namun,
ketika matahari telah tergelincir, maka hukum wajib salat
zuhr mulai berlaku.

2. Syart (535
Secara bahasa, syart berarti tanda atau ketentuan. Dalam
istilah usal al-figh, syart adalah sesuatu yang berada di luar
hakikat hukum, tetapi keberlakuan hukum bergantung
padanya. Artinya, jika syart tidak terpenuhi, maka hukum
tidak berlaku; namun terpenuhinya syart tidak otomatis
mewajibkan adanya hukum.

Contoh: wudi’ merupakan syart sahhat al-salat (syarat sah
salat). Seseorang tidak dapat melaksanakan salat tanpa
wudi’, karena syarat sah salat adalah kesucian badan,
pakaian, dan tempat salat. Akan tetapi, seseorang yang telah
berwudu tidak otomatis wajib salat; ia bisa membaca al-
Qur’an atau berzikir tanpa melaksanakan salat.

Para ‘ulama’ membedakan syart menjadi dua:

a. Syart syar ((52) L°2)) — syarat yang ditetapkan oleh
al-Syari' (Allah atau Rasul-Nya), sebagaimana disebutkan
dalam nass. Contohnya, wudi’ sebagai syarat sah salat.

b. Syartjali (3.‘;:;\ L)) — syarat yang dibuat oleh manusia
(mukallaf), bukan ditetapkan oleh nass, seperti syarat
dalam akad jual beli atau pernikahan.
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3. Mani (é\.j\)

Secara bahasa, mani* berarti penghalang. Dalam istilah usal
al-figh, mani* adalah sifat yang keberadaannya menyebabkan
gugurnya atau tidak berlakunya hukum syari.

Contohnya adalah haid yang menjadi penghalang bagi
perempuan untuk melaksanakan salat. Dalam kondisi haid,
kewajiban salat tidak berlaku. Jika salat tetap dilakukan
dalam keadaan tersebut, maka salatnya dianggap tidak sah
karena adanya mani‘ (penghalang).

8 = w

4. Sihhah dan Butlan (53521, i5.2))

Secara istilah, sihhah berarti kesesuaian suatu perbuatan
dengan tuntunan syar’, yakni terpenuhinya Sabab , syart, dan
tidak adanya mani'. Sementara butlan berarti tidak sahnya
suatu perbuatan karena tidak memenubhi ketentuan tersebut.
Sihhah dan butlan merupakan bentuk penilaian atas
pelaksanaan hukm taklifi berdasarkan keberlakuan hukm
wad‘l.

Contohnya, salat zuhr dinilai sah apabila telah masuk
waktunya (Sabab ), dilakukan dengan wudi’ (syart), dan tidak
sedang haid (mani). Sebaliknya, salat zuhr yang dilakukan
sebelum waktunya, tanpa wudu, atau dalam keadaan haid

dinilai batal (batil).

5. Azimah dan Rukhsah (i’a:-j)\j % };j\)

a. ‘Azimah (32,20
Secara bahasa, ‘azimah berarti tekad yang kuat. Menurut
istilah ustl al-figh, ‘azimah adalah:

— 30 —



Hakikat dan Otoritas Hukum dalam Islam

ARCN SO RPN HHE AR

“Hukum yang ditetapkan Allah bagi seluruh hamba-Nya sejak
awal.”

Dengan demikian, ‘azimah adalah hukum asal yang

ditetapkan secara umum dan bersifat wajib dilaksanakan.

Para ‘ulam@ mengelompokkan ‘azimah ke dalam empat

macam:

1) Hukum yang ditetapkan sejak awal untuk
kemaslahatan umum, seperti hukum-hukum ibadah
dan muamalah.

2) Hukum yang ditetapkan karena adanya sebab
tertentu, seperti larangan mencaci sesembahan
agama lain (QS. al-An‘am [6]: 108).

3) Hukum yang ditetapkan sebagai penghapus (nasikh)
hukum sebelumnya, seperti pengalihan arah kiblat
(QS. al-Bagarah [2]: 144).

4) Hukum yang ditetapkan sebagai pengecualian dari
ketentuan umum, seperti kebolehan menikahi budak
(Qs. al-Nisa’ [4]: 24).

. Rukhsah (£253))

Secara bahasa, rukhsah berarti kemudahan atau
keringanan. Dalam istilah usil al-figh, rukhsah adalah
hukum yang ditetapkan berbeda dari ketentuan asal
karena adanya ‘udzr (halangan).

Artinya, rukhsah berlaku ketika pelaksanaan hukum asal
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(‘azimah) menimbulkan kesulitan atau mudarat bagi

mukallaf. Menurut al-Syatibi, rukhsah termasuk kategori

mubah (boleh), karena ia merupakan bentuk kemurahan

dari Allah Swt. untuk menghilangkan kesulitan.*

Bentuk-bentuk rukhsah antara lain:®

1) Rukhsah wdjib, seperti memakan bangkai dalam
keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa.

2) Rukhsah mandub, seperti mengqashar salat bagi
musafir.

3) Rukhsah mubah , seperti dokter melihat aurat pasien
dalam pengobatan.

4) Rukhsah makrith, seperti menyatakan pada kekafiran
karena dipaksa, dengan tetap beriman.

D. Perbedaan antara Hukm Taklifi dan Hukm Wad'T

Baik hukm taklifi maupun hukm Wad‘imerupakan bagian

integral dari hukum syari. Keduanya saling melengkapi

dalam menentukan status suatu perbuatan mukallaf. Namun
demikian, keduanya memiliki perbedaan mendasar sebagai
berikut:*

1. Dari segi substansi: hukm taklifi berisi tuntutan untuk
melakukan, meninggalkan, atau memberi pilihan;
sedangkan hukm Wad‘iberisi ketentuan tentang sebab,
syarat, dan penghalang berlakunya hukum.

4 Ibrdhim ibn Masa al-Syatibi, al-Muwdfagat Fi Ustl al-Syari‘ah
(Kairo:Dar Ibn ‘Affan, 1997). Juz 1. 457-456.

> Al-Zuhayli, “Usal al-Figh al-Islami. 111.

s (Ali, 2012) 130
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2. Dari segi bentuk: hukm taklifi bersifat langsung ditujukan
kepada mukallaf, sedangkan hukm Wad7 bersifat
penetapan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan
hukm taklifi.

3. Dari segi pelaksanaan: hukm taklifi berada dalam
jangkauan kemampuan manusia, sedangkan hukm Wad‘t
sebagian berada di luar kemampuan manusia (seperti
datangnya waktu atau terjadinya haid).

E. Otoritas Hukum (al-Hakim) dan Sumber

Kekuasaan Syariat

1. Otoritas Hukum (al-Hakim — ;g:\:é-\)
Secara etimologis, istilah al-hakim (;,5\:4-\) bermakna
menetapkan, memutuskan, atau mengatur suatu perkara.
Dalam konteks hukum Islam, istilah ini memiliki dua makna
pokok.

Pertama, al-hakim berarti pembuat, penetap, atau
sumber hukum, yaitu Allah Swt. sebagai pemegang otoritas
tertinggi dalam menetapkan syariat. Kedua, al-hakim juga
bermakna penemu, penjelas, atau penyingkap hukum, yaitu
para mujtahid yang berupaya memahami dan menafsirkan
hukum Allah dari sumber-sumbernya.’

Kedudukan Allah Swt. sebagai satu-satunya pembuat
hukum ditegaskan dalam firman-Nya:

7 Khallaf, ““Ilm Usal al-Figh».94.
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i sy 6 55 L
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“Katakanlah (Muhammad): Sesungguhnya aku berpijak
di atas hujjah yang nyata dari Tuhanku, sedang kamu
mendustakannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah;
Dia menjelaskan kebenaran dan Dia sebaik-baik pemberi
keputusan.” (Q.S. al-An‘am: 57)

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan menetapkan
hukum merupakan hak prerogatif Allah Swt. Dialah yang
mengatur seluruh hukum bagi makhluk-Nya, baik secara
langsung melalui wahyu maupun secara tidak langsung
melalui petunjuk yang diberikan kepada para mujtahid.

Dalam konteks filsafat hukum Islam, al-syari'ah memiliki
dua dimensi yang saling melengkapi. Pertama, dimensi
teologis, yaitu syariat sebagai hukum agama (divine law) yang
bersumber dari kehendak Ilahi dan bersifat mutlak. Kedua,
dimensi positif, yaitu syariat sebagai hukum yang hidup
dalam praktik masyarakat dan keputusan para ahli hukum
Islam (fugahd’).

Dengan demikian, al-syariah di satu sisi merupakan
kehendak Allah yang bersifat transenden, dan di sisi lain
merupakan hasil penalaran manusia melalui ijtihad yang
merepresentasikan kehendak Ilahi dalam konteks sosial dan
historis. Para mujtahid dalam hal ini tidak berperan sebagai
pencipta hukum, melainkan sebagai penyingkap (kdsyif) dan
penerjemah hukum Ilahi sesuai dengan kemampuan dan
pengetahuan mereka.
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2. Kedudukan Mujtahid dalam Penetapan Hukum Islam

Dalam kenyataannya, hukum Islam yang berlaku di tengah
masyarakat tidak serta-merta bersumber langsung dari
wahyu, melainkan merupakan hasil ijtihad. Pada masa
Rasulullah Saw., ijtihad dilaksanakan secara langsung oleh
beliau sebagai utusan Allah yang sekaligus menjadi penafsir
utama terhadap al-Qur’an. Setiap kali wahyu turun, Nabi
menjelaskan makna dan penerapannya kepada para sahabat
melalui sabda, perbuatan, atau persetujuan beliau.
Penjelasan Nabi ini kemudian menjadi sumber hukum
kedua setelah al-Qur’an, yang disebut al-sunnah atau al-hadis.
Hubungan antara al-Qur’an dan hadis bersifat fungsional
dan saling melengkapi, dengan beberapa bentuk hubungan,
yaitu:
1. Bayan tafsir ( M 55) — menjelaskan dan memperinci
makna ayat ai—Qgr’an.
2. Bayan ta’kid (.= 55) — menguatkan hukum yang telah
ditetapkan dalam al-Qur’an.
3. Bayan tashri (GE’ JM) 55) — menetapkan hukum baru yang
tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an.

Setelah wafatnya Nabi, tugas ijtihad dilanjutkan oleh
para sahabat dan generasi ‘ulama’ berikutnya. Oleh karena
itu, hukum Islam yang dijalankan dalam kehidupan sehari-
hari umat Islam pada dasarnya merupakan hasil penalaran
dan kesepakatan para mujtahid berdasarkan prinsip-prinsip
al-syariah.

Dalam perkembangannya, hasil ijtihad para ‘ulama
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menjadi dasar bagi pembentukan hukum positif Islam (al-
ganin al-islami). Rumusan hukum tersebut kemudian
diadopsi oleh lembaga hukum dan negara melalui proses
legislasi, sehingga hukum Islam dapat berlaku dan mengikat
secara yuridis.
Proses penerapan hukum Islam dapat dibedakan menjadi
dua tahap penting:
1. Tahap Ijtihad ‘IImi — yaitu penetapan hukum melalui
metode penalaran terhadap dalil syar1.
2. Tahap Legislasi Negara — yaitu proses pembentukan
hukum positif melalui mekanisme perundang-undangan.

Kedua tahap ini menunjukkan adanya sinergi antara
wahyu dan akal, serta keseimbangan antara otoritas Ilahi
dan rasionalitas manusia.

Dengan demikian, hukum Islam memiliki dua dimensi
yang saling melengkapi:

a. Dari segi sumbernya, hukum Islam merupakan hukum
lahi (divine law) yang bersumber dari wahyu Tuhan.

b. Darisegi penerapannya, hukum Islam merupakan produk
penalaran manusia (human-made law) karena menuntut
peran ijtihad dalam memahami dan menerapkannya.

Keselarasan antara kedua aspek ini menjadikan hukum
Islam tidak hanya bersifat normatif dan teologis, tetapi juga
rasional, dinamis, dan relevan dengan perkembangan
kehidupan manusia.®

¢ Ali, Figh Dan Ushul Figh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di
Indonesia. 132-133.
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F. Sifat dan Hikmah Pensyariatan
1. Sifat Pensyariatan dalam Islam

Pensyariatan dalam Islam merupakan manifestasi dari
kehendak Allah Swt. untuk menuntun manusia menuju
kehidupan yang harmonis, adil, dan seimbang. Hukum-
hukum yang diturunkan melalui wahyu tidak hanya
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga
mengarahkan hubungan sosial, ekonomi, dan moral
antarsesama manusia agar tercipta kemaslahatan umum.

Al-syariah al-islamiyyah memiliki sifat menyeluruh
karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik
yang bersifat individual maupun sosial. Ia juga bersifat
realistis dan adaptif, mampu diterapkan dalam berbagai
ruang dan waktu tanpa kehilangan prinsip ilahinya. Hukum
Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan fleksibel, sesuai
dengan konteks dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa
berubah.

Dari segi sumber dan tujuannya, al-syari'ah memiliki dua
sifat utama:

Pertama, sifat ketuhanan (al-sifah al-ilahiyyah) yang
menunjukkan bahwa seluruh hukum bersumber dari Allah
Swt. sebagai al-Hakim ((’;,sté-\), Zat yang Mahasempurna
dalam ilmu dan keadilan. Karena itu, setiap hukum pasti
mengandung hikmah dan rahmat bagi manusia. Hal ini
ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

- w;
«

-
.
-

ey

G5 ) Ll
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“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad)
melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S.
al-Anbiya’: 107)

Kedua, sifat kemanusiaan (al-sifah al-insaniyyah), yang
berarti bahwa al-syariah diturunkan untuk memenuhi
kebutuhan manusia dan menjamin kesejahteraan hidup
mereka. Syariat tidak dimaksudkan untuk membebani,
tetapi untuk memberikan kemudahan dan keringanan dalam
menjalankan kehidupan. Sebagaimana firman Allah Swt.:

Fal ey 3 S e
“Allah  menghendaki kemudahan bagimu dan tidak
menghendaki kesulitan bagimu.” (Q.S. al-Baqarah: 185)

Selain itu, hukum Islam juga memiliki karakter
wasathiyyah (:.2;) — moderasi, yaitu keseimbangan antara
dua kutub ekstrem: keras dan longgar. Prinsip moderasi ini
menegaskan bahwa al-syari‘ah Islam selalu menempatkan
segala sesuatu secara proporsional. Sebagaimana firman
Allah Swt.:

\.E.NJM

“Dan demikianlah Kami jadikan kamu sebagai umat yang
pertengahan (adil dan seimbang).” (Q.S. al-Baqarah: 143)

o 2 2t~ &3‘:}5/
r&% ey

Dengan demikian, al-syari‘ah al-islamiyyah tidak hanya
berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai
sistem nilai dan etika yang membentuk keseimbangan
antara akal dan wahyu, antara individu dan masyarakat,
serta antara dunia dan akhirat.
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2. Hikmah Pensyariatan

Hikmah al-tasyri’ (hikmah pensyariatan) adalah rahasia dan
tujuan luhur di balik setiap ketentuan hukum Islam. Tidak
ada satu pun hukum yang disyariatkan tanpa alasan dan
tujuan. Setiap ketentuan memiliki fungsi mendasar untuk
mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kesejahteraan
hidup manusia.

Prinsip dasar dari hikmah pensyariatan berkaitan erat
dengan magqasid al-syari‘ah (ia f.J\ Xp\i%), yaitu tujuan-tujuan
utama syariat yang mencakup lima aspek pokok kehidupan
manusia, yang dikenal dengan al-dartriyyat al-khamsah
(ol &6 52
1. Menjaga agama (hifz al-din — 3| 52>
2. Menjaga jiwa (hifz al-nafs — &l i)

3. Menjaga akal (hifz al-‘aql — Jaa)\ L2>)
4, Menjaga keturunan (hifz al-nasl — J“-J‘ L)
5. Menjaga harta (hifz al-mal — JW) ki)

HukumIslam ditetapkan untuk menggapaikemaslahatan
(jalb al-maslahah) dan menolak kerusakan (dar’ al-mafsadah).
Oleh karena itu, setiap perintah dan larangan dalam Islam
senantiasa berorientasi pada manfaat nyata bagi kehidupan
manusia, baik secara individu maupun sosial.

Selain itu, al-syari‘ah juga memiliki hikmah moral dan
spiritual. Tujuan hukum tidak hanya untuk menegakkan

° Ibrahim ibn Masa al-Syatibi, al-Muwdfaqgat Fi Usal al-Syari‘ah. Juz
II. 20.
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ketertiban, tetapi juga untuk membentuk karakter manusia
yang berakhlak mulia. Setiap ibadah memiliki nilai
pendidikan moral:

a. Salat menumbuhkan kedisiplinan,

b. Puasa melatih pengendalian diri,

c. Zakat menumbuhkan solidaritas sosial, dan

d. Haji memperkuat persaudaraan umat.

Hikmah pensyariatan juga tampak dalam prinsip
keadilan (al-‘adalah), yang menjadi inti dari seluruh sistem
hukum Islam. Keadilan dalam Islam bukan sekadar
memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga menem-
patkan segala sesuatu pada tempatnya. Melalui prinsip ini,
Islam menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak
sosial, serta antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Dengan demikian, hikmah al-tasyri’ menunjukkan bahwa
Islam adalah agama yang rasional, realistis, dan berorientasi
pada kemaslahatan. Syariat tidak hanya mengatur, tetapi
juga mendidik dan membimbing manusia untuk mencapai
kesempurnaan hidup, baik lahir maupun batin.?®

G. Konsep al-Hukm al-Taklifi dan al-Hukm al-Wad'7
dalam Perspektif Abu Zahrah

1. Pengertian dan Landasan al-Hukm al-Taklifi (;é:.’;-\

Dalam pandangan Abu Zahrah, konsep al-hukm al-taklifi
merupakan bagian fundamental dari sistem hukum Islam

0 (Tahir, 2020)
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yang berhubungan langsung dengan perintah dan larangan
Allah Swt. kepada manusia (al-mukallaf). 1a didefinisikan
sebagai ketetapan Allah Swt. yang berkaitan dengan
perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah, larangan,
maupun pilihan."

Konsep hukum taklifi ini menegaskan hubungan vertikal
antara kehendak Ilahi dan tanggung jawab manusia. Melalui
al-amr (5-Y)) dan al-nahy (&), manusia diuji sejauh mana ia
menaati kehendak Allah Swt. dan menjaga keseimbangan
moralnya. Dalam konteks ini, hukum taklifi bukan hanya
instrumen legal-formal, tetapi juga mekanisme spiritual
yang mendidik manusia agar hidup sesuai fitrahnya.

Menurut Abl Zahrah, pelaksanaan hukum taklifi hanya
berlaku bagi individu yang memenubhi syarat sebagai mukallaf,
yakni berakal (‘agil - Js\c), balig (baligh - 8\9), dan memiliki
kemampuan (qudrah - :,.3). Ketiga syarat ini menjamin bahwa
seseorang mampu memahami tuntutan syariat dan
bertanggung jawab atas amalnya. Dengan demikian, taklif
bukanhanya penetapan kewajiban, melainkan juga pengakuan
terhadap eksistensi dan kapasitas moral manusia.

Abli  Zahrah menegaskan bahwa hukum taklifi
mencerminkan  keseimbangan antara ibadah dan
kemaslahatan. Dalam setiap perintah syariat, selalu
terkandung dua dimensi: pengabdian kepada Allah dan
pemeliharaan kemaslahatan sosial. Karena itu, pelaksanaan

1 Muhammad Abd Zahrah, “Usil al-Figh” (Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1958). 28.
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hukum Islam tidak hanya menekankan kepatuhan ritual,
tetapi juga tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, zakat
tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi
sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.

Adapun bentuk-bentuk hukum taklifi terdiri atas lima
kategori utama, yaitu: wajib (c=15), sunnah/mandib (sa:s),
haram (f\f), makrih (s S), dan mubah (C\*‘“)' Setiap kategori
menunjukkan tingkatan tanggung jawab yang berbeda. Ab
Zahrah menjelaskan bahwa kategori hukum tersebut bersifat
dinamis dan kontekstual. Misalnya, perbuatan yang secara
asal mubah dapat berubah menjadi wajib apabila menjadi
sarana bagi terlaksananya kewajiban, seperti makan untuk
menjaga kemampuan beribadah.*

Dengan demikian, hukum taklifi dalam perspektif Aba
Zahrah tidak hanya menunjukkan bentuk perintah dan
larangan, melainkan juga menggambarkan interaksi nilai-
nilai Ilahi dengan kehidupan manusia secara rasional, etis,
dan spiritual.

2. Makna dan Fungsi al-Hukm al-Wad’i(&é}S\ ;.é:i‘-.\-\)

Selain hukum taklifi, AbQi Zahrah menjelaskan pentingnya
memahami al-hukm al-Wad‘ (_s2,) (é:";\)’ yaitu hukum yang
menetapkan Sabab (c..J\), syart (& ), atau mani‘ (Cu\) bagi
berlakunya hukum lain. Dengan kata lain, hukum Wad1
menjelaskan kondisi yang membuat suatu hukum sah atau

tidak sah.

2. Muhammad Abu Zahrah. 47.
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Dalam pandangan Abti Zahrah, hukm wad‘T merupakan
bagian dari sistem hukum Islam yang berfungsi menetapkan
keterkaitan antara sebab, syarat, dan penghalang terhadap
keberlakuan hukum taklifi.® la menggambarkan aspek
kausalitas dalam syariat, di mana setiap hukum memiliki
kondisi  objektif yang menentukan validitas dan
penerapannya. Dengan demikian, hukm wad7 berperan
sebagai landasan teknis yang memastikan bahwa hukum-
hukum syariat berjalan secara tertib, rasional, dan konsisten
dengan prinsip kemaslahatan.

Contoh penerapan hukm wad‘7 dapat ditemukan dalam
praktik ibadah. Tergelincirnya matahari menjadi sebab
wajibnya salat zuhur, sedangkan wudu merupakan syarat
sahnya salat. Adapun haid menjadi penghalang bagi
perempuan untuk melaksanakan salat. Melalui konsep ini,
Abi Zahrah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri
dalam ruang abstrak, melainkan selalu terkait dengan
kondisi dan realitas manusia.

Lebih jauh, AbQ Zahrah memandang bahwa hukm wad‘t
memiliki dimensi metodologis dalam memahami syariat.
Dengan menelaah sebab, syarat, dan penghalang, seorang
mujtahid dapat menentukan sah tidaknya suatu perbuatan
hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat
rasional, sistematis, dan ilmiah, bukan sekadar kumpulan
aturan dogmatis. (Nafi et al., 2025)

3 Muhammad Abii Zahrah, Usrah Fi al-Islam (Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1957). 55.
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Pada akhirnya, AbG Zahrah menekankan bahwa hukm
wad1 dan taklifi tidak dapat dipisahkan. Hukum taklifi
menetapkan tuntutan, sedangkan hukum wad‘i menentukan
kondisi keberlakuannya. Keduanya membentuk sistem
hukum yang komprehensif dan saling melengkapi dalam
mewujudkan kemaslahatan manusia.

H. Ringkasan

Dalam bab ini ditegaskan bahwa hukum dalam Islam
bersumber dari khitab Allah, yakni firman Allah yang
berkaitan dengan perbuatan mukallaf (UiK2)). Hukum syar'i
merupakan bentuk pengaturan ilahi terhadap aktivitas
manusia agar terarah pada kemaslahatan dan terhindar dari
kemudaratan. Secara umum, hukum Islam terbagi menjadi

dua kelompok besar, yaitu hukm taklifi (QJSJ\ ;;é:i\) dan
hukm Wad'T (253 22,

Klasifikasi Hukum Taklifi (353 1&=2)

No. | Jenis Hukum Pengertian Contoh

Lo | wajib (csy) Perbuatan yang Salat lima
diperintahkan secara | waktu.
tegas; bila dilakukan
berpahala, bila

ditinggalkan berdosa.
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No. | Jenis Hukum Pengertian Contoh
2. | Sunnah/ Perbuatan yang Salat sunnah
Mandub dianjurkan; bila rawatib.
(©gae) dilakukan berpahala,
bila ditinggalkan tidak
berdosa.

3. Haram ( ol ) Perbuatan yang Mencuri,
dilarang secara tegas; |berzina.
bila dilakukan berdosa,
bila ditinggalkan
berpahala.

4. | Makrih Perbuatan yang Makan

(55,5%) dianjurkan untuk bawang
ditinggalkan, namun | sebelum
tidak berdosa bila salat
dilakukan. berjamaah.

5 | Mubah (r\.») Perbuatan yang boleh | Makan dan
dilakukan atau minum yang
ditinggalkan tanpa halal.

pahala dan dosa.

Catatan:
Hukum taklifi menunjukkan dimensi moral dan tanggung
jawab manusia terhadap perintah dan larangan Allah Swit.
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Klasifikasi Hukum Wad'T (253 2&=2-1)

Unsur .

No. | lum Wa di Makna / Fungsi Contoh

1. | sabab (CZ2) Sesuatu yang Terbenam
menjadi tanda | matahari — wajib
timbulnya salat Magrib.
hukum.

2. | syart (1:2))  |Sesuatuyang Wudu sebagai
harus ada agar | syarat sah salat.
hukum berlaku.

3. | Mani (é';\.:j\) Sesuatu yang Haid menjadi
menghalangi penghalang
berlakunya kewajiban salat.
hukum.

4, | Sihhah & Ukuran sah atau | Nikah sah jika
Butlan (i%.2)\ | tidak sahnya memenuhi rukun
5)12;3\3) suatu perbuatan | dan syarat.

hukum.

5. | ‘Azimah & Ketentuan Boleh berbuka
Rukhsah hukum asal dan | (membatalkan)
(Aaid; i53)) | keringanan puasa bagi

’ syariat. musafir (rukhsah).
Catatan:

Hukum Wadimenjelaskan kapan dan bagaimana hukum

taklifi berlaku, sekaligus mencerminkan fleksibilitas dan

kemudahan (taysir) dalam syariat.
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Otoritas Hukum dalam Islam

Dalam konteks otoritas hukum (al-hakim — ég:\:é-\), Islam
menetapkan bahwa Allah Swt. adalah satu-satunya pembuat
hukum (al-muhakkim al-a‘la), sedangkan para mujtahid dan
ulama berperan sebagai penafsir (mubayyin) untuk
menjelaskan dan menerapkan hukum dalam konteks
kehidupan manusia.

Hal ini menunjukkan keseimbangan antara wahyu dan
akal, di mana hukum Islam tidak hanya bersifat normatif,
tetapi juga rasional, kontekstual, dan berorientasi pada
maslahah al-ibad (st i5J.22) — kemaslahatan umat manusia.

Pemahaman terhadap hukum taklift dan Wad ‘imerupakan
dasar utama dalam studi usl al-figh:

1. Hukum taklifi mengatur tuntutan moral: apa yang harus,
boleh, dan dilarang.

2. Hukum Wad‘imengatur kondisi dan sebab berlakunya
hukum tersebut.

Keduanya membentuk sistem hukum Islam yang utuh,
logis, dan relevan dalam setiap situasi kehidupan,
menggambarkan prinsip taysir ((x.s8l) — kemudahan, dan
raf al-haraj (G;:i\ é}) — penghilangan kesulitan dalam
penerapan syariat.

l. Latihan

1. Jelaskan pengertian hukm al-syar‘ (s &) ;én_’l\) menurut
ulama usal al-figh, dan sebutkan perbedaan mendasar
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antara hukm takliff (5881 22=41) dan hukm Wad'7 (2=
dwj!\) beserta contohnya masing-masing.

. Uraikan secara sistematis lima macam hukum taklifi dan
berikan contoh masing-masing. Jelaskan pula bagaimana
hubungan antara unsur ijab (\2Y)), tahrim (ﬁ =), dan
ibahah (i~Y!) dalam membentuk struktur dasar hukum
Islam.

. Analisislah makna dan peran sabab (Z22)1), syart (&:3)1),
dan mani (éLﬂ\) dalam menentukan keabsahan suatu
amal ibadah. Gunakan contoh konkret dari praktik fikih
ibadah atau muamalah.

. Jelaskan konsep ‘azimah (i;2)) dan rukhsah (i233))
dalam hukum Islam. Bagaiména penerapan keduanya
meancerminkan prinsip al-taysir wa raf al-haraj (’é} 5 )
¢4 dalam kehidupan seorang Muslim?

. Dalam konteks otoritas hukum (al-hakim — ;g:té-\),
bagaimana hubungan antara Allah Swt. sebagai pembuat
hukum dan para mujtahid sebagai penafsir hukum?
Jelaskan peran rasionalitas manusia dalam memahami
dan mengimplementasikan syariat.
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Subjek Hukum
dan Dasar Pembebanan

Tujuan Pembelajaran

Tujuan bab ini adalah mengembangkan kapabilitas mahasiswa dalam
memetakan dan menjustifikasi pembebanan hukum: siapa yang
menjadi mukallaf, kriteria kecakapan hukum (ahliyah), dan penghalang-
penghalang (al-‘awarid) yang memengaruhi tanggung jawab syarT.
Mahasiswa didorong untuk memahami dimensi normatif dan faktual dari
subjek hukum yaitu perbedaan antara kapasitas menerima hak (ahliyyat
al-wujib), kapasitas melaksanakan kewajiban (ahliyyat al-ada’), serta
kondisi yang meniadakan atau menangguhkan tak/if (misalnya gila,
mabuk, atau paksaan). Pembahasan melatih kemampuan menganalisis
kasus konkret: menguji apakah suatu perbuatan memenuhi syarat
mahkidm fih, menilai peran niat, dan merumuskan kriteria operasional
untuk menentukan kapan hukum diterapkan atau dikecualikan. Selain
aspek teknis, bab ini mengajarkan mahasiswa mengevaluasi implikasi
etis dan kebijakan dari klasifikasi subjek misalnya akses terhadap
perlindungan hukum, pemberian rukhsah, dan mekanisme rehabilitasi
hukum bagi yang tidak cakap. Hasil pembelajaran yang diharapkan adalah
kemampuan menyusun argumentasi yuridis yang mengintegrasikan teks,
kaidah kausalitas syar'T, dan bukti faktual dalam penentuan status subjek
hukum di masyarakat modern.
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A. Pengertjan dan Syarat al-Mahkum ‘Alayh

(ads £S5
Secara etimologis, al-mahkim ‘alayh berarti “subjek hukum”,
yaitu pihak yang menjadi sasaran atau perintah syariat.
Dengan kata lain, ia adalah orang yang dibebani hukum
(mukallaf — )

Secara terminologis, al-mahkim ‘alayh ialah individu
yang dituntut oleh Allah Swt. untuk melakukan suatu
perbuatan atau meninggalkannya, dan seluruh perilakunya
dinilai berdasarkan ketentuan hukum Allah tersebut. Dengan
demikian, al-mahkim ‘alayh merupakan pelaku hukum yang
menjadi tempat berlakunya ketentuan syariat.

Sebagai subjek hukum, seorang mukallaf (_i&z3) harus
memenuhi beberapa syarat agar dapat dikenai beban hukum
(taklif — 2 J&=3). Para fugaha’ menjelaskan bahwa dasar taklif
terletak pada kemampuan berpikir dan pemahaman
terhadap petunjuk syariat. Dari dasar ini kemudian
diturunkan beberapa syarat utama bagi seorang mukallaf,
yaitu:

1. Baligh (J0)
Syarat pertama adalah kedewasaan, yaitu kemampuan untuk
memahami khitab al-syari‘ (¢ 1)\ olas) yang terdapat dalam
al-Qur’an dan hadis, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Pemahaman secara langsung berarti seseorang mampu
menangkap makna ayat dan hadis hukum secara mandiri,
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sedangkan  pemahaman  tidak langsung  berarti
pemahamannya diperoleh melalui penjelasan ulama, guru,
atau pihak lain yang lebih berilmu.

2. Ahliyyah (a0

Syarat kedua adalah kecakapan hukum, yaitu kemampuan
seseorang untuk bertindak dan menerima konsekuensi
hukum. Dalam ilmu usil al-figh, ahliyyah terbagi menjadi dua
bentuk:
a. Ahliyyat al-add’ (;\SEY\ «,.L:a\)
Yaitu kecakapan sempurna untuk melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Ukuran
kecakapan ini ditentukan oleh tiga unsur utama: berakal,
dewasa, dan cerdas.
Orang yang memiliki ahliyyat al-ada’ penuh berarti telah
mampu melaksanakan kewajiban dan menanggung
akibat hukumnya.
b. Ahliyyat al-wujib (o 43! £13)
Yaitu kecakapan untuk menerima hak, meskipun belum
mampu menunaikan kewajiban sepenuhnya.
Contohnya adalah bayi (tifl — }ib) yang sudah memiliki
hak-hak tertentu seperti hak nasab, waris, dan wasiat,
namun belum terbebani kewajiban syariat karena belum
memiliki ahliyyat al-ada’.
Bentuk ahliyyat al-wujiib ini terbagi menjadi dua:
1) Ahliyyat al-wujab al-naqisah (L2318 ws33)) )} yaitu
kecakapan yang belum sempurna seperti janin yang
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masih dalam kandungan. Meskipun belum lahir, janin
sudah memiliki hak-hak hukum seperti hak warisan
dan wasiat.

2) Ahliyyat al-wujiib al-kamilah ({081 553 A1), yaitu
kecakapan penuh yang dimiliki oleh anak yang telah
lahir hidup, meskipun belum baligh. Anak tersebut
memiliki hak yang sama seperti janin, tetapi belum
wajib menanggung kewajiban hukum.!

Dengan demikian, seseorang baru dapat disebut mukallaf
jika telah memiliki ahliyyat al-ada’ yang sempurna, yaitu
berakal sehat, telah baligh, dan mampu memahami serta
melaksanakan perintah syariat.

B. Penghalang Kegalgapan Hukum (al-‘Awarid
al-Ahliyyah — BN\ 5,520
Dalam pelaksanaan hukum s;fariat, tidak semua mukallaf
selalu dalam keadaan mampu menjalankan tanggung jawab
hukumnya. Ada kalanya seseorang mengalami kondisi yang
menghilangkan atau mengurangi kecakapannya. Keadaan
semacam ini disebut al-‘awarid al-ahliyyah AR 25,
yakni faktor penghalang yang dapat meniadakan atau
membatasi kemampuan bertindak hukum.
Para ulama membagi ‘awarid ini menjadi dua kategori
besar:?

U Al-Zuhayli, “Usal al-Figh al-Islami”. 163-167. Lihat pula Hasbullah,
“Usul al-Tashri* al-Islami». 404-405.

2 Al-Zuhayli, “Usal al-Figh al-Islami.” 168. Lihat pula Hasbullah,
“Usul al-Tashri* al-Islami. ”. 407-416
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1. ‘Awarid samawiyyah (3,2 z,154)1)
Yaitu penghalang yané datané dari kehendak Allah Swt.
atau di luar kemampuan manusia. Termasuk dalam
kategori ini adalah gila (junin — ,43-), sakit berat (marad
— _>%), atau cacat intelektual (baldhah — 153). Keadaan-
keadaan tersebut menghapus kemampuan seseorang
untuk bertindak hukum secara penuh.

2. ‘Awarid muktasabah (231 o520
Yaitu penghalang yang disebabkan oleh perbuatan
manusia sendiri, seperti mabuk (sukr — Jii), paksaan
(ikrah —.\%), atau kelalaian (ghaflah — £52). Penghalang
jenis ini dapat bersifat sementara dan akan hilang jika
penyebabnya diatasi.

Kedua jenis penghalang tersebut memiliki dampak
berbeda terhadap kecakapan hukum (ahliyyah). Secara garis
besar, akibatnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Penghalang yang menghapus ahliyyat al-ada’ secara total,
seperti gila, tidur, lupa, dan paksaan berat. Dalam
keadaan ini, tanggung jawab hukum mukallaf hilang
sepenuhnya. Misalnya, orang gila tidak wajib salat dan
tidak berdosa bila meninggalkannya. Namun, bagi orang
yang tertidur atau lupa, meskipun tidak berdosa, mereka
tetap wajib qada’ (mengganti) salat setelah sadar atau
teringat.

b. Penghalang yang mengurangi ahliyyat al-ada’, seperti
gangguan mental ringan atau kebodohan. Orang dengan
kondisi ini tetap memiliki sebagian tanggung jawab
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hukum, namun terbatas. Perbuatannya yang membawa
manfaatbagidirinya dianggap sah, tetapi yang merugikan
dirinya tidak sah menurut hukum syar*.

c. Penghalang yang membatasi sebagian tindakan hukum,
seperti kondisi pailit, kelalaian, atau di bawah perwalian
hukum. Dalam keadaan ini, seseorang masih dianggap
cakap hukum, namun tidak memiliki kewenangan penuh
untuk melakukan tindakan tertentu, terutama yang
berkaitan dengan harta dan transaksi.

Dengan demikian, konsep al-mahkiam ‘alayh tidak hanya
berbicara tentang siapa yang dibebani hukum, tetapi juga
sejauh mana kecakapan seseorang diakui oleh syariat untuk
bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini menunjukkan
bahwa hukum Islam bersifat realistis dan manusiawi, karena
memperhatikan kondisi individu dan kemampuannya dalam
menerima beban hukum.

C. Dimensi Etik dan Akal dalam Ketaatan Hukum

Dalam perspektif Islam, ketaatan terhadap hukum bukan
hanya sekadar kepatuhan formal terhadap perintah dan
larangan, tetapi merupakan ekspresi kesadaran moral dan
rasional yang menyatu dalam diri seorang mukallaf. Ketaatan
yang sejati tidak lahir dari rasa takut terhadap hukuman,
melainkan dari pemahaman yang mendalam tentang nilai
etik (akhldq) dan peran akal dalam memahami tujuan syariat
(magqasid al-syari‘ah).

Etika dalam Islam berfungsi sebagai rith bagi tegaknya
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hukum. Ia memberikan orientasi moral yang membimbing
perilaku manusia agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan
dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya
menjadi alat pengatur tingkah laku sosial, tetapi juga sarana
pendidikan moral yang menumbuhkan tanggung jawab dan
kesadaran spiritual. Dengan kata lain, hukum Islam tidak
semata mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,
tetapi juga mendidik manusia agar memahami hikmah di
balik setiap ketentuan.

Akal memiliki peranan penting sebagai instrumen untuk
memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etik dalam
pelaksanaan hukum. Dengan akal, manusia mampu
membedakan antara yang benar dan salah, menimbang
manfaat dan madarat, serta menilai relevansi suatu hukum
dengan tujuan syariat. Karena itu, syarat utama bagi
seseorang untuk dapat dibebani hukum adalah memiliki
akal yang sehat. Akal yang berfungsi dengan baik
memungkinkan manusia memahami perintah dan larangan
Allah dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti secara
membuta.’

Penelitian dalam bidang psikologi dan sosial
menunjukkan bahwa kepatuhan yang dilandasi oleh
kesadaran moral dan rasional cenderung lebih stabil dan
tulus dibandingkan dengan kepatuhan yang muncul karena
tekanan eksternal. Ketika individu memandang hukum
sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan

3 Zahrah, Usrah Fi Al-Islam. 327-328.
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keadilan, maka kepatuhan yang dihasilkan bersifat intrinsik,
bukan karena rasa takut terhadap sanksi. (Wenzel, 2004)
Dengan demikian, etika menjadi penghubung antara dimensi
spiritual dan sosial dalam pelaksanaan hukum.

Lebih jauh, dalam konteks sosial, kepatuhan terhadap
hukum dipengaruhi oleh integritas moral masyarakat dan
efektivitas sistem nilai bersama. Suatu sistem hukum akan
berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki norma
moral yang kuat serta mempercayai legitimasi hukum
tersebut. Karena itu, pendidikan hukum Islam harus
menekankan pembentukan karakter etis yang berlandaskan
nilai-nilai syariat, bukan sekadar pemahaman terhadap teks
hukum.

Keterkaitan antara akal dan etika juga tampak dalam
pandangan Islam tentang peran akal sebagai alat berpikir
kritis yang membantu manusia memahami makna ketaatan.
Ketaatan yang dibangun atas dasar akal sehat menghasilkan
bentuk kepatuhan yang rasional, di mana seseorang menaati
hukum bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran
bahwa hukum tersebut membawa kebaikan. Dalam konteks
ini, Islam mengajarkan keseimbangan antara otoritas hukum
dengan kebebasan berpikir, sehingga manusia tidak menjadi
robot yang patuh tanpa pemahaman, melainkan pribadi
yang taat karena mengerti.

Sejalan dengan pandangan tersebut, penelitian
kontemporer menunjukkan bahwa produktivitas dan
kepatuhan sosial yang tinggi berakar pada budaya kerja dan

— 56 —



Subjek Hukum dan Dasar Pembebanan

etos moral yang kuat. Hukum yang dijalankan dengan dasar
rasionalitas dan nilai etik akan lebih efektif diterapkan,
sebab masyarakat memandangnya bukan sebagai beban,
tetapi sebagai sarana mencapai kesejahteraan bersama.
(Bakas et al., 2020)

Selain itu, akal juga berfungsi sebagai alat evaluasi dalam
menilai apakah suatu hukum masih sesuai dengan tujuan-
tujuan syariat. Akal tidak dimaksudkan untuk menandingi
wahyu, tetapi untuk mengaktualisasikan maknanya dalam
realitas kehidupan manusia. Dengan demikian, sinergi
antara etika dan akal membentuk ketaatan yang sempurna
— ketaatan yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga
menumbuhkan kesadaran batiniah yang mencerminkan
hubungan harmonis antara manusia, hukum, dan Tuhan.

Ketaatan yang berlandaskan etika dan akal inilah yang
menciptakan masyarakat berperadaban, yaitu masyarakat
yang menaati hukum karena memahami nilai-nilai ilahiyyah
di baliknya. Dengan demikian, pelaksanaan hukum Islam
bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi bagian dari
pembangunan kesadaran moral, intelektual, dan spiritual
umat manusia.

D. Ringkasan

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai al-mahkim
‘alayh (sds ¢ . 2)l) menegaskan bahwa subjek hukum dalam
Islam bukan sekadar individu yang dikenai perintah dan
larangan, melainkan manusia yang memiliki akal (‘aql — |i<)
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dan kesadaran moral (akhlag — ) sebagai dasar tanggung

jawab hukumnya.

Beban hukum (taklif — _2J&=5) hanya dapat diberlakukan

kepada mereka yang memenubhi syarat kecakapan (ahliyyah

— ££J»)) serta bebas dari penghalang (al-‘awdrid al-ahliyyah —
ZBV Sr)R

Dari uraian ini dapat disimpulkan beberapa poin penting

sebagai berikut:

1.

Subjek hukum (al-mahkam ‘alayh) adalah mukallaf (L&),
yaitu individu yang telah memenuhi syarat baligh (é\;)
dan berakal (‘agil — Jst).

Kecakapan hukum (ahliyyah) terbagi menjadi dua
dimensi, yakni ahliyyat al-wujib (kemampuan menerima
hak) dan ahliyyat al-ada’ (kemampuan melaksanakan
kewajiban).

Penghalang kecakapan (al-‘awarid) dapat berasal dari
faktor ilahiyyah (samawiyyah) maupun perbuatan
manusia (muktasabah), yang berpengaruh terhadap
tingkat tanggung jawab hukum seseorang.

Akal dan etika merupakan dua pilar utama dalam
pelaksanaan hukum Islam. Keduanya memastikan bahwa
ketaatan terhadap hukum tidak bersifat formalistik,
melainkan lahir dari kesadaran rasional dan moral.
Hukum Islam bersifat realistis dan manusiawi, karena
menyesuaikan  beban  tanggung jawab dengan
kemampuan individu serta menempatkan etika sebagai
tujuan moral dari setiap ketentuan hukum.
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Klasifikasi Kecakapan dan Penghalang Hukum dalam
Islam
Aspek Klasifikasi | Deskripsi Dampak Contoh
terhadap
Taklf (e &)
Kecakapan | Ahliyyat Kecakapan Tidak Janin, anak
Hukum al-wujab | menerima hak | menanggung | kecil
(Ahliyyah) | (wys3) €1a1) | tanpa kewajiban | kewajiban,
hanya memiliki
hak
Ahliyyat | Kecakapan Menanggung | Orang
al-adg’ ()a] | melaksanakan | kewajiban dewasa
+13Y) dan syariat berakal
bertanggung sepenuhnya
jawab hukum
Penghalang | Samawiyyah | Faktor di luar Menghapus Gila, sakit
Kecakapan | () kehendak kecakapan berat
(al-‘Awarid ' manusia total atau
al-Ahliyyah) sebagian
Muktasabah | Faktor yang Mengurangi Mabuk,
(1232) disebabkan tanggung paksaan
perbuatan jawab
manusia sementara
Dimensi Etika Kesadaran Melahirkan Ikhlas
Etik dan (Akhlaq) moral terhadap | kepatuhan menjalankan
Akal tujuan hukum batiniah hukum
Akal (‘Aql) Instrumen Mendorong Menimbang
rasional kepatuhan maslahah
memahami rasional dan dan
hukum sadar mafsadah

Dengan demikian, konsep al-mahkim ‘alayh dalam

hukum Islam mengintegrasikan unsur intelektual (‘aql),

— 59 —




Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

moral (akhlag), dan spiritual (iman — y\%,) secara harmonis.
Seorang mukallaf bukan hanya tunduk karena perintah,
tetapi patuh karena memahami makna dan tujuan di
baliknya. Inilah yang membentuk ketaatan hukum yang
berkeadaban (ta‘ah hadariyyah — i, i£\5), yang menjadi
ciri khas sistem hukum Islam yaﬂg universal, humanistik,
dan berorientasi pada kemaslahatan (maslahah — i5J.%53).

E. Latihan

1. Jelaskan pengertian al-mahkim ‘alayh secara etimologis
dan terminologis, serta bagaimana konsep mukallaf
menjadi dasar dalam menentukan subjek hukum Islam!

2. Uraikan dan jelaskan dua bentuk kecakapan hukum
(ahliyyah) beserta perbedaannya, yaitu ahliyyat al-wujib
dan ahliyyat al-add’, serta berikan contoh konkret
penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam!

3. Apa yang dimaksud dengan al-‘awarid al-ahliyyah
(penghalang kecakapan hukum)? Jelaskan perbedaan
antara ‘awarid samawiyyah dan ‘awarid muktasabah serta
dampaknya terhadap tanggung jawab hukum seseorang!

4. Analisislah hubungan antara akal dan etika dalam
melahirkan ketaatan hukum yang sejati dalam Islam!

5. Menurut Anda, bagaimana konsep keseimbangan antara
wahyu, akal, dan etika dapat diterapkan dalam penegakan
hukum Islam di masyarakat modern?
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BAB IV

Objek Hukum
dan Dimensi Perbuatan

Tujuan Pembelajaran

Bab IV dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan ketajaman
analitis terhadap objek hukum (mahkdm fih) dan klasifikasi perbuatan
yang menjadi sasaran titah syarT. Tujuan pembelajaran mencakup:
(1) kemampuan mendefinisikan mahkdm fih secara etimologis dan
terminologis; (2) mengidentifikasi syarat sahnya suatu perbuatan menjadi
objek hukum termasuk kepastian bentuk, tata cara, rukun, dan indikasi
tambahan yang diperlukan; (3) menguraikan perbedaan antara hak-
hak ilahiyyah (haqq Allah) dan hak antar-manusia (haqq al-‘abd) serta
implikasinya dalam pelaksanaan hukum. Mahasiswa dilatih menerapkan
konsep sabab, syart, mani’, sihhah, dan butlan untuk menilai kasus-kasus
praktis (misalnya batasan wudu, kondisi haid, atau syarat sah akad).
Pembelajaran juga menekankan metodologi: bagaimana menggabungkan
nass, sunnah, dan bukti rasional untuk menentukan apakah sebuah
perbuatan dapat dijadikan dasar penjatuhan hukuman atau kewajiban.
Pada akhir bab, mahasiswa diharapkan mampu menyusun analisis hukum
terstruktur terhadap perbuatan kompleks, merumuskan norma operasional
yang relevan untuk praktik yudisial, dan mengevaluasi kebijakan hukum
yang mempertimbangkan tujuan syariat dan realitas sosial.
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A. Pengertian Mahkim Fih (4. f}g.;ﬁ\)

Secara etimologis, istilah mahkium fih (a3 D’i.;;l\) berarti
“objek hukum”, yakni perbuatan mukallaf yang menjadi
sasaran titah atau ketentuan-ketentuan syari.

Secara terminologis, mahkam fih diartikan sebagai
perbuatan atau tindakan yang dikenai penilaian hukum oleh
syar‘. Dengan demikian, mahkam fih merupakan perbuatan
mukallaf (fi'l al-mukallaf) yang menjadi objek penerapan
hukum syar*?!

Namun, tidak setiap tindakan manusia dapat
dikategorikan sebagai mahkim fih. Fugaha’ memberikan
sejumlah syarat agar suatu perbuatan dapat masuk dalam
kategori ini.

B. Syarat-syarat Mahkim Fih (4.3 fji;ﬁ\ by J’-..iu) 2

1. Perbuatan tersebut diketahui dan dipahami secara
sempurna oleh mukallaf.
Maksudnya, mukallaf harus mengetahui secara utuh
bentuk dan tata cara pelaksanaan perbuatan yang
dituntut oleh syar, termasuk rukun, syarat, dan
ketentuannya.
Karena itu, ayat yang bersifat global (mujmal) tidak dapat
dijadikan dasar pelaksanaan hukum sebelum ada
penjelasan rinci dari sumber lain, baik melalui ayat lain
maupun melalui hadis Nabi Saw.

1 Khallaf, “Ilm Usal al-Figh”. 120.
2 Khallaf. 121-123. Lihat pula Al-Zuhayli, “Usil al-Figh al-Islami.”
133-135.
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Misalnya, perintah salat dalam al-Qur'an menjadi

mahkim fih karena disertai penjelasan tentang tata

caranya melalui hadis Nabi Saw. yang menunjukkan
secara praktis cara pelaksanaannya.

. Perbuatan tersebut harus ditetapkan oleh otoritas syar7

Artinya, perbuatan yang menjadi tuntutan hukum harus

memiliki dasar dari sumber hukum Islam, baik dari al-

Qur’an maupun hadis. Apabila perbuatan tersebut tidak

memiliki landasan dari sumber hukum yang sah, maka ia

tidak termasuk mahkim fih.

Oleh karena itu, seseorang baru dapat dikenai taklif

apabila telah memenuhi syarat buliigh (‘C;LT) dan ‘aql

(Jic), karena hanya dengan akal dan kedewasaan

seseorang dapat memahami sumber hukum yang

menetapkan perbuatan tersebut.

. Perbuatan tersebut memungkinkan untuk dilakukan

atau ditinggalkan oleh mukallaf.

Dengan konsekuensi sebagai berikut:

a. Syarat ini menunjukkan bahwa taklif (_a)e=3) tidak
boleh bersifat mustahil, yakni tidak mungkin
dilakukan manusia, atau berada di luar batas
kemampuan manusia. Allah Swt. berfirman:

oty VI &S 40T ey

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya.” (Q.S. al-Baqarah: 286).



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

Standar kemampuan yang dimaksud adalah
kemampuan manusia pada umumnya, bukan
kemampuan individu tertentu.

Jika seseorang memiliki kekhususan atau kelemahan
pribadi, seperti usia lanjut atau sakit parah, maka ia
tetap berada dalam lingkup taklif, namun berhak
memperoleh keringanan (rukhsah).

Contohnya, orang tua yang sudah sangat lemah tidak
wajib berpuasa, tetapi dapat menggantinya dengan
membayar fidyah.

b. Selain itu, perbuatan hukum tidak sah jika dilakukan
atas nama orang lain, karena taklif bersifat pribadi
(laysa li-Ghayrihi — s 33 /3J).

Misalnya, menurut jumhir al-‘ulama’, ibadah haji
boleh diwakilkan apabila orang yang mewakili telah
menunaikan hajinya sendiri. Namun, menurut
mazhab Maliki, hal tersebut tidak diperbolehkan.
Adapun puasa, menurut Sydfiiyyah dan Hanabilah
dapat diwakilkan, sedangkan menurut Aba Hanifah
dan Malik, tidak sah dilaksanakan oleh wakil.

c. Tercapainya syarat taklif.

Ketentuan tentang hal ini dapat dilihat dalam syarat
mukallaf.

C. Kriteria Taklif

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa saja yang
termasuk subjek taklif dalam hukum syar’. Apakah semua
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manusia, termasuk orang kafir, ataukah hanya kaum Muslim
saja?
1. Pendapat pertama:
Kelompok Asy‘ariyyah, Maturidiyyah, dan sebagian
Hanafiyyah berpendapat bahwa semua manusia, termasuk
orang kafir, terkena taklif.
Menurut mereka, ayat-ayat taklif bersifat umum (‘amm),
dan ancaman terhadap orang yang meninggalkan
perintah syar‘ juga mencakup orang kafir. Oleh sebab itu,
orang kafir tetap akan dimintai pertanggungjawaban
atas tidak dilaksanakannya hukum syar* di akhirat kelak.
2. Pendapat kedua:
Mayoritas Hanafiyyah dan Abui Hamid al-Asfarayini
berpendapat bahwa taklif hanya berlaku bagi umat Islam.
Orang kafir tidak termasuk dalam beban taklif, karena
penerapan hukum terhadap mereka sebelum beriman
dianggap tidak sah. Jika mereka kemudian masuk Islam,
maka tidak wajib mengqada ibadah yang ditinggalkan
ketika masih kafir.

s, o%

D. Macam-Macam Mahkim Fih (4.3 » M\ g1$h

1. Berdasarkan keberadaan materi dan status syari-nya:

a. Perbuatan yang ada secara materiil tetapi tidak memiliki
hubungan dengan hukum syar, seperti makan dan minum.

b. Perbuatan yang ada secara materiil dan menjadi sebab
timbulnya hukum syar’, seperti pencurian, perzinaan,
dan pembunuhan.
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E.

Perbuatan yang diakui oleh syar* dan melahirkan akibat
hukum syar‘lain, seperti pernikahan (nikah — 7 \&), jual
beli (bay‘ — C;;), dan sewa menyewa (ijjarah — s;\s)).

Berdasarkan hak yang terkandung di dalamnya:

Perbuatan yang menyangkut hak Allah semata (haqq
Allah ta‘ala — J&5 ) §5), yaitu yang berkaitan dengan
kemaslahatan umum, seperti ibadah dan hudid.
Perbuatan yang menyangkut hak manusia semata (haqq
al-ddami — 23¥1 35), seperti ganti rugi dan hak
kepemilikan pribadi.

Perbuatan yang merupakan gabungan antara hak Allah
dan hak manusia, namun hak Allah lebih dominan,
seperti hukuman gazf (menuduh zina).

Perbuatan yang merupakan gabungan antara hak Allah
dan hak manusia, namun hak manusia lebih dominan,
seperti hukum gisas (balasan setimpal dalam perbuatan
melukai, penganiayaan dan pembunuhan).’

Kontribusi Abui Zahrah terhadap Teori Objek Hukum

Pemikiran Muhammad Abi Zahrah tentang objek hukum (al-
mahkam fih — 4.3 Di&.ﬁ\) merupakan salah satu kontribusi
penting dalam kajian usil al-figh modern. Menurut beliau, al-

mahkim fih tidak hanya dipahami sebagai perbuatan mukallaf

yang menjadi sasaran khitab al-syar‘ (t}EJ\ olss), tetapi juga

sebagai wujud nyata dari hubungan antara tujuan hukum

3 Ali, Figh Dan Ushul Figh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di

Indonesia. 138-139.
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(magqdsid al-syart‘ah — i £)) ap\35) dan konteks penerapannya
(manat al-hukm — ré=§:\ L\%). Dua aspek ini menjadi pilar
utama dalam sistem hukum Islam yang memadukan idealitas
wahyu dan realitas sosial.(Hendriyanto et al., 2025)

Abti Zahrah menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum
Islam dibangun atas dasar prinsip kemaslahatan dan keadilan,
di mana hukum tidak hanya bertujuan mengatur perilaku
lahiriah manusia, tetapi juga mengarahkan kesadaran
moralnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum
tidak cukup dengan pendekatan tekstual, melainkan harus
dipadukan dengan pendekatan kontekstual dan rasional.

Dalam pandangannya, Abii Zahrah berupaya menyatukan
dua kerangka besar dalam hukum Islam, yaitu al-magqasid
(orientasi tujuan hukum) dan al-manat (realitas penerapan
hukum). Ia menolak pandangan hukum yang bersifat kaku
dan tekstual semata, serta mendorong pemahaman hukum
yang responsif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan
nilai-nilai ilahiyyah.

Lebih jauh, Aba Zahrah juga menggarisbawahi peran
penting mujtahid sebagai jembatan antara wahyu dan
realitas. Seorang mujtahid dituntut untuk memahami ‘illah
al-hukm (ri—=_’-.L\ o\.Lc) dan magsad al-tasyri" (@ JWJ\ Juais) secara
mendalam. Hukum tidak berhenti pada batas lafz, tetapi
harus dimaknai melalui hikmah dan tujuan yang terkandung
di dalamnya.’ Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya
menata perilaku lahiriah, melainkan juga memperbaiki
struktur sosial dan spiritual masyarakat.

4+ Muhammad Aba Zahrah, “Usil al-Figh”. 386-387.
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Konsep integrasi antara maqasid al-syari‘ah dan manat al-
hukm yang digagas oleh Abi Zahrah menunjukkan bahwa
hukum Islam bersifat teleologis-kontekstual: selalu
berorientasi pada tujuan syariat (teleologis) dan
menyesuaikan diri dengan kondisi zaman serta tempat
penerapannya (kontekstual). Pendekatan ini mempertegas
bahwa hukum Islam bukan sistem yang statis, melainkan
dinamis, rasional, dan humanistik, karena berpihak pada
kemaslahatan manusia (jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid —
2B 2535 ladll s, (Nafi et al., 2025)

Secara keseluruhan, kontribusi Abi Zahrah terhadap
teori objek hukum menunjukkan bahwa hukum Islam
merupakan kesatuan antara wahyu dan akal, antara nilai-
nilai ilahiyyah dan kenyataan empiris. Al-mahkam fih bukan
hanya perbuatan yang dinilai dari sisi halal dan haram,
tetapi juga sebagai manifestasi dari cita-cita syariat untuk
mewujudkan kehidupan manusia yang adil, seimbang, dan
bermartabat. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam
selalu relevan dalam menjawab tantangan zaman sekaligus
menjaga kemurnian nilai-nilai wahyu.

F. Rangkuman materi

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa mahkam fih
(a3 e . 32)l) atau objek hukum merupakan perbuatan mukallaf
yang menjadi sasaran khitab al-syar’ (t}i}\ ols), yakni
ketentuan hukum Allah yang menilai tindakan manusia dari
segi boleh, wajib, haram, sah, dan batal. Namun, tidak semua
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tindakan manusia dapat menjadi objek hukum; hanya
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu — yakni
diketahui oleh mukallaf, memiliki dasar hukum yang sahih,
dan dapat dilakukan dalam batas kemampuan manusia.

Dengan demikian, konsep mahkim fih menunjukkan
bahwa hukum Islam bersifat realistis dan rasional, karena
hanya membebani manusia dalam batas kesanggupannya.
Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

ooy VI L& 40T ey

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.” (Q.S. al-Baqarah: 286)

Selain itu, pembahasan tentang kriteria taklif
memperlihatkan adanya perbedaan pandangan para ulama
mengenai siapa yang termasuk subjek beban hukum, apakah
seluruh manusia atau hanya kaum Muslimin. Perbedaan ini
menunjukkan keluasan metodologi usil al-figh dalam
memahami ruang lingkup penerapan hukum syar*.

Sementara itu, pemikiran Muhammad Aba Zahrah
memperkaya khazanah modern usil al-figh dengan
menegaskan bahwa al-mahkim fih tidak hanya dipahami
secara tekstual sebagai perbuatan yang diatur hukum, tetapi
juga secara kontekstual sebagai sarana untuk mewujudkan
magqasid al-syari‘ah (is; &) 2.5\, tujuan syariat) dan manat al-
hukm (=2 LU, realitas penerapan hukum). Abai Zahrah
menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, rasional,
dan humanistik karena bertujuan menegakkan keadilan dan
kemaslahatan manusia.
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Oleh karena itu, pemahaman terhadap mahkam fih tidak

boleh berhenti pada dimensi normatif semata, tetapi harus
dihubungkan dengan aspek moral, sosial, dan rasional yang

menjadi rah al-syartah (4x )\ ¢ 5,) atau ruh syariat Islam.

Dengan pendekatan ini, hukum Islam akan selalu relevan
dan kontekstual dalam menjawab perubahan zaman tanpa
kehilangan nilai-nilai ilahiyyah yang menjadi dasarnya.

G. Latihan soal

1.

Jelaskan pengertian mahkiim fih secara etimologis dan
terminologis! Bagaimana peran mahkim fih dalam
struktur hukum Islam menurut para fugaha™?

Uraikan tiga syarat utama agar suatu perbuatan dapat
dikategorikan sebagai mahkim fih! Sertakan contoh
aplikatif untuk masing-masing syarat.

Bandingkan pendapat para ulama tentang siapa yang
termasuk subjek taklif dalam hukum Islam, serta jelaskan
dasar argumentasi masing-masing!

Jelaskan klasifikasi mahkim fih berdasarkan hak yang
terkandung di dalamnya (haqq Allah, haqq al-adami, dan
kombinasi keduanya)!

Analisislah kontribusi pemikiran Muhammad Abu Zahrah
dalam mengembangkan teori mahkim fih, terutama
dalam mengintegrasikan konsep magqasid al-syari'ah dan
manat al-hukm dalam sistem hukum Islam modern!
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Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami dan mampu menganalisis
seluruh bentuk lafal yang berhubungan dengan cakupan makna, arah tuntutan,
dan batasan penggunaannya dalam teks-teks hukum Islam. Mahasiswa
diharapkan dapat menjelaskan secara sistematis konsep al-‘amm (lafal
umum) dan al-khass (lafal khusus), serta memahami hubungan keduanya
dalam konteks takhsis (pengkhususan) dan ta‘arudh zahirt antar dalil. Selain
itu, mahasiswa harus mampu menguraikan prinsip al-amr (perintah) dan
an-nahy (larangan) dalam menentukan konsekuensi hukum suatu tindakan,
termasuk memahami perbedaan antara kewajiban dan anjuran, serta antara
larangan yang menunjukkan keharaman dan kemakruhan.

Mahasiswa juga dilatih menelaah makna al-mutlaq (lafal bebas tanpa syarat)
dan al-mugayyad (lafal terikat oleh sifat atau kondisi tertentu), sertabagaimana
keduanya saling menjelaskan atau membatasi makna hukum. Melalui studi
linguistik dan aplikatif terhadap ayat dan hadis hukum, mahasiswa akan
memahami bagaimana ketiga kategori lafal tersebut berperan dalam proses
istinbat al-ahkam. Pembelajaran ini diakhiri dengan latihan analisis terhadap
kasus pertentangan lafaz umum dan khusus, mutlak dan mugayyad, serta
perintah dan larangan, untuk melatih kepekaan metodologis dan kemampuan
sintesis dalam memahami teks syariat secara kontekstual dan rasional.
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Pemahaman yang sahih terhadap dua sumber utama, yaitu
al-Kitab dan al-Sunnah, secara fundamental bergantung pada
penguasaan al-Lughah al-‘Arabiyah (Bahasa Arab). Bahasa
Arab memainkan peran yang tak terpisahkan dalam Usil al-
Figh karena ia adalah media orisinal di mana hukum-hukum
Allah disampaikan kepada umat manusia. Kajian ini mutlak
diperlukan karena Al-Qur’an dan Sunnah merupakan kalam
(ucapan) yang disusun berdasarkan kaidah bahasa Arab.
Kemampuan untuk mengidentifikasi dan
menginterpretasikan dalalah (implikasi/penunjukan) dari
lafal, seperti membedakan antara yang umum (‘amm), khusus
(khass), mutlak (mutlag), dan terikat (muqayyad), adalah
kunci untuk menghindari kekeliruan dalam menetapkan
hukum. Oleh karenaitu, kaidah-kaidah kebahasaan termasuk
dalam lingkup kajian Usul al-Figh, berfungsi sebagai alat
utama yang digunakan oleh mujtahid untuk membedah dan
menafsirkan teks-teks hukum.

Al-Qawda’id al-Usiliyah al-Lughawiyah (Kaidah-kaidah Usiil
Figh terkait Kebahasaan) dapat didefinisikan sebagai kaidah-
kaidah kebahasaan yang dirumuskan oleh ulama Usul al-Figh
yang bertugas membantu mujtahid dalam memahami dalil-
dalil shar'T guna mencapai hukum-hukum shari‘ah. Kaidah-
kaidah ini berkaitan dengan bagaimana lafal-lafal Arab,
seperti klasifikasi lafal berdasarkan cakupan penetapan
maknanya (Al-Lafz bi-i'tibar Wad'ithi li'1-Ma‘na), dapat dipahami
dan diterapkan dalam konteks hukum. Oleh karenanya,
pemahaman mendalam terhadap struktur linguistik Arab
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mutlak diperlukan untuk menghindari kekeliruan dalam
penarikan hukum. Ilmu ini adalah jembatan antara teks
wahyu yang berbahasa Arab dan bagaimana penerapan
praktisnya dalam kehidupan mukallaf.

Dalam bahasa Arab, setiap lafal diciptakan untuk
menunjukkan makna tertentu yang berkaitan dengan
manusia, benda, atau konsep. Jika suatu lafal menunjuk
hanya pada satu makna tunggal atau pada kelompok yang
terbatas, maka disebut al-khass (lafal khusus). Sebaliknya,
jika satu lafal mencakup banyak individu dalam satu makna
secara menyeluruh dan meliputi seluruh bagiannya, maka ia
disebut al-‘amm (lafal umum). Adapun jika satu lafal
digunakan untuk beberapa makna berbeda melalui
penetapan yang berbeda-beda, maka disebut al-mushtarak
(homonim). Dengan demikian, ditinjau dari cakupan makna
dan cara peletakannya dalam bahasa, lafal terbagi menjadi
tiga kategori utama: al-‘amm (umum), al-khass (khusus), dan
al-mushtarak (homonim). Dalam praktik penggunaannya,
lafal umum sering kali dimaksudkan untuk makna khusus
yang dikenal sebagai takhsis al-‘amm (pengkhususan makna
umum) dan begitu juga sebaliknya.

A. Lafal al-Khass (ui@\) dan al-Amm (;\.;.3\)

Pembagian lafal ke dalam kategori khass (khusus) dan ‘amm
(umum) adalah pembagian yang didasarkan pada cakupan
lafal dalam menetapkan makna, di mana khass
mengindikasikan individu atau jumlah yang terbatas dan
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terperinci, sementara ‘amm mengindikasikan individu-
individu yang tidak terbatas. Perbedaan dalam penunjukan
makna ini memilikiimplikasi hukumyangbesar, menentukan
apakah suatu hukum berlaku secara umum atau terbatas.

1. Lafal Khass

Lafal khdss adalah lafal yang secara spesifik dirumuskan
untuk diterapkan pada entitas tunggal, jenis tertentu, atau
jumlah yang sudah pasti. ketika lafal khass disebutkan,
maknanya yang definitif langsung terlintas dalam pikiran.
Dalam konteks hukum, khass memiliki kekuatan pembuktian
yang pasti (qat'i) dalam menetapkan hukumnya, sehingga
secara umum tidak terbuka untuk ta’wil (penafsiran) kecuali
jika terdapat indikasi yang jelas bahwa lafal tersebut
digunakan dalam makna kiasan.

a. Definisi
Definisi lafal khass dalam Usil al-Figh adalah:

ot B 99 55D g o) o 2D
Lafal yang ditetapkan secara bahasa untuk menunjukkan
makna individu tunggal.! Lafal ini merujuk pada individu
yang terperinci atau jumlah yang terbatas. Ketika suatu
hukum ditetapkan dengan lafal khass, hukum tersebut harus

dilaksanakan sesuai dengan penetapan makna tersebut
dalam bahasa, dan tidak ada ruang untuk mengubahnya.

! Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usal al-Figh al-Islamt
(Damaskus: Dar al-Khayr lit-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi, 2006),
2:59.
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Lafal ini merujuk pada lafal yang diciptakan untuk
menunjukkan makna yang tunggal atau jamak, namun
jumlah maknanya dibatasi dan dianggap tidak mencakup
semua individu yang tidak terbatas, sesuai dengan
pertimbangan pembicara. Lafal khdss mencakup berbagai
ungkapan linguistik yang berfungsi menunjukkan sesuatu
yang diketahui. Ungkapan-ungkapan ini di antaranya
meliputi al-’alam al-shakhsi (nama diri). Ini adalah lafal yang
secara khusus diciptakan untuk merujuk pada entitas
identitas tunggal atau spesifik, contohnya nama orang atau
tempat tertentu. Selanjutnya adalah al-‘adad (bilangan). Ini
mencakup lafal yang menunjukkan kuantitas yang terbatas
dan terhitung, seperti “sepuluh” atau “seratus”. Ism al-jins
(nama jenis) juga termasuk bentuk khass. Lafal ini dirancang
untuk menunjukkan hakikat jenis secara keseluruhan, tetapi
dalam konteks khass, rujukannya dibatasi pada kategori jenis
tertentu. Contohnya adalah kata “insan” (manusia).
Ungkapan yang lain adalah ism al-ma’na (nama makna/kata
benda abstrak). Ini adalah lafal yang menunjukkan makna
atau konsep abstrak yang memiliki batasan jelas, seperti
kata “ilm” (ilmu). Ungkapan-ungkapan linguistik ini
dikategorikan sebagai khass karena maknanya sudah
terbatasi dan tidak mencakup keumuman yang tak terbatas.

b. Macam-macam Lafal Khass

Secara metodologis, khass mencakup sub kategori bentuk
lafal yang memiliki penetapan makna yang jelas dan
langsung, yang umumnya menghasilkan hukum pasti.
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Kategori ini termasuk:?

1. Amr (perintah) dan nahy (larangan): Mayoritas ulama
menganggap sighah (bentuk) amr dan nahy sebagai khdss
karena secara khusus menetapkan permintaan untuk
melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Perintah
“wa aqimii al-salah” (.3 \}i.jj) dan “wa ati al-zakah” (135
%)) adalah Amr (perintah) yang bersifat khass dalam
menetapkan hukum, yaitu kewajiban (wujiib) shalat dan
zakat. Begitu juga larangan “wa l tagtulii al-nafs” (1,125 Y3
~2))) adalah nahy (larangan) yang bersifat khass dalam
menetapkan  hukum, yaitu keharaman (tahrim)
membunuh jiwa secara definitif, kecuali jika ada sebab
yang dibenarkan oleh shari‘ah.

2. Mutlag (absolut) dan mugayyad (terkualifikasi): Lafal
mutlag adalah lafal yang menunjuk pada esensi atau
jenisnya tanpa dibatasi oleh sifat tertentu, sementara
Mugqayyad adalah lafal yang dibatasi oleh sifat. Meskipun
mutlag mencakup semua individu dalam jenisnya (seperti
ragabah mencakup semua budak), ia dianggap Khass
karena menunjuk pada esensi tunggal dan bukan pada
keseluruhan yang tidak terbatas sebagaimana ‘amm.
Diskusi mendalam mengenai mutlag dan muqayyad akan

dibahas lebih lanjut.
2. Lafal'‘Amm

Lafal ‘amm adalah antitesis dari khass. Ia memiliki satu makna
tunggal tetapi dirumuskan untuk mencakup semua individu

2 Wahbah al-Zuhayli, Usil Al-Figh al-Islamt, 2 vols. (Damaskus: Dar
al-Fikr, n.d.), vol. 1:208.
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atau jenis yang relevan yang tercakup dalam maknanya,
tanpa batasan jumlah. Keumuman (‘umaim) dari lafal ini
bersifat menyeluruh (shumili), yang berarti hukum berlaku
untuk semua individu yang dicakupnya secara serentak.

a. Definisi
Definisi lafal ‘@mm adalah:

Z _0 _ P o _ P 1 ’o// ..°‘/°° .35
8555 soly gy B A Wl s pad 632001 A

Lafal yang mencakup seluruh hal yang layak baginya
menurut satu penetapan (makna asal) secara sekaligus.’
Lafal ini adalah lafal yang secara linguistik dirancang untuk
menunjukkan keumuman dan kemenyeluruhan bagi semua
individu yang berada di bawah cakupannya.

Mengenai kekuatan dari lafal ‘amm, terdapat perbedaan
pandangan yang signifikan antara Mazhab Hanafi dan
mayoritas ulama. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa lafal
‘amm menetapkan hukum untuk seluruh cakupannya dengan
kepastian (gati). Kekuatan qgat7 ini hanya akan berubah
menjadi zanni (presumtif) jika lafal tersebut telah mengalami
takhsis (pembatasan). Pandangan ini didukung oleh pendapat
seperti yang dipegang oleh al-Karkhi (seorang ulama Hanafi)
yang menyatakan bahwa ketika takhsis telah terbukti pada
lafal umum, kekuatan pembuktian dari lafal tersebut
dianggap gugur (saqata al-istidlal bi al-lafz), dan hukumnya

> Muhammad bin ‘Al bin Muhammad bin ‘Abd Allah al-Syaukani,
Irsyad Al-Fuhil 1la Tahqiq al-Hagq Min ‘Iim al-Usil (Dar al-Kitab al-‘Arab,
1999), vol. 1:287.
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kemudian bergantung pada bukti lain. Sedangkan mayoritas
ulama (Jumhiir) berpendapat bahwa lafal ‘amm selalu bersifat
presumtif (zanni) sejak awal, karena lafal umum tersebut
selalu  mengandung kemungkinan untuk di-takhsis
(dispesifikasi). Konsekuensinya dari pandangan Jumhir ini,
‘amm dapat dibatasi bahkan oleh dalil yang bersifat zanni,
seperti khabar wahid (hadis ahad). Perbedaan ini menciptakan
perdebatan ketika seorang mujtahid menemukan keumuman
dalam al-Qur’an dan kemudian menemukan khabar wahid
yang mengecualikan sebagian dari keumuman tersebut.*

b. Bentuk-bentuk (Sighah) Lafal ‘Amm

Bentuk-bentuk linguistik yang menunjukkan keumuman di

antaranya meliputi:®

1. Kull (¥) dan jami (C:.?:)Z Kata-kata yang secara eksplisit
menunjukkan cakupan universal. Dalam Surat AliTmran;
185, kata “kullu nafs” (. L}f ) bersifat umum, mencakup
setiap jiwa, memastikan bahwa setiap entitas yang
berjiwa akan mengalami kematian.

2. Al-mufrad atau al-jam' yang didahului alif lam ()\) yang
mengindikasikan jenis secara keseluruhan. Contohnya,
“al-mutallagat” (£\&s2);) dalam Surat al-Baqarah; 228

4 “‘Abd al-Karim bin ‘AlT bin Muhammad an-Namlah, Al-Muhadzdzab
FT ‘TIIm Usil al-Figh al-Mugaran, 5 vols. (Riyadh: Maktabat ar-Rusyd, 1999),
vol. 3:1263; Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abd Allah al-
Syaukani, Irsyad Al-Fuhul 1la Tahqiq al-Hagq Min ‘Ilm al-Usil, vol. 1:342,

> ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Tim Usil Al-Figh Wa Khuldsat Tarikh at-

Tasyri (Kairo: Matba‘at al-Madani “al-Mu’assasah as-Su‘tdiyyah, 1431),
171-72.
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adalah jamak yang diawali al-, menunjukkan keumuman
bagi semua wanita yang diceraikan, yang diwajibkan
menjalani masa ‘iddah. Begitu juga lafal “al-bay” (C.,J\ -
jual beli) dalam Surat al-Baqgarah: 275 yang didahului al-
adalah ‘amm, mencakup semua bentuk jual beli yang
diizinkan.

. Ism mawsil (kata benda penghubung): Kata benda relatif
seperti alladhi (6;3\), allati (éj\), man (,»), dan ma () yang
digunakan untuk merujﬁk pada cakupan umum,
Contohnya lafal “wa alladhina yarmiina” (& 555 u.w\S\)) dalam
Surat an-Nir; 4 menggunakan ism mawsiil (&g;j\) yang
menunjukkan keumuman. Hukum cambuk berlaku
untuk siapa saja yang menuduh wanita baik-baik berzina
tanpa bukti yang memadai.

. Nakirah (kata benda indefinitif) dalam konteks negasi
(nafy) atau larangan (nahy): Kata benda tak tentu yang
didahului oleh negasi menunjukkan peliputan
menyeluruh, mencakup semua jenis yang dimaksud.
Contohnya kata “shay’an” (E5% - sesuatu) dalam Surat al-
Nisa: 36 adalah nakirah yang berada dalam konteks
larangan (la tushrika - janganlah kalian menyekutukan).
Ini memberikan keumuman larangan, mencakup segala
bentuk penyekutuan terhadap Allah.

. Asm@ al-shuriit (kata benda syarat/kondisional): Ini
adalah kata-kata yang digunakan untuk mengaitkan
suatu ketentuan (al-jaza) dengan syarat (al-shart),
sehingga ketentuan tersebut berlaku umum bagi siapa
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pun atau apa pun yang memenuhi syarat tersebut. Kata-
kata seperti man (32), ma (%), ayy (&), aiynama (=), dan
matd ( z») termasuk dalam kategori ini, menunjukkan
keumuman karena konsekuensi hukumnya berlaku
untuk semua individu yang memenubhi prasyarat. Contoh
ayat:

-

{i/’;;;sJL;iﬁ wafJLN |ans 425
.(Al-Zalzalah: 7-8)

Lafal { <% <3} (fa man ya'mal - maka barang siapa yang
mengerjakan) adalah ism al-shart yang menunjukkan
keumuman. Keumuman ini meliputi setiap individu yang
melakukan kebaikan atau keburukan seberat dharr
(atom/partikel kecil), dan konsekuensinya (melihat hasil
perbuatannya) berlaku umum bagi mereka semua.

. Asma@ al-istifham (kata benda tanya/interogatif): Kata-
kata tanya seperti man (33), ma (&), ayy (&), dan mata
(&) juga dapat memberikan makna umum ketika
digunakan untuk tujuan tertentu, seringkali retoris, yang
menafikan keberadaan lawan dari pernyataan tersebut.
Dalam konteks ini, lafal tersebut mencakup keseluruhan
jenis yang dimaksud. Contohnya ayat:

(Al-Nisa': 87) {&us ol © Oy @M\ )

Lafal {3:\2? Aa3} (waman asdaqu - dan siapakah yang lebih
benar perkataannya) menggunakan ism al-istitham (man).
Walaupun berbentuk pertanyaan, ia dimaksudkan secara
retoris untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang
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pun yang lebih benar perkataannya daripada Allah,
sehingga mencakup semua makhluk secara umum.
. Al-Mufrad al-mudaf dan al-jam' al-mudaf (kata tunggal atau
jamak yang di-idafah-kan): Ketika sebuah kata benda
tunggal (al-mufrad) atau jamak (al-jam’) di-idafah-kan
(disandarkan) kepada kata benda tertentu (ma'rifah),
lafal tersebut menjadi ‘amm, mencakup semua individu
dalam kategori yang di-idafah-kan tersebut. Keumuman
yang timbul dari idafah ini disebut ‘umiam al-idafah.
Contohnya ayat

.(An-Nisa’: 23) {éﬁ:f\.;ﬁ r£=s...\.<:° 2 i/’ A
Lafal {rieiL@.j} (ummahatukum - ibu-ibu kalian) adalah
bentuk jamak (ummahat) yang di-idafah-kan kepada kata
ganti nama (kum - kalian). Bentuk ini menunjukkan
keumuman yang mencakup semua kategori ibu yang
terlarang untuk dinikahi oleh seseorang, termasuk ibu
kandung, ibu persusuan, dan nenek (ibu dari ibu, ibu dari
ayah, dan seterusnya). Contoh mufrad yang di-idafah-kan
adalah

.(Al-Baqarah: 233) {qjj.’.ﬂ\.js.zf’ S 5.2.%52 A gjjjﬁ\ ‘;E:j}
Lafal {33},} (rizquhunna - rezeki mereka/para ibu yang
menyusui)’ dan {3&5.85} (wa kiswatuhunna - pakaian
mereka) adalah kata tunggal yang di-idafah-kan kepada
kata ganti nama (hunna), sehingga memberikan makna
umum, yaitu kewajiban untuk menyediakan semua jenis
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rezeki dan pakaian yang diperlukan secara layak bagi
para istri yang menyusui anak-anaknya.

c. Penunjukan Makna ‘Amm

Salah satu kaidah penting dalam interpretasi teks hukum:

Gl popi ¥ LA pylh
Pertimbangan (hukum) adalah pada keumuman lafalnya,
bukan pada kekhususan sebabnya.

Meskipun suatu ayat seperti ayat zihar mungkin
diturunkan karena kasus yang sangat spesifik yang
melibatkan individu tunggal, jika lafal yang digunakan
bersifat ‘amm, maka hukum yang terkandung di dalamnya
berlaku umum untuk semua kasus serupa. Kaidah ini
memastikan universalitas shari'ah. Namun begitu, pada
umumnya ketentuan-ketentuan hukum akan menerima
takhsis dalam pemberlakuannya.’

Takhsis secara etimologis berarti mengkhususkan atau
membatasi. Secara terminologis, takhsis adalah proses
mengecualikan sebagian individu dari cakupan lafal ‘amm
melalui dalil khdss.® Takhsis merupakan bentuk penjelasan
terhadap maksud shari'ah, yang menegaskan bahwa ‘amm
tersebut sebenarnya dimaksudkan secara terbatas.

¢ Syaikh al-Islam ‘Al bin ‘Abd al-KafT as-Subki, Al-Ibhdj Fi Syarh al-
Minhgj, 3 vols. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘TImiyyah, 1984), vol. 2:184-5.

7 Syaikh al-Islam ‘Al bin ‘Abd al-KafT as-Subki, Al-Ibhdj Fi Syarh al-
Minhdj, vol. 2:185.

¢ Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usal al-Figh al-Islami,
2:2:61.
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Dalam kajian usul al-figh, penting untuk memahami

bahwa lafal ‘amm tidak hanya merujuk pada keumuman

linguistik, tetapi juga pada bagaimana cakupan lafal tersebut

diinterpretasikan, yang kemudian dibagi menjadi tiga

kategori utama berdasarkan kemungkinan adanya takhsis
(pembatasan).’ Tiga jenis ‘amm tersebut adalah:

1.

‘Amm  yuradu bihi al-umam qatan (umum yang
dimaksudkan keumumannya secara pasti): Ini adalah
lafal ‘amm yang disertai oleh garinah (indikasi) yang pasti
sehingga meniadakan kemungkinan pembatasan
(takhsis). Keumuman hukum dalam jenis ini bersifat
mutlak dan tidak menerima pengecualian. Contohnya
adalah ayat di atas

&5, ol BN VTG 55 0 5
Ayat ini menetapkan sunah Ilahi yang bersifat umum
dan tidak berubah, menegaskan bahwa rezeki setiap
makhluk melata adalah tanggungan Allah.
‘Amm  yuradu bihi al-khusis gatan (umum yang
dimaksudkan kekhususannya secara pasti): Ini merujuk
pada lafal umum yang sedari awal, berdasarkan garinah
yang menyertainya, sudah pasti ditujukan hanya pada
sebagian dari cakupan lafal tersebut. Meskipun lafalnya
berbunyi umum, maknanya dikhususkan. Contohnya
adalah firman Allah:

° ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘lm Usil Al-Figh Wa Khuldasat Tarikh at-

Tasyrt, 174.
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.(Ali ‘Imran: 97) ;:N“.:J\ ég- & Q;E« g&j
Lafal al-nds (manusia) bersifat umum, namun garinah akal
secara pasti mengecualikan orang-orang yang tidak
mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila, dari kewajiban
haji.

3. ‘Amm makhsis (umum yang dikhususkan) atau yang
dikenal sebagai ‘amm yabqga ‘ala ‘umamihi wa yagbalu at-
takhsis (Umum yang tetap pada keumumannya dan dapat
menerima takhsis): Ini adalah jenis ‘@mm yang paling
sering ditemui. Ia berlaku umum pada cakupannya,
tetapi sifatnya zanni (presumtif) karena selalu
mengandung kemungkinan untuk dibatasi oleh dalil lain.
Contohnya adalah ayat tentang jual beli:

[(al-Baqarah: 275) G}l %j_;-j " Y J_-;\j
Lafal al-bay'u (jual beli) adalah umum, namun
keumumannya dibatasi oleh hadis atau dalil lain,
misalnya larangan jual beli yang mengandung unsur
gharar (ketidakjelasan).

d. Takhsis al-Amm:

1) Takhsis Munfasil (Spesifikasi Terpisah)

Takhsis munfasil adalah penetapan pembatasan yang

dilakukan oleh dalil Khass yang berdiri sendiri, terpisah dari

teks ‘amm yang dibatasi.

a) Takhsis al-Qur’an dengan al-Qur’an: Lafal ‘amm dalam al-
Qur’an dapat dibatasi oleh lafal Khass dalam al-Qur’an.

— 8 —
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Contoh ayat ‘amm mengenai wasiat: (Surat al-Bagarah;
180)

;,w\ i @3;;.5\9 v\) wmjn

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang dz antara kamu
didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan
kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang
tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai)
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini mewajibkan wasiat kepada orang tua dan
kerabat. Kemudian dibatasi oleh ayat Khass yang
menetapkan hak waris di antaranya Surat al-Nisa’; 7

uwgwﬂ;}v\wwufm. SN E

o5k s 8 514 51 Gl ol a3

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua
orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian
yang telah ditetapkan.”

Hukum warisan yang terperinci ini membatasi
keumuman kewajiban wasiat. Berdasarkan ini, wasiat
tidak lagi wajib bahkan tidak sah bagi ahli waris yang
telah ditetapkan bagiannya.

b) Takhsis al-Qur'an dengan Sunnah: Lafal ‘amm al-Qur’an
dapat dibatasi oleh Sunnah, baik mutawatir maupun ahad
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sesuai pandangan mazhab. Contohnya ayat tentang
keharaman makanan Surat al-An‘am; 145:

-
~ ~@

jggumw \»gc\;;;g\@ ua

3o

\
o
\Cl':\n

Z A\

35l &

o
“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang dlwahyukan
kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi
yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati
(bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis,
atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut
(nama) selain Allah.”

\\(x'xm

Ayat ini bersifat ‘amm, dalam menghalalkan segala
makanan kecuali bangkai, darah mengalir, daging babi
dansembelihanfasik. Ayatinikemudianjauh dikhususkan
oleh hadith khass riwayat al-Bukhari dan Muslim, “Nabi
SAW pada hari Khaybar melarang (memakan) daging
keledai peliharaan.” Larangan dalam hadith ini berfungsi
sebagai mukhassis (pembatas) yang mengecualikan
daging keledai peliharaan dari keumuman ayat al-An‘am,
yang secara literal tidak mencantumkannya sebagai
haram.

Takhsis dengan Ijma’ (konsensus): [jma adalah dalil gat7
yang dapat membatasilafal ‘amm.jma ulamamenetapkan
bahwa seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta
warisan korban yang ia bunuh berdasar hadis (la yarithu
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d)

al-qatil)." Ketetapan ini membatasi lafal ‘amm dalam ayat
warisan yang secara umum memberikan hak waris
kepada kerabat (al-agrabiin) dengan mengecualikan
pembunuh dari cakupan ‘amm tersebut.

Takhsis dengan Hiss (Panca Indra) dan ‘agl (Akal): Lafal
‘amm dapat dibatasi oleh apa yang diketahui melalui
indra atau akal, yang merupakan mukhassis yang bersifat
munfasil. Contoh yang hiss adalah ayat ‘Gmm mengenai
angin topan yang memusnahkan segalanya:(Surat al-
Ahqaf; 25)

r.@&.w“ﬁ\”" \°N”°\.9Lg,> U;s»ﬁ“”

“(Angin itu) menghancurkan segala sesuatu dengan perintah
Tuhannya sehingga mereka (kaum ‘Ad) menjadi tidak terlihat
lagi, kecuali hanya (bekas-bekas) tempat tinggal mereka.”

Meskipun lafalnya “kulla shay’in” (s s* § - setiap sesuatu)
bersifat umum, indra menyaksikan bahwa angin tersebut
tidak menghancurkan langit, bumi, dan benda-benda
lainnya. Oleh karena itu, ‘amm ini dibatasi secara hiss
untuk merujuk pada segala sesuatu yang harus
dihancurkan yang ada di jalurnya. Sedangkan contoh
yang ‘agql adalah ayat ‘amm mengenai kewajiban
beribadah: (Surat al-Baqarah' 21):

Ll5E e Gl indls @s r.f:ﬁj 33:& SAEN 30

-
& -

¥ 352 o 8 _
%A
Ur"*’r—‘=‘w

1 Abl Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Mustasfa

(Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1993), 249.
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e)

“Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar
kamu bertakwa.”

Kewajiban umum untuk beribadah (u’buda) dibatasi
secara akal hanya kepada mukallaf (orang yang memenuhi
syarat taklif), yaitu yang baligh dan berakal,
mengecualikan anak kecil dan orang gila, karena taklif
tanpa akal itu tidak mungkin.

Takhsis dengan Qawlal-Sahabi. Sebagian ulama (khususnya
Hanbali dan Hanafi) menerima gawl al-sahabi (pendapat
sahabat) sebagai mukhassis munfasil terhadap teks umum,
dengan alasan bahwa sahabat tidak mungkin bertindak
berlawanan dengan apa yang mereka dengar dari Nabi
SAW. Mereka pasti memiliki dalil khass yang sahih.
Namun, Jumhiir menolak ini karena pendapat sahabat
bisa saja salah tanpa disadari sahabat tersebut."

2) Takhsis Muttasil (Spesifikasi Bersambung/Tergantung)

Takhsis muttasil adalah penetapan pembatasan yang

dilakukan oleh dalil khass yang tersambung langsung dengan

lafal ‘amm dalam satu ucapan atau kalimat, sehingga dalil

pembatas tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Di antara

pembatas ini:

a)

Istithna’ (pengecualian): Pengecualian adalah proses
mengeluarkan sebagian individu dari cakupan ‘amm
dengan menggunakan kata pengecualian seperti illa () -

1 Wahbah al-Zuhayli, Usil Al-Figh al-Islami, vol. 1:251-2.
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kecuali). Contohnya, ayat ‘@mm menetapkan bahwa
semua manusia berada dalam kerugian, lalu dibatasi:
(Surat al-‘Asr; 3-2):

\s2)355 po;l.‘a.“ \jl&j ”’ -\3\ Y\ Lﬁd Q\....N Q\
A Bl

“Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam keruglan,

kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta
saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.”

Pengecualian “illaalladhinaamani” (1,451 & N ) berfungsi
membatasi keumuman lafal “al-insan” (MY‘ manusia).
Pengecualian ini memastikan bahwa orang-orang yang
beriman dan beramal saleh dikecualikan dari kerugian
tersebut.

b) Shart (syarat/kondisi): Syarat adalah penetapan hukum
‘amm yang hanya berlaku jika kondisi atau prasyarat
tertentu terpenuhi. Sebagai contohnya ayat ‘amm
mengenai hak suami mewarisi harta istri: (Surat an-Nisa’;
12)

T3 50 o A 8 pmt T 85 G s 12

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

Hak suami atas separuh harta istri dibatasi oleh syarat
(shart) “in lam yakun lahunna waladun” (33 u@ &= (J ol -

jika mereka tidak mempunyai anak). Jika syarat (tidak
adanya anak) ini tidak terpenuhi, maka hukum (mendapat
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d)

separuh) menjadi batal dan suami hanya akan
mendapatkan seperempat bagian jika istrinya memiliki
anak.

Sifah (sifat/atribut): Pembatasan yang berupa penetapan
sifat atau atribut pada subjek lafal ‘amm. Penetapan
hukum hanya berlaku bagi objek yang memiliki sifat
tersebut. Sebagai contoh, hadith riwayat Bukhari:

K9 (MJ\ 3

“Pada kambing yang digembalakan (sa’imah) terdapat zakat.

Lafal “al-ghanam” (kambing) bersifat umum. Namun, ia
dibatasi oleh sifat (sifah) “sa’imah” (yang digembalakan).
Pembatasan ini mengkhususkan kewajiban zakat hanya
pada kambing yang memiliki sifat tersebut,
mengecualikan kambing yang diberi pakan (ma'lifah).
Ghayah (batas/akhir): Pembatasan yang menetapkan
batas waktu atau fisik, sering menggunakan kata ila (1) -
sampai) atau hattd (3> - sehingga). Contohnya ayat
perintah berpuasa Surat al-Baqarah; 187:

I di a2
Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.
Perintah umum untuk berpuasa dibatasi oleh ghayah “ila
al-layl” (d;jf J! - sampai malam). Ini menunjukkan bahwa
puasa Wéljib berakhir pada batas yang ditentukan, yaitu
masuknya malam.
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. Ringkasan

1. Bahasa Arab merupakan kunci utama dalam memahami

al-Quran dan Sunnah karena struktur kebahasaannya
menentukan makna hukum yang sahih dalam Usul al-Figh.
. Lafal al-khass menunjukkan makna yang terbatas pada
individu, jenis, atau jumlah tertentu, dengan kekuatan
hukum yang bersifat pasti (qat7).

. Contoh lafal khass mencakup ‘alam shakhsi (nama diri),
‘adad (bilangan), ism al-jins (nama jenis), dan ism al-ma‘na
(konsep abstrak).

. Lafal al-amm mencakup semua individu dalam satu
makna secara menyeluruh, bersifat umum dan berlaku
bagi seluruh cakupan hukumnya.

. Mazhab Hanafi memandang lafal amm bersifat gat7
kecuali jika telah dibatasi (takhsis), sedangkan jumhir
menganggapnya bersifat zanni sejak awal.

. Kaidah penting: “al-‘ibrah bi-‘umim al-lafz la bi-khusis al-
sabab” hukum didasarkan pada keumuman lafaz, bukan
sebab khusus turunnya.

. Bentuk lafaz umum dapat berupa kull, jami*, ism mawsil,
nakirah fi siyaq an-nafy, ism shart, istifham, dan idafah.
Takhsis al-‘amm adalah pengecualian sebagian cakupan
lafal umum melalui dalil khusus, baik yang bersambung
(muttasil) maupun terpisah (munfasil).

Takhsis munfasil dapat dilakukan oleh al-Qur’an, Sunnah,
I[jma‘, akal, atau pancaindra, sedangkan muttasil melalui
istithna’, sifah, shart, atau ghayah.
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10. Pemahaman lafal khass dan ‘amm menjadi dasar utama
dalamistinbat al-ahkam, agar mujtahid mampu menafsirkan
teks hukum dengan presisi dan keadilan shari.

4. Latihan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara kekuatan hukum
lafal khass dan ‘amm!

Gunakan satu contoh ayat untuk menjelaskan bagaimana
perbedaan itu memengaruhi penetapan hukum.

2. Menurut mazhab Hanafi dan Jumhdr, lafal ‘amm memiliki
derajat kekuatan hukum yang berbeda.

Analisislah argumentasi epistemologis dari kedua
pandangan tersebut dan implikasinya terhadap proses
istinbat al-ahkam.

3. Uraikan jenis-jenis takhsis al-‘amm dan berikan contoh
dari al-Qur’an dan Sunnah yang menunjukkan interaksi
antara dalil umum dan dalil khusus dalam menetapkan
hukum!

4. Ayat "Gl 3553 @.J\ 4 g=75” (Qs. al-Baqarah: 275)

bersifat umum (‘amm).
Namun, hadis Nabi melarang jual beli yang mengandung
gharar (ketidakjelasan). Analisislah hubungan antara
kedua dalil ini dengan menggunakan konsep takhsis al-
‘amm! Bagaimana implikasinya terhadap praktik jual beli
modern (misalnya transaksi digital)?

5. Dalam QS. al-Bagarah: 180 disebutkan kewajiban wasiat
bagi orang tua dan kerabat, tetapi ayat itu dibatasi oleh

— 94 —
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ayat-ayat warisan seperti (an-Nisa: 7). Jelaskan
bagaimana proses takhsis munfasil bekerja dalam kasus
ini, dan apa hikmah di balik pembatasan tersebut dalam
sistem hukum Islam?

B. Perintah (};;\l\) dan Larangan (C}fﬂ\)

Dalam kerangka ilmu usiil al-figh, pembahasan mengenai al-
amr (perintah) dan al-nahy (larangan) merupakan pilar
fundamental yang sangat penting untuk istinbat al-ahkam al-
shar‘fyah (penggalian hukum syariat) dari dalil-dalil yang
terperinci (adillatiha al-tafsiliyah). Kedua konsep ini secara
esensial merepresentasikan “tuntutan” (talab) dari Shari‘
(Pembuat Hukum) yang berkaitan langsung dengan tindakan-
tindakan mukallafin (orang-orang yang dibebani hukum), dan
keduanya bersama takhyir merupakan komponen utama dari
al-ahkam al-shartyah al-taklifiyah (Hukum Syariat yang Bersifat
Kewajiban), yang meliputi wdjib, mandiab, muharram, makrah,
dan mubah. Amr dan nahy dikaji secara mendalam oleh para
ulama usal untuk menentukan makna hakiki yang terkandung
dalam lafal-lafal syariat, di mana perintah (amr) pada
dasarnya menunjukkan kewajiban (wujub) dan larangan
(nahy) pada dasarnya mengindikasikan pengharaman
(tahrim). Walaupun demikian, pemahaman ini sering kali
memerlukan analisis terhadap gara’in (indikator kontekstual)
yang dapat menggeser makna dasar tersebut ke makna lain
seperti nadb (sunnah) atau karahah (makruh). Oleh karena
itu, ustl al-figh membahas mengenai sighah (bentuk/formula)
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amr dan nahy, dalalah-nya terhadap fawr (segera) atau tarakhi
(ditunda), serta dampaknya terhadap keabsahan (sihhah)
atau kerusakan (fasad) suatu perbuatan, menjadikannya
kunci untuk memahami tuntutan syariat untuk kehidupan
sehari-hari

1. Perintah (J,;z\)‘)

Salah satu pembahasan fundamental dalam Ilmu Usdal al-
Figh adalah analisis mendalam terhadap lafal-lafal yang
menunjukkan tuntutan tindakan, yang dikategorikan dalam
al-ahkam al-taklifiyah (hukum-hukum pembebanan). Dalam
kerangka ini, pembahasan mengenai al-amr (Perintah)
memegang peranan sentral, karena ia adalah sumber utama
penetapan wujib (kewajiban) atau nadb (anjuran) yang
mengikat setiap mukallaf (individu yang dibebani hukum),
dan pemahaman yang akurat terhadapnya mutlak diperlukan
untuk menyingkap maksud sejati al-Shari’ (Pembuat Hukum,
yaitu Allah). Oleh karena itu, bagi seseorang yang
mempelajari  Usal al-Figh, menguasai kaidah-kaidah
interpretasi al-amr bukan hanya penting tetapi merupakan
prasyarat untuk dapat melakukan ijtihad (penalaran hukum)
dan menafsirkan teks-teks utama Shari’ah secara benar.

a. Definisi

Memahami al-amr dalam Usal al-Figh membutuhkan
pembedaan yang jelas antara makna linguistiknya (lughawi)
dan makna terminologisnya (istilahi). Secara bahasa, al-amr
adalah lafal yang memiliki makna luas, yang dapat diartikan
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M«

sebagai “perkara,” “urusan,” atau “tindakan” itu sendiri.
Berbagai penggunaan linguistik ini sering ditemukan dalam
al-Qur’an.'? Namun, fokus utama para ahli Usul adalah pada
makna terminologisnya, yang secara spesifik merujuk pada
tuntutan tindakan dari pihak yang lebih tinggi otoritasnya
kepada pihak yang lebih rendah. Secara terminologis, al-amr

didefinisikan:

SNan g JE Jaall 20
“Permintaan untuk melakukan perbuatan dengan cara
superioritas (atas).”

Definisi ini menetapkan al-amr sebagai bentuk tuntutan
(talab) untuk melakukan suatu perbuatan (al-fi’l). Karakteristik
paling penting yang membedakan al-amr dari jenis
permintaan lain (seperti permohonan, atau doa) adalah frasa
‘ald jihat al-Isti’1a’ (D) 2> J€), yang berarti tuntutan itu
datang dari otoritas yang lebih tinggi dan memiliki kekuasaan
untuk membebani hukum. Dalam konteks shar, ini merujuk
kepada Allah Subhanahu wa Ta’ald. Perintah harus berupa
tuntutan untuk melaksanakan al-fil (perbuatan) di masa
depan, bukan di masa lalu atau kini. Jika perintah ini berasal
dari al-Shari’ secara mutlak, maka ia menjadi salah satu al-
ahkam al-taklifiyah yang pokok, menentukan apakah tindakan

2 Muhammad bin ‘AlT bin Muhammad bin ‘Abd Allah al-Syaukan,
Irsyad Al-Fuhil Ila Tahqiq al-Haqq Min ‘IIm al-Usdl, vol. 1:242.

3 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islami,
vol. 2, vol. 2:22.
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itu wajib, sunnah, atau mubah." Oleh karenanya, dalam Usul
al-Figh, Amr adalah bentuk insha’ (tuntutan/perintah) yang
ditujukan kepada mukallaf untuk bertindak, dan secara
otomatis akan menghasilkan hukum shar’i yang mengikat.

b. Bentuk dan Redaksi Amr (Sighat al-Amr)
Perintah dalam teks shar’t tidak selalu muncul dalam bentuk
kata kerja perintah eksplisit, tetapi bisa hadir dalam berbagai
redaksi bahasa yang menunjukkan tuntutan tindakan. Para
ulama Usal mengklasifikasikan sighat al-amr menjadi
beberapa jenis, yang kesemuanya memiliki implikasi hukum
yang sama, yaitu wujiab (kewajiban) secara hukum asalnya,
kecuali ada garinah yang mengalihkannya. Di antara
redaksinya adalah:'
1) Fi'lal-Amr (Kata Kerja Perintah)
Ini adalah bentuk yang paling langsung dan eksplisit.
Kata kerja ini menuntut pelaksanaan tindakan dari
subjek, seperti idrib (pukullah) atau uktub (tulislah). Salah
satu contohnya:

K AT; 5L 1,250
“Dan dirikanlah al-salah (salat), dan tunaikanlah al-zakah
(zakat).” (al-Bagarah: 43)

4 Muhammad bin Salih al-'Utsaymin, Al-Usal Min ‘Ilm al-Usil (Dar
Ibn al-Jawzi, 2009), 10.

5 ‘Abd al-Karim bin ‘AlT bin Muhammad an-Namlah, Al-Muhadzdzab
Fi‘Ilm Usul al-Figh al-Mugaran, 3:1318-20; Muhammad Mustafa az-Zuhayli,
Al-Wajiz FT Usil al-Figh al-Islamf, vol. 2, vol. 2:22.
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2)

3)

Lafal \,_.3\ (agimii) dan |57 (ata) adalah bentuk fi'l al-amr.
Karena tidak ada garinah yang memalingkannya, ulama
sepakat bahwa perintah ini mewajibkan pelaksanaan
salat dan zakat. Perintah ini bersifat umum dan mencakup
semua mukallaf.

Al-Mudari’ al-Magrian bi Lam al-Amr (Kata Kerja Mudari’
Disertai Lam Perintah)

Bentuk ini menggunakan kata kerja bentuk kini/
mendatang (al-mudari’) yang didahului oleh lam (J) yang
dikenal sebagai lam al-amr. Contohnya,

4 (s o 55 342
“Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi
nafkah menurut kelapangannya.” (al-Talag: 7)

Lafal 323 (liyunfiq) adalah fi'l mudari’ yang menunjukkan
tuntutan tindakan memberi nafkah. Dalam konteks Usiil,
bentuk ini sama kuatnya dengan fi'l al-amr dalam
menetapkan wujiib (kewajiban), kecuali jika ada konteks
yang menyimpangkannya. Ayat ini menetapkan
kewajiban nafkah berdasarkan kemampuan (sa’ah), yang
merupakan hukum wajib secara taklifi.

Al-Masdar al-Na’ib ‘an Fi'lihi (Kata Kebendaan yang
Menggantikan Kedudukan Kata Kerja Perintah)

Ini adalah bentuk kata benda verbal (masdar) yang
digunakan di tempat kata kerja perintah, menyiratkan
tuntutan tindakan dengan kuat.
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SN Sl Iy il Ll 9
“Maka apabila kamu menemui orang-orang kafir (dalam

peperangan), maka penggallah batang leher mereka (maka
memukul leher).” (Muhammad: 4)

Frasa 53l & (fa darba al-rigab) secara leksikal adalah
masdar yéng berkedudukan sebagai pengganti kata kerja
perintah fadriba (maka pukullah). Tuntutan yang tersirat
dalam masdar ini dipandang oleh usiliyan sebagai
perintah untuk melakukan perbuatan (jihad dan
memerangi musuh) yang memiliki implikasi wujib dalam
kondisi yang tepat.

Al-Jumlah al-Khabariyah (Kalimat Berita yang Bermakna
Perintah)

Perintah dapat diungkapkan dalam bentuk kalimat
pernyataan atau berita (khabar), tetapi maksud hakikinya
adalah tuntutan untuk bertindak (al-amr). Contohnya:

ALK i AU st 1055

“Dan para ibu (hendaklah) menyusui anak-anak mereka
selama dua tahun penuh.” (al-Baqarah: 233)

Kata sas} (yurdi'na, mereka menyusui) adalah fi'l mudari’
yang secara tata bahasa berupa kalimat berita. Namun,
konteks penetapan hukum (shari) mengindikasikan
bahwa ayat ini adalah perintah bagi para ibu untuk
menyusui anak mereka secara sempurna. Bentuk khabar
yang bermakna insha’ (tuntutan) seringkali digunakan
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untuk memperkuat makna perintah, seolah-olah
perbuatan itu sudah pasti terjadi karena keagungan Allah
yang memerintahkannya.

c. Kaidah-Kaidah Pokok Amr

Beberapa kaidah ini adalah dari kaidah-kaidah yang
berfungsisebagaitolok ukur fundamental dalam menafsirkan
teks-teks sharT yang mengandung perintah sehingga
memungkinkan mujtahid untuk menetapkan hukum secara
konsisten dan akurat.

a. Kaidah Pertama

“Hukum asal pada perintah adalah kewajiban sampai
ada garinah yang mengalihkannya dari hal tersebut.”*

Kaidah ini adalah kaidah umum yang menunjukkan
bahwa jika suatu lafal perintah (seperti ifal) muncul dalam
al-Qur’an atau al-Sunnah tanpa disertai indikasi lain (garinah)
yang membatasi atau mengalihkan maknanya, maka secara
langsung ia harus dipahami sebagai kewajiban (wujuab).
Landasan penetapan wujub sebagai hukum asal adalah
karena perintah datang dari Allah yang Maha Kuasa (‘ald
jihat al-Isti’la’) dan superioritas ini secara inheren menuntut
kepatuhan mutlak.

16 ‘Abd Allah ibn Ysuf ibn Tsa ibn Ya'qlb al-Ya'qab al-Juday', Taysir
‘Tlm Usl Al-Figh (Beirut: Mu’assasat al-Rayyan, 1997), 13.
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Apabila al-Shari’ hanya menghendaki anjuran (nadb)
atau pembolehan (ibahah), maka seharusnya Allah
menyertakan qarinah yang menghilangkan unsur sanksi
atau menghilangkan unsur otoritas mutlak tersebut.
Misalnya, perintah untuk melakukan suatu perbuatan yang
disertai dengan janji pahala tetapi tanpa ancaman sanksi
bagi yang meninggalkan, sering diartikan sebagai nadb. Jika
al-amr muncul dalam konteks mengangkat larangan (al-
hazr), seringkali ia beralih ke ibahah.

Salah satu konteks di mana Amr menunjukkan nadb
adalah ketika perintah itu dulunya wajib, namun hukumnya
di-naskh (diabrogasi) menjadi hanya anjuran. Contohnya
adalah salat malam.”” Amr juga dapat menunjukkan anjuran
ketika ia berupa kalimat berita (khabar) yang mengandung
dorongan janji pahala untuk tindakan tertentu sejenis zikir
tanpa adanya ancaman hukuman.'®

Sedangkan contoh amr untuk pembolehan adalah
mencari rezeki setelah salat Jum’at

A 8 e 13805 (2531 8 15806 LA el 156
“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah
kamu di bumi, carilah karunia Allah.” (al-Jumu’ah: 10)

Lafal 1,5236 (fantashiri—maka bertebaranlah) dan 1,5
(wabtaghi—dan carilah) adalah bentuk perintah. Perintah

7 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz FT Usil al-Figh al-Islami,
vol. 2, vol. 2:248.

18 ‘Abd Allah ibn Ysuf ibn Tsa ibn Ya'qlb al-Ya'qab al-Juday', Taysir
‘IIm Usul Al-Figh, 29.
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ini muncul setelah larangan melakukan kegiatan duniawi
selama waktu salat. Karena mencari karunia Allah (rezeki)
sebelum adanya larangan salat Jumat adalah mubah (ibahah),
maka perintah ini berfungsi sebagai yang mengembalikan
hukum mencari nafkah ke status mubahnya, bukan
mewajibkannya. Selain menunjukkan hal-hal di atas, dalam
konteks-konteks yang bebeda perintah dapat mengandung
makna doa, penghormatan, menantang, dan maknalainnya.*

b. Kaidah Kedua
S sz Y )

“Perintah tidak menuntut adanya pengulangan.””

Kaidah ini, yang didukung oleh Jumhir ulama dan
disandarkan pada konsensus ahli bahasa Arab, menetapkan
bahwa bentuk kata kerja perintah (sighah) secara inheren
hanya menuntut dilakukannya substansi perbuatan satu
kali. Al-Amr tidak mencakup dimensi waktu berupa
pengulangan atau keberlanjutan. Apabila  al-Shari’
menghendaki pengulangan (al-Tikrar), maka harus ada
qarinah eksternal yang menegaskannya, seperti pengikatan
perintah pada sebab yang berulang seperti perintah salat
yang dikaitkan dengan waktu-waktu yang berulang.

Dalil kaidah ini adalah sebuah hadith di mana seorang
laki-laki bertanya kepada Nabi salld Allahu ‘alayhi wa sallam

1 Muhammad bin ‘AlT bin Muhammad bin ‘Abd Allah al-Syaukan,
Irsyad Al-Fuhil Ila Tahqiq al-Haqq Min ‘Ilm al-Usil, vol. 1:254-5.

2 Syaikh al-Islam ‘Al bin ‘Abd al-Kaf1 as-Subki, Al-Ibhaj Fi Syarh al-
Minhdj, vol. 2:87.

— 103 —



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

setelah turunnya kewajiban Hajj, “Apakah setiap tahun, wahai
Rastlullah?” Beliau diam hingga orang itu mengulanginya
tiga kali. Kemudian Rastlullah salld Allahu ‘alayhi wa sallam
bersabda, “Seandainya aku katakan ‘Ya’, niscaya ia akan
menjadi wajib...”(HR. Abu Daud, Nasa'i, dan Ibn Majah)
Kewajiban Hajj ditetapkan melalui sebuah perintah.
Pertanyaan sahabat ini dan respons Nabi menguatkan kaidah
bahwa perintah mutlak tidak mengimplikasikan pengulangan.
Jika hukum asalnya adalah pengulangan, Nabi tidak perlu
khawatir jawaban “Ya” akan memberatkan umat. Oleh karena
itu, haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup, kecuali ada
dalil lain yang menetapkan pengulangan.

c. Kaidah Ketiga

5 j,aj\ Y d.\ﬁ.ﬁ\
“Perintah yang bersifat mutlak tidak menuntut untuk segera
dilaksanakan™*

Kaidah ini membahas perintah yang mutlak dan tidak terikat

waktu. Terdapat tiga pandangan utama:?

a) Al-Fawr (Kewajiban Segera): Pandangan ini dianut oleh
sebagian Hanaflyah dan Malikiyah, berargumen bahwa
penundaan (tarakhi) dapat mengakibatkan hilangnya
kesempatan melaksanakan perintah, yang bertentangan
dengan tujuan al-Shar’i untuk menuntut kepatuhan.

2L Syaikh al-Islam ‘Al bin ‘Abd al-Kaf1 as-Subki, Al-Ibhaj Fi Syarh al-
Minhdj, vol. 2:60.

2 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-
Islami, vol. 2, vol. 2:25-6; Syaikh al-Islam ‘Al1 bin ‘Abd al-Kaft as-Subki,
Al-Ibhgj Fi Syarh al-Minhdj, vol. 2:58.
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b) Al-Tarakhi (Keleluasaan Menunda): Pandangan ini, yang
dipegang oleh Jumhir (terutama  Shafi'lyyah),
berpendapat bahwa Amr hanya menuntut penciptaan
perbuatan tanpa menentukan waktu. Jika al-Shari’
menghendaki fawr, Dia akan menyatakannya. Ketiadaan
qarinah menunjukkan keleluasaan waktu.

¢) Al-Tawaqquf (Penangguhan Hukum): Pandangan yang
diyakini oleh beberapa ulama, termasuk Imam al-
Haramayn al-Juwayni, menyatakan bahwa lafal Amr itu
sendiri tidak dapat menunjukkan fawr maupun Tarakht;
penentuan waktu harus dicari dari dalil atau qarinah lain
di luar lafal. Tanpa qarinah, status waktu pelaksanaan
perintah mutlak ditangguhkan.

Dalam praktiknya, pemilihan antara fawr atau tarakhi
sangat menentukan penentuan dosa. Misalnya, jika haji
dipandang ‘ald al-tarakhi, seseorang tidak berdosa jika
menunda, asalkan ia yakin dapat melaksanakannya di
kemudian hari. Jika dipandang ‘ald al-fawr, penundaan tanpa
alasan yang sah sudah termasuk dosa.

d. Kaidah Keempat
AT PRGN

“Perintah terhadap sesuatu juga merupakan perintah
terhadap sarana-sarana yang mengantarkan kepadanya.”

Kaidah ini merumuskan prinsip bahwa ketika al-Shari’
memerintahkan suatu tujuan atau tindakan tertentu (al-
magsud), maka secara implisit, Allah juga memerintahkan
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segala sarana (wasa’il) atau prasyarat (shuriit) yang tanpanya
tujuan tersebut tidak mungkin tercapai.” Dengan kata lain,
jika suatu tindakan adalah wajib, maka sarana untuk
mencapainya juga wajib. Misalnya, salat (wajib) memerlukan
taharah (bersuci) sebagai syarat. Karena al-Salah diwajibkan
dengan adanya perintah, maka taharah pun menjadi wajib.
Kaidah ini juga memastikan bahwa jika seorang mukallaf
diperintahkan untuk salat dan ia tidak memiliki air, maka ia
wajib mencari air; jika pencarian air tidak memungkinkan,
maka ia wajib beralih ke tayammum. Intinya, al-amr menuntut
realisasi tujuan dan semua sarana yang diperlukan untuknya.

2. Nahy (;}:‘3\)

Salah satu pilar utama dalam pemahaman hukum syariat
adalah analisis terhadap redaksi perintah (amr) dan larangan
(nahy). Larangan (nahy) dalam konteks syariat merujuk pada
tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, yang apabila
ditujukan secara tegas dan mengikat, akan menghasilkan
hukum tahrim (keharaman). Memahami implikasi kaidah-
kaidah nahy adalah kunci untuk membedakan antara yang
dilarang secara mutlak dan yang dilarang hanya sebatas
anjuran, yang pada gilirannya akan menentukan sah atau
tidaknya suatu perbuatan di mata Syariat. Dengan demikian,
pembahasan ini akan mengupas secara mendalam konsep
nahy, redaksinya, serta kaidah-kaidah pokok yang
melingkupinya.

» Syaikh al-Islam ‘Al bin ‘Abd al-Kaf1 as-Subki, Al-Ibhaj Fi Syarh al-
Minhdj, vol. 1:110.
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a. Definisi

Larangan (al-nahy) adalah salah satu dari lima jenis hukum
taklifi (al-ahkam al-taklifiyah), yang berpasangan dengan al-
amr (perintah) dalam menuntut tindakan dari mukalaf, baik
berupa pelaksanaan maupun penghentian. Tuntutan ini
secara spesifik berfokus pada penghentian suatu tindakan,
baik itu menghasilkan hukum tahrim (keharaman mutlak)
maupun karahah (kemakruhan). Oleh karena itu, nahy
memiliki fungsi yang sangat krusial dalam membatasi ruang
gerak mukalaf agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan
yang merusak atau tidak disukai oleh Shari‘ (Pembuat
Hukum, yaitu Allah subhdnahu wa ta‘ala). Pemahaman yang
tepat terhadap definisi ini, baik secara linguistik maupun
terminologis, akan menjadi landasan untuk menganalisis
implikasi hukumnya secara ustli.

Secara linguistik, kata berarti mencegah atau melarang.?*
Ketika Shari® menggunakan redaksi nahy, hal itu adalah
upaya untuk mencegah mukalaf dari melakukan suatu
tindakan. Pemahaman linguistik ini menguatkan makna
terminologis yang akan dikaji dengan menekankan aspek
pencegahan sebagai tujuan utama dari setiap larangan yang
termaktub dalam al-kitab maupun al-Sunnah.

Adapun definisi nahy secara terminologis (istilahan) yang
digunakan oleh ulama usil adalah:

Syl azg o pall e Sl

% ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usil Al-Fiqgh Wa Khulasat Tarikh at-
Tasyri, 252.
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Tuntutan untuk menahan diri dari suatu perbuatan dengan
cara superioritas.”

Penting untuk dicatat bahwa definisi ini mencakup
beberapa elemen kunci. Pertama, el & SO CJk”
(tuntutan untuk menahan diri * dari perbuatan),
membedakannya dari amr (perintah), yang merupakan
tuntutan untuk melakukan perbuatan (talab fil). Kedua, “J&
531;.;1}!\ 43" (dengan cara superioritas), yang menyiratkan
bahwa tuntutan tersebut datang dari pihak yang lebih tinggi
(Shari),  yang  menuntut  kepatuhan, sehingga
membedakannya dari iltimds (permintaan setara) atau du‘a’
(doa/permohonan kepada yang lebih tinggi.

b. Bentuk dan Redaksi

Memahami redaksi atau bentuk linguistik dari nahy
(larangan) sangat fundamental karena menentukan
implikasi hukum dari suatu teks syariat. Redaksi nahy dapat
dibagi menjadi dua kategori utama: redaksi eksplisit atau
bentuk khusus (sighah maskhiisah) yang menjadi hakikat
nahy, dan redaksi tidak langsung yang menunjukkan makna
larangan.

a. Redaksi Khusus (al-Sighah al-Maskhiisah)

Redaksi khusus nahy yang menjadi fokus utama kajian ustl
al-figh adalah formula linguistik yang secara langsung
mengekspresikan tuntutan untuk menahan diri.. Redaksi
paling jelas dan eksplisit dari nahy adalah penggunaan kata

% Muhammad bin $alih al-‘Utsaymin, Al-Usil Min ‘Ilm al-Usil, 28.
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kerja bentuk kini/akan datang (al-mudari‘) yang didahului
oleh partikel larangan la al-nahiyah (Y¥). Contoh ayat yang
relevan adalah larangan mendekati harta anak yatim:

Gt sl Ja s
“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali
dengan cara yang lebih bermanfaat” (QS. al-Isra’: 34)

Dalam ayat ini, redaksi {5535 Y3} (dan janganlah kamu
dekati) adalah sighah nahy yang tegas.

b. Redaksi yang Mengandung Makna Larangan Selain
Sighah Khusus Nahy

Selain bentuk eksplisit di atas, tuntutan untuk menahan diri

dari suatu perbuatan dapat dipahami melalui beberapa

redaksi lain yang bukan merupakan formula nahy yang baku,
tetapi memberikan makna larangan atau pencegahan.

a) Perintah dalam Bentuk Amr untuk Meninggalkan
Beberapa kata kerja perintah (amr) digunakan untuk
menuntut penghentian atau penahanan diri dari suatu
perbuatan. Redaksi ini mencakup kata-kata seperti:

*  ¢5(Da’- tinggalkanlah)
¢ 3%\ (Utruk - tinggalkanlah)
o X (Kuff - tahanlah/cegahlah).

b) Redaksi Deskriptif yang Menyatakan Keharaman
atau Keburukan
Larangan juga dapat dipahami secara implisit dari
pernyataan  Shari® (Pembuat  Hukum) yang
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menggambarkan suatu perbuatan dengan sifat-sifat yang

buruk atau terlarang. Redaksi ini termasuk dalam metode

yang digunakan untuk mengambil kesimpulan larangan,

meskipun tidak menggunakan la al-nahiyah.

Bentuk-bentuk tersebut meliputi:

Perbuatan tersebut dideskripsikan sebagai tahrim
(diharamkan) atau hazr (dilarang).

Contohnya adalah firman Allah yang menjelaskan
tentang dihalalkannya jual beli dan diharamkannya
riba:

G #555 adl o 3565
“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan

riba” (QS. al-Baqarah: 275)

Perbuatan tersebut dideskripsikan sebagai qubh
(buruk).

Contoh firman Allah subhanahu wa ta‘ala yang
menggambarkan judi sebagai perbuatan kotor dan
amalan setan:

BB 53 s #9335 ey sy adid

RUSEA]

-

“Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban
untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah
adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan.”

Ayat ini mendeskripsikan judi sebagai suatu kotoran,
Najis, dan keji serta amalan setan. Kata ini
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mengandung makna qubh (keburukan) dan kenajisan
yang secara tegas menunjukkan bahwa perbuatan
tersebut dilarang dan wajib dijauhi
« Pelaku perbuatan dicela atau dikaitkan dengan
hukuman.
Contohnya adalah ayat al-Qur’an yang menjelaskan
konsekuensi bagi mereka yang melakukan kezaliman:
el 25 DAl Cae L Al 5l GUS ks e

o

L\.@.iw'\.\ﬁ-j

o

“Barangsiapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia
akan mendapat (pembalasan) athaman (siksa); (yakni)
akan dilipatgandakan azab baginya pada hari Kiamat dan
dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina”
(QS. al-Furqan: 68-69)

c. Kaidah-Kaidah Pokok

Studi tentang nahy dalam Usul al-Figh melahirkan beberapa
kaidah utama yang mengatur implikasi hukum dari suatu
larangan. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pegangan
bagi para fugaha’ dan mujtahidin dalam menyimpulkan
hukum-hukum praktis dari nash-nash syariat.

1) Kaidah Pertama:

Lk 4w J033,5 06 4 SN il o)
“Larangan menunjukkan makna keharaman selama tidak ada
dalil yang memalingkannya kepada makna selain haram.”

— 111 —



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

Bahwa tahrim (keharaman) adalah tuntutan mutlak
untuk meninggalkan suatu perbuatan, yangjika ditinggalkan
karena kepatuhan akan diberi pahala, dan jika dilakukan
akan dikenai sanksi (‘igab) adalah makna asli yang
ditunjukkan oleh sighah nahy. Jika ada dalil (bukti) yang kuat
yang mengalihkannya, maka larangan tersebut turun tingkat
menjadi karahah (makruh) seperti hadis laranganz

,,,,,,

“Janganlah salah seorang darl kallan menyentuh kemaluannya
dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil” (HR.
Bukhari Muslim)

Walaupun hadith ini menggunakan sighah nahy yang
secara lahiriah mengindikasikan tahrim, mayoritas ulama
(al-Jumhir) berpendapat bahwa larangan di sini ditujukan
pada karahah (kemakruhan), bukan tahrim. Qarinah (indikasi)
yang mengalihkan makna ini adalah adanya tujuan adab dan
etika (adab) dalam bersuci.?

Penerapan kaidah ini sangat vital dalam proses istinbat
(penyimpulan hukum). Ketika seorang mujtahid menemukan
teks yang mengandung nahy, ia harus berpegang pada tahrim
sebagai hukum asal, dan hanya beralih ke karahah jika
menemukan dalil (bukti) yang kuat untuk pengalihan (sarif).
Jika tidak ada dalil yang secara jelas mengalihkan, maka
larangan tersebut harus dipahami sebagai keharaman. Ini
mencerminkan kehati-hatian Syariat agar mukalaf menjauhi

26 Muhammad bin $alih al-‘Utsaymin, Al-Usil Min ‘Ilm al-Usil, 30.
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segala yang dilarang, kecuali terdapat kejelasan bahwa
larangan tersebut hanyalah anjuran etika.

2) Kaidah Kedua:
Lo @3S aths s o2 o8 B

Larangan terhadap suatu perbuatan meniscayakan rusaknya
(ketidaksahannya) perbuatan yang dilarang tersebut.

Kaidah ini membahas implikasi larangan (nahy) terhadap
status keabsahan perbuatan itu sendiri (al-hukm al-wad‘).
Tuntutan nahy yang datang dari Shari‘ (Pembuat Hukum)
menunjukkan bahwa tindakan yang dilarang tersebut
mengandung mafsadah (kerusakan) atau tidak sesuai dengan
tujuan Syariat, sehingga secara hukum harus dianggap tidak
sah (fasid) atau batal (batil), yang merupakan kebalikan dari
sihhah (keabsahan).

Para ulama berbeda pendapat mengenai dampak nahy
terhadap perbuatan yang dilarang (al-manhi ‘anhu), meskipun
nahy secara eksplisit menunjukkan tahrim (keharaman).
Perbedaan pendapat ini melibatkan pemisahan antara
ibadah (‘ibadat) dan transaksi (mu‘amalat), dan yang lebih
penting, apakah larangan tersebut diarahkan pada esensi
perbuatan (dhat al-manhi ‘anhu) atau pada sifat yang
menyertai perbuatan tersebut (sifah min sifatih).

Mayoritas ulama termasuk Malikiyah, Syafi‘iyah, dan
Hanabilah berpendapat bahwa jika larangan ditujukan pada
esensi, sifat lazim, atau syarat dasar suatu perbuatan, maka
perbuatan itu menjadi batil (batal), dan bagi mereka, istilah
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fasid dan batil adalah sinonim atau sepadan. Sebaliknya, jika
larangan ditujukan pada hal-hal yang bersifat eksternal dari
perbuatan itu, maka perbuatan tersebut tetap sah, meskipun
pelakunya berdosa karena melanggar larangan tersebut
kecuali bagi Hanabilah.

Sementara itu, ulama Hanafiyah memiliki pandangan
yang berbeda, terutama dalam ranah mu‘amalat. Mereka
membedakan secara ketat antara fasad (rusak) dan butlan
(batal); butlan hanya berlaku jika larangan ditujukan pada
rukun dasar perbuatan, sedangkan fasad berlaku jika
larangan ditujukan pada sifat atau deskripsi perbuatan,
sehingga perbuatan fasid masih mungkin menghasilkan
sebagian efek hukum, berbeda dengan batil yang sama sekali
tidak menghasilkan efek hukum. Kedua mazhab sepakat
bahwa jika larangan ditujukan pada esensi ibadah, maka
ibadah itu batal seperti puasa pada hari raya ‘Id, tetapi
perincian implikasi nahy pada mu‘amalat terutama terkait
sifat lazim memicu perbedaan hukum yang signifikan seperti
pada kasus jual beli dengan harga yang belum jelas.”
Pemahaman terhadap kaidah ini menuntut kehati-hatian
dalam menganalisis tujuan Shari‘ di balik setiap larangan
yang termaktub dalam teks.

2 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz FT Usil al-Figh al-Islami,
2:35-36; ‘Abd al-Karim bin ‘Alibin Muhammad an-Namlah, Al-Muhadzdzab
Fi ‘Ilm Usul al-Figh al-Mugaran, vol. 3:1446-54; Mohammad Hashim author
Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, with Internet Archive
(Cambridge, United Kingdom : The Islamic Texts Society, 2003), 196-98,
http://archive.org/details/principlesofisla0o00kama.
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3) Kaidah Ketiga

o PR L 2% 2710 st 1

SISy (5l saiis 321 A
“Larangan yang bersifat mutlak menuntut pelaksanaannya
secara segera dan berkelanjutan.”

Larangan pada dasarnya menunjukkan kewajiban untuk
meninggalkan perbuatan tersebut secara segera, begitu
larangan itu diketahui oleh mukalaf. Mengingat nahy adalah
tuntutan untuk menahan diri, tindakan meninggalkan atau
menahan diri adalah sesuatu yang dapat dilakukan secara
instan dan harus dipertahankan secara terus menerus.
Ketika Shari melarang sesuatu, Dia menuntut penghentian
segera dari perbuatan tersebut tanpa penundaan. Jika
mukalaf menunda penghentian larangan, ia dianggap
melakukan perbuatan yang dilarang dan berpotensi
mendapatkan sanksi.

Keberlakuan kaidah fawr pada nahy didukung oleh
prinsip ihtiyat (kehati-hatian) dan bard’at al-dhimmah
(pelepasan tanggung jawab). Seorang mukalaf tidak dapat
melepaskan  tanggung jawabnya  kecuali dengan
meninggalkan perbuatan terlarang tersebut segera setelah
ia mengetahui adanya larangan. Secara aplikatif, hal ini
berarti bahwa jika seseorang menemukan bahwa suatu
transaksi atau kebiasaan yang selama ini ia lakukan ternyata
dilarang oleh Syariat (misalnya, riba atau judi), ia wajib

% al-Qadi Aba Ya'la, Muhammad ibn al-Husayn al-Farra’, Al-Uddah
F1 Usil al-Figh, 5 vols. (Riyadh: Jami‘at al-Tmam Muhammad ibn Sa‘td al-
Islamiyyah, 1990), vol. 2:428.
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menghentikannya saat itu juga, tanpa menunda
penghentiannya hingga waktu yang ia anggap lebih nyaman,
karena penundaan itu sendiri merupakan pelanggaran
terhadap nahy.

Di sisi lain, larangan tidak hanya menuntut penghentian
segera (fawr), tetapi juga menuntut penghentian secara
berkelanjutan dan permanen (dawam atau tikrar) selama
hukum larangan tersebut masih berlaku. Larangan berlaku
untuk setiap waktu dan setiap keadaan di mana tindakan
terlarang itu mungkin dilakukan. Larangan ini bersifat
meliputi seluruh masa umur mukalaf, selama ia mampu
menahan diri dan larangan tersebut tidak dihapus.?

Kaidah ini memastikan konsistensi dalam penegakan
hukum Syariat. Ketika Shari‘ menetapkan suatu larangan, hal
itu mencerminkan keberadaan mafsadah (kerusakan) dalam
perbuatan tersebut. Penghindaran terhadap mafsadah
haruslah berlangsung terus menerus. Oleh karena itu, prinsip
tikrar ini sejalan dengan tujuan Syariat untuk menghindari
kerusakan yang didahulukan daripada meraih manfaat.
Selama mafsadah dari perbuatan itu ada, larangan untuk
melakukannya punharusdipertahankansecaraberkelanjutan.

d. Faedah: Perbedaan antara al-Amr (Perintah) dan
al-Nahy (Larangan)

Al-Zarkashi menjelaskan bahwa meskipun amr (perintah) dan

nahy (larangan) sama-sama mengandung unsur tuntutan,

2 Muhammad bin ‘AlT bin Muhammad bin ‘Abd Allah al-Syaukan,
Irsyad Al-Fuhil Ila Tahqiq al-Haqq Min ‘IIm al-Usil, vol. 1:256.
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keduanya memiliki sifat dan implikasi hukum yang berbeda.

Perintah berorientasi pada pelaksanaan suatu perbuatan,

sedangkan larangan berorientasi pada peninggalan atau

penghindaran terhadap perbuatan tertentu.

Tabel Perbandingan antara al-amr dan al-nahy*

tertinggal.

larangan tidak dapat
diganti.

Aspek =Y\ (al-Amr) - &\ (al-Nahy)- | penjelasan Singkat

Perbandingan Perintah Larangan

1. Kewajiban Perintah mutlak Larangan Misalnya perintah

pelaksanaan (al-amr al-mutlaq) menunjukkan salat cukup
menunjukkan keharusan dilakukan setiap kali
pelaksanaan satu kali | meninggalkan datang waktunya;
sudah mencukupi perbuatan secara sedangkan larangan
menurut pendapat terus-menerus (ald | zina berlaku
yang kuat (‘ala al-dawam). sepanjang waktu.
al-asahh).

2. Hubungan Perintah bisa berarti | Larangan tidak Karena larangan

dengan waktu | segera (fawr) atau memiliki konsep bersifat pencegahan,

(fawr/tarakhi) boleh ditunda segera afau ditunda; | maka ia tidak
(tarakhi), tergantung | ia berlaku langsung | mengenal waktu
pada konteks dalil. dan berkelanjutan. pelaksanaan.

3. Kewajiban Jika waktu perintah | Jika waktu larangan | Meninggalkan

gadha’ terlewat, maka ada terlewat, tidak ada larangan artinya

(mengganti tanggungan gadha’, | qadha, sebab tidak melakukan

waktu) seperti salat yang meninggalkan maksiat; jika sudah

terjadi, yang ada
hanyalah taubat,
bukan gadha’.

% Abii ‘Abd Allah Badr al-Din Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn Bahadir
al-Zarkashi, Al-Bahr al-Muhit Fi Usil al-Figh, 8 vols. (Dar al-Kutub, 1994),
vol. 3:402; Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usal al-Figh al-

Islami, 2:34.
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Aspek
Perbandingan

Jf&\ (al-Amr) -
Perintah

2\ (al-Nahy) -

Larangan

Penjelasan Singkat

4. Kedudukan
setelah adanya
larangan atau
perintah

Jika ada larangan
setelah perintah,
maka terjadi
perdebatan: apakah
larangan
membatalkan
perintah sebelumnya.

Jika ada larangan
setelah perintah,
dihitung sebagai
larangan baru secara
pasti.

Contoh: perintah
shalat di awal
kemudian datang
larangan karena
najis di tempat;
larangan langsung
membatalkan
keabsahan ibadah.

5. Pengulangan | Pengulangan Pengulangan Misalnya larangan
perintah/ perintah tidak selalu | larangan zina yang disebut
larangan bermakna menunjukkan berulang kali dalam
penegasan; bisa penegasan dan al-Qur'an untuk
berarti tugas baru. penguatan terhadap | menegaskan
keharaman. beratnya dosa
tersebut.
6. Hubungan Perintah terhadap Larangan terhadap Contoh: perintah
dengan sesuatu menunjukkan | sesuatu menunjukkan | salat sah bila
keabsahan sahnya perbuatan rusaknya (fasad) memenuhi syarat;
(sihhah/ bila dilakukan sesuai | perbuatan yang akad riba batal
fasad) ketentuan. dilarang. karena terkena
larangan.
7. Larangan Perintah yang Larangan yang Misalnya: “Jika
atau perintah digantungkan pada digantungkan pada matahari terbenam,
yang syarat tidak mesti syarat menunjukkan | maka janganlah
bergantung menunjukkan pengulangan setiap | berpuasa” - berlaku
pada syarat pengulangan ketika | kali syarat itu terjadi. | setiap kali syarat itu

syarat itu berulang.

muncul.
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antara perintah
dan larangan

suatu perbuatan
secara implisit

suatu perbuatan tidak
otomatis menjadi

. :SF:‘;k Y (a-Amn - | R\ (akNahy)- | penjelasan Singkat
erbandingan Perintah Larangan
8. Hubungan Perintah terhadap Larangan terhadap Contoh: perintah

salat berarti
larangan

dengan bentuk
pilihan (takhyir)

dalam bentuk pilihan,
seseorang boleh
memilih di antara
alternatif yang
diperintahkan.

dalam bentuk pilihan
(bi-I-takhym), tidak
boleh melakukan
salah satu pun dari
hal-hal yang dilarang.

dalam logika merupakan larangan | perintah terhadap meninggalkan salat;

hukum terhadap lawannya. tapi larangan zina
kebalikannya, jika tidak otomatis berarti
perintah itu bersifat perintah menikah.
wajib.

9. Larangan Jika perintah datang | Jika larangan datang | Firman Allah: 5.5

1s4& 5 si(al-Insan:
24) — meski kata
aw berarti “atau”,
keduanya tetap
terlarang.

Dari hal di atas, perbandingan antara amr (perintah) dan
nahy (larangan) menunjukkan relasi semantik yang
berlawanan namun saling mengandaikan. Amr mengandung
unsur afirmasi (jab), yakni dorongan untuk melakukan
suatu tindakan, sedangkan nahy bersifat negasi (tahrim),
yaitu tuntutan untuk meninggalkan. Secara fungsional, amr
menjadi dasar penetapan kewajiban (wujiib) atau anjuran
(nadb), sementara nahy menjadi dasar larangan yang dapat
bermakna haram (tahrim) atau makruh (karahah) sesuai
garinah-nya. Perintah sering menegaskan kesempurnaan
amal, sedangkan larangan menjaga kemurniannya dari
unsur yang membatalkan. Karena itu, membedakan
keduanya tidak hanya soal bahasa, tetapi juga epistemologis
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metodologis dalam menentukan bagaimana teks melahirkan

norma hukum. Kekeliruan dalam memahami relasi ini dapat

menimbulkan tafsir hukum yang kaku dan ekstrem, serta

jauh dari proporsionalitas.

3.
1.

Ringkasan

Al-Amr (perintah) dan al-nahy (larangan) adalah dua
pilar utama dalam Usil al-Figh yang menentukan hukum
taklifi: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.
Definisi al-amr: tuntutan untuk melakukan perbuatan
dari otoritas yang lebih tinggi (talab al-fi'l ‘ala jihat al-
istila’), bersifat mengikat dan menghasilkan hukum
kewajiban.

Redaksi perintah tidak selalu berupa fi'l amr; dapat
muncul melalui lam al-amr, masdar na’ib ‘an fi'lihi, atau
jumlah khabariyah yang bermakna insha’.

Kaidah pokok al-amr: hukum asal setiap perintah adalah
wujib (kewajiban), kecuali terdapat gqarinah yang
memalingkannya kepada makna lain seperti nadb atau
ibahah.

Al-Amr tidak menuntut pengulangan; satu kali
pelaksanaan sudah mencukupi kecuali jika ada dalil yang
mengharuskan tikrar (berulang).

Perintah mutlak tidak menuntut segera (fawr); menurut
Jjumbhiir, ia memberi kelonggaran waktu (tarakhi) kecuali
ada indikasi wajib segera.

Kaidah wasilah: perintah terhadap sesuatu juga
mencakup perintah terhadap sarana dan prasyarat yang
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mengantarkan pada pelaksanaannya.

8. Al-Nahy (larangan) berarti tuntutan untuk menahan diri
dari suatu perbuatan secara superior (talab al-kaff ‘an al-
fi'l ‘alajihat al-isti‘la’).

9. Kaidah pokok al-nahy: larangan menunjukkan
keharaman (tahrim) selama tidak ada dalil yang
memalingkannya kepada makna kemakruhan (karahah).

10. Perbedaan prinsipil: perintah menuntut pelaksanaan
satu kali dan dapat ditunda, sedangkan larangan
menuntut penghentian segera dan berkelanjutan untuk
mencegah mafsadah.

4. Latihan

Soal Esai

1. Analisislah bagaimana garinah dapat mengubah makna
asli perintah dari wujub (kewajiban) menjadi nadb
(anjuran) atau ibahah (kebolehan), disertai contoh
ayatnya.

2. Jelaskan perbedaan konseptual antara al-fawr (segera)
dan al-tarakhi (penundaan) dalam pelaksanaan perintah,
serta konsekuensinya dalam konteks hukum ibadah
seperti hajj.

3. Kaidah “al-amr bi al-shay’ amr bi wasa’ilihi” mengandung
prinsip penting dalam magqgasid al-shari‘ah. Jelaskan
keterkaitan antara perintah terhadap tujuan dan
kewajiban terhadap sarana dalam konteks hukum
praktis!
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4. Ayat uajzﬂ ] |9)-al 3 AL %43 |.>\_°, (QS. al-Jumu‘ah:
10) me:nggunakan bentuk perintah. Analisislah apakah
perintah ini menunjukkan kewajiban atau kebolehan,
dan jelaskan alasan kebahasaan serta kontekstualnyal!

5. Rasulullah #& bersabda:

573 55 43 55 10021 5200

Sebagian ulama menilai larangan ini bermakna karahah,

bukan tahrim. Jelaskan dengan teori al-nahy dan konsep

qgarinah mengapa terjadi perbedaan penilaian hukum!

C. Lafal Mutlaq (élﬁ.i!\) dan Lafal Mugayyad (:\;3.:3\)

Dalam kerangka Usil al-Figh, pembahasan tentang Mutlaq
dan Mugayyad menempati posisi sentral dalam metodologi
penafsiran teks-teks hukum (nusis) syariah, terutama yang
berkaitan dengan dalalah al-alfaz (implikasi linguistik). Usl
al-Figh menetapkan kaidah-kaidah yang memungkinkan
mujtahid (ahli hukum yang berijtihad) untuk menentukan
sejauh mana cakupan suatu lafal, apakah ia berlaku secara
umum tanpa batas, atau terikat pada kondisi atau sifat
tertentu yang membatasi penerapannya.

Konsep itlag (ketakterikatan) dan taqyid (keterikatan)
adalah krusial karena ia menentukan keringanan (taysir)
atau beban (taklif) yang ditanggung oleh mukallaf. Ketika
suatu hukum datang secara mutlag, hal itu menunjukkan
keleluasaan dalam pelaksanaannya; sebaliknya, jika datang
secara mugayyad, pelaksanaan hukum menjadi terbatas dan
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harus memenuhi segala gayd (batasan) yang menyertainya.
Perbedaan ini juga membantu dalam menyelesaikan
kontradiksi yang tampak (ta‘arud) antara dua nass (teks)
yang berbeda, sehingga shari'ah dapat dipraktikkan secara
konsisten dan holistik.

1. Definisi

Mutlag dan Mugayyad berkaitan dengan cara suatu lafal
menunjuk pada hakikat sesuatu tanpa atau dengan batasan
tambahan. Keduanya harus dibedakan dari ‘amm (umum)
dan khass (khusus), meskipun memiliki keterkaitan
fungsional. Al-‘amm mencakup semua individu dari jenisnya
secara total (syumili), sedangkan al-mutlag menunjukkan
hakikat jenis tersebut yang dapat diwujudkan melalui satu
individu mana pun secara bergantian (badali).** Perbedaan
dalam implikasi linguistik ini menentukan bagaimana teks-
teks hukum harus diinterpretasikan dan diterapkan.

2. Mutlag (352

Secara linguistik, al-mutlaq (3\k.))) berasal dari kata itlag,
yang berarti melepaskan atau membebaskan sesuatu dari
ikatan. Dalam terminologi Usul al-Figh, mutlaq didefinisikan
sebagai:

- < P3 ¢ 1~ ‘1/ ~
28O Bad) de J5 G

3t ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Tim Usil Al-Figh Wa Khuldsat Tarikh at-
Tasyrt, 171.
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Lafal yang menunjukkan makna hakiki tanpa adanya
pembatasan.”

Maka, lafal mutlaq adalah kata yang menunjukkan satu
individu yang bersifat umum, atau beberapa individu yang
memiliki sifat ketersebaran, tanpa dibatasi oleh karakteristik
tertentu. Contohnya seperti kata rajul (seorang laki-laki),
rijal (para laki-laki), kitab (sebuah kitab), imra’ah (seorang
perempuan), dan talib (seorang pelajar). Namun, yang
dimaksud dengan lafal tersebut bukanlah makna umum
yang mencakup seluruh individu jenis itu secara menyeluruh
yang termasuk lafal ‘amm, seperti kata al-insan (manusia),
melainkan makna hakiki sebagaimana hadir dalam pikiran
ketika kata itu diucapkan, tanpa memperhatikan seluruh
cakupan anggotanya.*® Lafal mutlag biasanya muncul dalam
bentuk al-ism al-nakirah (kata benda tak tentu atau indefinitif)
dalam konteks al-ithbat (afirmasi), yang berarti ia tidak
menunjuk pada individu tertentu yang wajib dipenuhi,
tetapi pada jenisnya saja. Misalnya, perintah untuk
“memerdekakan budak” (budak mana pun) adalah mutlaq.

Contoh paling jelas yang merujuk pada lafal mutlag
adalah dalam konteks kaffarah yamin (denda sumpah) dalam
al-Qur'an, di mana tuntutan hukum menetapkan adanya
pelepasan budak tanpa kualifikasi spesifik mengenai sifat
budak tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala mengenai
penebusan sumpah yang dilanggar:

32 Muhammad bin $alih al-‘Utsaymin, Al-Usal Min ‘Ilm al-Usiil, 44.
3 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
vol. 2, vol. 2:38.
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PENEIGTOET I e [0 S ﬂ;rw R

L5 502 5 238508 5
“Maka kafaratnya ialah memberi makan sepuluh orang
miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada
keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau

memerdekakan seorang budak (ragabah)” (al-Ma’idah:
89).

Dalam ayat ini, lafal raqabah (i3, - budak) datang secara
mutlag karena tidak dibatasi oleh sifat-sifat tambahan,
seperti harus beriman, harus sehat, atau yang lainnya. Itlag
ini memberikan keleluasaan kepada mukallaf untuk memilih
budak jenis apa pun yang tersedia untuk membebaskannya,
dan kewajiban hukum (al-hukm) akan gugur.

Karena demikian, implikasi hukum dari lafal mutlag
adalah bahwa hukum yang terkait dengannya berlaku pada
hakikat jenis tersebut, dan penerapannya dapat diwujudkan
oleh individu mana pun dari jenis yang relevan. Prinsip al-
itldg ini penting karena menjamin bahwa mukallaf tidak
dibebani lebih dari apa yang secara eksplisit dituntut oleh
shari‘ah.Jika teks hukum hanya menyebutkan “budak,” maka
mencari budak yang beriman adalah tindakan taqyid
(pembatasan) yang tidak diwajibkan oleh teks mutlag itu
sendiri, dan mukallaf dianggap telah menunaikan kewajiban
dengan memerdekakan budak apa pun, karena
ketidakterikatan adalah hukum asal.
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3. Muqayyad (3;.5.3\)

Secara bahasa, al-mugayyad (..i.)1) berarti yang terikat atau
terkekang, lawan dari mutlag. Dalam terminologi Usil al-Figh,
mugqayyad didefinisikan sebagai:

° < &
Lh aad) e J5 G

Lafal yang menunjukkan makna hakiki dengan disertai suatu
pembatasan.*

Batasan ini mungkin berupa wasf (sifat), shart (syarat),
zaman (waktu), atau makan (tempat), dan batasan ini
mempersempit ruang lingkup penerapan hukum sehingga
hukum hanya berlaku bagi individu yang memenuhi qayd
tersebut. Muqgayyad berfungsi sebagai penentu kualifikasi
yang harus ada untuk mengamalkan hukum tersebut secara
sah.

Sebagai contoh, lafal mugayyad dapat ditemukan dalam
konteks kaffarah (denda/penebusan) yang berbeda, di mana
tuntutan untuk memerdekakan budak disertai dengan sifat
keimanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala mengenai
kaffarah pembunuhan yang tidak disengaja (qatl al-khata’):

z [c4 - -
Tz 12222 125 272 Uzz NI 1Z.32 1257 o0 . .32 20 \an

o5 ) 210 05 4550 1085 5, 28
“Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah,
(hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang mukmin
(ragabah mu’'minah) serta membayar diyah (denda) yang
diserahkan kepada keluarganya” (al-Nis3’: 92).

3 Muhammad bin $alih al-‘Utsaymin, Al-Usal Min ‘Ilm al-Usiil, 44.
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Di sini, lafal ragabah (budak) terikat (muqayyad) dengan
sifat mu'minah (beriman). Ini berarti mukallaf hanya dapat
menggugurkan kewajiban kaffarah tersebut jika ia
memerdekakan budak yang memiliki sifat keimanan. Qayd
ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan hukum.

Dengan begitu, implikasi hukum utama dari muqayyad
adalah bahwa keberlakuan dan keabsahan (sihhah) hukum
hanya terbatas pada individu atau kondisi yang memenuhi
batasan yang ditetapkan. Jika mukallaf mengabaikan qayd
tersebut, misalnya, memerdekakan budak non-mukmin
untuk penebusan pembunuhan tidak disengaja, maka
perbuatannya dianggap tidak sah, dan kewajiban kaffarah-
nya tidak gugur, karena ia tidak melaksanakan hukum
sebagaimana yang dibatasi oleh shariah. Mugayyad
memastikan bahwa tujuan dan kualitas yang dikehendaki
oleh Shari' dalam menetapkan hukum terpenuhi.

4. Kaidah Dasar

Kaidah dasar dalam interpretasi lafal mutlag menetapkan
bahwa kondisi asal yang harus dipertahankan sampai ada
dalil yang jelas membatasinya. Kaidah itu berbunyi:

2o 555 55 bl J€ 6 1)) 131
Lafal yang bersifat mutlak tetap pada kemutlakannya hingga
datang dalil yang membatasinya.”

5 ‘Abd Allah ibn YTisuf ibn Tsa ibn Ya'qab al-Ya‘qab al-Juday’, Taysir
‘IIm Usul Al-Figh, 233.
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Kaidah ini merupakan dasar linguistik yang disepakati
oleh usaliyyin. Jika suatu lafal datang secara mutlag, maka
mujtahid harus menafsirkan dan menerapkannya tanpa
batasan apa pun. Jika hukum yang mutlaq dipaksakan taqyid-
nya tanpa dalil yang kuat, hal itu akan dianggap sebagai
tahakkum (penetapan sepihak) dan mengabaikan dalalah
(implikasi) lafal tersebut®.

Sebaliknya, kaidah ini dihentikan dan mutlag menjadi
mugqgayyad ketika ada dalil sahih yang bertindak sebagai
mugqayyad terhadapnya. Dalil ini bisa berupa nass lain dari al-
Qur’an, al-Sunnah, atau ijma’ (konsensus) yang menetapkan
batasan tertentu. Dalam kasus ini, taqyid harus diterima
karena dalil yang membatasi memberikan bayan (penjelasan)
yang lebih spesifik mengenai maksud Shari".

5. Membawa Mutlaq menjadi Mugayyad

Ketika mujtahid dihadapkan pada dua nass yang berbeda,
satu mutlag dan yang lain muqayyad, ia harus menentukan
apakah mutlag boleh dibatasi oleh mugayyad. Proses ini
dikenal sebagai haml al-mutlaq ‘ala al-mugayyad (membawa
yang tak terikat kepada yang terikat).

Para ulama Usiil sepakat bahwa keputusan ini bergantung
pada dua faktor utama: 1. sabab al-hukm (sebab penetapan
hukum) dan 2. al-hukm (hukum yang ditetapkan).’” Secara
umum, ada empat skenario interaksi yang mungkin terjadi.

36 Abt Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Mustasfa, 262.
7 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
vol. 2, vol. 2:42.
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1) Skenario 1: Sebab Hukum Sama, Hukum Sama

Dalam kondisi ini, kedua nass (yang satu mutlaq, yang lain
mugqayyad) memiliki sabab (kausa hukum) yang identik, dan
menetapkan hukm (hukum) yang identik pula. Sebagai
contoh, terdapat dua nass yang sama-sama berbicara
mengenai kafarat bagi orang yang melanggar sumpah (hinth
al-yamin).

+ Dalil 1 (Mutlag):

515 15) TS A
“Barang siapa tidak mampu (membayar kafarat dengan
memberi makan atau pakaian), maka (wajib baginya)
berpuasa tiga hari; itulah kafarat sumpah kalian apabila
kalian bersumpah.”(Q.S. al-Ma’idah [5]: 89)

i

o 7 o7

-
- -

Lafal )\J\ E(E ¢Lai” bersifat mutlag, karena tidak
menjelaskan apakah tiga hari tersebut harus dilakukan
secara berturut-turut atau terpisah. (Sabab: pelanggaran
sumpah; Hukm: puasa tiga hari).

+ Dalil 2 (Mugayyad):
Dalam qira’ah Ubay bin Ka'b dan Ibn Mas‘td disebutkan:

_E s -
Ol LLT B plaas

“(Maka wajib baginya) berpuasa tiga hari secara
berturut-turut.” (Diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah
dan Ibn Jarir serta lainnya).

(Sabab: pelanggaran sumpah; Hukm: puasa tiga hari
secara berturut-turut).
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Karena sabab dan hukm pada kedua teks tersebut identik,
maka mutlaq harus dibawa kepada muqgayyad (haml al-mutlag
‘ala al-mugayyad). Dengan kata lain, makna puasa tiga hari
yang disebut secara umum dalam ayat pertama dijelaskan
secara lebih rinci oleh bacaan yang menyebutkan “berturut-
turut”. Para ulama bersepakat bahwa dalam kasus seperti
ini, mutlag wajib dipahami dalam bingkai mugayyad, karena
sifat pembatas (qayd) yang terdapat dalam teks kedua
merupakan ziyadah mufidah (tambahan yang bermakna) dan
memperjelas kehendak al-Shari'** Dengan mengamalkan
mugqgayyad, secara otomatis makna mutlag juga telah
terakomodasi, sehingga tidak terjadi pertentangan hukum,
melainkan justru penyempurnaan implementasi hukum
syariat.

2) Skenario 2: Sebab Hukum Sama, Hukum Berbeda
Dalam skenario ini, kedua nass lahir dari sabab (kausa hukum)
yang sama, namun hukm (hukum) yang ditetapkan oleh
masing-masing nass. Kasus ini dapat dilihat dalam dua ayat
yang berkaitan dengan kafarat bagi suami yang melakukan
zihar, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Mujadalah ayat
3-4,

+ Dalil 1 (Mutlag):

155 50,88 1J6 W ujiﬁ?ﬁuwuﬁﬁ\b 5l
Pd,@“um\, PARYUTR P LNL;;;Q\J.;:,,

8 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
2:43.
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“Orang-orang yang men-zihar istri-istri mereka, kemudian
ingin menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka
(wajib atas mereka) memerdekakan seorang budak sebelum
keduanya bersentuhan; demikianlah yang diajarkan kepada
kalian.” (Q.S. al-Mujadalah [58]: 3)

Dalam ayat ini, perintah memerdekakan budak sebelum
bersentuhan disebut secara jelas. (Sabab: pelanggaran
zihar; Hukm 1: memerdekakan budak sebelum
bersetubuh).

Dalil 2 (Mugayyad):

wbuﬁu‘&dwuﬁé&i’é&;@;é SRR
mwwg@x;@

“Barang siapa tidak mampu (memerdekakan budak), maka
(wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum
keduanya bersentuhan. Namun apabila ia tidak mampu juga,
maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin.”
(Q.S. al-Mujadalah [58]: 4)

Dalam ayat ini, perintah berpuasa dua bulan berturut-

turut sebelum bersentuhan disebut secara eksplisit,

sedangkan bagian memberi makan enam puluh orang miskin

tidak disertai pembatasan waktu “sebelum bersentuhan”.

(Sabab: pelanggaran zihar; Hukm 2: memberi makan enam
puluh orang miskin tanpa syarat waktu tertentu).

Maka, kedua ayat tersebut sama-sama turun karena

sabab yang identik, yaitu pelanggaran zihar, tetapi

menetapkan hukm yang berbeda: pertama, kewajiban
memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan sebelum
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bersentuhan; sedangkan dalam bagian memberi makan
enam puluh miskin, tidak terdapat batasan waktu “sebelum
bersentuhan.”

Karena hukm yang dituntut oleh Shari® berbeda, maka
lafal mutlag dan muqayyad dianggap sebagai dua dalil yang
berdiri sendiri (mustagqill). Jika dipaksakan pembatasan, itu
berarti mujtahid telah mengubah salah satu hukum yang
telah ditetapkan shari‘ah, yang tidak sesuai dengan ghayah
(tujuan) hukum tersebut.

3) Skenario 3: Sebab Hukum Berbeda, Hukum Sama
Skenario ini adalah yang paling banyak dibahas dan
merupakan titik perbedaan paling besar antara ulama.
Kedua nass memiliki sabab yang berbeda, tetapi menetapkan
hukm (hukum) yang sama, atau setidaknya memiliki esensi
yang sama. Kita kembali pada contoh kaffarah (penebusan)
yang telah dibahas sebelumnya, karena ini adalah contoh
standar.
+ Dalil 1 (Mutlag):
Kaffarah yamin (sumpah) atau kaffarah zihar (penyamaan
istri dengan ibu) menyebutkan (i3; ;. 2 ) “.. atau
memerdekakan seorang budak (raqdbah)". (Sabab:
Pelanggaran sumpah dan zihar; Hukm: Memerdekakan
budak (Mutlag)).
+ Dalil 2 (Mugayyad):
Kaffarah gqatl khata'® (pembunuhan tidak disengaja)
menyebutkan (L5 57 5 ,>%5) “.. hendaklah ia
memerdekakan seorang budak yang mukmin (ragabah
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mu'minah)” (al-Nisa: 92). (Sabab: Pembunuhan tidak
disengaja; Hukm: Memerdekakan budak (Mugayyad)).

Dalam kasus ini, sabab jelas berbeda, tetapi hukm
(memerdekakan budak) adalah sama. Pandangan Shafi’iyah,
sebagian Malikiyah dan sebagian Hanabilah mewajibkan
dilakukan  haml al-mutlag ‘ala al-muqayyad. Mereka
berpendapat bahwa selama hukm-nya sama, yaitu pelepasan
budak, maka lafal mutlaq dalam kaffarah yamin harus dibatasi
oleh sifat mu'minah yang ada dalam kaffarah qatl khata'.
Landasan hukum mereka adalah giyas (analogi): karena sifat
keimanan diperlukan dalam penebusan yang satu, maka
sifat keimanan harus dianalogikan ke penebusan yang lain,
karena kaffarah secara umum bertujuan untuk taqarrub
(mendekatkan diri kepada Allah) dengan kualitas terbaik.
Meskipun sabab berbeda, mereka menganggap magsad
(tujuan) hukumnya sama, yaitu penebusan dengan tindakan
paling sempurna.

Di sisi lain, Hanafiyah dan mayoritas Malikiyah
berpandangan tidak boleh dilakukan haml al-mutlaq “ala al-
muqayyad. Mereka berpegangan teguh pada dalalah
(implikasi) linguistik yang pasti (qat'7) dari lafal mutlaq. Bagi
mereka, itlag (ketidak terikatan) adalah makna yang pasti
dari lafal ragabah dalam kaffarat al-yamin, dan pembatasan
(taqyid) hanya dapat dilakukan oleh dalil qat7 (dalil pasti)
yang memiliki sabab yang sama. Karena giyas adalah dalil
zanni (dalil dugaan), ia tidak cukup kuat untuk mengubah
dalalah pasti dari mutlag dalam konteks yang sabab-nya
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berbeda. Oleh karena itu, kaffarat al-yamin boleh dilakukan
dengan memerdekakan budak mana pun, meskipun non-
mukmin, karena teksnya mutlaq.*

4) Skenario 4: Sebab Hukum Berbeda, Hukum Berbeda
Skenario terakhir ini terjadi ketika nass yang mutlaq dan nass
yang muqayyad memiliki sabab (kausa hukum) yang berbeda,
dan hukm (hukum) yang ditetapkan oleh keduanya juga
berbeda. Dalam kondisi ini, kedua nass tidak memiliki
hubungan apa pun. Kasus ini dapat dijelaskan melalui dua
ayat berikut:

+ Dalil 1 (Mutlag):

Waaadl Va3 25 L5005 & L2015
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka
potonglah tangan keduanya.” (Q.S. al-M@’idah [5]: 38).

Lafal “L;é;gj" (tangan keduanya) bersifat mutlaq, karena
tidak dijelaskan batasan lebih dari bagian tangan yang
harus dipotong. (Sabab: pencurian; Hukm 1: potong
tangan).

+ Dalil 2 (Mugayyad):

ERNPEER SEREINN
“Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku.”
(Q.S. al-Ma’idah [5]: 6).
Dalam ayat ini, lafal ré:m\" (tanganmu) muqayyad
dengan batas ds\,J\ J1” (sampai siku). (Sabab: keinginan

3 Wahbah al-Zuhayli, Usil Al-Figh al-Islami, vol. 1:212-3.

— 134 —



Lafal Ditinjau dari Segi Penetapan Maknanya

melaksanakan salat dan mengangkat hadas; Hukm 2:
membasuh tangan hingga siku).

Kedua ayat di atas sama-sama menggunakan lafal “yad”

(tangan), tetapi konteks dan sebab hukumnya sangat

berbeda: ayat pertama berbicara tentang hadd (sanksi

pidana) bagi pencuri, sedangkan ayat kedua membahas

taharah (pensucian) sebagai syarat sahnya ibadah. Oleh

karena itu, pembatasan makna “tangan” dalam ayat wudu

tidak dapat diterapkan pada ayat potong tangan, sebab

konteks hukum, tujuan syar‘i, dan maqsad dari keduanya

berbeda secara fundamental.

6.

Ringkasan

1. Lafal mutlaq adalah lafal yang menunjukkan satu makna

tanpa batasan tertentu, baik dari segi sifat, jumlah,
waktu, maupun tempat. Contohnya: kata ragabah (budak)
tanpa keterangan tambahan.

Lafal mugayyad adalah lafal yang menunjukkan makna
tertentu yang dibatasi oleh sifat, syarat, waktu, atau
keadaan tertentu; misalnya ragabah mu'minah (budak
yang beriman).

Perbedaan utama antara mutlag dan muqayyad terletak
pada unsur pembatas (gayd), yang mengarahkan makna
hukum dari umum menjadi lebih spesifik.

Kaidah penting: “al-mutlaq yajri ‘ala itlagih ma lam yarid
gayd” lafal mutlak berlaku umum selama tidak ada
pembatas yang datang dari dalil lain.
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7.

Bila lafal mutlag dan muqgayyad terdapat dalam satu
hukum dan satu sebab, maka mugayyad membatasi mutlaq
secara pasti.

Bila keduanya berada dalam satu hukum namun berbeda
sebab, ulama berbeda pendapat; jumhur tetap melakukan
taqyid, sedangkan Handafiyah membiarkan keduanya
berdiri sendiri.

Bila keduanya berbeda hukum dan sebab, maka tidak
berlaku taqyid; masing-masing lafaz dipahami sesuai
konteks hukumnya.

Mutlag dan mugqgayyad memiliki peran penting dalam
menyeimbangkan penerapan hukum antara fleksibilitas
nash dan ketepatan konteks penerapan syariat.
Pemahaman yang cermat terhadap interaksi mutlag-
muqgayyad menjadi dasar ketelitian mujtahid dalam
istinbat al-ahkam, agar hukum tidak terlalu sempit atau
terlalu umum dari maksud syariat.

Latihan

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara mutlag dan

mugqayyad dari segi makna, konteks penggunaan, serta
pengaruhnya terhadap penetapan hukum syariat!
Kaidah “al-mutlaq yajri ‘ala itlagih ma lam yarid qayd”
menjadi dasar penting dalam memahami teks al-Qur’an
dan Sunnah. Uraikan makna kaidah ini dan jelaskan
dengan contoh konkret!
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3. Bagaimana perbedaan pandangan antara Shafiiyah dan
Hanafiyah ketika lafal mutlag dan mugayyad memiliki
hukum yang sama tetapi sebab yang berbeda? Jelaskan
logika ushuliyah di balik perbedaan itu.

4, Ayat tentang ragabah dalam QS. an-Nisa": 92 menyebut

s

i3 43577, sedangkan dalam kafarat zihar (QS. al-
Mujadalah: 3) hanya menyebut “i3;".

Analisislah apakah iman menjadi syarat pada semua
bentuk pembebasan budak, atau hanya pada kasus
pembunuhan tidak sengaja.

5. Dalam QS. al-M2’idah: 89 tentang kafarat sumpah
disebutkan “GS1Ls 57ie pak) &5588” (memberi makan
sepuluh orang miskin).

Apabila seseorang memberi makan 10 orang kaya, apakah
sah kafaratnya?

Gunakan konsep mutlag-muqayyad untuk menjelaskan.

D. Lafal Mushtarak (J%i4J0)

Salah satu klasifikasi lafal berdasarkan maknanya yang
memiliki implikasi besar dalam interpretasi hukum adalah
al-Mushtarak. Pemahaman yang tepat terhadap al-Mushtarak
sangat penting bagi mahasiswa di semester awal karena lafal
ini seringkali menjadi sumber perselisihan pandangan
(khilaf) antar-mazhab fikih, sehingga memerlukan metode
interpretasi yang ketat dan terstruktur dalam menentukan
hukum syariat.
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Menurut klasifikasi yang dominan, al-Mushtarak
didefinisikan secara harfiah sesuai teks aslinya sebagai
berikut:

Fe s Je VA £ 250 Al
Suatu lafal yang diletakkan (dalam bahasa) untuk
menunjukkan dua makna atau lebih.”

Dengan kata lain, al-mushtarak adalah lafal tunggal yang
menunjukkan dua makna atau lebih secara setara di sisi ahli
bahasa, yang tidak dimaksudkan salah satunya kecuali
dengan qarinah (indikasi/konteks). Esensi lafal ini terletak
pada kesamaan derajat (kesetaraan) makna yang
dikandungnya, dan penentuan salah satu makna tersebut
harus didukung oleh qarinah (petunjuk konteks) yang jelas,
jika garinah tidak ada, maka lafal tersebut dikategorikan
sebagai al-mujmal (lafal yang maknanya belum jelas/
rinciannya belum terperinci). Lafal mushtarak ini
menunjukkan bahwa lafal tersebut secara sengaja diciptakan
oleh ahli bahasa untuk memuat makna yang berbeda-beda.

Contoh klasik yang paling relevan dalam konteks al-
mushtarak yang memiliki implikasi hukum adalah
penggunaan kata 20 (al-quri’) dalam firman Allah
subhanahu wa ta‘ala:

s 2

2555 15 5o B nais el

% Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islami,
2:77.
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Terjemahan Kemenag 2019

228. Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali qura’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi
mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali
kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki
perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.
Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali qurd’.”( QS. al-Baqarah: 228) Dalam
ayat ini, lafal «; inﬂ (al-quri’) termasuk mushtarak karena
dalam bahasa Arab ia memiliki dua makna yang saling
berlawanan secara setara. Makna pertama adalah ;41 (al-
tuhur) yang berarti suci dari haid, dan makna kedua adalah
2| (al-hayd) yang berarti haid. Perbedaan interpretasi
lafal al-qurd’ inilah yang memicu perbedaan pendapat
mazhab fikih tentang lamanya masa ‘iddah (masa tunggu)
bagi wanita yang dicerai.

Dalamusilal-figh, keberadaan al-mushtarak menunjukkan
titik krusial di mana interpretasi linguistik bertemu dengan
penetapan hukum. Secara konseptual, lafal mushtarak
memerlukan penyelidikan intensif terhadap konteks syariat
(gard’in shar‘Tyah) untuk menentukan makna yang paling
dimaksudkan oleh Syari® (Pembuat Hukum). Jika lafal
mushtarak tidak didukung oleh garinah yang jelas, lafal
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tersebut akan tetap berada dalam status al-mujmal (ambigu).

Lafal mushtarak yang awalnya multitafsir dan
problematik karena mengandung ambiguitas bawaan,
setelah proses ijtihad dan penentuan makna berdasarkan
dalil atau garinah, akan bertransformasi menjadi al-mu’awwal
yang maknanya telah ditetapkan dan siap diaplikasikan
dalam penetapan hukum. Al-Mu’awwal adalah lafal yang
maknanya ditentukan (diutamakan) dari beberapa makna
yang mungkin melalui penetapan dalil (bukti) yang kuat,
sehingga lafal tersebut menjadi spesifik. Proses ini terjadi
ketikaulama mujtahid menemukan garinah yangmenguatkan
salah satu makna dari lafal mushtarak tersebut. Ini
menunjukkan bahwa al-mushtarak adalah tahapan lafal yang
memerlukan ta'wil (interpretasi) untuk menjadi al-mu’awwal,
yang merupakan bagian integral dari tugas seorang mujtahid.
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w

(dlez) ,uu )

Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami cara kerja bahasa dalam teks
hukum Islam, khususnya melalui perbedaan antara lafal hagigah (makna
asli) dan majaz (makna kiasan), serta sarih (jelas) dan kinayah (implisit).
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian hagigah sebagai
lafaz yang digunakan sesuai makna asal penetapannya oleh bahasa, syara’,
atau adat, dan majaz sebagai lafaz yang dialihkan dari makna asalnya
karena adanya indikasi (garinah). Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa
memahami bagaimana pemakaian majaz memengaruhi penetapan hukum,
serta kapan ia dapat diterima atau ditolak dalam konteks dalil syar'i.

Selain itu, mahasiswa dilatih untuk membedakan antara lafal sarih, yang
secara langsung menunjuk pada makna hukum tanpa memerlukan penafsiran
tambahan, dan lafal kindyah, yang memerlukan niat atau konteks untuk
menentukan maksud hukumnya. Bab ini juga membahas pandangan jumhdr dan
hanafiyyah mengenai kekuatan dalalah kedua jenis lafaz tersebut, khususnya
dalam perkara akad, sumpah, dan talak. Melalui analisis tekstual terhadap ayat
dan hadis, mahasiswa akan mengembangkan kemampuan linguistik-hukum
yang kritis, memahami relasi antara niat dan lafaz, serta menilai penggunaan
majaz dan kinayah dalam batas rasionalitas bahasa hukum Islam.
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Kajian mengenai klasifikasi lafal (al-alfaz) berdasarkan cara
merupakan cabang penting dalam ‘ilm Usil al-Figh, yang
berada di bawah payung besar dalalah al-Alfaz (implikasi
linguistik). Memahami bagaimana suatu lafal digunakan,
apakah sesuai makna aslinya (hagigah) atau kiasan (majaz),
dan apakah ia diekspresikan secara eksplisit (sarih) atau
implisit (kinayah), adalah prasyarat bagi mujtahid (ahli
hukum yang berijtihad) untuk menyimpulkan hukum
syariah (istinbat al-ahkam) secara benar.

Metode klasifikasi ini diperlukan karena bahasa Arab,
yang merupakan bahasa al-Qur'an dan al-Sunnah, kaya akan
nuansa dan gaya balaghah (retorika), termasuk penggunaan
kiasan dan ungkapan tidak langsung. Jika lafal-lafal ini tidak
diklasifikasikan dan dianalisis sesuai kaidah linguistik dan
sharT yang ketat, maka penetapan hukum akan menjadi
tidak stabil dan rentan terhadap penafsiran tanpa dasar
(tahakkum). Oleh karena itu, usaliyytn (ahli usiil) menetapkan
kaidah-kaidah yang mengutamakan makna asli (hagiqah)
dan ucapan eksplisit (sarih) sebagai hukum asal (al-asl),
sementara makna kiasan (majaz) dan implisit (kinayah)
dianggap sebagai pengecualian yang hanya dapat diterima
jika didukung oleh dalil (bukti) atau garinah (indikasi) yang
kuat.

— 142 —



Lafal Berdasarkan Segi Pemakaiannya

PSR PR
I
| |
Eksplisitas Makna Keaslian Makna
|—|—|
PRA| 424 pal
tjﬁj _)\9.& 42
| |I 1 S
&) el el ey
2
PACY

A. Lafal Haqgiqah (ﬁig.";-\)

Lafal hagigah adalah kategori linguistik dasar yang menjadi
sandaran utama dalam memahami teks-teks hukum.
Usaliyyin sepakat bahwa setiap kali suatu lafal diucapkan
atau tertulis, asumsi pertamanya adalah bahwa ia digunakan
dalam makna hakiki atau makna yang diletakkan untuknya.

1. Definisi

Al-Hagiqgah secara harfiah berarti kebenaran atau kenyataan.
Dalam Ustil al-Figh, hagigah didefinisikan sebagai:

J po o oy 23l
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Lafal yang digunakan sesuai dengan makna asal yang
ditetapkan baginya.!

Lafal hagigah menetapkan makna yang jelas tanpa perlu
adanya qarinah luar, dan ia berlaku untuk semua jenis lafal,
baik amr (perintah) maupun nahy (larangan), ‘@mm (umum)
maupun khdass (khusus).

2. Jenis Haqigah

Para ulama membagi hagigah menjadi tiga jenis, tergantung

pada otoritas yang menetapkan makna lafal tersebut:?

a. Hagiqah Lughawiyah (Hakikat Bahasa): Ini adalah makna
yang ditetapkan oleh penutur bahasa Arab asli pada saat
lafal itu pertama kali diletakkan. Makna ini dipahami
melalui kamus dan penggunaan bahasa Arab standar.
Contohnya adalah kata-kata dasar yang tidak diubah
maknanya oleh syariat atau kebiasaan, seperti al-shams
(matahari), al-gamar (bulan), al-sama (langit), dan al-ard
(bumi). Dalam lafal-lafal semacam ini, rujukan untuk
menentukan maknanya adalah kepada kaidah-kaidah
linguistik dan penggunaan oleh ahli bahasa (ahl al-
lughah).

b. Haqgiqah Shariyah (Hakikat Syariat): Ini adalah makna
lafal yang awalnya mungkin memiliki arti linguistik yang
berbeda, tetapi kemudian ditetapkan dan dibatasi
maknanya oleh Shari® (Allah atau Rasul-Nya). Makna

! Muhammad bin $alih al-‘Utsaymin, Al-Usil Min ‘Ilm al-Usil, 19.
2 “‘Abd Allah ibn Ysuf ibn Tsa ibn Ya'qlb al-Ya'qb al-Juday', Taysir
‘IIm Usul Al-Figh, 285-86.
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sharT ini menjadi makna hakiki yang wajib diamalkan
ketika lafal tersebut digunakan dalam konteks hukum.
Contohnya lafal al-salah ((5L.2)\) secara bahasa berarti doa,
tetapi secara sharT bermakna serangkaian ucapan dan
perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan
diakhiri dengan taslim. Demikian pula al-zakah (3§%)\) yang
secara bahasa berarti pembersihan atau pertumbuhan,
tetapisecarashariberartihartatertentuyangdikeluarkan
pada waktu dan kadar tertentu untuk kelompok tertentu.
. Hagiqah ‘Urfiyah (Hakikat Kebiasaan) terbagi menjadi dua
jenis, yakni ‘urfiyah ‘ammah (umum) dan ‘urfiyah khassah
(khusus). Pertama, ‘urfiyah ‘ammah adalah makna
kebiasaan yang berlaku luas di tengah masyarakat tanpa
terbatas pada kelompok tertentu. Jenis initelah dijelaskan
pada bagian sebelumnya melalui berbagai contoh, seperti
lafal al-Walad (4,)\) yang secara bahasa mencakup anak
laki-laki dan perempuan, namun dalam kebiasaan umum
sering dipahami hanya untuk anak laki-laki. Contoh
lainnya adalah lafal al-Lahm (rz.U\) yang secara ‘urf
dipahami sebagai daging hewan darat, tidak termasuk
ikan (samak). Kedua, ‘urfiyah khdssah ialah makna yang
ditetapkan oleh kebiasaan suatu kelompok tertentu,
biasanya dalam disiplin ilmu atau profesi tertentu.
Misalnya, dalam istilah para ahli usul fikih, lafal al-Naqd
(zadl) dan al-Kasr (1) digunakan untuk menunjukkan
cacat atau pembatal dalam giyas. Dalam istilah para ahli
nahwu, lafal ar-rafu (gst\), an-nasbu (C.221), al-jarru (52)),
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dan al-jazmu (3 34-) digunakan bukan dalam makna bahasa
asalnya, seperti “mengangkat” atau “menjatuhkan”,
melainkan sebagai istilah teknis yang menunjukkan
bentuk irab (ol;¢)) pada akhir kata dalam struktur
kalimat. Demikian pula istilah-istilah teknis lain yang
dikhususkan oleh para ahli di setiap bidangnya.’

Setiap lafal dalam al-Qur’an dan Sunnah harus terlebih
dahulu dipahami menurut makna yang digunakan oleh
syariat, karena umat diperintahkan mengikuti penjelasan
Rasul €. Misalnya, lafal salah berarti ibadah dengan rukun
dan tata cara tertentu sebagaimana dijelaskan Nabi, bukan
sekadar doa kecuali ada dalil yang menunjukkan makna
bahasa tersebut. Umumnya, penggunaan istilah syar‘i tetap
memiliki kaitan dengan makna lugawi, namun sering kali
lebih khusus atau ditetapkan pada makna tertentu. Jika
suatu lafal tidak dijelaskan batasannya oleh syariat, maka
rujukannya adalah ‘urf (kebiasaan masyarakat); dan bila
tidak pula dapat ditentukan melalui ‘urf, maka dikembalikan
pada makna bahasa Arab. Dengan demikian, urutan prioritas
makna ialah: syar‘i, ‘urfi, lalu lughawi.*

3. Kaidah Pokok

Kaidah ini adalah prinsip interpretasi dasar:

3 “‘Abd al-Karim bin ‘AlT bin Muhammad an-Namlah, Al-Muhadzdzab
Fi ‘Ilm Usal al-Figh al-Mugdran, vol. 3:1150.

4 ‘Abd Allah ibn YTsuf ibn Tsa ibn Ya'qib al-Ya‘qab al-Juday’, Taysir
‘IIm Usul Al-Figh, 286-88.
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Hukum asal dalam ucapan adalah hagigah.®

Kaidah ini menetapkan prioritas interpretasi bahwa
seorang mujtahid harus menafsirkan teks sesuai makna
asalnya (baik lughawiyah, shariyah, atau ‘urfiyah) kecuali
terdapatqarinahsarithah (indikasi eksplisit) yang memaksanya
beralih ke makna lain, yaitu majaz. Jika lafal tersebut masih
memiliki kemungkinan makna hakiki dan majazi, maka
hagiqah harus diutamakan karena al-majaz dianggap khilaf al-
asl (menyalahi hukum asal). Majaz hanya dapat diterima jika
ada garinah yang kuat (baik inderawi, akal, maupun syariah)
yang memalingkannya dari makna asli.

B. Lafal Majaz (j\:}sﬂ\)

Lafal majaz adalah pengecualian dari haqgigah. la merupakan
keindahan dalam retorika bahasa Arab (balaghah) dan banyak
ditemukan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, meskipun
penerapannya dalam hukum harus memenubhi syarat ketat.

1. Definisi

Al-Mgjaz (3=ll) secara umum berarti perlintasan atau
pergeseran. Dalam Usul al-Figh, majaz didefinisikan sebagai:

15256 28 g Juerd A

5 Syaikh al-Islam ‘Al bin ‘Abd al-KafT as-Subki, Al-Ibhdj Fi Syarh al-
Minhaj, vol. 1:317; ‘Abd Alldh ibn YGsuf ibn Tsa ibn Ya‘'qb al-Ya'qib al-
Juday’, Taysir ‘Ilm Usil Al-Figh, 11.
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Lafal yang digunakan bukan pada makna asal yang ditetapkan
baginya.®

Lafal ini digunakan dalam makna yang tidak diletakkan
untuknya dengan keberadaan garinah (indikasi konteks)
yang mencegah pemahaman makna asli, dan adanya ‘alagah
(hubungan) yang jelas antara makna hakiki dan makna
majazi.

2. Jenis Majaz

Terdapat banyak jenis majaz yang diklasifikasikan

berdasarkan jenis hubungan (‘alagah) antara makna asli dan

kiasan. Berikut adalah beberapa di antara jenis yang relevan
dengan interpretasi hukum:’

1. Majaz fial-lughah (isti‘arah): Ini adalah penggunaan kiasan
berdasarkan kemiripan (mushabahah). Contoh: Menyebut
pria pemberani sebagai asad (singa). Qarinah-nya adalah
konteks pujian terhadap keberanian, yang menolak
makna hakiki (singa sebagai hewan buas).

2. Majaz mursal (itlag al-sabab wa iradat al-musabbab): Ini
adalah penggunaan majaz di mana ‘alagah-nya bukanlah
kemiripan, tetapi hubungan logis seperti menyebut
sebab tetapi yang dimaksud adalah akibat. Contoh Ayat
al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang
menceritakan perkataan saudara-saudara Yasuf:

¢ Muhammad bin $alih al-‘Utsaymin, Al-Usil Min ‘Ilm al-Usil, 20.
7 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz FT Usil al-Figh al-Islami,
2:14-16.

— 148 —



Lafal Berdasarkan Segi Pemakaiannya
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“Tanyalah (penduduk) negeri tempat kami berada dan kafilah
yang datang bersama kami.” (Yasuf: 82).

Secara akal, tidak mungkin menanyai desa (garyah) itu
sendiri. Oleh karena itu, garinah ‘agliyah (indikasi akal)
memalingkan makna qaryah menjadi ahl al-qaryah
(penduduk desa). Ini adalah majaz mursal di mana nama
tempat digunakan untuk merujuk pada orang yang
berada di tempat tersebut.

. Majaz bi-itibar ma sayakin ‘alayh (majaz dengan
pertimbangan masa depan): majaz ini didasarkan pada
hubungan antara suatu benda saat ini dengan wujudnya
di masa depan. Contoh ayat al-Qur'an: Firman Allah
Subhanahu wa Ta‘ald yang menceritakan mimpi salah satu
penghuni penjara:

€ < <o
5 acl il Gl
“Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur,” (Yasuf: 36).

Pada saat memeras, yang diperas bukanlah khamr (yang
merupakan produk akhir), melainkan buah anggur.
Anggur disebut khamr secara majaz karena ia akan
menjadi khamr di masa depan (ma ya’il ilayh).
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Kategori | Kekuatan Penunjukan | Ketergantungan pada Indikasi
Lafal Makna (Dalalah)

Hagigah | Paling kuat, karena Tidak bergantung pada indikasi atau
merupakan hukum asal | konteks eksternal untuk penetapan
(al-asl) makna.

Majaz Lemah, karena meru- | Sangat bergantung pada garinah
pakan pengecualian (indikasi) yang kuat untuk membenarkan
(khilaf al-as]). pengabaian makna hakiki.

C. Lafal Sarih (é: J’fai\) dan Kinayah (g@\)
Pembagian sarith dan kinayah sangat relevan dalam hukum
seperti akad, talak, dan sumpah, karena menentukan sejauh
mana niat (niyah) memengaruhi validitas suatu ucapan.

1. Sarih

Al-Sarih didefinisikan sebagai:

58 8Ra ead Jlaai I s G5 1,68 4 3101 S3B
IHER

.

Suatu lafal yang maknanya tampak jelas karena sering
digunakan dalam makna tersebut, baik makna itu bersifat
hakiki maupun majazi (kiasan).®

Lafal ini maknanya sangat jelas dan eksplisit sedemikian
rupa sehingga ia tidak membutuhkan niat (niyah) untuk
menentukan maksudnya. Maknanya langsung terlintas di
benak pendengar, karena lafal tersebut sangat sering
digunakan untuk makna tersebut.

¢ Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
2:19.
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Sebagai contoh dalam konteks talag (perceraian), sarih
adalah lafal yang secara lugas merujuk pada pembubaran
ikatan pernikahan. Jika seorang suami berkata kepada
istrinya: “ $)& <.i” (anti taliqun - Kamu telah dicerai). Ucapan
ini secara sarih (eksplisit) menetapkan terjadinya talak,
terlepas dari apakah suami berniat bercerai atau hanya
bercanda. Hukum talak terjadi secara langsung karena lafal
ini secara spesifik ditetapkan untuk makna tersebut.

2. Kinayah
Al-Kinayah (1)) didefinisikan sebagai:

LA 8 2152 JUaaiY B3I g 31500 g me G
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Suatu lafal yang makna yang dimaksud darinya tersembunyi
karena cara penggunaannya, baik lafal itu digunakan dalam
makna hakiki maupun makna majazi.’

Lafal ini maknanya tersembunyi, yang tidak secara
eksplisit diletakkan untuk makna tertentu, melainkan hanya
mengindikasikannya, sehingga memerlukan niyah (niat)
atau gqarinah (indikasi konteks) untuk menetapkan
maksudnya. Kinayah memiliki derajat penunjukan makna
yang lebih rendah daripada sarih.

Dalam konteks talag, kinayah adalah ungkapan yang
mungkin berarti talak, tetapi juga mungkin berarti hal lain

° Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
2:19.
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seperti jika seorang suami berkata kepada istrinya: “de el

’(antl ‘alayya haramun - kamu haram bagiku) atau: J‘é"
di:ab” (ilhagi bi-ahliki - susullah keluargamu/pulanglah ke
keluargamu). Lafal “haram” dapat berarti haram secara
umum (seperti haramnya makanan), atau haramnya istri
(talak). Lafal kinayah seperti ini tidak otomatis menghasilkan
talak. Talak hanya jatuh jika suami berniat talak saat
mengucapkannya, atau jika ada garinah (seperti kondisi
marah besar) yang mengindikasikan niat tersebut.

3. Kaidah Pokok

Kaidah ini mengatur perbedaan aplikasi hukum antara sarih
dan kindyah:

Gl FeE & el a2l ) C\:;y@as\
“Lafal sarih tidak membutuhkan niat, dan lafal kinayah
membutuhkan niat.”

Kaidah ini adalah inti dari pemisahan kedua jenis lafal
ini. Niat dalam sarih bersifat taba‘’ (mengikuti), sementara
dalam kindyah niat adalah mustagqill (mandiri) dan esensial
bagi keabsahan hukum yang dimaksudkan. Kekuatan sarih
adalah kekuatan fungsional terutama dalam akad atau
tasarruf (tindakan hukum) yang menolak pengaruh niat.
Sebaliknya, kafaz kinayah diakui berdasarkan niat dan
indikasi konteksnya (garinah). Jika niat tidak ada, garinah

10 Sa‘d ad-Din Mas‘Gd ibn ‘Umar at-Taftazani, At-Talwih ‘ala At-
Tawdih Li-Matn At-Tangth Fi Usil al-Figh, 2 vols. (Kairo: Matba‘ah
Muhammad ‘Al Subayh wa Awladih, 1957), vol. 1:234.
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yang jelas dapat menggantikan niat untuk menetapkan
hukum yang dimaksud, asalkan garinah tersebut secara
meyakinkan menunjuk pada makna tertentu.

Kategori | Kekuatan Penunjukan Ketergantungan pada Niat/

Lafal Makna (Dalalah) Konteks
Paling kuat, karena Tidak membutuhkan niat (niyah)
maknanya eksplisit dan tidak | untuk keabsahan hukum

sarih ambigu dalam konteks (al-hukm). Hukum tetap berlaku
hukum. walau tanpa niat.

Wajib bergantung pada niat atau
qarinah yang menyertainya untuk
menetapkan hukum yang
dimaksud.

Lemah, karena maknanya
Kinayah | tersembunyi (mustatir) dan
spekulatif.

D. Ringkasan

1. Lafal berdasarkan segi pemakaiannya mengkaji
hubungan antara kata dan makna yang dituju oleh
pembicara (syari‘), baik digunakan pada makna asalnya
(hagigah) maupun secara kiasan (majaz).

2. Lafal haqigi ( a4 adalah lafal yang digunakan sesuai
makna asalnila sebagaimana pertama kali ditetapkan
oleh bahasa atau kebiasaan, tanpa memerlukan
penjelasan tambahan.

3. Lafal majazi (s;\>\)) digunakan pada makna selain makna
asalnya karena adanya hubungan (‘alagah) dan indikasi
pengalihan makna (qarinah), seperti as-sab‘ (binatang
buas) digunakan untuk menggambarkan orang kejam.
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4, Kaidah dasar: “al-asl fi al-kalam al-hagiqah hatta taqima
qgarinah ‘ala al-majaz” — makna hakiki menjadi pegangan
utama selama tidak ada petunjuk yang mengalihkan
kepada makna majazi.

5. Hagqiqgah terbagi menjadi tiga:

a) Lughawiyah (bahasa),

b) ‘Urfiyah (kebiasaan), dan

c) Shar‘iyah (terminologi agama), seperti kata salah yang
dalam syariat bermakna ibadah tertentu, bukan
sekadar doa.

6. Majaz sering muncul dalam teks al-Qur’an sebagai bentuk
keindahan bahasa dan kedalaman makna hukum.

7. Lafal sarth (= 2))) adalah lafal yang maknanya jelas dan
langsung menunjukkan maksud tanpa memerlukan
penafsiran tambahan, sepertikatataldg dalam pernyataan
perceraian.

8. Lafal kinayah (:,\SJ1) digunakan untuk menyampaikan
makna secara tidak langsung, namun tetap dapat
dipahami melalui konteks, seperti ungkapan “pergilah
ke keluargamu” yang bisa bermakna talak bila disertai
niat.

9. Perbedaan sarih dan kindyah terletak pada kejelasan
makna: sarth menunjukkan hukum langsung tanpa niat,
sedangkan kindyah memerlukan niat (qasd) untuk
menegaskan konsekuensi hukumnya.

10. Pemahaman terhadap hagiqgah-majaz dan sarih-kinayah
penting dalam istinbat al-ahkam, agar mujtahid dapat
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membedakan antara makna yang bersifat pasti dan
makna yang memerlukan interpretasi niat serta konteks
ucapan.

E. Latihan

Soal Esai

1.

Jelaskan perbedaan konseptual antara lafal haqigi dan
lafal majazi! Berikan masing-masing satu contoh dalam
konteks ayat al-Qur’an, lalu analisis dampaknya terhadap
penetapan hukum figh.

Kaidah “al-asl fi al-kalam al-hagiqah hatta tagima qarinah
‘ala al-majaz” menjadi prinsip dasar tafsir. Uraikan
bagaimana kaidah ini bekerja dalam proses istinbat al-
ahkam dan berikan contoh penerapan riilnya!

Analisis perbedaan antara lafal sarih dan kinayah dalam
aspek niat (qasd). Mengapa niat menjadi faktor penentu
dalam penetapan akibat hukum pada ucapan kinayah?
Seorang suami berkata kepada istrinya: “Engkau bebas
sekarang.” Analisis apakah ucapan tersebut termasuk
sarih atau kinayah dalam talak, dan jelaskan bagaimana
niat memengaruhi keabsahan hukumnya.

Dalam al-Qur’an disebutkan: “Yadullah fawqa aydihim”
(QS. al-Fath: 10). Analisislah penggunaan kata yad dalam
konteks ini dari perspektif hagigah dan majaz, serta
bagaimana ulama menetapkan makna yang sesuai
dengan prinsip tanzih (penyucian Allah).
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Segi Kejelasan Maknanya
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Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami klasifikasi lafaz
berdasarkan tingkat kejelasan maknanya menurut dua mazhab utama:
jumhir al-usdliyyin dan hanafiyyah. Mahasiswa diharapkan memahami
pembagian jumhiar yang mengelompokkan lafaz menjadi wadih al-
dalalah (jelas maknanya) seperti zahir dan nass, serta Ghayr wadih al-
dalalah seperti mujmal dan mutashabih. Sementara menurut hanafiyyah,
klasifikasi lebih terperinci, meliputi empat jenis lafaz yang jelas (zahir,
nass, mufassar, muhkam) dan empat yang tidak jelas (khafi, musykil,
mujmal, mutashabih). Melalui bab ini, mahasiswa dilatih menelaah
struktur bahasa hukum dan memahami tingkat kekuatan dalalah dalam
menentukan hukum. Pembahasan diarahkan agar mahasiswa mampu
mengidentifikasi perbedaan epistemologis antara kejelasan bahasa
dan ketetapan makna hukum. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan
mampu menafsirkan ayat atau hadis dengan mempertimbangkan tingkat
kejelasan lafaznya, memahami konteks yang memengaruhi makna, dan
menerapkan prinsip ini dalam menyelesaikan persoalan hukum yang
memerlukan ketepatan dalalah teks.
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Kajian mengenai penunjukan (dalalah) lafal teks syar'‘i
terhadap makna merupakan salah satu bahasan fundamental
dalam disiplin ilmu usal al-figh yang mempelajari metodologi
hukum Islam. Lafal, sebagai sarana utama penyampaian
hukum-hukum shari‘ah, memiliki variasi tingkat kejelasan
atau ketidakjelasan dalam menunjuk maknanya, yang secara
langsung memengaruhi proses istinbat (penggalian) dan
istidlal (pengambilan dalil) hukum oleh seorang mujtahid.
Memahami hierarki kejelasan lafal ini sangat krusial, sebab
penunjukan lafal menentukan apakah suatu teks harus
diamalkan secara qat (pasti), secara zanni (dugaan kuat),
atau memerlukan bayan (penjelasan) lebih lanjut, sehingga
menjamin bahwa pengambilan hukum dilakukan sesuai
dengan kehendak Syari‘ (Pembuat Hukum). Oleh karena itu,
para ulama usil membagi lafal ke dalam klasifikasi yang
terperinci.

Lafal-lafal dalam shari‘ah diklasifikasikan berdasarkan
kemampuannya dalam menunjuk makna yang dimaksud,
yang terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu wadih al-
dalalah (jelas penunjukannya) dan Ghayru wadih al-dalalah
(tidak jelas penunjukannya). Konsep khafa’ (ketidakjelasan
atau keabstrakan) dalam lafal secara istilah disebut karena
penunjukannya terhadap hukum samar, baik kesamaran itu
karena zatnya sendiri, atau karena faktor eksternal, dan oleh
karena itu pemahaman maksudnya bergantung pada sesuatu
yang bersifat eksternal selain dirinya, dan terkadang
kesamaran itu dapat hilang melalui ijtihad sehingga
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maksudnya dapat dipahami, dan terkadang juga tidak
mungkin hilang kecuali dengan bayan (penjelasan) dari
Syari‘! Dengan demikian, klasifikasi lafal ini berfungsi untuk
mengukur sejauh mana upaya diperlukan untuk menarik
hukum dari teks, baik melalui ijtihad atau menunggu
penjelasan resmi.

Para ulama usil memiliki dua pendekatan utama untuk
mengklasifikasikan kejelasan lafal, yang paling menonjol
adalah metode Mutakallimin (disebut juga Jumhir al-Usiliyin)
dan metode Fuqaha’ (Hanafiyah). Perbedaan utama terletak
pada jumlah tingkatan dan penamaan yang digunakan,
meskipun tujuannya sama yaitu menentukan tingkat
kepastian makna. Secara garis besar, Jumhir membagi lafal
berdasarkan tingkat kejelasan maknanya menjadi dua
kelompok besar. Pertama, lafal yang jelas (wadih al-dalalah /
mubayyan), yaitu lafal yang maknanya dapat dipahami secara
langsung tanpa memerlukan penjelasan tambahan atau dalil
eksternal. Jenis ini mencakup al-nass dan al-zahir, yakni lafal
yang maknanya tampak nyata melalui konteks atau susunan
katanya. Kedua, lafal yang tidak jelas (Ghayru wadih al-
dalalah/mubham/mujmal), yaitu lafal yang maknanya
tersembunyi atau samar sehingga tidak dapat dipahami
secara mandiri tanpa keterangan tambahan. Kategori ini
mencakup al-mujmal dan al-mutashabih, yang menuntut
adanya penjelasan (bayan) atau penafsiran untuk

! Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz FT Usil al-Figh al-Islami,
2:108.
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memperoleh makna yang dikehendaki Allah. Sebaliknya,
Hanafiyah membagi tingkat kejelasan lafal secara lebih
terinci menjadi delapan tingkatan, empat untuk kejelasan
(zahir, nass, mufassar, muhkam) dan empat untuk
ketidakjelasan (khaft, musykil, mujmal, mutashabih)..

A. Klasifikasi Menurut Jumhur al-Usuliyyin /
Mutakallimin

Metode Jumhir dalam mengklasifikasikan lafal yang jelas
sering kali merujuk pada konsep umum al-mubayyan (yang
dijelaskan) sebagai lawan dari al-mujmal atau al-mubham
(yang global atau samar). Dalam praktiknya, mereka fokus
pada dua kategori utama lafal yang jelas yang paling sering
digunakan dalam istidlal dari al-Qur’an dan al-Sunnah, yaitu
al-nass dan al-zahir, yang keduanya termasuk dalam mubayyan
dalam arti luas. Teks-teks yang qat7 al-dalalah (pasti
maknanya) dan tidak dapat diubah, baik karena nass yang
sarih atau ijma‘ (konsensus), secara umum dianggap berada
di luar wilayah ijtihad dan ta'wil, sejalan dengan pandangan
bahwa la ijtihdda fi mawridi al-nass (tidak ada ijtihad pada teks
yang jelas).
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1. Al-Mubayyan (:3;.;.3\)

Lafal mubayyan adalah yang maknanya jelas, mencakup al-
nass dan al-zahir. Secara umum, lafal yang telah jelas
maknanya wajib diamalkan.

a. Al-Nass (uiﬂ\)

Secara definisi, kategori ini adalah:

Jo® 132 V5 a3 b 1300
Lafal yang menunjukkan maknanya secara tegas dan tidak
mengandung kemungkinan takwil (penafsiran lain).?

Contoh nass yang memiliki makna gat‘ (pasti dan tegas)
sangat sedikit dalam al-Qur’an dan Sunnah, hanya terdapat
pada lafal-lafal tertentu yang sama sekali tidak membuka
peluang penafsiran lain. Di antaranya firman Allah:

5 %
|

- 1 53 s °3
SR Rt

2 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz FT Usil al-Figh al-Islami,
2:98.
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“Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa.” (al-Tkhlas: 1)

dan firman-Nya:
-~ e A
A Jol5 82
“Muhammad itu adalah utusan Allah.” (al-Fath: 29)

Kedua ayat ini merupakan contoh nass. Dalam ayat
pertama, makna keesaan Allah (al-ahadiyah) ditegaskan
tanpa ruang penafsiran alternatif. Tidak mungkin lafal ahad
di sini ditakwilkan kepada selain makna keesaan mutlak bagi
Allah. Demikian pula dalam ayat o J,2; 32, makna
kerasulan Muhammad # bersifat pasti dan tidak dapat
diarahkan kepada makna metaforis atau majazi tanpa
membatalkan inti keimanan itu sendiri.

Dalam konteks istidlal, Al-Nass wajib diamalkan karena
maknanya yang pasti qat7 al-dalalah (pasti dalam
petunjuknya). Jika ada yang mencoba men-ta'wil al-nass,
ta'wil-nya dianggap batil (tidak sah) jika tidak didukung oleh
dalil yang benar atau bertentangan dengan lafal sarih
tersebut. Al-Nassmembatasiruangijtihad karenakejelasannya
yang mutlak. Ini sesuai dengan prinsip bahwa teks yang
pasti dalam maknanya tidak memerlukan perenungan
(nazar) atau spekulasi (zann) untuk menetapkan hukum.

b. Al-zahir (»\)

Definisi:
w _ 8 Lo - 2 _ .5 0% ~
S 182 Gpe 2l 2 lEDI GG Je J35 el Al
- g'g S e~ 5? //
s JiZ 25
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Lafal yang menunjukkan makna yang langsung terpahami
oleh pikiran dari bentuk katanya sendiri, namun masih
memungkinkan untuk ditakwil (ditafsirkan) kepada makna
lain.?

Contohnya adalah teks perintah umum yang secara
lahiriah menunjuk pada makna wajib, tetapi berpotensi
dialihkan maknanya ke nadb (sunah) jika ada qarinah
(indikasi) lain.

A LI u;m;:\ G
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
itu.” (al-Ma’idah: 1)

Secara zahir, lafal \)ij (penuhilah) adalah sighah al-amr
(bentuk perintah) yang menunjukkan kewajiban (wujib)
untuk memenuhi semua akad yang dibuat. Kewajiban ini
adalah makna rajih (kuat) yang pertama terbayang. Namun,
terdapat kemungkinan marjih (lemah) bahwa perintah ini
tidak mencakup akad-akad yang diharamkan oleh shari‘ah
(seperti riba atau gharar), sehingga keumuman lafalnya dapat
dikhususkan (takhsis) oleh dalil lain.

Hukum beramal dengan al-zahir adalah wajib, karena ia
adalah makna yang mutabadir (langsung terbayang). Ini
adalah prinsip dasar (asl) dalam memahami teks. Namun,
karena zahir mengandung kemungkinan makna lain, ia
menerima ta'wil (penafsiran) jika terdapat dalil yang kuat

> Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
2:96.

— 163 —



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

atau indikasi (qarinah) yang mengalihkan makna dari yang
rajih ke yang marjuh." Proses pengalihan zdhir ke makna
marjih disebut ta'wil. Dalam hierarki istidlal, mengamalkan
zahir adalah metode yang benar dan merupakan sikap yang
paling hati-hati (ahwat) dan paling bersih dari keraguan
(abra’ li-dh-dhimmah). Teks zahir adalah area utama di mana
ijtihad berperan, terutama dalam menentukan apakah ada
garinah yang sah untuk ta'wil atau takhsis.

2. Al-Mubham (s4-2))

Para ulama usal al-figh dari kalangan mutakallimin berbeda
pendapat dalam menjelaskan konsep al-mubham (lafal yang
maknanya tidak jelas). Sebagian berpendapat bahwa mubham
hanyalah satu jenis saja, yakni mujmal atau mutashabih,
karena keduanya memiliki makna yang serupa meskipun
bentuknya beragam. Sebagian lain membedakannya: mubham
identik dengan mujmal, sedangkan mutashabih merupakan
bagian dari mujmal. Setiap mutashabih pasti mujmal, tetapi
tidak setiap mujmal termasuk mutashabih. Adapun kelompok
ketiga mengklasifikasikan mubham ke dalam dua cabang
utama, yaitu mujmal dan mutashabih. Pendapat terakhir inilah
yang menjadi dasar pembahasan mengenai lafal yang
tergolong Ghayr wadih al-dalalah (tidak jelas maknanya).’
Dalam pandangan Jumhur, lafal yang samar (mubham)
terbagi menjadi dua jenis utama berdasarkan kemampuan

4 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
2:100-101.

> Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
2:120-21.
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untuk diidentifikasi maknanya. Lafal mubham adalah lafal
yang penunjukannya samar, baik karena zatnya sendiri atau
faktor eksternal, sehingga pemahaman maksudnya
bergantung pada sesuatu di luar lafal itu sendiri.

a. Al-Mujmal ( ozl

Kategori ini dideskripsikan sebagai:
LU AW e laasY B a Y ielaal e dvsdu
)

s
- £

Suatu lafal yang menunjukkan pada salah satu dari dua
makna, tanpa ada keunggulan salah satunya atas yang lain
menurut lafal tersebut.®

Kategori ini mencakup mushtarak, lafal-lafal shar’iyah
seperti salat, beberapa kata kerja, dan majaz. Karena lafal ini
menunjukkan dua makna tanpa kejelasan makna yang
dimaksud, diperlukan penelitian, ijtihad, dan penalaran
untuk menentukannya. Dalam pandangan Hanafiyah, istilah
ini mencakup tiga jenis mubham: khafi, musykil, dan mujmal
itu sendiri. Dengan demikian, cakupan mujmal menurut
jumhur lebih luas daripada yang dipahami oleh Hanafiyah.
Para mutakallimin juga berpendapat bahwa penjelasan
terhadap lafal mujmal tidak terbatas pada penutur asal (Allah
atau Rasul), tetapi dapat diperoleh melalui garinah atau hasil
ijtihad. Secara metodologis, hukum lafal mujmal adalah
tawaqquf, yaitu menangguhkan penetapan hukum hingga

¢ Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz FT Usil al-Figh al-Islami,
2:121; Wahbah al-Zuhayli, Usal Al-Figh al-Islami, vol. 1:333.
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terdapat penjelasan yang valid dari dalil luar teks, baik
bersumber dari nash lain, konteks bahasa, maupun petunjuk
rasional.” Dengan demikian, tidak diperbolehkan
mengamalkan salah satu makna dari lafal mujmal tanpa
adanya bukti pendukung yang menjelaskan maksud
sebenarnya, sebab hal itu termasuk dalam kategori taklif
tanpa dalil yang sah.

Contohnya adalah ayat yang membutuhkan penjelasan
praktis ataupun lisan dari Sunnah. Allah berfirman:

S BRI
“Dan dirikanlah salat.” (al-Bagarah: 43)

Lafal :uall (salat) adalah mujmal karena secara lafal tidak
menjelaskan rukun, syarat, dan tata cara pelaksanaan yang
diwajibkan. Bayan (penjelasan) terhadap mujmal ini datang
melalui Sunnah Nabi salla Allah ‘alayhi wa sallam dapat dalam
bentuk perkataan (gaul), perbuatan (fil), atau tulisan
(kitabah).

Hukum beramal dengan al-mujmal adalah berhenti
(tawaqquf) dari penentuan maknanya hingga bayan muktabar
diterima dari Syari‘. [jmal dapat disebabkan oleh lafal yang
samar (mubham), lafal mushtarak (memiliki banyak makna)
yang tidak memiliki garinah untuk menentukan makna yang
dimaksud, atau karena lafal tersebut dipindahkan dari
makna bahasa ke makna syar'i baru (seperti salah). Setelah
bayan diperoleh, mukallaf wajib mengamalkannya.

7 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz FT Usil al-Figh al-Islami,
2:121-23.
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b. Al-Mutashabih (a\isl))
Kategori ini dideskripsikan sebagai:

P o M 12/ _ ° _ ° i ’/ ~0 - /,:f -
3 casdas ) BB ale 31 ek 5 elias LE2I G

0

P P ES T

Suatu lafal yang maknanya samar dan tidak jelas maksudnya,
di mana Allah semata yang mengetahui hakikatnya dan tidak
memberitahukannya kepada seorang pun dari makhluk-Nya.?

Contoh lafal mutashabih ialah huruf-huruf muqatta‘at
yang terdapat pada awal beberapa surah, seperti Alif Lam
Mim $ad (all), Alif Lam Mim Ra (A1), Ha Mim (-=-), Alif Lam Mim
(), dan sejenisnya. Lafal-lafal ini serupa dengan kategori
mutashabih menurut mazhab Hanafiyah.

Meskipun mujmal dan mutashabih adalah bentuk lafal
yang samar (mubham), perbedaan esensial antara mujmal
dan mutashabih adalah kemampuan bayan. Mujmal adalah
samar yang dapat dijelaskan dan harus diamalkan setelah
bayan tiba. Mutashabih adalah samar yang maknanya tidak
mungkin diketahui oleh manusia dan hanya diketahui oleh
Allah (menurut pendapat Salaf).

Perbedaan pendapat utama dalam memahami ayat ini
menentukan posisi mutashabih. Kalangan Salaf (yang
dipegang sebagai pendapat rajih) berpendapat bahwa ta'wil
(makna pasti) ayat-ayat mutashabihat hanya diketahui oleh
Allah (illa Allah), dan al-rasikhiin fi al-ilm (orang yang

¢ Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
2:123.
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mendalam ilmunya) hanya beriman padanya (yagiliina
amannda bihi). Karena itu, hukum al-mutashabih adalah
mengimani dan tafwid (menyerahkan) makna hakikinya
kepada Allah. Sementara kalangan khalaf berpendapat
rasikhin fi al-ilm juga mengetahuinya sehingga berusaha
menakwilkannya dengan makna yang sesuai dengan kaidah
bahasa dan prinsip tauhid.’ Diskusi tentang mutashabih ini
dalam usiil al-figh seringkali dianggap menyusup dari ‘Ilm al-
Kalam dan karena tidak berhubungan langsung dengan
hukum ‘amali (praktis) sehingga berada di luar ranah ijtihad
hukum.*°

B. Klasifikasi Menurut Hanafiyah / Fugaha'

Sistem klasifikasi Hanafiyah adalah yang lebih detail,
membagi lafal ke dalam delapan kategori berdasarkan
tingkat kejelasan penunjukan, empat di antaranya berada di
bawah wadih al-dalalah (jelas penunjukannya), dan empat
lainnya di bawah Ghayru wadih al-dalalah (tidak jelas
penunjukannya). Hierarki ini sangat penting karena
menetapkan batas-batas kemampuan mujtahid untuk
melakukan ta'wil atau takhsis. Semakin tinggi tingkat
kejelasan lafal, semakin kecil ruang lingkup untuk intervensi
interpretatif.

° Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
2:119-20.

1 Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz FT Usil al-Figh al-Islami,
2:124.
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1. Tingkatan Wadih al-Dalalah (JY3! 2l

Perbedaan mendasar antara tingkatan-tingkatan ini terletak

lafal

pada kemungkinan

tersebut

menerima  ta'wil

(interpretasi), takhsis (pengkhususan), atau naskh (abrogasi),
dan apakah makna tersebut merupakan tujuan utama dari

konteks kalimat atau bukan.

Berikut adalah bagan klasifikasi wadih al-dalalah menurut

Fuqaha’ (Hanafiyah):

dari siyaq (konteks)
kalimat.

Namun, tujuan utama siyaq
ayat ini adalah membantah
mereka yang menyamakan
jual beli dengan riba.

Nama | Definisi Contoh Keten!
Kategori
Lafal van Ayat ‘Arab: { O
yang HOOOOOOOD DOOoOOn
menunjukkan 00000000
maknanyadari o ) agarah: |
redaksinya sendiri 275) Wajib
tanpa memerlukan - ) hukm
. o Terjemah/Penjelasan: o
_ . |qarinah (indikasi) o . ditunj
al-Zahir eksternal. Maknanva Secara zahir, ayat ini Namu
) Y menunjukkan kehalalan jual
bukan tujuan utama ) o memu
T beli dan keharaman riba. )
(magsud asalatan) takhsis
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Ayat “‘Arab: {_LILIILILI]

INNNRNEN
HooHHd DooHoooEd
INNNRNEN Wajib me
Lafal yang HHOOOOO DOOOOUOOO - | makna e
menunjukkan IR NNREN secara as
maknanya dari INRERENNEN Kemungk
redaksinya sendiri, | L]} [al-Bagarah: | takhsis/n.
al-Nass | dan maknanya 275]. ada, tetay
adalah tujuan utama | Terjemah/Penjelasan: Ayat |rendah d
(magsud asalatan) ini adalah nass dalam al-Zahir. ¢
dari siyaq kalimat. | menegaskan peniadaan utama da
kemiripan (ndfy al- Zahir keti
mumadtalah) antara jual beli | bertentat
dan riba, karena kalimat ini
diturunkan untuk maksud
tersebut.
Lafal yang Ayat “‘Arab: {_ L]
menunjukkan hukm | LU DO CEEOE Waiib
dengan kejelasan COEEICEET ) [al-Nisa': 92]. A me
L . . hukm ya
yang tinggi. Tidak | Terjemah/Penjelasan: Lafal |~~~
_ . ditunjukl
al- memungkinkan diyah” (denda) awalnya _
_ _ , , Tidak me
Mufassar | ta’wil atau takhsis. mujmal (global). Kemudian
) ] atau takh
Namun, masih al-Sunnah menjelaskan }
, _ menerim
memungkinkan jumlah dan batasannya, .
masa risa

naskh pada masa
risalah.

sehingga menjadikannya
mufassar.
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Lafal yang Ayat “‘Arab: {_ L[]
menunjukkan HHHOOO0H OoHoOOn
maknanya dengan | LD DICEICIEC Y
ngamalkan penunjukan yang [al-‘Ankabit: 62].
ing dituju jelas dan pasti Terjemah/Penjelasan: Ayat .
_ - - Wajib
latan. (gat’iyah) dan ini menetapkan dasar
. ; . . . hukm
inan ta'wil/ tujuan utama dari keimanan bahwa Allah o
: al- . , ditunj
iskh masih Vuhk konteks kalimat. Maha Mengetahui segala st
i lebih WA Berada pada tingkat |sesuatu. Contoh lain yang % dal;
aripada kejelasan tertinggi | menunjukkan al-muhkam takhsi
I-Nass lebih (ghayah al-wudih). | adalah penetapan keabadian IS
ripada al- Tidak di Surga/Neraka, seperti
ka memungkinkan OO DoHOoOHoo
1gan., ta'wil, takhss, LDEOEER [al-ma’idah:
maupun naskh. 119].
Keempat tingkatan ini berurutan dalam hal kejelasan,
yditu: al-muhkam > al-mufassar > al-nass > al-zahir. Jika terjadi
n pertentangan (ta‘arud), maka hukm dari kategori yang lebih
ngamatikan tinggi akan didahulukan (misalnya, al-nass didahulukan dari
18 altzahir, dan al-muhkam didahulukan dari semuanya).
cannya.
n_erima té}’Wﬂz. Tingkatan Ghayru Wadih al-Dalalah (éj\jfd\ Ge\j }:}—)
sis, tetapl  ylama Hanafiyah membagi lafal yang tidak jelas
?”aSkh (padapenunjukannya (Ghayru wadih al-daldlah) empat tingkatan,
lah). diurutkan dari tingkat kekaburan yang paling rendah (al-
khafi) hingga yang paling tinggi (al-mutashabih). Kekaburan
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lafalinitimbul karenaadanyakebutuhan untuk mendapatkan

petunjuk eksternal (amr kharij ‘anhu) untuk memahami

maknanya, berbeda dengan lafal wadih al-dalalah yang

maknanya jelas dengan sendirinya.
Berikut adalah bagan klasifikasi Ghayru wadih al-dalalah
menurut Fuqaha’ (Hanafiyah):

N ama
Kategori

Definisi

Contoh

Keter

al-Khafi

Lafal yang maknanya jelas
pada asalnya, tetapi ada keka-
buran dalam penerapannya
(intibag) pada kasus tertentu
karena faktor eksternal (‘arid
min Ghayr al-lafz). Dapat
diketahui melalui ijtihad/
analogi.

(Tingkat kekaburan terendah)

Ayat ‘Arab: {5,413
Lol ) sakadls 28 5015
[al-Ma’idah: 38]. Pen-
jelasan: Lafal al-sarig
(pencuri) jelas. Na-
mun, terjadi kekabu-
ran dalam penerapan-
nya pada al-nashshal
(pencopet) atau
al-nabbash (perampok
kuburan), apakah mer-
eka termasuk kategori
al-sariq.

Wajit
hid
danb
men;g
hukur

Jika
laku,
tong
apkar
ditera
lain.
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W
Jta
Ayat ‘Arab; {&llal| ca
Lafal yang maknanya tersem- | 3556 5 &0 5o i | e
bunyi dan tidak menunjukkan | _ 5 ﬁ} ’ [ai-Baqarah: un
maksudnya karena redaksi 528]. Penjelasan: La- gk
lafal itu sendiri. Makna dapat | ¢, al-qur’  ambigu bu
al-Mush- | dipahami - melalui - perenun- |y 2rena dalam bahasa | tU*
il gan/pertimbangan mendalam | At berarti al-tuhr | 41
tuan (ta ’qmmul) dan garinah (ind- (masa  suci) dan al-1 e
kasi) eksternal S| Se
1Kas1) €KSsternal. hayd (masa hald), m
' bagi mujtar (Kekaburan discbabkan oleh |Yang — menimbulkan |,
ntuk menelit] lafal) keraguan ~ mengenai | ;.
erijtihad untuk maksud al-Shari'. He
yaplikasikan He
nnya. ini
terbukti bert Ayat ‘Arab: {\;3%‘5
hukum pot :5\5)3\ &l g :5):4]\}
tangan ditert Lafalﬁ yang maknan-‘{a terser‘nt [al-Baqarah: 43]. Pen- W
; jika tidak] bunyi karena lafal itu sendlp jelasan: Perintah saldh (b
pkan hukum (sabab fi nafs al-lafz), dan ti-| qan  zgkan mujmal | M
dak dapat dipahami kecuali|},rena rincian syarat, | SU!
. dengan meminta penjelasan | 3.1 rukun éelaksaj ba
I-Mujmal (z'sizf?'c’z'r) dari sumbernya (al- naannya (seperti wak- | I*
Shari’). tu, jumlah, atau kadar Elal
(Kekaburan akut, tidak bisa | #5ab) tidak dijelaskan i :;Jc
diselesaikan dengan ijtihad | dalam  redaksi .lafal
tersebut, melainkan

semata)

memerlukan penjelas-
an dari sumber.
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Lafal yang paling kabur.
Maknanya tersembunyi, dan
hanya al-Shari® sendiri yang
al-Mu - | tahu. Mustahil dipahami baik
tashabih | dengan akal (‘agl) maupun ri-
wayat (nagl) menurut kalan-
gan salaf.

(Kekaburan tertinggi)

Contoh ‘Arab: {all}
(Alif Lam Mim). Atau
ayat-ayat sifat Allah:
{pel G5 4 X} [al-
Fath: 10]. Penjelasan:
Huruf-huruf  muqga-
tta'ah di awal surah,
atau sifat-sifat Allah
yang secara zahir (la-
hiriah)  menyiratkan
penyerupaan den-
gan makhluk. al-Mu-
tashabih  tidak ter-
dapat dalam ayat-ayat

hukum praktis.

Wajit
benar
haqiq
menit
aya 1
sudny

Tidak
pada
(ahka

Secara ringkas, perbedaan mendasar dalam klasifikasi
ini terletak pada sumber kekaburan makna dan cara
mengatasinya. Kekaburan dalam al-khafi bersumber dari
kesulitan penerapan hukum terhadap kasus tertentu,
sehingga penyelesaiannya menuntut ijtthad dan bahts
(penelitian mendalam). Adapun al-mushkil memiliki
kekaburan pada struktur redaksi, namun maknanya masih
dapat digali melalui ijtihad dan ta’ammul (perenungan kritis).
Sementara itu, al-mujmal juga mengalami kekaburan pada
sisi redaksi, tetapi berbeda dari al-mushkil karena
penjelasannya tidak dapat dihasilkan melalui nalar manusia;
ia hanya dapat dijelaskan melalui bayan (penjelasan
langsung) dari sumber syariat, yaitu al-Qur’an atau Sunnah.
Adapun al-mutashabih, tingkat kekaburannya bersifat
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permanen dan tidak mungkin dipecahkan oleh akal atau

penalaran manusia, sebab pengetahuan tentang hakikat

 meyakini ke-
annya (i'tigad

atiht) darQ.

1ggalkan up
nencari mak-
a.

- berimplikasi
hukum praktis
m shar‘iyah). 2

aknanya hanya dimiliki oleh Allah semata.

Ringkasan

Tujuan pembagian lafal ini adalah untuk mengetahui
sejauh mana makna suatu teks syar‘i dapat dipahami
secaralangsung (wadih al-dalalah) atau masih memerlukan
penjelasan tambahan (Ghayr wadih al-dalalah).

Menurut Mutakallimun, lafal ditinjau dari segi kejelasan

maknanya terbagi dua:

wadih al-dalalah / Mubayyan (5221 GN3) é{a\j): yaitu lafal

yang maknanya jelas dan dapat dipahami tanpa

penjelasan tambahan.

Ghayru wadih al-dalalah / Mubham (‘L;;ﬁ\ / ONA 2l R

yaitu lafal yang maknanya masih samar dan memerlukan

bayan (penjelasan).

Lafal wadih al-dalalah menurut Jumhtr mencakup dua

bentuk:

« Nass (241): lafal yang secara tegas menunjukkan
makna tertentu dan menjadi tujuan langsung
pembicara (seperti QS. al-Nisa’: 11 tentang waris).

o Zahir (»\&)): lafal yang maknanya jelas pada
pandangan pertama tetapi masih mungkin ditakwil
jika ada dalil yang memalingkan.

Lafal Ghayru wadih al-dalalah terdiri atas dua bentuk:

«  Mujmal (j<320): lafal yang maknanya tidak dapat
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dipahami kecuali setelah datang penjelasan dari dalil
lain (contoh: perintah “agimi al-salah” sebelum Nabi
menjelaskan tata cara salat).

*  Mutashabih (iiLi.iﬁ\): lafal yang maknanya tidak dapat
dijangkau manusia secara pasti, seperti ayat-ayat
sifat Allah (istiwd’, yad, wajh).

. Nass dan Zahir sama-sama dapat menjadi dasar hukum,

namun nass lebih kuat karena menunjukkan maksud

langsung dari Syari‘, sedangkan zahir dapat dipalingkan
oleh garinah yang sahih.

. Mujmal wajib ditunda penerapannya sampai datang

penjelasan (bayan), sesuai kaidah:

“La  ygjuzu al-‘amal  bil-mujmal qabla  bayanih.”

Tidak boleh beramal dengan lafal mujmal sebelum ada

penjelasan.

. Mubayyan adalah lafal yang telah dijelaskan secara

eksplisit oleh nash lain, baik dari al-Qur’an, Sunnah,

ijma‘, maupunqarinahbahasa, sehinggatidak menyisakan
keraguan makna.

. Menurut Hanafiyah, pembagian dilakukan lebih rinci:

«  Wadih al-dalalah: zahir, nass, mufassar, muhkam.

¢ Ghayru wadih al-dalalah: khafi, musykil, mujmal,
mutashabih. Urutan ini menunjukkan tingkat kekuatan
makna dari yang paling terbuka (zahir) hingga yang
paling tertutup (mutashabih).

. Dalam kerangka istinbat hukum, Jumhir menekankan

makna semantik dan konteks kebahasaan, sedangkan
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10.

D.

Hanaflyah lebih menekankan tingkat kekuatan indikasi
makna terhadap hukum dan pengaruhnya terhadap
kemungkinan nasakh atau takhsis.

Kesimpulannya, pemahaman terhadap kategori wadih
dan Ghayru wadih menjadi dasar penting bagi seorang
mujtahid untuk membedakan mana teks yang dapat
langsung diterapkan dan mana yang harus ditafsir atau
ditunggu bayan-nya agar hukum yang diistinbat tidak
tergesa dan tetap sejalan dengan magqasid asy-shari‘ah.

Latihan

Soal Esai

1.

Bandingkan antara lafal zahir dan lafal nass dari aspek
makna, kekuatan dalalah, dan fungsi hukumnya dalam
penetapan syariat menurut Mutakallimun! Berikan satu
contoh ayat untuk masing-masing.

Mengapa Jumhiir menempatkan mujmal sebagai bagian
dari Ghayru wadih al-dalalah? Jelaskan bentuk-bentuk
bayan yang dapat menjelaskan mujmal!

Allah berfirman: “Wa aqimu al-salah wa ata az-zakah.”
Menurut Jumhir, ayat ini termasuk lafal mujmal. Jelaskan
alasan kebahasaan dan hukum mengapa ia dianggap
demikian, serta bagaimana Sunnah berfungsi sebagai
bayan bagi ayat tersebut.

Firman Allah: “Fa in khiftum farijalan aw rukband.” Secara
zahir menunjukkan bolehnya salat sambil berjalan atau
berkendara. Analisislah apakah makna zghir ini bisa
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ditakwil dan dalam kondisi apa perubahan makna
tersebut dibenarkan.

. Dalam QS. al-Nisa”: 11, ayat waris menyebut: “Lidz-zakari
mitslu hazz al-unsayayn.” Menurut Jumhiir, ini adalah nass.
Jelaskan alasan kebahasaan dan hukum mengapa ayat ini
tidak dapat ditakwil, serta bagaimana kekuatan nass
menjaga stabilitas hukum waris.
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w

(G Je adVs [laey B2)

Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami mekanisme penunjukan
makna dalam teks syar'i dan menguasai klasifikasi dalalah baik secara
logis maupun linguistik. Pada tingkat pengantar, mahasiswa diperkenalkan
dengan tiga bentuk dalalah: al-mutabaqah, al-tadammun, dan al-iltizam
sebagai dasar teori penunjukan makna. Selanjutnya, pembahasan beralih
pada pendekatan mutakallimiin yang membedakan antara mantiq
(makna eksplisit yang diucapkan) dan Mafhim (makna implisit yang
dipahami dari konteks). Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan
jenis-jenis mantiq — baik yang sarih maupun Ghayr sarih — seperti dalalat
al-igtidha', al-isyarah, dan al-ima’, serta memahami pembagian Mafhim
menjadi muwafaqah dan mukhalafah. Melalui analisis komparatif dengan
pendekatan fugaha' (terutama hanafiyyah), mahasiswa akan memahami
kategori ‘ibarat al-nass, isyarat al-nass, dalalat al-nass, dan iqtida’ al-
nass. Bab ini memperkuat kemampuan mahasiswa menafsirkan teks
secara kontekstual dan logis, serta mengasah keterampilan mereka
dalam mengaitkan dalalah bahasa dengan metodologi hukum Islam
secara ilmiah.
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Kajian terhadap lafal (al-lafz) dan bagaimana lafal tersebut
menunjuk pada makna (dalalah) merupakan inti fundamental
dalam disiplin ilmu usal al-figh dan prasyarat untuk ijtihad.!
Kaidah-kaidah mengenai dalalah ini berfungsi sebagai
perangkat utama bagi seorang mujtahid atau pakar hukum
(fagih) untuk mengekstraksi dan menyimpulkan hukum-
hukum praktis dari sumber-sumber hukum utama, yaitu al-
Qur’an dan Sunnah.? Tanpa pemahaman mendalam tentang
mekanisme penunjukan makna ini, proses istinbat hukum
akan rentan terhadap kekeliruan dan penyimpangan dari
maksud sesungguhnya al-Shari‘ (Pembuat Hukum). Lebih
lanjut, metodologi ini tidak hanya relevan dalam memahami
teks-teks syariat, tetapi juga mungkin diterapkan dalam
menafsirkan naskah-naskah undang-undang dan keputusan
modern. Perbedaan antara mazhab-mazhab Usil al-Figh,
seperti Hanafiyah dan Jumhir (Mutakallimin), sering kali
berakarpadaperbedaanterminologisdalampengklasifikasian
dalalah, meskipun pada dasarnya mereka sepakat mengenai
banyak dasar linguistik dan metode interpretasi.

A. Makna Dalalah

Secara etimologis, kata dalalah mengandung pengertian
dasar al-irshad yaitu proses bimbingan atau penunjukan
yang mengarahkan pikiran kepada suatu hal. Dalam konteks

! Muhammad bin $alih al-‘Utsaymin, Al-Usil Min ‘Ilm al-Usil, 85.

2 “‘Abd Allah ibn Ysuf ibn Tsa ibn Ya'qlb al-Ya'qb al-Juday', Taysir
‘IIm Usil Al-Figh, 13; ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usal Al-Figh Wa Khulasat
Tarikh at-TasyrT, 134.
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terminologi usil al-figh, dalalah menunjukkan apa yang
dituntut oleh lafal ketika diucapkan.’ Definisi ini mencakup
makna-makna yang muncul ketika suatu lafal disebutkan.
Penunjukan lafal terhadap makna (dalalah al-lafz) terbagi
menjadi tiga jenis fundamental yang disepakati oleh para
ahli bahasa, yaitu: dalalah al-mutabaqah, dalalah at-tadammun,
dan dalalah al-iltizam.* Dalalah al-mutabagah adalah
penunjukan lafal terhadap keseluruhan makna yang
ditetapkan untuknya, seperti lafal “manusia” menunjuk
pada “hewan yang berbicara” (hewan yang berpikir). Dalalah
at-tadammun adalah penunjukan lafal terhadap sebagian
makna yang ditetapkan untuknya, seperti lafal “manusia”
menunjuk hanya pada sifat “hewan” atau hanya pada sifat
“berbicara”. Sementara dalalah al-iltizam adalah penunjukan
lafal terhadap makna yang tidak ditetapkan untuknya tetapi
merupakan kelaziman dari maknanya yang ditetapkan.
Ketiga jenis dalalah ini membentuk dasar bagaimana teks
dipahami dalam ustl al-figh.

B. Klasifikasi Dalalah menurut Jumhur

Para ulama usul al-figh dari kalangan Mutakallimiin pada
umumnya membagi dalalah menjadi dua kategori besar,
yang menjadi poros utama interpretasi teks-teks syariat:

> Muhammad Mustafa az-Zuhayli, Al-Wajiz Fi Usil al-Figh al-Islamf,
2:137.

4 “‘Abd al-Karim bin ‘Alf bin Muhammad an-Namlah, Al-Muhadzdzab
Fi‘Ilm Usal al-Figh al-Mugdran, vol. 3:1069-72.
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1. Dalalah al-Mantiq (3,21 4Vs): Penunjukan yang
maknanya diucapkan atau disebut dalam lafal tersebut,
yaitu yang dapat dipahami langsung dari teks.

2. Dalalah al-Mafham (p,3:d\ £Y3): Penunjukan yang
maknanya dipahami dari lafal tersebut tetapi di luar area
lafal yang diucapkan, biasanya berdasarkan implikasi
atau perbandingan.

Meskipun klasifikasi ini umum, mazhab Hanafiyah
memilikisistem klasifikasiyanglebih rinci yang memasukkan
aspek-aspek mantiiq ke dalam empat jenis spesifik (‘ibarah,
isharah, dalalah, dan igtida’). Walaupun terdapat perbedaan
dalam penamaan dan pembagian, prinsip dasarnya sama,
yaitu menentukan sejauh mana hukum yang terkandung
dalam lafal berlaku, baik secara eksplisit maupun implisit,
langsung maupun melalui implikasi logis, demi memastikan
keakuratan dalam istinbat hukum. Kajian ini akan fokus pada
struktur Jumhiar (mayoritas ulama), dengan tetap
menyertakan kategori Hanaflyah secara ringkas sebagai
perbandingan.
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1. Daldlah al-Mantiq (553 &5Y5)
Dalalah al-Mantiiq merujuk pada pemahaman hukum yang
secara langsung berasal dari kata-kata yang diucapkan (nutq)
atau tertulis dalam teks. Ini adalah cara paling langsung
untuk mendapatkan hukum dan merupakan sumber utama
dari sebagian besar hukum syariat.

Definisi al-Mantg:
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SR 2 5 Balllade Js G
Apayang ditunjukkan oleh lafal pada tempat pengucapannya.®

Dengan kata lain, dalalah al-mantiq adalah penunjukan
lafal terhadap hukum yang disebutkan dalam ucapan dan
diucapkan dengannya.

Mantiiqg mencakup semua jenis penunjukan makna yang
diakui dalam linguistik (yaitu mutabaqah, tadammun, dan
iltizam) selama hukum tersebut disebutkan dalam ucapan.
Mantiq dibagi menjadi dua kategori umum:

1. Sarih (al-Mantugq al-Sarih): Makna yang eksplisit dan jelas
yang dituju secara primer oleh konteks pembicaraan
(siyag al-kalam). Ini seringkali setara dengan ‘Ibarat al-
Nass dalam terminologi Hanafiyah.®

2. Ghairu Sarith (al-Mantiq Ghayru al-Sarih): Makna yang
bukan tujuan utama dari konteks ucapan, tetapi
merupakan kelaziman logis atau keharusan untuk
menegakkan kebenaran lafal tersebut.

a. Sarih (é {\2\)

Makna sarth adalah yang langsung terlintas dalam
pikiran dari redaksi teks, yang secara jelas dimaksudkan
oleh pembicara. Biasanya mencakup dalalah mutabagah dan
tadammun,

5 Abii ‘Abd Allah Badr al-Din Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn Bahadir
al-zZarkashi, Al-Bahr al-Mubhit Fi Usil al-Figh, vol. 5:123.

¢ ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usil Al-Figh Wa Khuldsat Tarikh at-
TasyrT, 136.
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Contohnya adalah firman Allah:

G 5555 adl o Jo 65
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(al-Baqarah: 275)

Ayat ini secara langsung (mantiq) dan eksplisit (sarih
atau ‘ibarat al-nass) menunjukkan bahwa praktik jual beli
adalah halal dan praktik riba adalah haram.

Dalam konteks usul al-figh, penunjukan ini bersifat gat‘
(pasti) pada hukum yang ditegaskannya (kehalalan jual beli
dan keharaman riba), sehingga tidak memerlukan
interpretasi yang jauh atau keraguan tentang maksud
utamanya. Hal ini menjadi fondasi bagi seluruh hukum
muamalah dalam Islam, memisahkan transaksi sah dari yang
terlarang.

b. Ghayru al-Sarih ( j\ai\ Jx.c)
Al-Mantiq Ghayru al- sarlh mencakup makna yang dipahami
dari teks bukan sebagai tujuan utama dari konteksnya, tetapi
sebagai konsekuensi logis atau struktural. Kategori ini yang
menunjukkan dalalah iltizam.
a) Dalalah al-Iqtida’ (s\zss \J\ Y3)
Iqtida’ (Implikasi Keharusan) adalah jenis dalalah di mana
kebenaran atau keabsahan lafal yang diucapkan
menuntut adanya makna yang  diperkirakan
(diasumsikan) yang tidak disebutkan secara lafal’

7 Wahbah al-Zuhayli, Usiil Al-Figh al-Islami, vol. 1:348.
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b)

Ucapan itu mensyaratkan makna yang diperkirakan dan
didahulukan atas apa yang diucapkan secara lafal demi
keharusan kelurusan maknanya.®

Contohnya hadis Nabi:

d o
23 15 Wi \é;:\uc’@j

”

“Diangkat dari umatku kesalahan, kelupaan....” (HR. Ahmad)

Jika dipahami secara harfiah, hadis ini berarti bahwa
tindakan “kesalahan” dan “kelupaan” itu sendiri
diangkat, padahal hal itu jelas terjadi. Oleh karena itu,
agar ucapan Rasulullah €& benar dan logis, harus ada
makna yang diperkirakan. Makna yang diperkirakan
adalah hukmu (hukum) atau ithm (dosa) yang ditimbulkan
oleh kesalahan dan kelupaan tersebut.
Pertanggungjawaban hukum (ithm) atas kesalahan dan
kelupaan ditiadakan. Misalnya, seseorang yang lupa
berpuasa dan makan, puasanya tidak batal karena hukum
(kewajiban puasa) tetap ada, tetapi ithm (dosa/
pertanggungjawaban) diangkat. Igtida’ memastikan
bahwa maksud al-Shari* selalu logis dan valid secara
hukum.

Dalalah al-Isharah (553 35)

Isharah (Implikasi Isyarat) adalah penunjukan pada
makna yang bukan tujuan utama pembicara, tetapi
merupakan konsekuensi logis atau kelaziman yang tak

8 “‘Abd al-Karim bin ‘Alf bin Muhammad an-Namlah, Al-Muhadzdzab

Fi ‘Ilm Usal al-Figh al-Mugdran, vol. 4:1730.
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terhindarkan dari makna eksplisit.” Dengan kata lain,
lafal menunjukkan atas makna yang tidak dimaksudkan
dari konteksnya, tetapi merupakan kelaziman dari apa
yang dipahami dari ungkapan nas.

Contohnya adalah ayat:

aﬁG};Jug;{rs::uJ\ésjjxﬁm\ﬂﬂ;é:]j}T}
G B5 157305 1) ;,é=.1 ) G 11 Shy sl
{}uﬂ‘weyw%é‘é-\&fubﬁ\ﬁé’é-\}éi

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur
dengan isteri-isteri kamu... Maka sekarang campurilah mereka
dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan
makan serta minumlah hingga terang bagimu benang putih
dari benang hitam, yaitu fajar.” (al-Baqarah: 187)

Ungkapan nas adalah membolehkan bersetubuh dan
makan/minum sepanjang malam hingga fajar terbit.
Isharah (makna tidak langsung yang menjadi kelaziman)
darinya adalah bahwa keadaan janabah (junub/hadas
besar) tidak membatalkan puasa. Sebab, jika seseorang
diizinkan bersetubuh hingga detik terakhir sebelum fajar,
ia mungkin akan menjalani puasa dalam keadaan junub.

Dalalah al-isharah menunjukkan bahwa hukum yang
dipahami adalah implikasi yang valid secara syariat,
meskipunal-Shari‘tidak secaraeksplisitmenyebutkannya.
Kaidah ini mempertahankan konsistensi hukum. Jika

° ‘Abd Allah ibn Yasuf ibn Tsa ibn Ya'qb al-Ya‘qab al-Juday’, Taysir
‘IIm Usul Al-Figh, 313.
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c)

janabah membatalkan puasa, maka izin bersetubuh
hingga fajar akan bertentangan dengan tujuan syariat.
Oleh karena itu, isharah menjaga keselarasan hukum.
Dalalah al-Iima (g\;-:;j\ Y53)

Ima’ (implikasi isyarat atau penunjuk sebab) adalah jenis
dalalah yang menunjuk kepada suatu makna yang
diketahui sebagai ‘illah (sebab/rasional) bagi hukum yang
disebutkan bersamanya.”® Ini adalah penunjukan lafal
sifat yang menyertai suatu hukum yang jika dihilangkan,
lafal tersebut tidak akan tepat atau aneh, sehingga lafal
yang menyertainya tersebut dianggap sebagai ‘illah. Para
usili juga mengenalnya sebagai ima’ wa tanbih (isyarat
dan peringatan) dalam konteks metode penemuan ‘illah
(masalik al-‘illah).

Contohnya hadis Nabi bahwa seorang badui menghadap
beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Lalu pria tersebut
mengatakan, “Wahai Rastlullah, celaka aku.” Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Apa yang terjadi
padamu?” Pria tadi lantas menjawab, “Aku telah
menyetububhi istri, padahal aku sedang puasa.” Kemudian
Rastlullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya,
“Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat
engkau merdekakan?” Pria tadi menjawab, “Tidak”.
Lantas Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi,
“Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-
turut?” Pria tadi menjawab, “Tidak”. Lantas Beliau

1 Wahbah al-Zuhayli, Usal Al-Figh al-Islamt, vol. 1:348.
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Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, “Apakah
engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?”
Pria tadi juga menjawab, “Tidak”.... (HR.Bukhari Muslim)
Rasulullah € menyebutkan hukum (kewajiban kaffarah)
setelah disebutkan deskripsi perbuatan (menyetubuhi
isteri di siang hari Ramadan). Dalalah al-ima’ menunjukkan
bahwa tindakan menyetubuhi isteri di siang hari
Ramadan adalah ‘illah (sebab) diwajibkannya kaffarah.
Karena hukm (hukum) yaitu kaffarah muncul sebagai
jawaban atas wasf (sifat/peristiwa) tersebut.

Ima’ memiliki peran krusial dalam identifikasi ‘illah untuk
giyas (analogi). Jika suatu lafal atau konteks ucapan
mengisyaratkan suatu sifat yang menjadi alasan
penetapan hukum, sifat itu dapat dijadikan ‘illah yang
dapat diterapkan pada kasus lain yang memiliki sifat
serupa. Ini adalah landasan untuk memperluas jangkauan
hukum syariat di luar kasus yang secara eksplisit
disebutkan.

2. Dalalah al-Mafhim (ss42) 3Y5)

Dalalah al-Mafhiim merujuk pada penunjukan makna yang
dipahami dari teks bukan pada bagian yang diucapkan
(mahall al-nutq), melainkan dari implikasi yang tidak
diucapkan. Konsep ini menjadi titik perbedaan signifikan
antara Jumhiar (yang menerimanya sebagai hujjah) dan

Hanafiyah (yang menolaknya, terutama Mafhim al-
mukhalafah).
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Definisi al-Mafhiim adalah:

S5 2 3 Y LA e J3 G
Apa yang dipahami dari lafal di luar tempat pengucapan.™*

Makna dapat dipahami dari konteks atau implikasi,
bukan dari kata yang diucapkan secara langsung. Mafhim
dibagi menjadi dua jenis utama, tergantung apakah hukum
yang tidak disebutkan (al-maskat ‘anhu) sejalan atau
berlawanan dengan hukum yang disebutkan (al-mantigq):
Mafhiim al-Muwafagah dan Mafhim al-Mukhalafah.

a. Mafhum al-Muwafaqah ({.23\;3\ éj.z.n.l)
Mafhiim al-Muwafaqah terjadi ketika hukum yang diterapkan
pada kasus yang tidak disebutkan sama (sesuai) dengan
hukum yang disebutkan dalam lafal. Hukum pada kasus yang
tidak disebutkan ini seringkali lebih kuat atau lebih jelas
alasannya daripada yang disebutkan.

Contohnya ayat terkait adab kepada orang tua:

SRR

“Maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya

perkataan ‘ah’ dan janganlah engkau membentak keduanya.”
(al-Isra’: 23)

Mantiig melarang mengucapkan “ah” (uff) dan

membentak orang tua. Mafhum al-Muwdfagah adalah

pelarangan yang bahkan lebih berat seperti memukul atau

1 Syaikh al-Islam ‘Al bin ‘Abd al-KafT as-Subki, Al-Ibhdj Fi Syarh al-
Minhdj, vol. 3:27.
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mencela karena jika perkataan ringan saja dilarang, maka
perbuatan yang lebih menyakiti harus dilarang dengan
alasan yang lebih utama.

Dalam usul al-figh, Mafhim al-Muwafagah diakui oleh
mayoritas ulama (Jumhiir) dan bahkan Hanafiyah melalui
konsep Dalalah al-Nass (yang menetapkan hukum melalui
analogi yang jelas/makna linguistik yang terang).”? Dalil
yang melarang memukul orang tua adalah haram karena
‘illah (rasional hukum) larangan menyakiti orang tua lebih
kuat pada perbuatan memukul daripada sekadar
mengucapkan “ah”. Ini menunjukkan konsistensi shari‘ah
dalam menerapkan hukum berdasarkan ‘illah yang dipahami.

b. Mafhiim al-Mukhalafah (:2\52) )
Mafhiim al-mukhalafah (mafhum pertentangan) adalah
kebalikan dari muwafaqah, yaitu ketika yang tidak disebutkan
hukumnya berlawanan dengan hukum yang disebutkan
dalam lafal. Penunjukan ini terjadi ketika suatu hukum
dikaitkan dengan suatu sifat, syarat, batasan, atau bilangan
tertentu, sehingga secara implisit menyatakan bahwa jika
sifat atau syarat tersebut tidak ada, hukumnya pun berbeda.
Penting untuk dicatat bahwa Mafhim al-mukhalafah ini
adalah poin utama perselisihan antara Jumhiar yang
menganggapnya sebagai hujjah atau dalil yang valid dan
Hanafiyah ~ secara umumnya menolaknya®.  Jumhar

2 Muhammad bin ‘AlT bin Muhammad bin ‘Abd Allah al-Syaukan,
Irsyad Al-Fuhil Ila Tahqiq al-Haqq Min ‘IIm al-Usdl, vol. 1:393.
3 Wahbah al-Zuhayli, Usal Al-Figh al-Islamt, 349.
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berargumen bahwa penambahan sifat, syarat, atau batasan
pada suatu lafal pastilah dimaksudkan untuk membatasi
hukum, karena jika hukum itu berlaku secara umum (tanpa
pembatasan), maka penyebutan sifat tersebut akan menjadi
sia-sia.

Mafhim al-mukhalafah memiliki beberapa jenis, yang
diklasifikasikan berdasarkan elemen yang digunakan sebagai
pembatas hukum dalam mantig:

1) Mafhium al-Sifah (3351 ¢ V)

Penentuan hukum yang dikaitkan dengan suatu sifat

tertentu dalam benda. Hukum tersebut dinafikan ketika

sifat itu tidak ada.

Contohnya hadis Nabi :

HSPCH PR
“Pada kambing yang digembalakan (sa’imah), ada zakat.”
(HR. Bukhari)

Mantiiq mewajibkan zakat pada kambing yang
digembalakan. Mafhiam al-sifah menyiratkan bahwa
kambing yang diberi makan (malafah) tidak wajib
dikeluarkan zakatnya. Jumhir menerima Mafhum al-sifah
ini. Pembatasan dengan sifat sa’imah (yang digembalakan)
dianggap bukan sekadar deskripsi, melainkan
pembatasan hukum, karena penyebutan sifat tersebut
menjadi sia-sia jika kambing yang diberi makan juga
wajib dizakati.
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2)

3)

Mafhiim al-Shart (L52)\ 7 5322)

Penentuan hukum yang dikaitkan dengan suatu syarat.
Hukum tersebut tidak berlaku jika syarat itu tidak
terpenuhi.

Contohnya:

- s
gs70g oz G- 2 o\ ( 2.9V (°L N 152 -
SRS G 55 Gede sl JF oYl (5= Ol
“Jika mereka (istri-istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka

berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan
kandungannya.” (al-Talaq: 6)

Mantiqg mewajibkan nafkah jika isteri hamil (shart).
Mafhim al-shart menyiratkan bahwa jika isteri yang
dicerai itu tidak hamil, kewajiban nafkah gugur (jika
cerai ba’in dan bukan cerai raji). Kaidah ini memastikan
bahwa ketergantungan hukum pada suatu syarat adalah
timbal balik. Jumhir menganggapnya sebagai hujjah,
sementara Hanafiyah menolaknya, berargumen bahwa
hukum nafkah hanya tergantung pada keadaan hamil,
bukan menafikan kewajiban nafkah dalam keadaan lain.
Mafhim al-Ghayah (\3)) b  54ia)

Penentuan hukum yang dikaitkan dengan suatu batasan
(ghayah) waktu atau keadaan yang ditunjukkan oleh lafal
hatta (hingga) atau sejenisnya. Hukum yang berlaku
sebelum batasan tersebut dinafikan setelah batasan itu
tercapai.

Contoh Penerapan:
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4)

A 5 N B 18T G B LG U8
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“Dan makan serta minumlah hingga terang bagimu benang
putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (al-Baqarah: 187)

Mantiiq membolehkan makan dan minum hingga
munculnya fajar (batasan akhir). Mafhum al-ghayah
menyiratkan bahwa setelah fajar tiba, makan dan minum
dilarang. Meskipun Mafhiim al-ghayah ini diterima secara
luas, perdebatan terjadi pada apakah batas akhir (al-
ghayah) itu sendiri termasuk dalam hukum sebelumnya
atau tidak (misalnya apakah “sampai dengan malam”
dalam puasa Ramadan mencakup malam atau tidak).
Namun, secara umum, batasan ini menandai perubahan
hukum, baik dengan pengecualian batasan itu sendiri
atau perubahan total hukum.

Mafhiim al-‘Adad (332)) 2 5423)

Penentuan hukum yang dikaitkan dengan bilangan
(‘adad) tertentu, yang menyiratkan bahwa bilangan
selain itu memiliki hukum yang berbeda.

Contohnya:

:\.L;- L;Um r.ﬁj:\.\.‘;\.;

“Maka deralah mereka (para penuduh zina) delapan puluh
kali jilidan.” (AI-Ndr: 4)

Mantiig menetapkan hukuman cambuk 80 kali bagi gadif.
Mafhim al-‘adad menyiratkan bahwa bilangan yang lebih
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5)

dari 80 (misalnya 81) atau kurang dari 80 (misalnya 79)
tidak memenuhi syarat hukum yang ditetapkan. Dalam
masalah hudid (hukuman yang ditetapkan), Mafhim al-
‘adad memiliki peran penting karena angka hukuman
yang pasti menunjukkan adanya pembatasan yang ketat.
Mafhiim al-Hasr ( e b  y4i)

Penentuan hukum yang dikaitkan dengan alat
pembatasan pengkhususan (hasr) seperti innama (L))
atau illa (Y)) (kecuali) setelah negasi. Hukum tersebut
secara implisit dinafikan pada hal-hal di luar pembatasan
itu.

Contohnya:

oS s RAD 65N )

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin...” (At-Taubah: 60)

Mantiig menetapkan bahwa sedekah (zakat) diberikan
kepada delapan golongan yang disebutkan, dengan
menggunakan kata innama (hanyalah). Mafham al-hasr
menyiratkan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada
selain delapan golongan tersebut. Baik Jumhir maupun
Hanafiyah cenderung menerima Mafhiim al-hasr karena
alat pembatasan seperti innamd secara linguistik memang
bertujuan membatasi. Ini berfungsi untuk melindungi
tujuan syariat (magqasid al-shari‘ah) dalam pendistribusian
dana zakat, memastikan dana tersebut hanya mencapai
penerima yang ditunjuk.
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Penggunaan Mafhum al-mukhalafah harus memenuhi
syarat-syarat. Syarat fundamental adalah bahwa hukum
yang disimpulkan tidak boleh bertentangan dengan dalil
yang lebih kuat (arjah), seperti nass (teks) yang bersifat
definitif, atau indikasi yang lebih kuat seperti Mafhim al-
muwadfaqah. Selain itu, Mafhiim al-mukhalafah tidak dapat
diterapkan apabila batasan (gayd) dalam teks tersebut
dimaksudkan untuk tujuan lain di luar penafian hukum,
misalnya untuk targhib, tarhib, imtinan (pemberian
nikmat), atau hanya menggambarkan situasi yang umum
(makhraj al-'amm al-aghlab).

C. Klasifikasi Dalalah Menurut Hanafiyah

Gl) gadl Je ad¥s bl kil
|

AP ZUPIES ARk 2 ks
o2l Al slas)| | @ ala) || R sl

Mazhab Hanafiyah memiliki pendekatan yang unik dalam
mengklasifikasikan dalalah lafal, yang mereka bagi menjadi
empat tingkatan dalam penunjukan makna teks (dinamakan
Dalalat al-Khitab): ‘Ibarat al-Nass, Isharat al-Nass, Dalalah al-
Nass, dan Iqtida’ al-Nass. Keempatnya dianggap sebagai
bagian dari mantiq secara luas, karena maknanya berasal
dari lafal itu sendiri (baik secara langsung, konsekuensial,
atau logis wajib). Keempat klasifikasi ini memiliki
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bandingannya dalam klasifikasi Jumhiar dengan table
perbandingan sebagai di bawah ini.

Konsep Konsep Jumhtr | Keterangan Perbandingan

Hanafiyah

‘Ibarah Mantugq Sarih Makna yang diucapkan. Kekuatan ‘Ibarah lebih

al-Nass diutamakan daripada Isharah jika berbenturan.

Isharah Mantuq Ghayr Konsekuensi yang muncul, bukan tujuan

al-Nass Sarih (Isharah) utama.

Igtida’ Mantuq Ghayr Makna yang wajib ada untuk kebenaran atau

al-Nass Sarih (Iqtida) keabsahan teks.

Dalalah Mafhum Hanafiyah menganggapnya sebagai dalalah

al-Nass al-Muwafaqah linguistik langsung dari teks, bukan Mafham
atau giyas.

(Tidak Mafham Hanafiyah secara umum menolak Mafham

Diakui) al-Mukhalafah al-Mukhalafah (khususnya Wasf dan ‘Adad)
sebagai hujjah, karena Mafhum adalah zanni
yang tidak cukup kuat untuk membatasi
mantuq.

Sistem Hanafiyah cenderung memasukkan semua bentuk
penunjukan yang berasal dari lafal ke dalam kategori mantig.
Sementara Jumhir (yang mewakili Mutakallimin seperti
Syafi‘iyah dan Malikiyah) memisahkan secara tegas antara
mantiq (yang diucapkan) dan Mafhim (yang dipahami di luar
ucapan).

Penolakan Hanafiyah terhadap Mafhim al-Mukhalafah
didasarkan pada anggapan bahwa lafal bisa jadi hanya
bertujuan menjelaskan realitas tanpa niat membatasi
hukum, sehingga tidak ada indikasi pasti bahwa yang tidak
disebutkan itu berbeda hukumnya. Jika al-Shari ingin
membatasi, seharusnya al-Shari® menggunakan lafal yang
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lebih eksplisit untuk pembatasan (hasr). Oleh karena itu,
Hanafiyah berpendapat bahwa yang didiamkan (al-maskit
‘anhu) tetap harus dicari hukumnya melalui dalil lain, seperti
giyas (analogi), bukan dari mafthum itu sendiri.

D. Relevansi Pemahaman Dalalah dalam Istinbat
Hukum

Pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi dan

kekuatan dalalah adalah esensial dalam istinbat al-ahkam

(penyimpulan hukum). Kekuatan suatu dalalah menentukan

apakah suatu nass dapat diatasi atau dikesampingkan oleh

dalil lain.

1. Mengatasi Kontradiksi (Ta'arud): Ketika dua dalil tampak
bertentangan, mujtahid harus membandingkan kekuatan
dalalah keduanya. Mantiq sarih selalu diutamakan
daripada mantiq Ghayr sarih jika terjadi pertentangan.
Demikian pula, Dalalah al-mantiq yang kuat diutamakan
daripada dalalah al-Mafhiim yang lemah apalagi (Mafhim
al-mukhalafah).

2. Batasan Qiyas dan Ijtihad: dalalah yang bersifat qat 7 (pasti),
seperti yang ditetapkan oleh nass atau mufassar (setara
dengan mantuq sarth dengan adad/angka), tidak dapat
dikalahkan oleh dalil zanni (dalil dugaan), termasuk giyas
(analogi). Qiyas hanya dapat beroperasi pada area yang
maknanya zanni atau pada kasus yang tidak tercover (al-
maskiit ‘anh), namun bahkan dalam kasus maskiit ‘anh,
Mafham (seperti mukhalafah) sering dianggap lebih lemah
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daripada giyas jali.

3. Mengatasi Ambiguitas (Khaf@): Jenis dalalah tertentu,
seperti Igtida’, membantu mujtahid untuk mengatasi
ambiguitas yang terjadi dalam teks (Mujmal atau Mushkil)
dengan menyimpulkan makna yang diperlukan untuk
menjaga kebenaran hukum.

Secara keseluruhan, pemahaman terhadap berbagai
tingkatan dalalah adalah cerminan dari prinsip al-ihtiyat
(kehati-hatian) dalam istinbat. Metode Jumhiir memberikan
ruang lebih besar untuk Mafhiim, sementara Hanafiyah lebih
mengandalkan Dalalah al-Nass dan Isharah yang secara
linguistik lebih terkait erat dengan mantiig, menunjukkan
preferensi metodologis yang berbeda namun sama-sama
bertujuan menjaga konsistensi dalam berijtihad.

E. Ringkasan

1. Tujuan pembahasan ini adalah menjelaskan bagaimana
teks syari menunjukkan makna hukumnya: apakah
melalui makna eksplisit (mantiq) atau makna implisit
yang dipahami melalui petunjuk makna tersirat
(mafhum).

2. Menurut al-Mutakallimiin (Jumhar), lafal dari segi
penunjukan makna terbagi dua:

+  Mantig (5,2) — makna yang diucapkan secara
langsung oleh lafaz.

¢ Mafham ( ,434) —» makna yang tidak diucapkan tetapi
dipahami dari susunan atau konteks lafaz.
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3. Mantugq terbagi menjadi dua bagian:

a) Sarih (. 7a)) - makna yang secara jelas diucapkan dan

dimaksudkan oleh syari’,

b) Ghayr sarih (. ;2 /&) - makna yang dipahami secara

implisit dari struktur atau konteks kalimat.

4. Mantugq sarth mencakup setiap lafaz yang secara langsung

menunjukkan hukum tanpa memerlukan penalaran

tambahan, seperti perintah “Agima al-salah” yang

menunjukkan kewajiban salat.

5. Mantugq ghayr sarih terdiri atas tiga bentuk penunjukan

makna:

Dalalat al-Igtidhd@’ (s\a3Y {Y3) — makna yang harus
diasumsikan agar teks tetap logis atau sah secara
syar‘i, contoh: firman “hurrimat ‘alaykum al-maytah”
(QS. al-M2’idah: 3) — dipahami bahwa yang
diharamkan adalah memakannya, bukan sekadar
keberadaannya.

Dalalat al-Isyarah (§3L§§ IN3) - makna yang tidak
disebut tetapi dapat dipahami dari susunan lafaz,
seperti larangan berkata “uffin” yang juga
menunjukkan larangan menyakiti orang tua secara
fisik.

Dalalat al-Ima’ ;L.J} iN5) —» makna yang dipahami
dariisyarat atau sebab yang menyertai lafaz, misalnya
penyebutan “Allah melaknat riba” menunjukkan illat
keharamannya adalah sifat riba itu sendiri.
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. Mafham (5 ,33d) adalah makna yang dipahami dari

diamnya lafaz, bukan dari ucapan yang eksplisit,

melainkan dari pengertian yang ditinggalkan oleh
redaksi kalimat.

. Mafhim terbagi menjadi dua:

+  Mafhiim al-Muwafaqah (3553 ts4i») — makna yang
sejalan dengan makna yang diucapkan, bahkan lebih
kuat darinya.

«  Mafham al-Mukhalafah (3553 55423) — makna yang
berlawanan dengan yang disebut, yakni jika sebab
yang disebut tidak ada, maka hukum pun tidak
berlaku.

. Kaidah utama:

¢ Al-Mutakallimin menilai seluruh jenis mantig dan
mafhum sebagai dasar istidlal hukum.

+  Al-Fuqaha’ (Hanafiyah) lebih selektif, mereka menolak
mafhum al-mukhalafah karena dianggap terlalu
bergantung pada konteks non-verbal.

. Menurut al-Fuqaha’, pembagian lebih praktis dan terarah

pada fungsi hukum, yakni:

+  ‘Ibarat al-Nass (=4 §;Ge) - makna langsung dari teks,

* Isydrat al-Nass (_2% $;\2) - makna tersirat yang dapat
dipahami dari struktur kalimat,

+  Dalalat al-Nass (_z5) £Y5) - makna yang dipahami dari
tujuan teks, dan

+ Iqtid@’ al-Nass (24 #.u3) - makna yang harus
diasumsikan agar teks tetap logis atau sah secara syar*i.

— 201 —



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

10.

F.

Pembagian mantiiqg dan mafhum merupakan pondasi logis
bagi analisis semantik hukum Islam. Ia memastikan
setiap teks dipahami secara menyeluruh, baik dari makna
eksplisit yang diucapkan maupun implikasi makna yang
ditinggalkan, guna menjaga keselarasan antara lafaz,
konteks, dan tujuan hukum syar*i.

Latihan

1) Jelaskan secara mendalam perbedaan antara mantig dan

2)

3)

mafhum dari segi cara penunjukan makna serta posisi
keduanya dalam penetapan hukum syar‘i. Berikan contoh
ayat untuk masing-masing dan analisislah bagaimana
keduanya bekerja dalam istidlal hukum menurut al-
Mutakalliman.

Uraikan dan analisislah perbedaan antara dalalat al-
igtida’, dalalat al-isyarah, dan dalalat al-ima’ dari segi
hubungan lafaz dengan makna. Mengapa ketiganya
disebut mantigq ghayr sarih dan bukan termasuk mafhum?
Berikan satu contoh aplikatif untuk masing-masing.
Bagaimana kedudukan mafhum al-muwafagah dan mafhum
al-mukhalafah dalam teori istidlal hukum? Jelaskan alasan
sebagian ulama, khususnya Hanafiyah, menolak
penggunaan mafhum al-mukhalafah, serta dampaknya
terhadap keluasan penalaran hukum Islam.

Allah berfirman:

£z 5% s

“ChesYs SIug I8 Y,
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5)

“Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya ‘ah’, dan
Jjanganlah engkau membentak mereka berdua.” (QS. al-Isrd’
[17]: 23)

Ayat ini melarang berkata kasar kepada orang tua.
Analisislah jenis penunjukan makna (dalalah) yang
terkandungdalamayat tersebut menurut al-Mutakalliman.
Apakah larangan memukul orang tua termasuk bagian
dari mantiig atau mafhum? Jelaskan alasannya.

Allah berfirman:

Whoo 3 53 of- o w59
< -

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.”(QS. al-Ma’idah
[5]:3)

Ayat ini tidak dimaksudkan mengharamkan bangkai itu
sendiri, tetapi mengharamkan memakannya. Analisislah
bagaimana penambahan makna tersirat ini sah secara
kaidah ustliyah!
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Bab IX

@

Al-Ta'arud dalam
Sumber Hukum Shar’t

Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan
metodologis mengenai ta'arud al-adillah, yaitu kondisi ketika dua dalil syar'i
tampak menunjukkan tuntutan hukum yang berbeda. Mahasiswa diharapkan
mampu menjelaskan pengertian taarud secara etimologis dan terminologis,
sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk pertentangan yang bersifat hakiki
maupun yang hanya bersifat lahiriah akibat perbedaan konteks atau petunjuk
makna. Pembelajaran juga diarahkan agar mahasiswa dapat mengklasifikasikan
jenis-jenis ta'arud berdasarkan tingkat kepastian dalil, khususnya pembedaan
antara dalil yang gatT dan yang zanni, sehingga mereka mampu menilai
signifikansi dan konsekuensi yuridis dari masing-masing kategori. Melalui
kajian komparatif, mahasiswa akan memahami perbedaan metodologis antara
mazhab Shafiiyyah dan Hanafiyyah dalam menyelesaikan pertentangan dalil,
termasuk bagaimana keduanya memprioritaskan berbagai bentuk interpretasi
teks. Selain memahami teori, mahasiswa akan berlatih menerapkan metode
jam' wa al-tawfig, takhsis al-amm, taqyid al-mutlag, dan naskh melalui
berbagai contoh kasus fikih yang relevan. Melalui proses tersebut, mahasiswa
diharapkan mampu membangun argumentasi hukum yang logis, sistematis,
dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memiliki kapasitas epistemologis
yang matang untuk menghadapi persoalan hukum yang kompleks dalam kajian
usal al-figh.

— 205 —



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

A. Pengertian Ta‘arud al-Adillah

Kata ta‘arud al-adillah (U531 _»,\) terdiri dari dua kata,
ta‘arud (_»,w) dan al-adillah (4JsY1). Secara bahasa, kata al-
ta‘arud merupakan bentuk masdar dari kata kerja ta‘arada
(u2)\3), yang berarti “saling bertentangan” atau “saling
berhadapan.” Kata ta‘drada sendiri berasal dari akar kata

bR TS

‘arada (_»,c) yang bermakna “menghalangi,” “mencegah,”
atau “membandingi.” Menurut al-Raghib al-Asfahani, akar
kata ‘arada mengandung makna sesuatu yang tampak di

hadapan yang lain dan menghalangi jalannya. Ia berkata:

s oy oS 21l 5 50
Artinya: Al-‘ard adalah sesuatu yang berhadapan dengan

sesuatu yang lain, atau menghalangi antara sesuatu
dengan yang lain.”

Asal makna kata ini juga digunakan dalam konteks fisik,
seperti adanya penghalang berupa bangunan, kayu, atau
gunung yang menghalangi orang yang sedang melintas di
jalan. Oleh karena itu, istilah al-i‘tirad (_»lxeY)) diartikan
sebagai “mencegah” atau “menghalangi.” Berdasarkan makna
asal tersebut, maka al-ta‘arud berarti “saling menghalangi,”
“saling menentang,” atau “saling berhadapan.”

Adapun kata al-adillah merupakan bentuk jamak dari
dalil (.)s) yang berarti “petunjuk,” “bukti,” atau “alasan.”

1 Al-Raghib al-Asfahani, Mufradat Alfaz al-Qur’an (Beirut: Dar al-
Qalam, 1992), 345

2 Ahmad ibn Manzar al-Afrigi al-Misri, Lisan al-Arab, Vol. 3, (Beirut:
Dar Sadir, 1993), 285
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Dalam konteks ushul figh, dalil diartikan sebagai segala
sesuatu yang dapat menunjukkan kepada hukum shar‘i
melalui cara yang pasti atau dugaan kuat (zanni).?

Dengan demikian, secara etimologis, istilah ta‘arud al-
adillah bermakna “pertentangan di antara beberapa dalil”
atau “saling berhadapannya sejumlah dalil hukum.”

Secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam
mendefinisikan ta‘arud al-adillah.

1. Muhammad Al-Shaukani:

bd)&sw\)&é@wﬂ\»\wo\ﬁu@\xj\

et J';Y\ JOBUPWELES
Artinya: Ta‘arud al-adillah adalah ketika salah satu dari
dua dalil menetapkan hukum suatu masalah, sedangkan

dalil lainnya menetapkan hukum berbeda atas masalah
tersebut.

2. Muhammad ibn Habib Al-Amidi:
Clem, 05168 L 55 il -
e g
Artinya: Ta‘arud ialah berhadap-hadapannya dua dalil

sehingga tidak mungkin diamalkan keduanya secara
bersamaan.”

3 Al ibn Muhammad ibn Habib Al-Amidi, Al-Thkam fi Usil al-Ahkam,
Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 2003), 13

4 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shaukan, Irshad al-Fuhil
ila Tahqtq al-Haqq min [lm al-Usiil (Beirdt: Dar al-Fikr, tth), 242.

5 Al-Amidi, al-Thkam fi Usil al-Ahkam, Vol. 1, 173.
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3. Abdul Wahhab Khallaf:
M L3l ) 3 LS sy w3y (3 Lgin a1y L]

a5 ol Ay s
Artinya: Ta‘arud al-adillah adalah ketika setiap dalil dari
dua dalil berbeda pada saat yang sama satu dari dua
dalil menetapkan hukum suatu masalah, sedangkan
dalil lainnya menetapkan hukum berbeda atas masalah
tersebut.

4, Muhammad Jawad Mughniyyah:
"Lge b = Y ol e @\,\;J\j,a: 2okl

Artinya: Pertentangan dua dalil, yang mana kedua dalil
tersebut tidak memungkin untuk dikompromikan.

Beberapa definisi di atas meskipun kalimatnya berbeda
dapat disimpulkan bahwa ta‘arud al-adillah adalah sebuah
konsep dalam yang merujuk pada adanya situasi di mana
dua atau lebih dalil shar7 yaitu ayat Al-Quran atau hadis
yang tampak saling bertentangan atau kontradiktif dalam
menetapkan hukum satu persoalan yang sama.

Keyakinan fundamental dalam Islam adalah bahwa
syariat (hukum) Allah SWT melalui Al-Qur’an dan sunnah
Rasul-Nya bersifat sempurna dan bebas dari kontradiksi
internal yang hakiki. Ajaran-ajaran tersebut saling
melengkapi dan menguatkan, tidak bertentangan. Oleh

¢ Abdul Wahhab Khallaf, llmu Usil Figh (Kairo: Maktabah Da’'wah
al-Tlamiyyabh, tth), 229.

7 Muhammad Jawad Mughniyyah, Ulim Usal al-Figh fi Thaubih al-
Jadid (BeirTt: Maktabah Dar al-‘Tlmi li al-Malayin, 1975), 425
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karena itu, ta‘arud al-adillah pada dasarnya sifatnya adalah
semu yaitu ketika seorang mujtahid menghadapi dua dalil
atau lebih yang tampaknya bertentangan. Pertentangan
tersebut bukanlah pada dalil itu sendiri melainkan dalam
pemahaman atau persepsi mujtahid tersebut.

Hal itu sebagaimana dinyatakan Abdul Wahhab Khallaf
bahwa pada dasarnya tidak terdapat ta‘arud al-adillah antara
dua ayat al-Qur’an, antara dua hadis, atau antara ayat dengan
hadis sahih . Apabila tampak ada pertentangan, itu hanya
pertentangan menurut pandangan kita saja karena
ketidakmampuan akal kita untuk memahaminya, bukan
pertentangan secara hakikatnya.® Begitu juga Wahbah al-
Zuhaili yang menyatakan bahwa tidak ada pertentangan
dalam kalam Allah SWT dan Rasul-Nya. Anggapan adanya
ta‘arud antara dua atau beberapa dalil hanyalah dalam
pandangan mujtahid, bukan fi nafs al-amr atau pada
hakikatnya. Hal itu karena sesuatu yang mustahil Allah
memberikan dua dalil yang saling meniadakan dalam waktu
dan tempat yang sama.’

Adanya ta‘darud semu ini mendorong mujtahid untuk
melakukan upaya maksimal dalam meneliti dalil-dalil
tersebut menggunakan metodologi ushul figh yang ketat,
untuk menemukan titik temu, konteks yang benar, dalil
yang lebih kuat, atau dalil yang menassakhkan sehingga
kontradiksi tersebut terselesaikan secara ilmiah dan shar‘i.

¢ Khallaf, Ilmu Usal Figh, 230.
°  Wahbah al-zuhaili, Usil Figh al-Islami, Vol. 1 (Damaskus: Dar-Fikr,
1986), 1174
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B. Jenis Pertentangan Dalil

Dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf ta‘arud al-adillah
hanya terjadi pada dua dalil shar‘i yang memiliki kekuatan
yang sama, misalkan antara ayat al-Qur’an dengan ayat al-
Qur’an, antara ayat al-Qur’an dengan hadis mutawatir, dan
antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir lainnya
karena sama-sama memiliki kekuatan gat‘, atau antara hadis
ahad dengan hadis ahad dan antara giyas dengan giyas yang
sama-sama zanni. Apabila satu dalil lebih kuat dari yang lain,
misalkan antara al-Qur’an yang gat‘i dengan hadis ahad yang
zanni, maka hukum atas masalah tersebut harus mengikuti
dalil yang qgati. Dengan demikian, menurut Khallaf, tidak
dibutuhkan kajian terhadap pertentangan antara dalil yang
qat'i dan zanni.

Begitu juga dalam pandangan al-Shaukani, pertentangan
tidak mungkin terjadi pada dalil-dalil yang kekuatannya
tidak seimbang yaitu antara dalil yang qat7 dan dalil yang
zanni, antara nass (teks shar‘i) al-Qur'an atau hadis
‘mutawatir dengan ijma’ atau qiyas, dan juga antara ijma’
dan qiyas karena dalam keadaan seperti itu makna
pertentangan tidak dapat terwujud. Hal ini disebabkan
karena dalil yang lebih lemah akan gugur dengan adanya
yang lebih kuat, dan dalil yang bersifat dugaan (zanni) akan
terhapus oleh yang pasti (qat‘i). Padahal syarat terjadinya
pertentangan antara dua dalil shar‘T adalah keduanya harus
memiliki kekuatan yang seimbang.

Sebaliknya, sebagaimana dikutip oleh al-Zuhail,
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sekelompok ulama ushul berpendapat bahwa ta‘arud tidak
mungkin terjadi antara dua dalil yang sama-sama qgat‘i, sebab
hal itu akan mengharuskan terjadinya pertemuan dua hal
yang saling bertentangan dalam satu waktu, padahal
keduanya sama-sama pasti dan tetap. Keduanya yakni dua
dalil gat'T memberikan keyakinan, dan tidak mungkin terjadi
pertentangan antara dua hal yang sama-sama meyakinkan.
Demikian pula tidak masuk akal melakukan tarjih yaitu
mengunggulkan salah satunya antara dua ilmu yang sama-
sama pasti."”

Terhadap kontroversi tersebut, al-Zuhaili lebih condong
terhadap pendapat kedua. Al-Zuhaili menyatakan ta‘arud
hanya berlaku pada dalil-dalil zanni (yang bersifat dugaan
kuat), karena pertentangan itu hanya terjadi dalam hal yang
tampak (zahir) saja. Tidak mungkin pertentangan itu terjadi
pada dalil-dalil yang bersifat qat (pasti). Ta‘arud al-adillah
sebagaimana dipaparkan sebelumnya berarti adanya dua
dalil shar‘t yang tampak menunjukkan dua hukum berbeda
terhadap satu objek pada waktu yang sama, sehingga tidak
mungkin diamalkan keduanya secaraliteral tanpa penjelasan
tambahan.

Para ulama membagi ta‘darud al-adillah berdasarkan
tingkat kepastian dalil (gat‘7 dan zanni) menjadi tiga tingkatan
yaitu pertentangan antara dua dalil gat, pertentangan
antara dalil gat'T dan dalil zanni, dan pertentangan antara dua
dalil zanni, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

0 1bid., 1175.
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1. Pertentangan antara Dua Dalil Qat‘i

Dalil gat‘T adalah dalil-dalil shara’ yang bersifat pasti, seperti
ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an, ayat al-Qur’an dengan
hadis mutawatir, dan antara hadis mutawatir dengan hadis
mutawatir. Dengan demikian pertentangan antara dua dalil
gat‘Tberarti pertentangan antara ayat al-Qur’an dengan ayat
al-Qur’an, atau antara ayat al-Qur'an dengan hadis
mutawatir, dan antara hadis mutawatir dengan hadis
mutawatir, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

a. Ta‘arud bayna ayat al-Qur’an (antara ayat dengan ayat)
Contohnya dua ayat tentang iddahnya perempuan:

Sel G278 1 03535 1k Gl
mrs:m/um&;u&m;u EEREEFes
@ i S33 G Al Spadl Gendils Blas

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan
istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya
(beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah
sampai (akhir) iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali)
mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka
menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan. (QS. Al-Bagarah: 234)"

Ayat di atas mengandung pengertian umum bahwa
perempuan yang suaminya meninggal dunia, baik
perempuan itu hamil maupun tidak, maka dia harus

' NU Online, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/234
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melaksanakan iddah selama empat bulan sepuluh hari.
Sedangkan di ayat yang lain, yaitu QS. Al-Talaq [65]: 4
dijelaskan bahwa perempuan hamil yang ditinggal suaminya,
baik karena meninggal dunia atau karena dithalaq maka
iddahnya adalah sampai melahirkan:
T os 2 55 0. % sToz Loz 9T 25T w2 <G sy o
Dol 5
Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah
mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan
kemudahan baginya dalam urusannya.”

Bagaima jika perempuan itu suaminya meninggal dunia
sedangkan dia dalam kondisi hamil, apakah menggunakan
ayat yang pertama yaitu iddahnya perempuan yang
suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari, atau
menggunakan ayat yang kedua yaitu iddahnya perempuan
hamil yang berpisah dengan suaminya (baik karena
meninggal dunia atau karena thalaq) adalah sampai
melahirkan? Hal ini bagi mujtahid tampak ada kontradiksi
antara ayat yang pertama dan kedua, sehingga dibutuhkan
ijtihad sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf hakikatnya kedua ayat
tersebut tidak bertentangan karena bisa dikompromikan
dengan jalan al-jam'u wa al-taufig yaitu perempuan yang
dalam kondisi hamil dan kemudian suaminya meninggal

12 NU Online, https://quran.nu.or.id/at-thalaq/4
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dunia, maka dia dapat beriddah dengan salah satu ketentuan
dua ayat iddah di atas dengan masa yang terjauh: Pertama,
jika perempuan tersebut melahirkan sebelum masa empat
bulan sepuluh hari, maka iddahnya adalah menambah masa
hingga empat bulan sepuluh hari. Kedua, jika perempuan
tersebut hingga masa empat bulan sepuluh hari
kandungannya belum lahir, maka iddahnya adalah sampai
melahirkan.”

Contoh lainnya adalah dua ayat tentang makanan yang
diharamkan. Ayat yang pertama adalah QS al-An‘am [6]:145

Gyl ST aakd eels B G2 ) g T a1 8

@

yiw)\y)mfpf;j\u;:;ugj

& ) 53
Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan
kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi
yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati
(bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia ngjis,
atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut
(nama) selain Allah....”™

z
“z

Ayat yang kedua Adalah QS al-Ma’idah [5]:3

£ 3 Il jl;\r;g. |5 Al e ea

’C;injsm)w 25 ,q) “j;s\,fw“f’\)m

rhS;LaY\

5 Khallaf, Ilmu Ushul Figh, 231
4 NU Online, https://quran.nu.or.id/al-anam/145
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Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah,
yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan
yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu
sembelih.”

Kedua ayat di atas nampak ada kontradiksi tentang
beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah, tetapi jika
dikaji dan diteliti lebih dalam kedua ayat tersebut bisa
dikompromikan dengan jalan bayan al-tafsil yaitu ayat yang
satu menjelaskan keglobalan (ke-mujmal-an) ayat lainnya.

QS al-An‘am [6]:145 merupakan ayat yang diturunkan di
Makkah. Ayat ini diturunkan lebih awal dari pada QS al-
Ma'idah [5]:3. Ayat yang pertama menyebutkan kategori
dasar makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah yang
mengalir, daging babi, hewan yang disembelih atas nama
selain Allah. Ayat ini bersifat mujmal atau global (belum
rinci), dan menjadi landasan awal hukum makanan haram.
Sedangkan QS al-Ma'idah [5]:3 yang turun di Madinah,
diturunkan kemudian dan berfungsi merinci (bayan al-tafsil)
dari kategori “bangkai” yang disebutkan secara umum dalam
QS al-An‘am [6]:145. QS al-Ma@’idah [5]:3 merinci jenis-jenis
bangkai yang diharamkan, yaitu hewan yang tercekik,
hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang
ditanduk, hewan yang diterkam binatang buas.

Hal itu sebagaimana penjelasan Ibn Kathir bahwa QS al-
Ma’idah [5]:3 diturunkan untuk menjelaskan apa saja yang

5 NU Online, https://quran.nu.or.id/al-maidah/3
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diharamkan Allah kepada hamba-Nya dari segi makanan. Ia
merupakan penjelas (mufassirah) bagi apa yang masih global
dalam firmanNya di QS al-An‘am [6]:145: ‘Katakanlah, aku
tidak mendapati sesuatu yang diharamkan..’. Dengan
demikian di QS al-Ma’idah [5]:3 Allah menambahkan rincian
tentang bangkai dan jenis-jenisnya. ¢

Menurut Ibn Kathir, QS al-Ma’idah [5]:3 tidak menasakh
QSal-An‘am[6]:145, melainkan memperinci dan menjelaskan
(tafsil al-mujmal) isi ayat sebelumnya. Ayat al-An‘am memuat
kaidah umum empat hal yang diharamkan, sedangkan al-
Ma’idah merinci kondisi yang termasuk kategori “bangkai”
seperti al-munkhaniqah (yang tercekik), al-mawqiidhah (yang
dipukul), dan seterusnya. Dengan demikian, hubungan
keduanya adalah tafsir al-Qur’an bi-al-Qur’an (penjelasan ayat
dengan ayat), bukan kontradiksi.

b. Pertentangan antara Ayat al-Qur’an dengan Hadis
Mutawatir

Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, sebagian ulama

ushul menerima kemungkinan terjadinya pertentangan

16 Dalam kajian Ilmu Tafsir al-Qur’an disebutkan, salah satu bentuk
penafsiran al-Qur’an adalah tafsir bi al-ma’thur yaitu menafsirkan al-
Qur'an dengan al-Qur’an. Menurut al-Shangiti, sebagaimana dikutip
oleh Abdurrahman Hakim, penafsiran al-Qur'an bi al-Qur'an memiliki
variasi beberapa metode, salah satunya adalah metode bayan al-mujmal
yaitu ayat al-Qur’an menjelaskan suatu ayat yang belum jelas maknanya
karena masih global. Pada metode ini lafaz al-Qur’ an yang mujmal
membutuhkan bayan (penjelasan) dari ayat al-Qur'an lainnya.
Abdurrahman Hakim, “Tafsir Al-Qur’an dengan Al-Qur’an: Studi Analisis-
Kritis dalam Lintas Sejarah”, Waratsah, Volume 02, Nomor 01, Juni 2017,
64-66.
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antara al-Qurdn dan hadis mutawatir karena statusnya
sama-sama qatl sebagaimana pendapat al-Shaukani dan
Khallaf. Bahkan mereka berdua mensyaratkan ta‘arud al-
adillah harus antara dali-dalil yang qati seperti ayat al-
Qur’an dengan ayat al-Qur‘an, atau ayat al-Qur’an dengan
hadis mutawatir. Meskipun begitu, mereka meyakini
hakikatnya tidak terdapat ta‘arud al-adillah antara dua ayat
al-Qur’an atau antara al- Qur'an dengan hadis mutawatir.
Apabila tampak ada pertentangan, itu hanya pertentangan
menurut pandangan kita saja karena ketidakmampuan akal
kita untuk memahaminya, bukan pertentangan secara
hakikatnya."”

Contoh ta‘arud al-adillah antara al-Qur’an dengan hadis
mutawatir di antaranya adalah pertentangan antara QS al-
Baqarah [115 :[2 dengan hadis mutawatir tentang arah kiblat
dalam sholat.

) z &34 S0 s 03} _o(% o S 2 o % S
Rty 0 &) 435 258 15355 LG O3l A

Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu

menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah
Maha luas lagi Maha Mengetahui.’®

Ayat di atas mengandung hukum tentang kebolehan
umat Islam menghadap ke arah mana saja saat sholat. Hal itu
sesuai dengan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya

7 Khallaf, Ilmu Ushul Figh, 230; Al-Syaukani, Irsyadul Fuhul, 242
8 NU Online, https://quran.nu.or.id/al-bagarah/115
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ayat tersebut seperti diceritakan Qatadah: “Telah disebutkan
kepada kami bahwa sekelompok sahabat Nabi €% berangkat
dalam suatu peperangan pada malam yang gelap. Mereka
tidak mengetahui arah kiblat, maka sebagian mereka salat
ke arah sini dan sebagian ke arah sana. Ketika pagi hari,
ternyata mereka mengetahui bahwa salat mereka tidak
menghadap ke kiblat. Maka mereka menceritakan hal itu
kepada Nabi €, lalu turunlah ayat: Dan kepunyaan Allah-lah
timur dan barat...”

Kebolehan menghadap ke mana pun saat sholat
sebagaimana ayat di atas, nampak bertentangan dengan
hadis Nabi saw tentang perintah menghadap kiblat:

oo 3 el Lol L 16 Lgie 4l (62 ae ol o2
A ade 50 o8 8 01 J e Ol:Js o asla 3| el
sy <3y daglanils 2aSUl iy O ol 35 013

oy 5)ldlol ) £V Ly ylods ol )

Artinya: Dari Ibn ‘Umar ra. berkata: “Ketika orang-orang di
Quba’ sedang melaksanakan shalat Subuh, datang seseorang
dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah €& telah diturunkan
kepadanya wahyu malam ini, dan beliau diperintahkan untuk

¥ Al-Tabard, Jami* al-Bayan ‘an Ta'wil Ayi al-Qur’an, Vol. 2 (Dar al-
Ma'‘arif: 1956), 485.

2 Al-Kattani menulis:“Hadis tentang pemindahan kiblat dari Baitul
Magqdis ke Ka‘bah adalah mutawatir secara makna, diriwayatkan oleh
banyak sahabat dalam konteks yang berbeda-beda” Muhammad ibn
Ja‘far al-Kattani, Nazm al-Mutandthir min al-Hadith al-Mutawatir (Beirit:
Dar al-Kutfb al-‘TlmTyah, 1980), 41.
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menghadap ke Ka‘bah. Maka beralihlah kalian menghadap
ke Ka‘bah! Saat itu wajah mereka menghadap ke Syam, lalu
mereka berputar menghadap ke Ka‘bah.”

Menurut ulama ushul, ta‘arud di sini bukan hakiki,
melainkan zahiri (semu), sebab konteks dan sebab turunnya
(asbab al-nuzil) berbeda. Begitu juga dengan mayoritas
mufassir seperti al-Tabarl dan al-Qurtubi, yang menyatakan
bahwa hakikatnya tidak ada pertentangan antara QS al-
Baqarah [2]: 115 dan hadis mutawatir tersebut. Kedua dalil
tersebut bisa dikompromikan atau al-jam‘ wa al-tawfig
dengan metode tafsil al-mujmal yakni hadis menjadi penjelas
terhadap ayat yang global, serta dengan metode takhsis al-
‘am yakni hadis memberi pengecualian makna yang umum.*

Menurut al-Qurtubi QS al-Bagarah [2]: 115 bersifat ‘Gm
(umum) tetapi dibatasi maknanya untuk orang yang tidak
tahu kiblat, orang yang shalat di atas kendaraan (nafilah),
dan menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas arah.
Sedangkan menurut al-Tabari Ayat 115 membolehkan
menghadap ke arah mana saja dalam kondisi tidak
mengetahui kiblat, sedangkan hadis memerintahkan
menghadap Ka‘bah bila sudah diketahui.”

Kesimpulannya, Al-Baqarah [2]:115 berbicara tentang
kondisi umum, kondisi darurat, dan kondisi sholat shalat
sunnah dalam perjalanan, menunjukkan keluasan arah

2L Al-Tabari, jJami‘ al-Bayan, Vol. 2, 414-416; Abu ‘Abd Allah
Muhammad bin Ahmad al- Qurtubi, al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an (Dar al-
Kutub al-"Tlmiyah, 2002), 150-151.

2 Tbid.
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ibadah bagi Allah. Sedangakan hadis mutawatir tersebut
merinci (tafsil) dan menetapkan hukum khusus (takhsis),
yakni wajib menghadap ka‘bah dalam kondisi sudah normal
dan pada saat shalat wajib.

2. Pertentangan antara Dalil Qat‘i dan Zanni

Dalil Zanni ialah dalil yang menunjukkan hukum dengan
tingkat kepastian yang tidak mutlak, baik karena sisi
periwayatan (zanni al-wurid) maupun sisi penunjukannya
terhadap makna (zanni al-dalalah).

Menurut al-Amidi:

Zann ialah keyakinan yang kuat terhadap suatu hal, namun
masih memungkinkan adanya kebalikannya.”

Pertentangan antara dalil Qat7 dan Zanni meliputi dua
pembahasan yaitu pertentangan antara Ayat al-Qur’an
dengan hadis Ahad dan pertentangan antara hadis Mutawatir
dengan hadis Ahad, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1) Pertentangan antara Ayat al-Qur’an dengan Hadis
Ahad

Pertentangan antara Ayat al-Qur’an dengan hadis ahad

adalah situasi teoretis di mana makna sebuah hadis ahad

tampak bertentangan dengan makna ayat al-Qur’an yang

lebih pasti. Hal ini tidak berarti terjadi kontradiksi

2 Al-Amidi, Al-Thkam fi Usil al-Ahkam, Vol, 2, 211
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sebenarnya, melainkan hanya pertentangan lahiriah yang
kemudian diselesaikan melalui berbagai metode, seperti
kompromi, takhsis (mengecualikan), taqyid (membatasi),
atau tarjth (mendahulukan yang lebih kuat). Contohnya
pertentangan wasiat untuk ahli waris antara QS al-Bagarah
[2]:118 dengan salah satu hadis ahad :

FAIT Jx; Jj 5 &l r_s:\;i s 1) e o8
RCANSE Syl G waﬁbﬁ

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang dl antara kamu
didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan
kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang
tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai)
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menurut Ibnu Kathir, ayat yang mulia ini memuat
perintah berwasiat bagi kedua orang tua dan kerabat.
Menurut pendapat yang paling kuat, kewajiban itu berlaku
sebelum turunnya ayat-ayat waris. Ketika ayat waris (al-
fard’id) turun, maka ayat wasiat ini dinasskh, karena
pembagian hak waris sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh
karena itu datanglah hadis dalam Kitab Sunan dan lainnya,
dari ‘Amr ibn Kharijah yang menceritakan bahwa ia pernah

mendengar Rasulullah saw. berkhutbah, yang antara lain isi
khotbahnya adalah:

-
w s
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Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang
yang berhak atas bagiannya (masing-masing), maka tidak
ada lagi wasiat bagi ahli waris.*

Jika Ibnu Kathir berpandangan bahwa hadis di atas
menasakh Al-Bagarah [2]:115, maka al-Shafi’ 1 memiliki
pandangan berbeda. Menurutnya hadis “la wasiyyata liwarith”
bukan nasikh (penghapus) terhadap ayat Al-Bagarah [2]:115,
tetapi mukhassis (mengecualikan) atas kemumuman lafaz
Ge5315 5415 yang mencakup semua orang tua dan kerabat.
Séhinggél, dengan adanya takhsis oleh hadis tersebut maka
wasiat hanyalah untuk kerabat yang bukan ahli waris.
Sedangkan kerabat yangsudah mendapatbagianberdasarkan
waris, tidak boleh menerima wasiat.?

Kesimpulannya, ada dua metode penyelesaian ta’arudl
antara Al-Baqarah [2]:115 dan hadis “la wasiyyata liwarith”.
Ibnu Kathir menggunakan nassakh, sehingga hukumnya
adalah orang tua dan semua kerabat tidak boleh menerima
wasiat karena sudah dihapus dengan hadis “la wasiyyata
liwarith”. Mereka hanya menerima harta peninggalan
berdasar pembagian waris sebagaimana dijelaskan pada QS
al-Nisa’ [4]:11-12. Sedangkan al-Shafii menggunakan

% Tbn Kathir, Tafstr al-Quran al-Azim, Vol. 2, 512-513; Hadis
merupakan hadis sahth diriwayatkan oleh Abu Dawid, al-Tirmidzi, Ibn
Majah, dan Ahmad. Status periwayatannya ahad, tidak sampai mutawatir.
al-Nawawl. Al-Majmii‘ Sharh al-Muhadhdhab li al-Imam Abi Ishdq al-Shirazi.
Ditahqiq dan dilengkapi oleh Muhammad Najib al-MutiT. (Kairo: Dar al-
Fikr, 1997), 21

% Muhammad bin Idris al-Shafi‘, al-Risalah, ed. Ahmad Shakir
(Kairo: Maktabah Dar al-Turath), 103-104.

— 222 —



Al-Ta‘arud dalam Sumber Hukum Shar1

metode takhsis al-am sehingga ahli waris tidak boleh
menerima wasiat sebagaimana dijelaskan oleh Sunnah.
Sementara bagi kerabat non-waris, wasiat tetap berlaku.
Jadi, al-Shafi7 tidak menganggap hadis ini menghapus
hukum ayat, tetapi menjelaskan batas penerapannya.

2) Pertentangan antara Hadis Mutawatir dengan Hadis

Ahad

Pertentangan bisa terjadi apabila dua hadis tampak
memberikan hukum yang berbeda terhadap satu masalah,
contohnya tentang hukum memanfaatkan kulit bangkai
yang disamak. Hadis mutawatir membolehkan memanfaatkan
kulit bangkai binatang yang sudah disamak karena
hukumnya suci, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak
sahabat salah satunya sahabat Abdullah ibnu Abbas:

g Q) 0505 el 106 Lge 4l o2y Wle 51 8
ARV O T 4k
Dari Ibnu Abbas ra. dia berkata, dia mendengar Rasulallah

saw bersabda, “Kulit hewan mana pun, apabila telah disamak
maka menjadi suci”.

Dalam Sharh Sahih Muslim, Imam al-Nawawi berkata,
“Hadis ini menjadi dasar bahwa kulit setiap hewan yang
halal dimakan dagingnya menjadi suci setelah disamak,

2% HR. Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, dari Ibn ‘Abbas dan lainnya.
Hadis ini diriwayatkan oleh sekitar 10 sahabat, sehingga sebagian ulama
menilainya mencapai derajat mutawatir ma‘nawi. al-Kattani, Nazm al-
Mutanathir fi al-Hadith al-Mutawatir, 120.
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sekalipun hewan itu telah mati tanpa disembelih.” Al-
Nawawi menegaskan bahwa proses penyamakan
menghilangkan najasah yang ada pada kulit.”” Begitu juga
dengan pendapat al-Shafil yang menyatakan setiap kulit
yang telah disamak menjadi suci, kecuali kulit anjing dan
babi, sebab keduanya najis ‘ayn (zatnya).?

Namun, ditemukan suatu hadis ahad yang mengandung
hukum sebaliknya yaitu larangan untuk memanfaatkan kulit
dan urat bangkai, sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah
bin ‘Ukaim:

Pz Y5 L 2N e 1,285 Y

Janganlah kalian memanfaatkan kulit bangkai maupun
uratnya.

Terhadap kontradiksi dua hadis tersebut, al-Shaukani
berpendapat apabila hadis mutawatir bertentangan dengan
hadis ahad, maka hadis ahad tidak boleh diamalkan, karena
ia tidak dapat menentang yang qat’i (mutawatir). Namun jika
mungkin dilakukan jam‘, maka wajib diupayakan agar
keduanya dapat diamalkan. Dalam kasus tersebut al-Nawawi
dan ibn Hajar menggunakan metode naskh. Al-Nawawi dan
Ibn Hajar menjelaskan bahwa hadis yang melarang tersebut
lebihdahuluadasebelum Nabisaw mengizinkan pemanfaatan

7 Al-Nawawf, Sharh Sahih Muslim, Vol. 4 (Beirut: Dar Thya’ al-Turath
al-‘Arabi, t.t.), hlm. 54.

2 Al-Shafi‘i, AI-Umm, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990), hlm. 37.

2 Abti Dawid Sulaiman al-Sijistani, Sunan Abi Dawid, Kitab al-Libds,
Bab fi Isti‘'mal Thab al-Maitah, Vol. 4 no. 4127 (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Iimiyyah, 1990 M), 63.

— 224 —



Al-Ta‘arud dalam Sumber Hukum Shar1

penyamakan kulit, sehingga hadis yang melarang
pemanfaatan kulit bangkai yang disamak telah dihapus
(mansiikh) oleh hadis yang membolehkan.*

3. Pertentangan antara Dalil Zanni dan Zanni

Pertentangan antara dua dalil zanni merupakan bentuk
ta‘arud (kontradiksi lahiriah) yang paling sering terjadi
dalam kajian ilmu usal al-figh dan ‘uliim al-hadith. Dalil zanni
adalah dalil yang bersifat dugaan kuat (tidak pasti), baik dari
sisi periwayatan (wuriid) maupun dari sisi penunjukan
makna (dalalah).

Termasuk dalam kategori dalil zanni adalah hadis-hadis
ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa
orang, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir dan dalil
ra’yuseperti giyas. Oleh karena itu pada bagian pertentangan
dalil zanni ini akan ada dua pembahasan yaitu pertentangan
antara hadis ahad dengan hadis ahad dan pertentangan
antara hadis ahad dengan qiyas, sebagaimana akan dijelaskan
berikut ini:

1) Pertentangan antara Dua Hadis Ahad (ta‘arud bayna
al-hadithayn al-ahadayn)

Ta‘arud bayna al-hadithayn al-ahadayn terjadi apabila dua

hadis sahih (atau hasan) menunjukkan hukum yang berbeda

terhadap satu peristiwa dalam waktu atau kondisi yang sama

0 Al-Nawawi, Al-Majmi‘, Vol. 1, 252; al-Hafiz Ahmad Ibn Hajar al-
‘Asqalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, Vol. 1 (Bairut: Libanon:
Dar al-Ma'rifah), 393.
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sehingga dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk
menentukan langkah penyelesaiannya. Contoh pertentangan
antara dua hadis ahad adalah tentang hukum ziarah kubur
bagi perempuan.

Hadis pertama melarang ziarah kubur berdasarkan
riwayat dari dari Abli Hurairah ra:

Sl o ol e A Lol 3,25 &

Allah melaknat para wanita yang sering berziarah ke kubur.

Hadis kedua tentang kebolehan ziarah kubur dari
periwayatan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya:

) ona;tf\)\ j}fé J@ J\.s c@\ d’c c;”/’ u:A)J\ W U'c
“ys5 el 5555 B8 AR G 3] ey alde

Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang)
ziarahlah kalian.

Kedua hadis ini sama-sama berstatus ahad sahih dan
tampak bertentangan yang pertama melarang, yang kedua
membolehkan. Para ulama menjelaskan bahwa hadis
pertama menunjukkan larangan temporal (karena khawatir
unsur kesyirikan di awal Islam), sedangkan hadis kedua

3! Hadis riwayat Ahmad, al-Turmudhi, dan Ibnu Majah. Menurut
Ibnu M3ajah hasan sahih, sedangkan al-Bani mengangngapnya sahih.
https://sunnah.com/mishkat:1770

2 Hadis riwayat al-Nasda'T dengan status sahih. https://sunnah.
com/nasai:5652
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datang kemudian dan menunjukkan nasakh terhadap
larangan sebelumnya. Imam al-Nawawi dan Ibn Hajar al-
‘Asqalani menambahkan bahwa ziarah kubur hukumnya
menjadi boleh, termasuk bagi perempuan, selama tidak
disertai perilaku yang tercela seperti tangisan berlebihan,
tabarruj, dan lainnya.*®

2) Pertentangan antara Hadis Ahad dan Qiyas.
Pertentangan antara hadis dan qiyas merupakan salah satu
tema penting dalam pembahasan ta‘arud al-adillah karena
melibatkan dua sumber hukum yang berbeda tingkat
kekuatannya. Hadis sahih dan berstatus marfii‘ kepada Nabi
¢, merupakan dalil nagli (wahyu) yang bersifat gat al-
wurid, sedangkan qiyas merupakan dalil ‘agli (rasional-
ijtihadi) yang bersifat zanni. Oleh sebab itu, secara prinsip,
hadis selalu didahulukan atas qgiyas apabila keduanya tampak
bertentangan.

Imam al-Shafi‘i menyepakati hal tersebut, sebagaimana
pernyataannya dalam al-Risalah:

de 055 Lol ) Y ogmpe )y ) 552 Y,
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3 Al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim,Vol. 2, 671; Al-‘Asqalani, Fath al-
Bari bi Sharh Sahih al-Bukhart, Vol. 3, 148.

3 Muhammad bin Idris al-ShafiT, al-Risalah, Tahqiq Ahmad
Muhammad Shakir (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1979), 461.
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Tidak boleh melakukan qiyas selama masih ada (dalil) hadis
yang menjelaskan hukum, karena qiyas hanya dilakukan atas
dasar asal hukum. Sedangkan hadis menjelaskan makna dari
Allah Ta‘ala, maka tidak halal bagi siapa pun melakukan giyas
setelah penjelasan Rasulullah.

Contoh lainnya adalah hadis dari al-Mughirah ibn
Shu‘bah tentang larangan riba:
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Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama
kadarnya, dan jangan melebihkan sebagian atas sebagian
yang lain; jangan pula menjual perak dengan perak kecuali
sama kadarnya, dan jangan melebihkan sebagian atas
sebagian yang lain; serta janganlah menjual yang tidak tunai
dengan yang tunai.

Hadis tersebut menjelaskan larangan riba dalam
pertukaran barang-barang ribawi sejenis. Pertukaran barang
ribawi sejenis itu ada dua macam: riba fadl yaitu riba karena
adanya kelebihan/tambahan dalam kuantitas barang sejenis
yang ditukarkan, misalnya menukar 10 gram emas dengan
11 gram emas adalah terlarang; dan riba nasi’‘ah yaitu riba
karena adanya penundaan penyerahan salah satu atau kedua
barangyangditukarkan. Jualbeliribawitersebut memberikan

% Imam Muhammad al-Bukhari, Sahth al-Bukhart Kitab al-Buyi, no.
2175. https://sunnah.com/bukhari
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keuntungan pada satu pihak dan menimbulkan kerugian di
pihak lain, sehingga Islam melarangnya.

Hadis tersebut juga memberi syarat jika terjadi jual beli
barang sejenis maka harus sama kadar dan takaran (sawa an
bi sawa in) karena ini adalah syarat untuk menghindari riba
fadl, dan harus dilakukan secara tunai (yadan bi yad) karena
ini adalah syarat untuk menghindari riba nasi’ah. Transaksi
harus diserahterimakan di tempat dan pada waktu yang
sama

Meskipun hadis menjelaskan begitu, tetapi menurut
kaidah giyas, pertukaran barang yang sejenis boleh dilakukan
dengan perbedaan kadar jika nilai ekonominya seimbang.
Namun hadis ini melarangnya secara tegas, sehingga tampak
bertentangan dengan prinsip qiyas yang berasaskan tagabul
al-manfa‘ah (pertukaran manfaat). Dalam hal ini, hadis ahad
sahih lebih kuat daripada qiyas, karena hadis bersumber
dari wahyu. Namun bila hadis lemah sanadnya atau
bertentangan dengan qiyas jali dan tidak diamalkan oleh
sahabat, maka qiyas dapat diunggulkan sebagaimana
pandangan Hanafiyah . Ini merupakan penyelesaian ta‘arudl
dengan metode tarjih.*

Ulama berbeda pendapat antara mendahulukan hadis
ahad ataukah mendahulukan qiyas dalam penyelesaian
ta‘arud. Jumhir Ulama dari kalangan Shafi‘iyyah, Hanabilah,
sebagian Malikiyyah berpendapat bahwa hadis ahad harus

% Abl Bakar Al-Sarakhsi, Usil al-Sarakhsi, Vol. 2 (Beirut: Dar al-
Ma'‘rifah, 1983), 7-8.
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diutamakan daripada qiyas, karena hadis, meskipun ahad
tetap merupakan nassh shar‘i yang magbil (diterima) selama
sanadnya sahih. Al-Ghazali menyatakan, “Apabila hadis
ahad yang sahih bertentangan dengan qiyas, maka hadislah
yang dipegang; karena qiyas hanya berlaku ketika tidak ada
nass.”’

Berbeda dengan jumhiir, ulama Abt Hanifah terkadang
mendahulukan giyas atas hadis ahad jika hadis tersebut
bertentangan dengan prinsip umum syariat atau qiyas jali
(analogi yang kuat). Contohnya, dalam kasus wanita haid
membaca Al-Qur’an, sebagian riwayat hadis melarang, tetapi
menurut qiyas karena tidak ada nass qatT mereka
membolehkan jika tidak menyentuh mushaf. “Kami tidak
menolak hadis ahad secaramutlak, tetapijikaiabertentangan
dengan giyas yang kuat dan tidak diamalkan oleh para
sahabat, maka giyas lebih diutamakan.”

Madhhab Hanafiyah yang dikenal sebagai ahli ro’yu
adalah kelompok yang sangat mengedepankan penggunaan
ijtihad bi al-ra’yu terutama ketika tidak menemukan dalil
nass yang qati. Betatapun begitu, mereka menegaskan
bahwa harus mengutamakan hadis yang sahih sepanjang
tidak bertentangan dengan al-Qur’an harus diutamakan.
Namun, bila hadis tersebut berstatus ahad dan bertentangan
dengan giyas yang kuat, maka mereka lebih berhati-hati
untuk mengamalkannya. Sebagaima pernyataan al-Sarakhs,

7 Abl Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustasfa
min ‘Tlm al-Usil, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1993), 192-193.
3% Al-Sarakhst, Usal al-Sarakhst, Vol. 2, 9.
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“Apabila hadis ahad bertentangan dengan qiyas jali, maka
kami tidak menolaknya secara mutlak, tetapi kami berhenti
dahulu sampai jelas sebabnya”.*

C. Metode Penyelesaian Taarud

Apabila dalam pandangan seorang mujtahid tampak ada
pertentangan dalil-dalil maka dia wajib melakukan kajian
bagaimana cara menyelesaikan pertentangan tersebut.
Terdapat dua arus besar metode penyelesaian yaitu metode
Hanaflyah dan Metode Shafi‘Tyah.

1. Metode Hanafiyah

Menurut madhhab Hanafiyah pertentangan itu bisa terjadi
antara nass-nass shar‘i atau antara dalil-dalil lainnya. Apabila
pertentangan itu terjadi antara dua nassh, maka mujtahid
harus menempuh empat tahapan ini secara berurutan:

a. Al-Naskh (Penghapusan Hukum)
Al-Naskh ada upaya mujtahid untuk meneliti sejarah dua nass
(teks shar‘Q), sehingga apabila diketahui bahwa salah satunya
lebih dahulu dan yang lain datang kemudian, maka hukum
yang datang belakangan menghapus (nasikh) bagi yang
terdahulu (mansiikh). Jika keduanya sama kuatnya dan tidak
diketahui mana yang lebih dulu, maka tidak mungkin terjadi
nasskh antara keduanya.

Contohnya adalah persoalan masa iddah bagi wanita

* Tbid.
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yang ditinggal mati suaminya dan masa iddah bagi wanita
hamil. Ayat pertama adalah firman Allah:
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Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu
serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (para istri)
menunggu (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari.® (QS.
al-Baqarah: 234)

Ayat ini menunjukkan bahwa masa iddah karena
ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita
itu sedang hamil maupun tidak hamil. Sedangkan ayat kedua
adalah firman Allah:
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Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka
adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Al-
Talaqg: 4)

Maksud dari ayat kedua ini ialah bahwa wanita hamil,
masa iddahnya berakhir setelah melahirkan, baik karena
ditinggal mati suami maupun dicerai. Dengan demikian,
kedua ayat ini tampak saling bertentangan secara lahiriah.

Dalam menyelesaikan pertentangan tersebut, Hanafiyah
memilih melakukan metode naskh berdasarkan riwayat dari
Ibnu Mas‘id bahwa ayat yang kedua turun lebih akhir

“ NU Online, https://quran.nu.or.id/al-bagarah/234
41 NU Online, https://quran.nu.or.id/at-thalaq/4
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daripada yang pertama, sehingga ia menjadi penghapus
(naskh) bagi ayat pertama dalam bagian yang bertentangan
dengannya, yaitu mengenai wanita hamil yang ditinggal
wafat oleh suaminya maka masa iddahnya berakhir setelah
melahirkan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat mayoritas
ulama.”

b. Tarjih

Metode tarjih secara etimologis berarti al-tawfig bayna al-

amraynwataqdim al-arjah minhumaartinya mengompromikan

antara dua hal dan mendahulukan yang lebih kuat di antara
keduanya.  Sedangkan secara terminologis ialah
mendahulukan salah satu dalil yang tampak bertentangan
atas dalil lainnya berdasarkan adanya unsur keunggulan

(marjiihiyyah) dalam aspek tertentu.®

Kriteria tarjih menurut madhhab Hanafiyah didasarkan
pada beberapa aspek, antara lain:

1) Kekuatan sanad, seperti mendahulukan hadis mutawatir
atas hadis ahad, atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi
yang lebih thiggah atas perawi yang kurang kuat.

2) Kejelasan makna lafaz, misalnya mendahulukan lafaz
yang bersifat nass (jelas dan tegas maknanya) atas lafaz
yang hanya zann (maknanya masih dapat ditakwil).

3) Kekuatan sumber hukum yaitu mendahulukan al-Qur’an
atas hadis, hadis atas qgiyds, atau qgiyas jali atas giyas khafi.

12 Al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islamt, Vol. 2, 1177.
# “AlT ibn Muhammad al-Jurjant, al-Ta‘rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Iimiyyah, 1983), 56.
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4) Kesesuaian dengan prinsip umum syariat dan magqdsid al-
shart'ah, yaitu ketika salah satu dalil lebih sejalan dengan
tujuan pokok hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta.*

Dengan demikian, tarjth dalam madhhab Hanafiyah
bukan semata berdasarkan preferensi rasional, tetapi
memiliki kaidah-kaidah metodologis yang ketat, yang
memastikan bahwa dalil yang dipilih benar-benar lebih kuat
dari sisi riwayat maupun dirayah (pemahaman).

Dalam madhhab Hanafiyah, jika seorang mujtahid tidak
mengetahui mana dari dua dalil yang lebih dahulu turun
(atau terjadi), lalu memungkinkan untuk menguatkan salah
satunya maka dilakukan tarjih dengan berbagai cara, yaitu
menguatkan lafaz yang muhkam® dari pada yang mufassir®,
menguatkan hukum lafaz ‘ibarah dibanding yang hanya
berupa isyarat, menguatkan lafaz larangan atas lafaz yang
menunjukkan kebolehan (miibah), dan menguatkan salah
satu hadis ahad dengan melihat ketelitian perawinya,
keadilannya, pemahamannya, dan sebagainya.”

Hanafiyah mendahulukan tarjih atas al-jam’, karena
mendahulukan pendapat yang lebih kuat atas pendapat
yang lemah itu lebih logis. Contohnya, AbG Hanifah

“ Tbid.

% Muhkam adalah lafaz yang maknanya sangat jelas, tidak
mengandung kemungkinan makna lain, dan tidak memerlukan
penjelasan tambahan.

16 Muaffassir adalah lafaz yang maknanya bisa jelas dan dimengerti
setelah ada penjelasan atau konteks tambahan

7 Al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islam, Vol. 1, 1177.
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mendahulukan hadis: “Jauhilah dirimu dari air seni (najis).”
atas hadis mengenai kebolehan meminum air seni dan susu
unta (dari Arab Badui dalam konteks pengobatan. Yang rdjih
(Iebih kuat) adalah larangan, selama masih memungkinkan
untuk menjadikan keumuman dalil itu berlaku bagi sesuatu
yang tidak dimakan kecuali dalam keadaan darurat
pengobatan, karena menghindari bahaya lebih utama
dibanding menarik kemaslahatan.®

c. Al-Jam’ wa al-Tawfiq

Secara bahasa, al-jam’ (C._;\) berarti “menghimpun” atau
“menyatukan”, dan al-tawfiq (. ;1) berarti “menyelaraskan”
atau “mendamaikan”. Dalam istilah usal al-figh, kedua istilah
ini digunakan untuk menunjukkan upaya mengompromikan
dua dalil yang tampak bertentangan, sehingga keduanya
dapat diamalkan tanpa menolak salah satunya.*

Jika tidak memungkinkan untuk melakukan tarjih
(menentukan mana dalil yang lebih kuat), maka seorang
mujtahid  harus beralih untuk menggabungkan dan
menyelaraskan antara dua dalil (al-jam‘ wa at-tawfig), karena
mengamalkan kedua dalil lebih utama daripada mengabaikan
salah satunya.”® Bahkan disebutkan dalam kitab madhhab
Hanafiyah Usil al-Sarakhsi, metode al-jam’ wa al-tawfig
merupakan langkah pertama dalam  menghadapi
pertentangan dalil yang didahulukan daripada naskh dan

% Tbid.
* 1bid., 1178.
50 Tbid.
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tarjih. Hal ini karena pada prinsipnya semua dalil shar‘i
bersumber dari Allah SWT, sehingga pertentangan yang
tampak hanyalah bersifat lahiriah, bukan hakiki. Oleh sebab
itu, setiap kali masih dimungkinkan untuk mengamalkan
keduanya, maka wajib dilakukan jam’.**

Metode untuk mengompromikan dan menyelaraskan
dalil-dalil yang bertentangan disesuaikan berdasarkan sifat
kedua dalil, ada lima metode yaitu

1) Menggabungkan antara dua dalil yang umum dengan
cara tanwi*.>?

Secara bahasa, tanwi* (Cf o)) berarti “membeda-bedakan
bentuk” atau “membuat variasi”. Dalam istilah ustl al-figh,
tanwi’ berarti “mengompromikan dua dalil yang tampak
bertentangan dengan memahami bahwa keduanya
menunjukkan variasi cara pelaksanaan hukum shar‘i, bukan
perbedaan hukum yang saling meniadakan.” Dengan kata
lain, tanwi’ digunakan ketika dua dalil sama-sama umum dan
sahih, namun tampak menunjukkan dua bentuk amal yang
berbeda. Dalam pandangan ulama Hanafiyah , hal itu
bukanlah pertentangan (ta‘arud), melainkan bentuk variasi
ibadah yang semuanya disyariatkan.

Contohnya, hadis riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani,
Nabi € bersabda:

51 Al-Sarakhst, Usal al-Sarakhst, Vol. 2, 198.

52 Al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islam, Vol. 1, 1178.

5 Abu al-Hasan Al-Bazdawi, Kashf al-Asrar ‘an Usil al-Bazdawi, Vol. 3
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, t.t), 216.
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Artinya: Maukah aku beritahu kalian tentang sebaik-
baik para saksi? (yaitu) orang yang memberikan persaksian
sebelum diminta.
Dan sabda Nabi #&:
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Dari Imran bin Husain berkata, Rasulullah % bersabda:
Sebaik-baik umatku adalah (generasi) yang aku diutus di
tengah-tengah mereka, kemudian generasi sesudahnya,
kemudian generasi sesudah mereka.... Kemudian akan muncul
suatu kaum yang memberi kesaksian padahal tidak diminta
menjadi saksi, berjanji namun tidak menepatinya, berkhianat
padahal tidak layak dipercaya, dan kegemukan (kemewahan)
menjadi hal yang meluas di antara mereka.

¢ Hadis ini ditemukan dengan berbagai redaksi pada beberapa
kitab hadis induk yaitu Sahih Muslim, al-Muawtta’ Imam Malik, Sunan
Abu Dawud, Jami’al-Turmudi, Sunan Ibnu M3jah dengan status sahih,
dan Sunan al-Nasai dengan status hasan. https://sunnah.com/
muslim:1719; https://sunnah.com/urn/514030; https://sunnah.com/
abudawud:3596; https://sunnah.com/tirmidhi:2295; https://sunnah.
com/nasai:2569; https://sunnah.com/ibnmajah

55 Satus hadis ini adalah sahih yang terdapat pada kitab Sahih
Muslim, Sunan Abi Dawud, dan lainnya. https://sunnah.com/
abudawud:4657; https://sunnah.com/muslim:2535a
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Kedua hadis di atas nampak bertentangan, hadis pertama
membolehkan memberikan kesaksian sebelum diminta oleh
pemilik hak, baik dalam hak-hak Allah Ta‘ala maupun dalam
hak-hak manusia. Adapun hadis kedua tidak boleh meminta
menjadi saksi. Dengan metode tanwi’ maka hadis pertama
dibawa pada jenis hak tertentu, yaitu hak-hak Allah Ta‘ala,
dan kesaksian tersebut merupakan kesaksian karena
keinginan sendiri (tanpa diminta). Sedangkan hadis kedua
dibawa pada jenis hak yang lain, yaitu pada hak-hak manusia
dilarang meminta untuk memberikan kesaksian. Keduanya
berlaku sesuai konteksnya.*

2) Tagqyid al-Mutlaq.
Secara bahasa, mutlag berarti “bebas” atau “tidak terikat”,
sedangkan muqgayyad berarti “terikat” atau “dibatasi”. Dalam
istilah ustl al-figh, lafal mutlaq adalah nash yang menunjuk
pada suatu makna tanpa disertai batasan sifat, jumlah, atau
keadaan tertentu. Sedangkan lafal muqayyad adalah nass
yang menunjuk pada makna tertentu dengan disertai
batasan atau sifat tertentu. Jika terdapat dua teks dalil yang
sama-sama mutlag maka salah satu dalil membatasi
(mentaqyid) kemutlakan dalil lainnya.”’

Contohnya firman Allah dalam QS. al-Mujadilah [58]: 3:

Maka wajib memerdekakan seorang budak.*

56 Al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islam, Vol. 1, 1178.
57 Ibid.
%8 NU Online. https://quran.nu.or.id/al-mujadilah/3
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Lafaz ragabah (budak) pada ayat tersebut bersifat mutlag,
tidak dibatasi syarat iman atau kafir. Sedangkan ayat yang
lain yaitu QS. al-Nisa’ [4]: memberikan batasan rigab (budak)
yang wajib dimerdekakan, yaitu rigab yang mu'min:

04wy 0} ../../ s
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Maka wajib memerdekakan seorang budak yang beriman.®

3) Takhsis bi al-Tab‘id

Secara etimologis, takhsis (,awa?) berarti “menjadikan
sesuatu bersifat khusus” atau “membatasi yang umum.”
Sedangkan al-tab‘id (=) berarti “menjadikan sebagian,”
yaitu memisahkan bagian tertentu dari keseluruhan.

Dalam istilah ustl al-figh, takhsis bi al-tab‘id adalah salah
satubentuk takhsis al-‘amm dengan cara menjadikan sebagian
dari cakupan lafaz umum itu tetap berlaku dan sebagian
lainnya tidak berlaku, berdasarkan dalil atau indikasi lain.
Dengan kata lain, lafaz umum (‘amm) tidak dihapus
seluruhnya sebagaimana naskh, tetapi hanya dibatasi pada
sebagian kelompok, keadaan, atau kondisi tertentu. Para
ulama Hanafiyyah mendefinisikan takhsis bi al-tab‘id sebagai:

N 55 58 pSIT ek £ 52
Mengeluarkan sebagian individu dari cakupan hukum lafaz
umum berdasarkan dalil yang menunjukkan hal itu.

% Al-Sarakhsi, Usul al-Sarakhst, Vol. 2, 205-207
% NU Online. https://quran.nu.or.id/an-nisa/4
st Al-Bazdawr, Kashf al-Asrar, Vol. 3 106.
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Contoh metode ini adalah dalil umum dalam QS. al-
Mujadilah [58]: 4, mengenai kafarah zihar®:
umg‘p&@&aﬁu:,;;;w:\;@y
Maka siapa yang tidak mampu (memerdekakan budak),
hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum
keduanya bercampur.®’

Lafaz “caaiis -3542” (dua bulan berturut-turut) bersifat
‘amm  mencakup ~ semua orang yang tidak mampu
memerdekakan budak. Namun, dalam hadis Riwayat al-
Bukhari disebutkan pengecualian bagi orang yang sakit
berat atau sangat tua yang tidak mampu berpuasa, maka ia
dikhususkan dengan bentuk kafarah lain, yaitu memberi
makan 60 orang miskin:

F 8 i B8 o o G 5
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52 Kafarah zihar artinya denda atau tebusan yang wajib dibayar oleh
seorang suami akibat melakukan perbuatan zihar. Zihar adalah tindakan
suami yang menyamakan istrinya yang sah secara fisik dengan salah satu
mahramnya (wanita yang haram dinikahi), seperti ibu atau saudara
perempuannya, dengan tujuan mengharamkan istrinya untuk digauli.

% https://quran.nu.or.id/al-mujadilah/4
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Dari Salamah bin Sahr al—Bayadl. Dia berkata: “Aku telah
menzihar istriku lalu aku menghadap Rasulallah €€, maka
Rasulullah € bersabda: ‘Apakah kamu dapat memerdekakan
budak?’ Aku menjawab: ‘Tidak.’ Beliau bertanya lagi: ‘Apakah
kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Aku
menjawab: ‘Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, jika aku
tidak makan sehari saja, hampir saja mataku buta.” Beliau
bersabda: ‘Apakah kamu dapat memberi makan 60 orang
miskin?’ Aku menjawab: Tidak...”

Contoh di atas merupakan implementasi takhsis bi al-
tabid, karena sebagian individu dari hukum umum (yakni
orang-orang tertentu yang tidak mampu berpuasa)
dikeluarkan dari cakupan kewajiban puasa, dan diganti
dengan memberi makan 60 orang miskin.

4) Takhsis al-‘Amm

Secara bahasa, kata takhsis berasal dari akar kata “ 53" yang
berarti menentukan, membatasi, atau mengecualikan
sebagian dari keseluruhan. Dalam terminologi usiil al-figh,
takhsis al-‘amm ({»L,d\ sama?) berarti “mengeluarkan sebagian
individu yang tercakup dalam keumuman lafaz (al-‘amm)
melalui dalil lain yang menunjukkan pengecualian.” Definisi
ini sebagaimana disebutkan oleh al-Sarakhsi:

o4 Al-Sarakhst, Usal al-Sarakhsi, Vol. 2, 30-31; Hadis ini statusnya
sahih yang terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari, 5L&a%5 3 'CZL; \z\ ob
Jjéﬂé ale GRLE Lo A u—é" (J) https://sunnah.com/bukhari:1936
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*laalll 45l L am el sLL o 0l el

Takhsis adalah penjelasan bahwa yang dimaksud dari lafaz
umum hanyalah sebagian dari apa yang dicakup oleh lafaz
tersebut.”

Dengan demikian, takhsis al-‘amm merupakan metode
dalam usil al-figh untuk menyatukan dua dalil yang tampak
bertentangan, di mana salah satu bersifat umum (‘amm) dan
yang lain bersifat khusus (khass). Dalil yang bersifat khusus
dijadikan sebagai mubayyin (penjelas) dan pembatas bagi
keumuman dalil yang umum, sehingga keduanya dapat
diamalkan tanpa menafikan salah satu dari keduanya.
Penjelasan ini sejalan dengan pernyataan al-Bazdawi:

“dwa.;; J.;JJ Jﬂ L§> Mf.z.g J’“".’. rw\
Dalil yang umum tetap diamalkan dengan keumumannya

sampai datang dalil yang men-takhsis-kan.

Selain itu, Wahbah al-Zuhayli juga memberikan
pengertian yang serupa:

N pladl 3T s ) s et

Takhsis ialah mengeluarkan sebagian individu dari cakupan
dalil umum dengan dalil lain.

Contoh implementasi metode takhsis al-‘amm adalah
firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2]: 228:

65 Al-Sarakhsi, Usil al-Sarakhst, Vol. 2, 31.
6 Al-Bazdawd, Kashf al-Asrar, Vol. 3, 174.
7 Al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islam, Vol. 1, 422.
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z o
0 33 4 /‘od/:/gl”/;/
‘)J’W u—@?fi calBll

P

Dan perempuan-perempuan yang ditalak (hendaklah)
menahan diri (menunggu) selama tiga quri””®

Ayat di atas merupakan dalil umum yang menunjukkan
kewajiban ‘iddah bagi perempuan yang ditalak, baik sebelum
terjadi hubungan (jima’), maupun setelahnya, yaitu iddahnya
tiga kali quri. Namun keumuman ayat Al-Baqarah [2]: 228
tersebut ditakhsis oleh QS Al-Ahzab [33]: 49:

Lp K &Mu elaidl 222ad 1) il 3 T
N/f }l:.;:s DA.CO,A ’_4_._)&05-:5\_‘_9 NSRS UV
s 21 R
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah
atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah
mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan
cara yang sebaik-baiknya.”

Penyelesaian dua ayat di atas adalah, ayat pertama
sifatnya umum yaitu semua perempuan yang ditalak, baik
sudah pernah dijima’ oleh suaminya maupun belum,
iddahnya adalah tiga kali quri. Sedangkan ayat yang kedua
mengecualikan”™ (mentakhsis) keumuman ayat pertama

% NU Online. https://quran.nu.or.id/al-bagarah/228
® NU Online. https://quran.nu.or.id/al-ahzab/49
70 Al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islami, Vol. 1, 1179.
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dengan lafaz sic 4 Sede (&0 15 383255 O 15 s (sebelum
kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka
yang perlu kamu perhitungkan).

Berdasarkan metode takhsis al-‘amm tersebut, maka
hukum yang berlaku adalah “semua perempuan yang ditalak
iddahnya adalah tiga kali quri, kecuali kalau perempuan
tersebut belum dijima’ suaminya maka tidak ada iddah
baginya”.

d. Tasaqut Dalilayn

Tasaqut Dalilayn adalah metode penyelesaian jika dua dalil
saling bertentangan tetapi tidak memungkinkan untuk
mengompromikannya atau memilih salah satu melalui cara-
cara yang telah disebutkan sebelumnya, maka keduanya
gugur sebagai dalil karena adanya pertentangan, sehingga
seorang mujtahid beralih menggunakan dalil yang
tingkatannya lebih rendah.”

Menurut al-Sarakhsi dalam Usil al-Sarakhst: Apabila
tidak mungkin dikompromikan antara dua dalil dan tidak
mungkin pula dilakukan tarjih di antara keduanya, maka
keduanya gugur dari sisi pengamalan, dan mujtahid
berpindah kepada dalil lain dari jenis dalil shar‘i yang lain.”

Al-Bazdawi menjelaskan prinsip yang sama: Jika dua
dalil bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan,
maka jika dapat dilakukan tarjih, dalil yang rajih diamalkan.
Namun jika keduanya seimbang, keduanya gugur, dan

7t Tbid.
72 Al-Sarakhsi, Usul al-Sarakhst, Vol. 2, 86.
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mujtahid kembali kepada dalil lain.”

Tasaqut Dalilayn memiliki beberapa kemungkinan:

1) Jika dua ayat Al-Qur’an bertentangan (dan tidak bisa

diselesaikan dengan metode tarjih), maka ditinggalkan
istidlal (pengambilan dalil) dengan Al-Qur’an dan beralih
kepada Sunnah.

2) Jika dua hadis bertentangan, maka ditinggalkan istidlal

dengan hadis, lalu dialihkan kepada perkataan sahabat
yang dianggap paling tepat,

3) Jika dua hadis bertentangan, maka ditinggalkan istidlal

dengan hadis, lalu dialihkan kepada giyas ketika tidak
ditemukan perkataan sahabat yang bisa dijadikan
rujukan.

4) Jika tidak terdapat dalil sama sekali tanpa adanya dua

dalil yang saling bertentangan, maka wajib kembali
kepada hukum asal yang bersifat umum terhadap suatu
perkara, seakan-akan memang tidak ada dalil yang
menjelaskan hukum tersebut sejak awal. 7

Adapun kriteria ta’arud al-adillah yang bisa ditempuh

metode tasaqut al-dalilayn adalah:

1)
2)

3)

Kedua dalil sama kuat (mutakafi’an) dari segi sanad,
dalalah, dan sumber hukum.

Tidak memungkinkan jam‘ (mengompromikan) dalil-
dalil tersebut.

Tidak ada alasan atau kriteria tarjih yang jelas untuk
memilih salah satu.

7 Al-Bazdawrd, Kashf al-Asrar, Vol. 3, 214
74 Al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islami, Vol. 1, 1179.
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4) Dalam keadaan ini, mujtahid tidak mengamalkan
keduanya, dan mencari dalil lain yang relevan, misalnya
qiyas, istihsan, atau kaidah umum shar*i.

Contoh penerapan mengugurkan hadis dan dialihkan
kepada dalil yang statusnya di bawahnya yaitu giyas: Dua
hadis yang tampak bertentangan tentang salat kusuf
(gerhana). Hadis pertama dari Nu'man bin Bashir, bahwa
Nabi €& bersabda: “Salat kusuf itu empat rukuk dan empat
sujud.” Dan yang kedua dari ‘Aisyah ra, bahwa Rasulullah €&
melaksanakan salat tersebut dengan dua rakaat, empat
rukuk, dan empat sujud.”

Hadis pertama menunjukkan bahwa salat kusuf
dilakukan dengan satu rukuk dan satu berdiri untuk setiap
rakaat, sedangkan hadis kedua menunjukkan bahwa salat itu
dilakukan dengan dua rukuk dan dua berdiri dalam setiap
rakaatnya. Tidak ada yang lebih kuat antara keduanya,
begitu pula tidak ada yang bisa ditarjih (dipilih sebagai yang
lebih kuat). Maka Hanafiyah meninggalkan pengamalan
lahiriah kedua hadis tersebut dan mengambil hukum dengan
giyas, yaitu mengqiyaskan salat kusuf dengan salat-salat
lainnya.”

Contoh penerapan pengguguran dalil dan kembali ke
asal (1Y1): Athar mengenai hukum sumur dan kejatuhan
bangkai di dalamnya. Dari Ibn ‘Umar: “Sumur itu najis.” Dari
Ibn ‘Abbas: “Sumur itu suci.” Yang paling jelas adalah

75 Tbid., 1180.
76 Tbid.
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meninggalkan pengamalan lahiriah kedua atsar tersebut
dan kembali kepada kaidah asal dalam masalah ini, yaitu
sumur itu suci.””

Menurut Hanafiyah, apabila pertentangan dua dalil itu
bukan dalil nass seperti dua giyas, maka wajib bagi mujtahid
untuk mentarjih salah satu dari dua giyas tersebut dengan
standar tarjih pada giyas, seperti mengunggulkan illah
mansusah dari pada illah mustanbatah. Tetapi jika tidak
ditemukan dua giyas yang bisa ditarjih salah satunya atas
yang lain, maka mujtahid harus menentukan mana giyas
yang datang terlebih dahulu, dan mujtahid harus
memantapkan dirinya untuk mengamalkan qiyas tersebut.”

2. Metode Shafi‘lyah

Sebagaimana dibahas dalam kitab Usiil al-Figh al-Islami karya
Wahbah Al-Zuhayli, Shafi‘tyah dalam menyelesaikan dalil-
dalil yang saling bertentangan, membagi metode
penyelesaiannya berdasarkan bentuk dalilnya dalam dua
garis besar, yaitu pertentangan dua dalil qiyas (analogi) dan
pertentangan dua nass (teks dalil), dengan rincian
sebagaimana berikut:

1) Pertengan dua qgiyas

Apabila terdapat dua dalil giyas (analogi) yang tampak saling
bertentangan, maka seorang mujtahid harus mendahulukan
salah satu qiyas tersebut dengan metode tarjih (penguatan)

77 1bid.
78 Tbid., 1181.
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2) Pertentangan antara dua nass.

Adapun jika terdapat dua nass (teks dalil) yang tampak
bertentangan menurut zahirnya bagi mujtahid, maka
Shafi‘iyah, mewajibkan mujtahid untuk meneliti dan
berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut:”

a) Al-Jam‘wa al-Taufiq bi Wajh Maqgbil

Metode al-Jam‘ wa al-Taufig bi Wajh Magqbul adalah upaya
menyelaraskan dua dalil yang tampak bertentangan dengan
cara yang dapat diterima menurut shara‘, akal, dan kaidah
kebahasaan, sehingga keduanya tetap dapat diamalkan
tanpa menafikan salah satunya.

Menurut Shafi‘iyyah apabila memungkinkan, maka cara
ini yang diterima, karena jika tidak memungkinkan untuk
mengamalkan keduanya secara bersamaan, maka tidak
diperbolehkan untuk melakukan tarjih (menguatkan salah
satu dalil). Mengamalkan kedua dalil lebih diutamakan
dibandingkan meninggalkan salah satunya secara total,
karena prinsip asal dalam dalil adalah diamalkan, bukan
ditinggalkan.

Menggunakan kedua dalil yang bertentangan secara
bersamaan, dapat dilakukan dalam tiga kondisi:

Pertama, apabila hukum dari masing-masing dua dalil
yang bertentangan itu masih memungkinkan untuk
diterapkan sebagian-sebagian. Misalnya, dua orang masing-

7 1Tbid., 1182.
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masing mengklaim bahwa sebuah rumah adalah miliknya.
Keduanya sama-sama ingin menguasai rumah itu. Dalam
kasus seperti ini, keduanya menguasai rumah itu utuh
sekaligus tidak dapat dilakukan, karena konsekuensi dari
“penguasaan” masing-masing orang tersebut adalah seluruh
rumah tersebut menjadi milik salah satunya dan yang
lainnya kehilangan kepemilikannya, sehingga tidak
memungkinkan menggabungkan kedua keinginan masing-
masing untuk memiliki rumah ituutuh. Yang memungkinkan
adalah mengompromikan kedua keinganan untuk memiliki
rumah tersebut dengan cara gismah (pembagian), yaitu
rumah tersebut dibagi dua bagian. Hal itu merupakan jalan
kompromi dariduadalil bertentangan, dengan mengamalkan
salah satu sisi.

Kedua, Jika setiap dalil menunjukkan hukum yang
berbeda-beda, maka dikompromikan dengan menjadikan
banyak hukum , dan masing-masing dalil dapat diamalkan
sesuai hukumnya masing-masing. Contohnya adalah sabda
Nabi #&:

sl 3 V) sl 6 Y

Tidak sah shalat seseorang yang bertetangga dengan masjid,
kecuali di masjid itu sendiri.

Hadis ini secara lahir menunjukkan larangan shalat di
luar masjid, namun terdapat dalil lain yang bertentangan
dengan hadis di atas, yang menunjukkan bahwa Nabi #&
pernah membenarkan seseorang yang shalat di luar masjid
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padahal rumahnya bersebelahan dengan masjid jika
seseorang memiliki alasan tertentu.

Dua dalil ini membentuk beberapa hukum, dan masing-
masing dalil diamalkan pada tempatnya: Dari sisi larangan
menunjukkan kesempurnaan (keutamaan), sedangkan
persetujuan Nabi (tagrir) menunjukkan kebolehannya. Maka
hadis pertama menunjukkan sisi kesempurnaan, dan
persetujuan Nabi menunjukkan sisi bolehnya juga. Dengan
demikian, keduanya saling menguatkan pada aspek
kesahihan.®

Ketiga, setiap dalil yang bertentangan tersebut
memberikan hukum yang bersifat umum, yaitu berkaitan
dengan banyak individu. Maka memungkinkan untuk
mengamalkan kedua dalil tersebut sekaligus dengan cara
mendistribusikan penerapannya pada individu-individu.
Jadi, salah satu dalil memberikan hukum pada sebagian
individu, dan dalil lainnya memberikan hukum pada individu
yang lain. Contohnya adalah hadis “Khair al-shuhad ...”
(sebaik-baik saksi ...) yang telah disebutkan sebelumnya.®
Contoh lainnya adalah firman Allah swt:

Dan orang-orang di antara kalian yang meninggal dunia
dan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu
menunggu (masa iddah) empat bulan sepuluh hari (QS. Al-
Baqarah [2]: 234). Ayat tersebut nampak bertentangan dengan
firman Allah swt: Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah
mereka adalah sampai mereka melahirkan (QS. A-Talag: 4).

% Tbid., 1183.
8 Ibid.
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Shafiiyyah mengkompromikan kedua ayat tersebut
dengan jalan takhsis al-‘amm, di mana ayat pertama mencakup
semua wanita secara umum sedangkan ayat kedua memberi
hukum khusus untuk wanita hamil, sehingga ayat kedua
mempersempit keumuman ayat pertama. Dalam metode ini,
dalil yang satu tergantung dengan sebagian lainnya, begitu
juga sebalinya.

Implementasinya adalah, iddah wanita yang ditinggal
mati oleh suaminya berakhir setelah empat bulan sepuluh
hari, baik wanita tersebut hamil atau tidak hamil. Ayat yang
pertama dengan keumumannya menunjukkan bahwa masa
iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya berakhir
setelah melahirkan, baik dia ditalak atau ditinggal mati.
Maka dikompromikan antara dua ayat tersebut dengan cara
mengamalkan masing-masing pada sebagian keadaan, yaitu
dengan mengamalkan masing-masing dalil pada sebagian
individu dan bukan pada sebagian individu lainnya,
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.®

Terkait pertentangan dua ayat tetsebut, Imam al-Nawawi
dalam al-Majmuai* Sharh al-Muhadhdhab menjelaskan “Jika
seorang wanita hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka
masa ‘iddah-nya selesai saat melahirkan, berdasarkan firman
Allah 505 sazg of 55l Ju*\)\ &N j);, ayat ini merupakan

AT

takhsis bagi ayat 17525 e300 Gkl G 257%0

8 1bid., 1183
& Al-Nawaw1. Al-Majmi‘ Sharh al-Muhadhdhab, Vol. 18, 202.
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b) Tarjih

Al-Tarjih (@J"il\) menurut bahasa adalah “kemiringan dan

kecenderungan”. Sepertiucapanrajjahaal-mizan (menjadikan

timbangan miring) jika condong kepada salah satu sisi.
Dalam istilah para ulama ushul, terdapat beberapa

definisi:

(1) Menurut al-Amidi, tarjih adalah :

f}l\uﬁ@uﬁjyé‘;\jb@)&yﬂ\swl

Memberikan keunggulan (kekuatan) pada salah satu dalil atas
dalil lainnya karena adanya faktor yang menguatkan.

Dengan kata lain, menurut al-Amidi, tarjih adalah proses
mendahulukan salah satu dari dua dalil yang tampak
bertentangan berdasarkan adanya indikator atau sebab
yang menjadikannya lebih kuat, baik karena kualitas
sanad, kejelasan makna, tingkat keumuman, atau
kesesuaian dengan dalil yang lebih tinggi (seperti al-
Qur’an).®

(2) Menurut al-Zuhaili:
Tarjih adalah menguatkan salah satu antara dua dalil
dengan salah satunya karena adanya faktor-faktor yang
menjadikan dalil tersebut lebih kuat.*

(3) Para fugaha” Shafi’iyyah:
Tarjih adalah memperkuat salah satu dari dua dalil zanni
atas dalil yang lain agar diamalkan. Shafi'iyah
mengkhusukan tarjih hanya pada dua dalil yang bersifat

8 Al-Amidi, al-Thkam fi Usiil al-Ahkam, Vol. 3, 174.
8 Al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islam, Vol. 2, 1184.
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zanni, karena tarjih tidak berlaku pada perkara-perkara
yang qat', dan tidak pula antara yang yang qat‘i dengan
yang zanni ketika keduanya bertentangan. ®

Dari definisi ini dipahami bahwa tarjih hanya terjadi
antara dua hal yang sama kuat dalam tingkatannya. Maka
tidak dikatakan, Al-Qur’an lebih unggul dari khabar (hadis)
ahad, karena Al-Qur'an memang sudah pasti lebih kuat.
Tidak pula dikatakan, khabar ahad lebih unggul dibanding
qiyas. Jika ada dua dalil yang sama tingkatannya, lalu salah
satunya lebih kuat, maka itulah yang dipilih (ditarjihkan).
Dengan tarjih, seorang mujtahid akan menguatkan dalil yang
paling kuat setelah melakukan penelitian terhadap dalil
tersebut.

Madhhab Shafi‘i memiliki sejumlah kriteria objektif
dalam menentukan dalil yang rgjih (lebih kuat). Prinsip-
prinsip ini dijabarkan secara komprehensif oleh ulama
ustliyyin Safi‘iyyah:

a. Kekuatan Sumber Dalil (Maratib al-Adillah)

Dalil yang bersumber dari al-Qur'an didahulukan atas

hadis, hadis mutawatir atas ahad, dan seterusnya. Al-

Syafi‘i dalam al-Risalah menegaskan:

0SS o 8 W 35 5
Tidak boleh hadis ahad bertentangan dengan Kitab
Allah.

8 Tbid., 1186
8 Al-Shafi‘1, al-Risalah, 460.
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Ini menunjukkan prinsip bahwa dalil dengan tingkat
kesinambungan transmisi lebih tinggi memiliki kekuatan
lebih kuat.

b. Kekuatan Sanad dan Periwayatan

Dalam hadis, Shafi‘iyyah mendahulukan riwayat yang

lebih sahih dari sisi sanad, keadilan perawi, dan

kesinambungan (ittisal al-sanad). Hadis riwayat Bukhari
dan Muslim diutamakan atas hadis dalam kitab lain bila

terjadi perbedaan kualitas. Contoh tentang ini di

antaranya adalah :

(a) Mendahulukan riwayat ‘Aisyah radiyallah ‘anha dalam
permasalahan (gl »la)) (bertemunya dua alat vital
yang dikhitan) daripada riwayat Abu Hurairah
mengenai ucapannya W[ O AW Lu\ (Sesungguhnya
air—mandi wajib—itu karena keluarnya air—mani).

(b) Mendahulukan riwayat ‘Aisyah radiyallah ‘anha bahwa
Nabi #pernah memasuki waktu pagi dalam keadaan
junub, sedangkanbeliautetap berpuasa, dibandingkan
dengan riwayat Abu Hurairah yang menyatakan
bahwa Nabi #bersabda: ‘Barang siapa memasuki
pagi hari dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa
baginya,” karena ‘Aisyah lebih mengetahui kondisi
Nabi #¢. Dan masih banyak lagi contoh lain yang
mengikuti pola tersebut.®

c. Kejelasan Makna (Wudith al-Dalalah)
Dalil yang berstatus nass (tegas) didahulukan atas yang

88 Al-Zuhayli, Usal al-Figh al-Islami, Vol. 2, 1187.
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zahir (indikatif), sedangkan yang muhkam didahulukan
atas yang mutashabih.

. Kesesuaian dengan Kaidah Syariat Umum (Qawa‘id al-
Shar‘iyyah)

Dalil yang sejalan dengan prinsip umum syariat seperti
raf* al-haraj (menghilangkan kesulitan) dan tahqiq al-
maslahah (mewujudkan kemaslahatan) dianggap lebih
kuat bila terjadi pertentangan yang seimbang.

. Diamalkan oleh Ulama Salaf dan Jumhur

Pendapat atau dalil yang diamalkan oleh mayoritas
sahabat dan fugaha’ lebih diunggulkan. Dalam al-Bahr al-
Muhit, al-Zarkashi menyebut:

aldall e ais 4 Vpama Joil) O w0 2
Termasuk faktor tarjih ialah ketika suatu pendapat diamalkan
oleh mayoritas ulama.

c) Naskh

(1) Menurut bahasa, kata c.v: (nasakha) dalam Bahasa
Arab memiliki dua makna:

Pertama, “pembatalan dan penghapusan”, seperti perkataan
JEN 28 528 (matahari menghapus bayangan), dan c.5238

s 521 J6T 7531 (angin menghapus jejak sesuatu) maksudnya

menghilangkannya. Contohnya: CURI Cii) &3 (uban

menghapus masa muda). Dari sini juga berasal ungkapan

“lenyapnya generasi demi generasi.”

® Badr al-Din al-Zarkarshi, Al-Bahr al-Muhit fi Usil al-Figh, Vol. 6

(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1414 H), 158.
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Kedua, “pemindahan” dan “penyalinan” dari suatu
keadaan ke keadaan lain dengan tetapnya sesuatu yang
disalin pada dirinya, seperti ungkapan o) E5.3 artinya
aku menyalinnya (menulis kembali isinya). Di antara firman
Allah Ta‘ala dalam Surah Al-Jathiyah [45]: Ayat 29:

< ez es 3 067, 8& (8
RREFEE SR IRCEE g

Sesungguhnya Kami menyalin apa yang kalian kerjakan.

Demikian pula kata <. 2\3:.3\ ’CNL., berarti perpindahan
harta warisan dari satu ahli waris ke ahli waris lain, dan
tanasukhu al-arwah berarti perpindahan ruh dari satu tubuh
ke tubuh lainnya.”

Sedangkan pengertian naskh dalam istilah para ahli
ushul memiliki dua definisi yang masyhur:

Pertama, ialah penjelasan tentang berakhirnya masa
berlaku suatu hukum shar1 dengan cara pensyariatan
hukum lain yang datang setelahnya. Maksud dari
“berakhirnya” (s\gsV!) adalah bahwa hukum yang dinasakh
itu telah ditentukan oleh Allah batas waktunya, sehingga
ketika batas itu tercapai maka hukum tersebut berakhir.
Menurut al-Zuhaili, ini adalah definisi menurut Al-Razi dan
Al-Baidlawi.”

Kedua, menghapus hukum shar‘1 dengan dalil shari yang
datang kemudian. Ini adalah definisi menurut Ibnu al-Hajib,
dan hampir sama dengan definisi Al-Qadhi al-Bagillani yaitu

0 Al-Zuhailt, Usal al-Figh al-Islami, Vol. 2, 933.
1 Tbid., 935.
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“penghapusan hukum shar‘i dengan cara shar‘i yang datang
kemudian,” Pendapat al-Ghazali juga ada di kelompok ini,
yaitu “penyingkapan dalil bahwa hukum yang tetap dengan
perintah terdahulu telah dihapus dengan dalil baru yang
datang setelahnya. Begitu juga dengan al-Amidi”*

(2) Rukun-Rukun Naskh

Berdasarkan definisi naskh di atas, maka naskh memiliki
empat rukun, yaitu: Adat al-Naskh (alat naskh) yaitu perkataan
yang menunjukkan kepada penghapusan hukum yang tetap;
Al-Nasikh (yang menghapus hukum), yaitu Allah swt. karena
Dia memiliki kedudukan tertingi dan mutlak terhadap
hukum, maka hanya dia yang punya wewenang menghapus
hukum; Al-Mansukh (hukum yang dihapus); Al-Mansukh ‘anhu
(yang terkena penghapusan hukum) yaitu manusia (mukallaf)
yang dikenai tuntutan hukum.”

Contoh naskh adalah dihapusnya hukum wasiat untuk
kedua orang tua dan dihapusnya hukum menunggu selama
setahun penuh bagi istri yang ditingal mati suaminya.

Pada hakikatnya yang melakukan nasikh (penghapusan)
adalah Allah swt. Terkadang kata “nasikh” digunakan secara
majazi (kiasan) untuk menyebut hukum shar? yang
menghapus hukum lain, contohnya wewajiban puasa
Ramadan telah menghapus kewajiban puasa Asyura,
sehinggateks yang menyebut kewajiban puasa Ramadan
disebut nasikh secara majazi; Atau untuk menyebut mukallaf

%2 Tbid; Al-Amidi, Al-Thkam fi Usiil al-Ahkam, Vol. 3, 156.
% Al-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islam, Vol. 2, 936
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yang meyakini penghapusan hukum, contohnya fulan

menghapus ayat Al-Qur’an dengan sunnah,” maksudnya dia

meyakini hal tersebut, maka ia adalah nasikh, (penghapus
hukum sebelumnya); Ayat pedang yang disebutkan telah
menghapus (menasakh) ayat-ayat tentang perdamaian dan
seruan dengan kebijaksanaan serta nasihat yang baik. Maka
ayat pedang itu adalah nasihah (ayat penghapus).

Madhhab Shafi‘i mensyaratkan beberapa hal agar naskh
dapat diterapkan:

(a) Kedua dalil sama-sama kuat (sama-sama dari wahyu:
Qur’an dan Sunnah sahihah).

(b) Tidak mungkin dikompromikan (jam‘) antara keduanya.

(c) Diketahui urutan waktu turunnya (mana yang datang
lebih dulu dan mana yang datang kemudian).

(d) Dalil yang datang kemudian meniadakan hukum
sebelumnya secara keseluruhan atau Sebagian: “Tidak
berlaku naskh kecuali dengan syarat diketahui
keterlambatan salah satu dalil dan tidak mungkin
dikompromikan.”**

d) Tasaqut ad-dalilayn (kedua dalil gugur)
(1) Pengertian

Secarabahasa, L.\ (tasaqut) berartisalingmenggugurkan
atau saling jatuh satu sama lain. Secara istilah dalam ilmu
ustl al-figh, Tasaqut ad-Dalilayn berarti:

" Imam alHaramayn aljuwayni, Al-Burhan fi Usil al-Figh, Vol. 2
(Qatar: Matba‘at alDawrah alHadithah, 1399 H), 1082
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Lol ye oroyladl) Al bgan o Al Lasls

Tasaqut ad-dalilayn adalah gugurnya dua dalil yang saling
bertentangan dari ke-hujjah-an ketika tidak mungkin
dilakukan kompromi (jam‘), tarjih, maupun nasakh.”

Dengan demikian, metode ini digunakan ketika dua dalil
bertentangan secara hakiki, dan tidak ada cara lain untuk
menyelesaikannya melalui metode jam‘ (kompromi), nasakh,
atau tarjih (penguatan salah satu). Dengan kata lain, metode
ini diterapkan ketika dua dalil yang tampak bertentangan
tidak mungkin:

(a) Dikompromikan (al-jam‘ baynahuma);
(b) Dinasakh (karena tidak diketahui mana yang lebih dulu);
(c) Ditentukan yang lebih kuat (tarjih).

Maka, kedua dalil yang bertentangan tersebut dianggap
tidak berlaku dalam kasus tersebut, dan hukum ditetapkan
melalui dalil lain yang bersifat umum, qiyas, atau ihtiyat
(kehati-hatian).

(2) Pandangan Umum Ulama Usil
Mayoritas ulama sepakat bahwa tasaqut hanya digunakan
dalam kondisi sangat darurat, ketika semua jalan
penyelesaian ta‘arud sudah buntu.
(a) Al-Amidi mengatakan:
“Jika dua dalil sama kuat dan tidak bisa dijam‘ atau
ditarjih,makakeduanyatasaqut,dan hukum dikembalikan
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kepada dalil umum atau qgiyas.”

(b) Al-Juwayni juga menyebut:

“Apabila dua dalil yang saling bertentangan tidak dapat
ditarjih, maka keduanya gugur dari ke-hujjah-an, dan
kita kembali kepada dalil lain.”™®

(c) Menurut al-Zarkashi dalam Al-Bahr al-Muhit:

“Jika dua dalil bertentangan, dan tidak mungkin dijam*
atau ditarjth, maka sebagian ulama Syafi‘iyyah
berpendapat keduanya gugur, dan dikembalikan kepada
dalil lain.”?”

(d) Namun, Imamal-Shafi‘isendiri sangatjarangmembiarkan
dalil gugur. Dalam Al-Risalah, beliau justru menunjukkan
kecenderungan mengharmoniskan dalil semaksimal
mungkin, karena: “Tidak ada dua dalil sahih dari
Rasulullah #gyang benar-benar bertentangan tanpa
kemungkinan jam*.”*

E. Ringkasan

1. Pengertian Ta‘arud al-Adillah
a. Pengertian etimologi: Kata ta‘drud al-adillah terdiri
dari dua kata ta‘arud dan al-adillah. Ta‘arud berarti
saling bertentangan, sedangkan al-adillah merupakan
bentuk jamak (plural) dari kata dalil yang berarti
petunjuk, bukti, atau alasan. Dengan demikian secara

% Al-Amidi, Al-Thkam fi Usil al-Ahkam, Vol. 4, 184.

% Al-Juwayni, Al-Burhan fi Usil al-Figh, Vol. 2, 803.

7 Al-Zarkashi, Al-Bahr al-Muhit fi Usil al-Figh, Vol. 4, 221.
¢ Al-Shafi‘1, Al-Risalah, . 27-28.

©
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bahasa, ta‘arud al-adillah bermakna pertentangan
beberapa dalil atau petunjuk.

Pengertian terminologi: Ta‘arud al-adillah adalah
sebuah konsep yang merujuk pada situasi di mana
dua atau lebih dalil shar‘i tampak saling bertentangan
atau kontradiktif dalam menetapkan hukum pada
satu persoalan yang sama. dan tidak mungkin untuk
dikompromikan.

. Jenis-Jenis Ta‘arud al-Adillah: Berdasarkan tingkat
kepastian dalil terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

a.

Pertentangan antara dua dalil qati: Antara ayat
a-Qur’an dengan ayat al-Qur’an dan antara ayat al-
Qur’an dengan hadis mutawatir

Pertentangan antara dalil qat‘7 dan dalil zanni: Antara
ayat al-Qur’an dengan hadis ahad dan antara hadis
mutawatir dengan hadis ahad.

pertentangan antara dua dalil zanni: Antara hadis
ahad dengan hadis ahad dan antara hadis ahad
dengan qiyas

. Metode Penyelesaian Ta‘arud al-Adillah

a.

Metode Hanafiyyah:

1) Naskh: Al-Naskh adalah upaya mujtahid untuk
meneliti sejarah dua nass (teks shar‘i), sehingga
apabila diketahui bahwa salah satunya lebih
dahulu dan yang lain datang kemudian, maka
hukum yang datang belakangan menghapus
(nasikh) bagi yang terdahulu (manstikh).
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2) Tarjih: Mendahulukan salah satu dalil yang tampak

bertentangan atas dalil lainnya berdasarkan

adanya unsur keunggulan (marjihiyyah) dalam

aspek tertentu

3) Jam’wa al-Taufig: Mengompromikan dua dalil yang

tampak bertentangan, sehingga keduanya dapat

diamalkan tanpa menolak salah satunya. Metode

ini terbagi menjadi empat:

a)

b)

c)

Tanwi: Mengompromikan dua dalil yang
tampak bertentangan dengan memahami
bahwa keduanya menunjukkan variasi cara
pelaksanaan hukum shar‘i, bukan perbedaan
hukum yang saling meniadakan.

Taqyid al-Mutldg: Metode pembatasan makna
lafaz mutlak (umum) dengan lafaz muqgayyad
(terikat) atau dengan kata lain, membatasi
hukum yang tadinya mutlak menjadi lebih
spesifik. Ini terjadi dalam ushul figih dan tafsir
ketika sebuah lafaz yang bersifat umum
(mutlak) dijelaskan lebih lanjut oleh teks lain
yang lebih spesifik (mugayyad), dengan syarat
keduanya memiliki hukum dan sebab yang
sama.

Takhsis bi al-Tab‘id: Takhsis bi al-tab‘id adalah
salah satu bentuk takhsis al-‘amm dengan
cara menjadikan sebagian dari cakupan lafaz
umum itu tetap berlaku dan sebagian lainnya
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tidak berlaku, berdasarkan dalil atau indikasi
lain. Dengan kata lain, lafaz umum (‘amm)
tidak dihapus seluruhnya sebagaimana naskh,
tetapi hanya dibatasi pada sebagian kelompok,
keadaan, atau kondisi tertentu.

d) Takhsis al-‘Amm: Menyatukan dua dalil yang
tampak bertentangan, di mana salah satu
bersifat umum (‘amm) dan yang lain bersifat
khusus (khass). Dalil yang bersifat khusus
dijadikan sebagai mubayyin (penjelas) dan
pembatas bagi keumuman dalil yang umum,
sehingga keduanya dapat diamalkan tanpa
menafikan salah satu dari keduanya.

4) Tasaqut Dalalayn: Apabila tidak mungkin
dikompromikan antara dua dalil dan tidak
mungkin pula dilakukan tarjih di antara keduanya,
maka keduanya gugur dari sisi pengamalan, dan
mujtahid berpindah kepada dalil lain dari jenis
dalil shar'i yang lain.

b. Metode Shafiiyyah

1) Al-Jam* wa al-Taufig bi Wajh Magqbil: upaya
menyelaraskan dua dalil yang tampak
bertentangan dengan cara yang dapat diterima
menurut syara‘, akal, dan kaidah kebahasaan,
sehingga keduanya tetap dapat diamalkan tanpa
menafikan salah satunya.
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2) Tarjih: adalah proses mendahulukan salah satu
dari dua dalil yang tampak bertentangan
berdasarkan adanya indikator atau sebab yang
menjadikannya lebih kuat, baik karena kualitas
sanad, kejelasan makna, tingkat keumuman, atau
kesesuaian dengan dalil yang lebih tinggi (seperti
al-Qur’an).

3) Naskh: Menghapus hukum shari dengan dalil
shar‘1 yang datang kemudian

4) Tasaqut Dalalayn: gugurnya dua dalil yang saling
bertentangan dari ke-hujjah-an ketika tidak
mungkin dilakukan kompromi (jam‘), tarjih,
maupun nasakh

. Latihan

1. Jelaskan makna ta‘arud al-adillah secara etimologis dan

terminologis, kemudian analisis apakah semua bentuk
pertentangan dalil selalu menunjukkan kontradiksi
hakiki. Berikan argumen dan contoh.

. Bedakan antara pertentangan dalil yang terjadi pada dua
teks qat, dua teks zanni, serta antara qat7 dan zanni.
Bagaimana  perbedaan  tingkat kepastian  ini
mempengaruhi cara penyelesaiannya?

. Bandingkan metode penyelesaian ta'‘arud menurut
mazhab Shafiiyyah yang termasuk Jumhur dan
Hanafiyyah. Dalam aspek apa pendekatan keduanya
bertemu, dan pada titik mana keduanya berpisah secara
metodologis?
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. Jelaskan prinsip dasar jam® wa al-tawfiq. Mengapa ulama
mengutamakannya sebelum beralih ke metode lain
seperti takhsis atau naskh? Sertakan contoh aplikatif.

. Analisis perbedaan antara takhsis al-‘amm dan taqyid al-
mutlaq. Dalam kasus apa keduanya dapat tampak mirip,
dan bagaimana membedakannya secara metodologis?

. Pada konteks naskh, jelaskan syarat-syarat terjadinya
penghapusan hukum, kemudian analisis mengapa ulama
kontemporer sangat berhati-hati dalam menyatakan
adanya naskh.

. Berikan satu contoh ayat atau hadis yang tampak
bertentangan, kemudian demonstrasikan proses
penyelesaian bertahap mulai dari jam', tarjih, hingga
kemungkinan naskh. Jelaskan alasan pemilihan metode.
. Dalam beberapa kasus, pertentangan dalil muncul bukan
karena makna, tetapi karena perbedaan sebab, konteks,
atau tujuan hukum. Jelaskan bagaimana analisis maqasid
al-syari‘ah dapat menyelesaikan bentuk ta‘arud semacam
ini.
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BAB X

Konsep Maslahah
dalam Hukum Islam

Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami hakikat maslahah
(kemaslahatan) sebagai konsep sentral dalam hukum Islam dan filsafat
pembentukan hukum. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
pengertian maslahah secara etimologis dan terminologis, jenis-
jenisnya (mu‘tabarah, mulghah, mursalah), serta kedudukannya dalam
struktur maqasid al-syari'ah. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa
memahami hubungan antara maslahah dengan nilai-nilai keadilan,
kemanusiaan, dan ketertiban sosial yang menjadi tujuan utama syariat.
Melalui studi terhadap karya-karya al-Ghazali, al-Syatibi, dan ulama
klasik lainnya, mahasiswa akan menelaah landasan rasional dan normatif
penerapan maslahah sebagai basis hukum. Bab ini juga memperkenalkan
prinsip hierarki kebutuhan manusia (dardriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat)
sebagai fondasi teoretis untuk memahami relevansi hukum Islam
terhadap dinamika sosial. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu
memandang maslahah bukan sekadar konsep moral, tetapi sebagai
instrumen metodologis yang menjembatani antara teks syar'i dan realitas
kehidupan manusia secara rasional dan berkeadaban.
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Teoritujuan hukumIslam, ataumagasid al-shar’ah, merupakan
pilar utama dalam pemahaman filosofi hukum Islam. Secara
esensial, Magqasid al-shari’ah adalah studi tentang hikmah,
rahasia, dan tujuan hakiki yang melandasi setiap penetapan
hukum dalam shari‘ah, bertujuan untuk merealisasikan
kemaslahatan bagi umat manusia. Tidak ada satu pun hukum
yang ditetapkan oleh Allah SWT melainkan bertujuan untuk
menarik manfaat (jalb al-manfa‘ah) dan menolak kerusakan
(daf* al-mafsadah) bagi manusia, baik di dunia maupun di
akhirat. Konsep sentral yang menopang seluruh arsitektur
magqadsid al-shariah adalah maslahah (kepentingan atau
kemaslahatan).

Dalam bab ini, kita akan menyelami konsep penting
dalam usul al-Figh, yakni maslahah sebagai sebuah prinsip
yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum demi
kemaslahatan umat. Pemahaman terhadap maslahah tidak
hanya memperkaya wawasan kita tentang dinamika fikih,
tetapi juga membuka cakrawala berpikir tentang bagaimana
syari‘ah senantiasa relevan dan adaptif terhadap perubahan
zaman,

Bab ini akan dibagi ke dalam tiga bagian utama:
pengertian dan landasan maslahah, peringkat dan sektor
maslahah, dan hubungan maslahah dengan magqasid al-
shart’ah
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A. Pengertian Maslahah

Kata al-maslahah (i>l2ll) berasal dari akar kata salaha-
yasluhu, yang berarti baik, sesuai, atau bermanfaat. Lawan
katanya adalah mafsadah (kerusakan). Secara etimologis, ia
berkaitan erat dengan ide tentang salah (kebaikan dan
perbaikan), sebagaimana dalam firman Allah:

ESBE G YL )l )

Artinya: “Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan
sesuai dengan kesanggupanku”. (QS. Had [11]: 88)

Sementara itu, secara terminologis, maslahah
merupakan manfaat atau kebaikan yang diakui oleh syara*
karena sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Imam al-Ghazali
(w. 505 H) memberikan definisi yang sangat berpengaruh
tenatng maslahah sebagai berikut:

O L ﬁ.a tfﬁ\ dpais o $Lasl-l| Ty Idal)”

“ododaas 54 i) Jyol sin
Maslahah adalah upaya menjaga maksud (tujuan) syariat.
Maka, segala sesuatu yang dapat menjamin terpeliharanya

lima pokok dasar tersebut (al-usul al-khamsah) termasuk
dalam kategori maslahah.!

Yang dimaksud dengan al-usul al-khamsah adalah lima
hal poko yang jijaga kemaslahatannya, yakni: agama (din),
jiwa (nafs), akal (‘aqgl), keturunan (nasl), dan harta (mal). Oleh

! al-Ghazali, Al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Usiil (Madinah: al-Jami‘ah
al-Islamiyyah, Kulliyyah al-Syart‘ah, n.d.), 486.
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karena itu, segala bentuk kebijakan, tindakan, atau hukum
yang menjamin keberlangsungan dan perlindungan
terhadap kelima aspek tersebut dianggap sebagai maslahah
dan sejalan dengan ruh syariat; sebaliknya, segala hal yang
merusak atau mengancamnya termasuk  mafsadah
(kerusakan) yang harus dihindari.

Menurutal-Shatibi, kemaslahatanbersifatkomprehensif,
yakni kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.

s Jardl Jolad) G slad) illial g Ll 1) oy )

Pernyataan al-Shatibi mengandung makna bahwa tujuan
utama dari penetapan syariat oleh Allah adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam
kehidupan dunia maupun akhirat.? Syariat tidak diturunkan
semata-mata sebagai aturan formal, melainkan sebagai
pedoman yang menjaga dan mengembangkan lima aspek
utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dengan mengikuti syariat, manusia dapat meraih
kebahagiaan, keadilan, dan ketenteraman di dunia, serta
keselamatan dan pahala di akhirat. Prinsip ini mencerminkan
konsep magqasid al-shari’ah, yaitu bahwa hukum Islam
bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak
mudarat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam pandangan ulama, konsep maslahah lahir dari
pengamatan terhadap pola umum syariat. Al-Shatibi
misalnya, dengan metode induktif menyimpulkan bahwa

2 al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al-Shariah, ed. Abdullzh Diraz
(Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).
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seluruh hukum Islam memiliki tujuan yang bermuara pada
jalb al-manfa‘ah wa dar’ al-mafsadah (mendatangkan
manfaat dan menolak mudarat).?

Dengan menggunakan metode istigra’ (induktif), al-
Shatibi menelusuri secara menyeluruh ayat-ayat al-Qur’an
dan hadis-hadis hukum untuk menemukan pola umum yang
mendasari seluruh ketentuan syariat. Dari pengamatan
induktif itu, ia sampai pada pengetahuan yang bersifat gat‘’
(definitif) bahwa seluruh hukum Islam tidak lain adalah
sarana untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia
dan akhirat. Al-Shatibi menunjukkan bahwa setiap perintah
dan larangan syariat, baik yang bersifat ibadah maupun
mu‘amalah, secara konsisten bertujuan menjaga dan
mengembangkan lima kebutuhan pokok kehidupan —
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, melalui
metode istigra’ yang sistematis dan menyeluruh, al-Shatibi
menegaskan bahwa magasid al-shari‘ah bukan hasil penalaran
spekulatif, tetapi kesimpulan pasti dari pengamatan
terhadap keseluruhan struktur dan ruh hukum Islam.*

B. Landasan Normatif Maslahah

Prinsip bahwa hukum bertujuan untuk Maslahah umat

(ri‘@yah al-masalih) terbukti dari berbagai sumber:

1. Tujuan Rahmat: Pengutusan Nabi Muhammad SAW
adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam.
Rahmat ini diwujudkan melalui penetapan hukum yang

3 al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usiil al-Shariah.
*  al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usiil al-Shariah.
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mensejahterakan dan adil. Al-Qur’an Surah al-Anbiya’
[21]:107

JJ\A.U P Y\ _S\.:.L;}\ \.Aj

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad)
melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam”.

Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh risalah Islam
bertujuan membawa rahmat, yakni kemaslahatan dan
kebaikan universal bagi manusia dan seluruh makhluk.
Makna rahmah di sini identik dengan maslahah, sebab
syariat tidak diturunkan kecuali untuk menghadirkan
kebaikan (jalb al-manfa‘ah) dan menolak keburukan (daf
al-mafsadah).

. PenolakanKesulitan (Raf al-Haraj): Al-Qur’an menegaskan
bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak
menghendaki kesulitan bagi manusia. Allah berfirman
dalam Surah al-Ma’idah [5]:6:

éfj.;.ﬁ.’ﬁ.\_sjué:_ljcﬂ Oﬁrb«\&dvd \.«\JJJ\.A

“Allah tidak menghendakl untuk menjadlkan kesulitan bagl
kalian, tetapi Dia menghendaki untuk membersihkan kalian

dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian agar kalian
bersyukur.”

Prinsip raf al-haraj (menghilangkan kesulitan)
merupakan fondasi utama magqasid al-shari'ah. Semua
perintah dan larangan bertujuan mendidik manusia
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dalam kemudahan, keseimbangan, dan kebersihan
moral, sehingga tercipta kehidupan yang maslahat.
Hal ini melahirkan kaidah bahwa “kesukaran menarik
kemudahan” (al-mashaqqatu tajlib al-taysir).
. Penolakan Bahaya (la darara): Hadis Nabi SAW yang
masyhur menyatakan:

S Y555
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh
membahayakan orang lain” (La darara wa la dirara).

Hadis ini dianggap sebagai prinsip fundamental yang
menegaskan pentingnya menolak bahaya (daf* al-darar).
Hadis ini merupakan prinsip universal dalam hukum
Islam yang menjadi dasar bagi larangan terhadap segala
bentuk kemudaratan. Menurut al-Shatibi, larangan
terhadap darar (bahaya) adalah bentuk nyata dari upaya
menjaga maslahah. Segala hukum yang bertujuan
mencegah kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta termasuk dalam realisasi prinsip ini.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, dapat

disimpulkan bahwa landasan normatif maslahah tertanam

dalam prinsip-prinsip dasar syariat: kasih sayang (rahmah),
kemudahan (taysir), penghapusan kesulitan (raf* al-haraj),
dan pencegahan bahaya (daf al-darar). Melalui metode
istigra’, al-Shatibi menyimpulkan bahwa seluruh hukum

Islam memiliki orientasi tunggal — yakni mewujudkan
kemaslahatan manusia dalam kerangka ibadah, moralitas,

dan kehidupan sosial yang harmonis.
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C. Peringkat, Ragam dan Skop Maslahah

1. Peringkat maslahah

Maslahah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan utama:

Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat. Al-Ghazali adalah ulama

yang mempopulerkan konsep ‘pemeliharaan’ (hifz) dalam

kerangka Daruriyyat. Di bawah ini ditabelkan klasifikasi

peringkat/level maslahah disertai dengan penjelasan, sifat

hukum dan contoh penerapan:

Tabel 1: Peringkat Maslahah (Hirarki Kepentingan)

Ketiadaannya tidak
menyebabkan kesulitan
besar.

Peringkat | Definisi Sifat Hukum | Contoh Penerapan
o Esensial/Primer: Wajib (Wajib) | Kewajiban salat
g Kepentingan yang wajib atau terlarang | (melindungi agama),
= dipelihara karena tanpanya | (Daram) secara | larangan membunuh
s kehidupan di dunia dan mutlak. (melindungi jiwa).
akhirat akan hancur.
Sekunder/Kebutuhan: Menarik Keringanan
Kepentingan yang kemudahan (Rukhsah) dalam
g beﬁupgsimenghﬂangkan (Taysm). ibadah (bagi musafir),
= kesulitan (Daraj) dan pembolehan kontrak
= penderitaan, meskipun ijarah (sewa).
ketiadaannya tidak
merusak dasar kehidupan.
Tersier/Pelengkap: Dianjurkan Menjaga kebersihan,
Kepentingan yang (Mandab) atau | berhemat, dan
s membawa keindahan, dibenci menghindari radha’il
= moralitas, dan (Makrah). (perilaku rendahan).
Eg kesempurnaan etika.
s
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Dalam teori magqasid al-shari'ah, maslahah terbagi
menjaditigatingkat: dartriyyat (primer), hajiyyat (sekunder),
dan tahsiniyyat (tersier), namun ketiganya bersifat dinamis
dan saling terkait. Ketika kebutuhan pada tingkat hajiyyat
dan tahsiniyyat diabaikan secara luas, maka dampaknya
dapat merembet hingga mengancam keberlangsungan
dartriyyat, sehingga statusnya meningkat menjadi
kebutuhan pokok. Misalnya, pendidikan dan teknologi
informasi pada masa lalu mungkin tergolong hajiyyat, tetapi
dieramodern, pengabaian terhadap keduanya menyebabkan
kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan struktural yang
mengancam keselamatan akal, harta, dan martabat manusia;
akibatnya, keduanyaberubah menjadibagian daridarariyyat.
Dengan demikian, menjaga kemaslahatan pada semua
tingkat merupakan bagian integral dari perlindungan syariat
terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh.

Apa yang dijaga kemaslahatannya oleh syariah? Apa
yang dijaga oleh syariah disebut dengan al-dartiriyyat al-khamsah
(Lima Hal Pokok). Inti dari Darariyyat adalah lima hal pokok
yang diidentifikasi melalui induksi dari hukum-hukum yang
menetapkan hukuman (Hudiid) dan keharusan (Fard’id).
secara hirarkis 5 kebutuhan pokok tersebut adalah:

1. Hifz al-Din (Memelihara Agama): Melalui penegakan
keyakinan (‘agidah), kewajiban ibadah, dan memerangi
bid‘ah/kemurtadan.

2. Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa): Melalui larangan
pembunuhan, penetapan Qisas (retaliasi yang adil), dan
kewajiban menyediakan kebutuhan dasar.
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3. Hifz al-‘Aql (Memelihara Akal): Melalui pengharaman zat
yang memabukkan (seperti khamr), karena merusak
fungsi akal, dan kewajiban menuntut ilmu.

4. Hifz al-Nasl ~(Memelihara Keturunan):  Melalui
pelegitimasian pernikahan (Nikah) dan penetapan
hukuman bagi perzinahan, serta perlindungan keluarga.

5. Hifz al-Mal (Memelihara Harta): Melalui pengakuan hak
milik, pengharaman riba, larangan mencuri, dan jaminan
keadilan dalam transaksi.

Beberapa ulama, seperti al-Qarafi, menambahkan hifz al-
‘ird (Memelihara Kehormatan) yang terpisah, didasarkan
pada penetapan hukuman bagi tuduhan zina (qadhf).

2. Ragam dan Skop Magasid al-Syari‘ah

Dalam kajian maqasid al-syari‘ah, para ulama membagi
tujuan-tujuan syariat ini berdasarkan cakupan (scope) dan
tingkat kepastiannya (gath‘iyyah-zanniyyah). Pembagian ini
penting untuk memahami bagaimana hukum Islam bekerja
pada level yang luas (umum) hingga yang sangat spesifik
(parsial).

a. Al-Magasid al-‘Ammah (Tujuan Umum Syariat)
Kategori ini mencakup maqasid yang berlaku untuk seluruh
atau sebagian besar bidang hukum Islam (figh dan tashrt’).
Dengan kata lain, ia merupakan prinsip-prinsip besar yang
menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum Islam. Karena
sifatnya yang menyeluruh, maqasid jenis ini sering disebut
magqasid al-syari‘ah secara mutlak.
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Contohnya adalah perlindungan terhadap agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta—yang dikenal sebagai al-
daruriyyat al-khamsah. Maqasid semacam ini bersifat paling
penting dan paling universal, karena menjadi fondasi moral
dan rasional di balik semua hukum Islam. Maka, semakin
umum suatu maqasid, semakin besar pula tingkat urgensinya
dalam keseluruhan sistem syariat.

b. Al-Magqasid al-Khassah (Tujuan Khusus Syariat)
Magqasid jenis ini tidak berlaku untuk semua bidang hukum,
tetapi untuk kelompok hukum tertentu yang memiliki
karakteristik serupa. Artinya, syariat memiliki tujuan
spesifik yang hendak dicapai dalam tema hukum tertentu.

Contoh penerapannya dapat dilihat dalam berbagai
bidang:

»  Hukum keluarga (ahwal syakhsiyyah), misalnya untuk
menjaga keharmonisan rumah tangga dan melindungi
keturunan.

¢ Hukum mu‘amalah (transaksi sosial-ekonomi), yang
tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan mencegah
eksploitasi.

¢ Hukum peradilan dan kesaksian, yang menekankan
pencarian kebenaran dan keadilan substantif.

¢ Hukum filantropi Islam (zakat, wakaf, infak), yang
bertujuan menegakkan solidaritas sosial.

¢ Hukum pidana dan ta‘zir, yang dimaksudkan untuk
menjaga ketertiban masyarakat serta menegakkan efek
jera dan keadilan.
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Dengan demikian, maqasid al-khassah memberi arah
bagi perumusan hukum dalam sektor-sektor tertentu agar
tetap sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan.

c. Al-Magasid al-Juz’iyyah (Tujuan Parsial Syariat)

Ini adalah maqasid pada tingkat yang paling spesifik, yakni

tujuan di balik setiap hukum tertentu (juz’i). Dalam setiap

hukum, baik yang bersifat wajib, haram, sunnah, makruh,

maupun mubah (dalam kategori hukum taklifi dan wad‘),

terdapat hikmah atau tujuan yang ingin dicapai oleh syariat.

Misalnya:

« Akad rahn (gadai) disyariatkan untuk menumbuhkan
kepercayaan antara pemberi dan penerima pinjaman.

« Akad nikah bertujuan membentuk lembaga keluarga
yang stabil dan penuh tanggung jawab.

« Talak (perceraian) dibolehkan untuk menghindari
bahaya (darar) yang berkelanjutan dalam rumah tangga.

Para ahli fikih (fugaha’) sangat memperhatikan maqasid
pada level ini karena mereka berfokus pada hukum-hukum
yang bersifat detail (juz'iyyah). Namun, dalam karya-karya
klasik, mereka sering menggunakan istilah lain untuk meng-
gambarkan maqasid, seperti hikmah (kebijaksanaan), ‘illah
(alasan hukum), atau ma‘nd (makna yang mendasari hukum).

Selain  berdasarkan  skopnya, maqgasid juga
diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepastian, pelaku, dan
sifat tujuannya, sebagai berikut?:

5 Mohammad Hashim Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction (Oxford:
Oneworld Publications, 2008).
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1)

2)

3)

Al-Magqasid al-Qat‘iyyah dan al-Magqasid al-Zanniyyah
Al-Magasid al-Qat‘iyyah adalah tujuan-tujuan yang
secara tegas disebut dalam teks (nas) Al-Qur’an atau
Hadis. Misalnya: kewajiban menjaga harta (hifz al-mal),
larangan merampas hak orang lain, atau kewajiban saling
menafkahi dalam keluarga.

Al-Magqasid al-Zanniyyah, sebaliknya, adalah tujuan yang
tidak disebut secara eksplisit dalam teks, tetapi dapat
disimpulkan melalui penalaran ijtihad dan analisis
maqasid. Misalnya, tujuan ekonomi syariat dalam
mendorong distribusi kekayaan secara adil.

Al-Magqasid al-Syar‘iyyah dan al-Magasid al-Mukallaf
Al-Magasid al-Syar‘iyyah adalah tujuan yang menjadi
maksud Allah sebagai Pembuat hukum (al-Shari),
misalnya: mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan
manusia secara menyeluruh.

Al-Magqasid al-Mukallaf adalah tujuan yang dimiliki oleh
manusia sebagai pelaku hukum (mukallaf). Contohnya:
seseorang bekerja untuk mencari rezeki yang halal demi
memenuhi  kebutuhan hidupnya—ini  merupakan
maqasid pada level pelaku, bukan pembuat hukum.
Al-Magqasid al-Asliyyah dan al-Magqasid al-Tab‘iyyah
Al-Magqasid al-Asliyyah adalah tujuan utama atau primer
yang secara langsung menjadi alasan ditetapkannya
hukum. Al-Maqasid al-Tab‘iyyah adalah tujuan sekunder
atau tambahan yang mengikuti tujuan utama. Contohnya:
Menuntut ilmu memiliki tujuan primer, yaitu mengenal
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Allah dan mengetahui cara beribadah kepada-Nya
dengan benar. Namun, ada pula tujuan-tujuan sekunder
seperti memperoleh gelar akademik, meningkatkan
kemampuan sosial, atau mendapatkan pekerjaan. Semua
ini termasuk maqasid tab‘iyyah karena bersifat turunan
dari tujuan utamanya.

Dari berbagai klasifikasi tersebut, dapat dipahami bahwa
maslahah atau juga maqasid al-syari‘ah merupakan sistem
bertingkat: mulai dari yang paling umum hingga yang paling
khusus, dari yang pasti (qat?) hingga yang bersifat dugaan
(zanni), dan dari yang bersumber dari Allah sebagai pembuat
hukum hingga dari manusia sebagai pelaku hukum.
Pemahaman yang komprehensif terhadap hirarki maqasid
ini membantu kita menafsirkan hukum Islam secara dinamis,
kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

D. Hubungan Maslahah dengan Maqasid al-Shari‘ah

Maslahah dan Magasid al-shari’ah adalah konsep yang saling
melengkapi. Maslahah adalah tujuan dan nilai tertinggi yang
ingin dicapai, sedangkan Magqdsid al-shari‘ah adalah struktur
dan manifestasi dari tujuan tersebut.

1. Maslahah (the overriding objective): Maslahah adalah tujuan
utama, filosofi, dan esensi yang menyeluruh dari seluruh
shari'ah. Shariah bertujuan untuk merealisasikan
maslahah dan menolak mafsadah.

2. Magasid (The Framework): Magasid adalah tujuan-tujuan
terperinci yang dicapai melalui hukum, di mana lima hal
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pokok (al-dartiriyyat al-khamsah) adalah inti dari magqasid
dan representasi utama dari maslahah. Klasifikasi ini
membantu mujtahid dalam mengarahkan ijtihad mereka
agar sejalan dengan tujuan Pembuat Hukum.

E. Maslahah dan Fleksibilitas Hukum

Pendekatan maslahah dan maqgasid memberikan fleksibilitas

(muriinah) yang diperlukan agar shari‘ah tetap relevan.

1. Konstansi Tujuan, Variabilitas Sarana: Tujuan dasar
shari’ah—yakni maqgasid—bersifat permanen dan tidak
berubah. Akan tetapi, sarana untuk mencapai tujuan
tersebut dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan
zaman dan tempat. Jika suatu aturan (hukm) yang ada
tidak lagi mencapai tujuan dan manfaat yang diharapkan,
maka ia dapat diganti.

2. Perubahan Hukum Berdasarkan Kebutuhan (hajat):
Adalah prinsip yang memungkinkan hukum berubah
sebagai respons terhadap tuntutan kemaslahatan. Kaidah
fikih yang sering dikutip dalam konteks ini adalah:

(13 D151 o8I el s, 548 A8l
“Hukum-hukum dapat berubah dengan perubahan zaman,
tempat, kondisi, dan adat kebiasaan.”

Ini berarti, hukum yang bersifat iitihadi (hasil ijtihad)
dan didasarkan pada adat (‘urf) dapat disesuaikan selama
tidak bertentangan dengan nass (teks) yang jelas dari shari‘ah.
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F. Ringkasan Bab

Bab ini membahas maslahah sebagai fondasi teori magqasid al-
shari‘ah. Beberapa poin pembahasan penting adalah sebagai
berikut:

1. Pengertian dan Landasan: Maslahah secara terminologis
didefinisikan sebagai upaya memelihara tujuan-tujuan
shart'ah (ri‘ayat maqasid al-Shar®). Hukum Islam bertujuan
untuk mewujudkan keadilan, rahmat, dan kemaslahatan.
Prinsip fundamentalnya adalah mendatangkan manfaat
dan menolak kerusakan, dengan mengutamakan
penolakan kerusakan.

2. Peringkat  Maslahah:  Maslahah  diklasifikasikan
berdasarkan tingkat urgensinya menjadi:

o Dardriyyat (Esensial): Mencakup lima hal pokok (al-
dartriyyatal-Khamsah)—Agama,Jiwa, Akal, Keturunan,
dan Harta—yang tanpanya kehidupan akan hancur.

o Hajiyyat (Kebutuhan): Menghilangkan kesulitan dan
penderitaan.

o Tahsiniyyat (Pelengkap): Mewujudkan keindahan dan
moralitas.

3. Hubungan dengan Maqasid: Maslahah adalah tujuan
universal shari'ah, sedangkan maqasid al-shari’ah adalah
kerangka terstruktur (terutama darariyyat) untuk
mencapai tujuan tersebut. Prinsip ini menjamin bahwa
tujuan hukum bersifat konstan, namun sarana dan
penerapannya harus fleksibel sesuai perubahan zaman
dan kemaslahatan umum,

— 284 —



Konsep Maslahah dalam Hukum Islam

G. Latihan

Kerjakan latihan soal berikut!

1.

Jelaskan pengertian maslahah menurut perspektif
hukum Islam, baik secara etimologis maupun
terminologis! Sertakan juga argumentasi para ulama
tentang tujuan utama syariat terhadap lima aspek pokok
kehidupan manusia.

Uraikan dan analisis klasifikasi maslahah menurut ulama
seperti al-Ghazali dan al-Shatibi! Berikan contoh masing-
masing tingkatan (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat)
serta implikasinya terhadap penetapan hukum Islam di
masa kini.

Bagaimana hubungan antara konsep maslahah dan
maqasid al-shari’ah? Jelaskan peran maslahah sebagai
tujuan universal syariat dan magqdsid sebagai kerangka
pencapaian tujuan tersebut—berikan contoh fleksibilitas
hukum Islam sesuai kemaslahatan masyarakat.

Uraikan berbagai ragam dan skop maqasid menurut para
ulama! Jelaskan perbedaan antara magasid umum (al-
magqasid al-‘ammah), magqasid khusus (al- magqgasid al-
khassah), dan magqasid parsial (al- maqasid al-juziyyah),
termasuk contoh aplikasi dalam bidang hukum Islam
tertentu. Sertakan pula klasifikasi maqasid berdasarkan
tingkat kepastian dan pelaku (syari’ dan mukallaf).
Sebutkan satu contoh penerapan konsep maslahah dalam
penetapan hukum Islam beserta penjelasan singkat
alasannyal

— 285 —






BAB XI

Maslahah sebagai
Pendekatan dan Sumber Hukum

Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami fungsi maslahah sebagai
sumber hukum dan pendekatan metodologis dalam istinbat al-ahkam.
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana maslahah
mursalah digunakan ketika tidak terdapat dalil tekstual eksplisit, serta
mengenali syarat-syarat penerimaannya menurut jumhdr al-usdliyyin dan
hanafiyyah. Pembelajaran difokuskan pada kemampuan membedakan
maslahah mu'‘tabarah (diakui syara') dan maslahah mulghah (ditolak
syara'), serta menilai batas kewenangan akal dalam menentukan
kemaslahatan. Melalui analisis terhadap praktik sahabat dan para fugaha’,
mahasiswa dilatih menilai legitimasi rasional maslahah dalam penetapan
hukum, termasuk aplikasinya dalam konteks sosial-politik, ekonomi, dan
hukum publik. Bab ini juga menekankan bagaimana maslahah berfungsi
sebagai pendekatan dinamis untuk menjawab problem hukum yang tidak
diatur secara eksplisit oleh nash, tanpa keluar dari maqasid al-syarr'ah.
Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan
paradigma maslahah secara ilmiah, proporsional, dan berorientasi pada
kemaslahatan umat serta kemanusiaan universal.
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A. Penggunaan Maslahah dalam Istinbath Hukum

Maslahah merupakan konsep kunci dalam usal al-figh. Ia
menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk
kemaslahatan umat manusia baik di dunia mauppun akhirat.
Dalam konteks istinbat al-hukm, pendekatan maslahah hadir
tidak hanya sebagai solusi saat nas teks atau nass tidak eksplisit
memberikan putusan hukum, namun lebih mendalam,
menjadi prinsip dan tolok ukur utama validitas hukum Islam.

Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa maslahah adalah
prinsip dan sarana kritik Interpretasi Teks. Ia menyatakan:'

olally el 3 sball wlasy 1S o Lies 2oy 21
ﬁcw&&j\.@ﬁéij&?))wdv@@)
oo J) @)l ey o) J) Jaadl e o s Al
Gl sl Q) LS ey il ] 2odall ey

ol s st ol a2l e

“Syariat dibangun atas hikmah dan realisasi kemaslahatan
bagi manusia di dunia dan akhirat. Syariat adalah keadilan,
rahmat, dan kebaikan di setiap bagiannya. Setiap hukum yang
menggantikan keadilan dengan kezaliman, rahmat dengan
kekerasan, kemaslahatan dengan kerusakan, atau hikmah
dengan kebodohan, maka hukum itu bukan bagian dari
syariat, meskipun diklaim sebagai syariat menurut interpretasi
tertentu.”

! Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, Tahdhib I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-
"Alamin (Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 1432).
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Dalam  proses istinbat, pendekatan maslahah
menjembatani nas dengan realitas sosial kontemporer.
Dalam banyak kasus, teks wahyu tidak memberikan aturan
rinci sehingga ijtihad berlandaskan maslahah menjadi
keniscayaan, terutama dalam soal muamalat dan kebijakan
publik (ie <)l L.LJ1). Maslahah adalah tujuan syariah dan
inti dari magqgasid-nya. Tidak ada hukum syariah yang tak
bertujuan mewujudkan maslahah, secara langsung maupun
tidak langsung.”?

Maslahah tidak hany a sebagai sumber hukum ketika
teks tidak ditemuka n, tapi juga sebagai kriteria validasi
penafsiran dan implementasi hukum. Jika suatu tafsir hukum
tidak lagi menghadirkan kemaslahatan, maka tafsir dapat
dikontekstualisasi. Dalam konteks ini Auda menyatakan:®

“The validity of any method of ijtihad is determined based on

its degree of realization of maqasid al-shari‘ah. Likewise, the

validity of a ruling should be determined based on its level of
the realization of maqasid.”

Apa yang disampaikan Auda tegas menunjukkan bahwa
validitas setiap me tode ijtihad ditentukan berdasarkan
tingkat realisasi m aqasid syariah. Sama halnya, validitas
suatu hukum harus diuji pada tingkat pencapaian maqasid-
nya.

2 Yiisuf Hamid al-Alim, Al-Maqasid al-’Ammah Li al-Shari’ah al-
Islamiyyah (Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought,
1994), 125.

> Jasser Auda, Maqgasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A
Systems Approach (Herndon, VA and London: The International Institute
of Islamic Thought, 2007).
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Pendekat an maslahah membuka ruang rasional dan
responsi f terhadap kebutuhan aktual masyarakat. Selain
qiyas (_~\&)\, giyas) dan istihsan (oL, istihsan), maslahah
memberik an legitimasi inovasi yang menyeimbangkan
antara teks, tujuan syariat, dan maslahat publik. Realisasi
maqasid, dari sudut pandang sistem, menjaga keterbukaan,
pembaruan, realisme, dan fleksibilitas dalam sistem hukum
Islam.*

Contoh i mplementasi maslahah dalam ijtihad praktis
adalah keputusan Umarbin al-Khattab menunda pelaksanaan
hudud pada masa paceklik karena alasan kemanusiaan. Ini
menegask an pentingnya parameter maslahah, terutama
saat nas dirasa tidak memadai atau membawa mudarat
ketika d iimplementasi. Implikasi praktis dari maslahah
adalah bahwa aturan hukum dapat diubah sesuai dengan
perubaha n keadaan. Dalam urusan muamalah/duniawi,
mayorita s ulama berpendapat hukum terbuka untuk
interpretasi dan ijtihad.®

Studi te ntang maqasid dan maslahah berkembang
sebagai fondasi reformasi hukum dan tajdid. Para pemikir
seperti Ibn ‘Ashur, al-Raysuni, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser
Auda menjadikan maslahah sebagai pusat pembacaan ulang
hukum Islam secara lebih sistemik. Pendekatan magasid (dan
maslahah ) memungkinkan hukum Islam melampaui

4 Auda, Magasid Al-SharT'ah as Philosophy of Islamic Law: A
Systems Approach, 245,
5 Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction, 26.
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historisit asnya dan merepresentasikan nilai serta prinsip
luhur teks.°

B. Syarat dan Batasan Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu konsep inti dalam
teori maqasid al-syariah yang sering dibahas dalam karya-
karya ulam a kontemporer seperti Yusuf Hamid dan al-
Raysuni. Sebelum menguraikan karakteristiknya, penting
disampaikan bahwa maslahah mursalah sebenarnya adalah
maslahah mu’tabarah (kemaslahatan yang diperhitungkan
oleh syarak). Ini sebagaimana dinyatakan oleh al-Raysuni.
Karenanya ia memiliki kedudukan absah sebagai landasan
penetapan hukum Islam. Yusuf Hamid menjelaskan beberapa
syarat sek aligus karakteristik maslahah mursalah sebagai
berikut:”
1. Sumber dan Otoritas Maslahah
Salah satu karakteristik utama maslahah syar’iyah adalah
sumbernya yang berasal dari syariat, bukan dari hawa
nafsu, akal semata, ataupun rasionalitas manusiawi yang
terbatas. Akal manusia memiliki keterbatasan sebab
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan,
kepentingan, dan kondisi subjektif. Oleh karena itu,
validitas maslahah tidak ditentukan oleh persepsi akal
belaka, melainkan harus berpijak pada tuntunan dan

¢ Auda, Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A
Systems Approach, 9.

7 Lihat penjelasan lebih lanjut di buku al-Alim, Al-Maqasid al-
’Ammah Li al-Shari’ah al-Islamiyyah, 140-146.
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otoritas syariat agar tidak menyimpang dari tujuan asasi
penetapan hukum.

. Universalitas dan Ruang Lingkup

Ciri penting berikutnya adalah universalitas maslahah
syar’iyah yang tidak dibatasi oleh tempat, waktu, atau
sekadar kenikmatan duniawi. Maslahah syariat
mencakup kemanfaatan yang lebih luas, tidak terbatas
pada kepentingan materi atau kelompok tertentu. Hal ini
berbeda dengan maslahah menurut pandangan filsafat
atau etika Barat yang sering kali bersifat empiris dan
materialistik.

. Relevansi Dunia dan Akhirat

Karakteristik lainnya adalah hubungan maslahah
syar’iyah dengan kemanfaatan dunia dan akhirat secara
bersamaan. Tidak seperti kepentingan yang hanya
bersifat duniawi, maslahah syariat mempertimbangkan
kebahagiaan dan kemaslahatan di akhirat. Kemaslahatan
ini bisa berwujud langsung (misalnya hasil kerja yang
segera terlihat) maupun tertunda, seperti balasan setelah
kematian—yang disebut dengan tsubut al-akhirah.

. Objektivitas dan Transparansi Maslahah
Karakteristik  terakhir —adalah  objektivitas dan
transparansi  dalam  menentukan  kemaslahatan,
berdasarkan prinsip, kriteria, dan standar yang jelas
serta tidak semata-mata pada dorongan pribadi atau
materi. Para ulama syariat menekankan bahwa maslahah
yang sah adalah yang terbukti sesuai dengan tujuan
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hukum Islam, serta didukung oleh dalil dan pertimbangan
rasional yang terarah kepada kemaslahatan umat secara
umum.,

Dengan memahami karakteristik di atas, jelas bahwa
maslahah mursalah senantiasa berpatokan pada sistem dan
prinsip syariat, serta menegaskan bahwa pemanfaatan
konsep ini dalam penetapan hukum tidak berarti mengikuti
hawa nafsu, melainkan demi kemaslahatan yang benar dan
komprehensif sebagaimana dimaksud oleh syariat.

C. Kritik dan Kontroversi terhadap Pendekatan
Maslahah

Konsep maslahah menempati posisi sentral dalam teori
hukum Islam karena menjadi dasar rasional tujuan syariat
(magqasid al-shari‘ah). Namun, sejarah perkembangan konsep
ini menunjukkan adanya ketegangan epistemologis antara
teks wahyu dan rasionalitas manusia. Perdebatan ini
melahirkan berbagai kritik dan kontroversi, baik dari ulama
klasik maupun pemikir kontemporer.

1. Kritik Tradisional terhadap Maslahah Mursalah

Sejumlah ulama klasik, terutama dari mazhab Syafi‘,
menolak menjadikan maslahah mursalah (kemaslahatan yang
tidak didukung dalil khusus) sebagai dasar istinbat hukum.
Imam al-Shafi‘i memandang bahwa syariat sudah sempurna
melalui nas al-Qur’an dan hadis, sehingga maslahah tidak
dapat berdiri sebagai sumber independen. Dalam al-Risalah,
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ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh didasarkan pada
perkiraan manfaat yang tidak memiliki sandaran nas, karena
hal itu membuka peluang penetapan syariat baru oleh
manusia. Kritik ini muncul dari kekhawatiran terhadap
potensi subjektivitas dan penyimpangan dari kehendak
wahyu.?

Mazhab Maliki, sebaliknya, memberi ruang besar pada
maslahah mursalah karena berasumsi bahwa syariat secara
inheren diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan
menolak kerusakan (jalb al-manfa‘ah wa dar’ al-mafsadah).
Namun, perluasan ini menimbulkan kritik dari kalangan
tekstualis yang menilai pendekatan tersebut terlalu elastis
dan rawan disalahgunakan dalam ranah politik.’

2. Problem Epistemologis: Antara Wahyu dan Rasio

Imam al-Ghazali mencoba menjembatani dua kutub
ekstrem ini dalam al-Mustasfa. Ia mendefinisikan maslahah
sebagai upaya menjaga tujuan syariat yang meliputi agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta.”

Laag of pay il B e 8 all spmie; o Aaildl
by ey il ki o> pidle

Menurutnya, rasio manusia memang mampu mengenali
manfaat dan mudarat, tetapi penilaiannya harus dibimbing

8 Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction, 94.

° Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction.

10 al-Ghazali, Al-Mustashfa Min ’llm al-Usul, ed. Hamzah Ibn Zahir
Hafiz, I (Madinah: Al-Jami’ah al-Islamiyyah Kulliyat al-Shari’ah, 1413).
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oleh wahyu, bukan ditentukan secara otonom. Oleh karena
itu, ia membagi maslahah menjadi tiga: mu‘tabarah (diakui
syariat), mulghah (ditolak), dan mursalah (tidak disebutkan
eksplisit namun tidak bertentangan dengan maqasid).
Pembagian ini menjadi filter epistemologis agar rasionalitas
tetap berada dalam orbit wahyu."

Al-Shatibi kemudian mengembangkan pendekatan yang
lebih sistemik. Al-Shatibi, melalui metode istigra’ (induksi
menyeluruh), menyimpulkan bahwa seluruh hukum Islam
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.”? Dalam al-
Muwadfaqgat, ia menuliskan:

Tae Jor Iy Jor bl 3 sl llaal g Ll ) ey o
Bahwa setiap hukum yang ditetapkan Allah pasti
mengandung kemaslahatan di dunia (segera) maupun di
akhirat (nanti) secara bersamaan”. ** Namun, sebagian ulama
menilai teori ini terlalu luas dan berisiko menjadikan
maslahah sebagai “meta-dalil” yang menafsirkan teks secara

bebas.

3. Kontroversi Modern: Rasionalisasi dan Reformasi
Hukum

Dalam wacana hukum Islam kontemporer, maslahah menga-
lami revitalisasi melalui teori dan pendekatan magqasid al-
shari‘ah yang digagas Tahir Ibn ‘Ashir, Ahmad al-Raysini,

11 a]-Ghazali, Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Usul, I: 478.
12 al-shatibi, Al-Muwafaqgat F1 Usal al-Shariah, 13.
5 al-Shatibi, Al-Muwafaqgat Fi Usiil al-Shariah.
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Jasser Auda, dan Mohammad Hashim Kamali. Mereka ber-
upaya mengaktualisasi maslahah sebagai prinsip metodologis
yang dinamis dan relevan dengan perubahan sosial.

Jasser Auda menilai bahwa pendekatan klasik bersifat
terlalu statis karena membatasi maqasid pada al-dartriyyat
al-khams. Dalam Maqasid al-shari‘ah as Philosophy of Islamic
Law, ia menawarkan paradigma sistemik—a systems
approach—yang memandang maqasid sebagai jaringan nilai
yang saling terkait, mencakup keadilan sosial, kebebasan
berpikir, keseimbangan ekologis, dan hak asasi manusia. Ia
menyebut bahwa “magqasid is not a closed list but a living
framework of values open to contextual interpretation”.** Namun,
sebagian kritikus menilai gagasan Auda terlalu dekat dengan
nilai liberalisme Barat dan dapat melemahkan otoritas teks.

Hashim Kamali®® juga menegaskan pentingnya
memperluas makna maslahah tanpa terjerumus dalam
relativisme moral. Menurutnya, pembahasan maqasid dan
legal maxims (gqawa‘id fighiyyah) harus dilihat sebagai
instrumen untuk mengembalikan semangat keadilan dan
rahmah syariat. Ia memperingatkan bahwa penggunaan
maslahah secara politis dapat mengubahnya menjadi alat
legitimasi kekuasaan. “Maslahah cannot be invoked to justify
acts that contravene justice or equity; its scope is bound by the
moral framework of Shariah”.*®

4 Auda, Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A
Systems Approach, 47.

15 Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction, 123.

16 Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction, 199.
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4. Kritik terhadap Ekspansi Maqasid dan Batasan
Normatif

Sebagian fuqaha konservatif menolak perluasan konsep
maqasid yang dilakukan oleh pemikir modern karena
dianggap menggeser otoritas wahyu menuju rasionalitas
utilitarian. Mereka menegaskan bahwa kemaslahatan tidak
boleh dijadikan alat untuk menilai hukum, tetapi justru
akibat dari ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Dalam
pandangan ini, dimensi ta‘abbudi hukum Islam—yakni
ketaatan tanpa rasionalisasi duniawi—harus tetap
dipertahankan agar makna ubudiyyah tidak hilang. Kritik
ini sejalan dengan peringatan al-Ghazali bahwa “menjadikan
maslahat sebagai sumber hukum tanpa kendali wahyu
adalah membuka pintu bid‘ah” (al-Mustasfa, juz I1, h. 286).

Sebaliknya, para reformis seperti Kamali (2007: 157-158)
berpendapat bahwa maslahah tidak boleh dibekukan dalam
kerangka abad pertengahan. Hukum Islam harus terus
berinteraksi dengan realitas sosial melalui pendekatan
interdisipliner—mengintegrasikan sosiologi, ekonomi, dan
hak asasi manusia dalam tafsir magqdsid. Dengan cara ini,
maslahah menjadi prinsip etis-transendental, bukan sekadar
instrumen hukum.

Dari berbagai kritik dan perdebatan di atas, tampak
bahwa maslahah merupakan medan dialog antara wahyu dan
rasio. Kamali menegaskan bahwa “the spirit of Shariah is
Jjustice, mercy, and wisdom; any rule that departs from these is not
truly Shariah” (Kamali, 2007: 97). Artinya, maslahah tidak
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hanya berfungsi sebagai dalil istinbat hukum, tetapi juga
sebagai cermin nilai-nilai etis yang mengikat seluruh
struktur syariat.

Dengan demikian, kritik terhadap maslahah bukanlah
bentuk penolakan terhadap rasionalitas Islam, tetapi upaya
menjaga keseimbangan antara idealitas wahyu dan dinamika
konteks. Pendekatan interdisipliner yang digagas Auda dan
Kamali menunjukkan bahwa maslahah dapat terus berfungsi
sebagai jembatan antara nilai ilahiah dan kebutuhan
kemanusiaan modern—tanpa kehilangan akar normatifnya
dalam teks suci.

D. Ringkasan Bab

Konsep maslahah dalam istinbath hukum berperan penting
sebagai kunci pembentukan hukum Islam yang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat dan relevan dengan
perkembangan zaman. Maslahah tidak hanya hadir saat teks
wahyu tidak eksplisit atau tidak ditemukan hukumnya,
tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur validitas penafsiran
dan pelaksanaan hukum syariah. Ibn al-Qayyim menegaskan
bahwa syariat harus bisa mewujudkan keadilan, rahmat, dan
kemaslahatan. Aturan yang menyalahi prinsip ini dinilai
bukan bagian dari hukum Islam. Oleh karenanya, maslahah
bertindak sebagai prinsip kritik terhadap interpretasi yang
tidak memberi manfaat atau berpotensi merugikan umat
manusia.
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Dalam konteks turunannya, maslahah mursalah telah
diakui sebagai landasan hukum Islam sepanjang memenuhi
syarat: bersumber dari syariat, universal, relevan untuk
kepentingan dunia-akhirat, serta objektif. Pemikiran ulama
kontemporer seperti Jasser Auda dan Hashim Kamali
mengembangkan pendekatan magasid dan maslahah secara
interdisipliner sehingga hukum Islam tetap adaptif terhadap
perubahan sosial, namun selalu menjaga keseimbangan
antara nalar rasional dan otoritas wahyu. Polemik seputar
perluasan konsep ini mewarnai dialektika hukum Islam
modern, karena maslahah senantiasa diposisikan di tengah
tarik-menarik antara idealitas teks suci dan kebutuhan riil
umat manusia.

E. Latihan Soal

1) Jelaskan peran dan urgensi konsep maslahah dalam
proses istinbat al-hukm! Bagaimana maslahah dapat
berfungsi sebagai tolok ukur validitas penafsiran hukum
Islam ketika teks wahyu tidak memberikan kepastian
hukum?

2) Uraikan pandangan Ibn al-Qayyim tentang hubungan
antara prinsip maslahah dan keadilan, rahmat, serta
hikmah dalam struktur hukum syariah! Bagaimana
prinsip ini dijadikan sebagai kritik terhadap interpretasi
teks yang tidak menghadirkan kemaslahatan bagi
manusia?
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3) Jelaskan syarat dan karakteristik maslahah mursalah

4)

5)

menurut para ulama kontemporer! Mengapa sumber,
universalitas, relevansi dunia-akhirat, dan objektivitas
menjadi syarat mutlak agar maslahah diterima sebagai
landasan hukum Islam?

Bandingkan pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki
terhadap penggunaan maslahah mursalah sebagai
sumber hukum! Apa kelebihan dan kelemahan
pendekatan masing-masing mazhab dalam
menyeimbangkan otoritas teks dan rasionalitas manusia?
Analisis bagaimana pendekatan maqasid dan maslahah
dikembangkan dalam pembaruan hukum Islam
kontemporer! Bahas peran pemikir seperti Jasser Auda
dan Hashim Kamali serta kritik terhadap ekspansi
maqasid dari sudut pandang ulama tradisional dan
reformis.
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BAB XII

Maslahah dan
Pertentangannya dengan Nas

Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami bagaimana konsep
maslahah berinteraksi, berdialog, atau tampak bertentangan dengan teks-
teks syar'i (nass). Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip-
prinsip dasar yang mengatur hubungan antara rasionalitas kemaslahatan
dan otoritas wahyu, serta memahami perbedaan pandangan jumhdir dan
hanafiyyah dalam menyikapi pertentangan antarakeduanya. Pembelajaran
ini diarahkan agar mahasiswa dapat mengidentifikasi tiga bentuk relasi:
maslahah yang sejalan dengan nash, maslahah yang tidak dibicarakan
nash (mursalah), dan maslahah yang tampak bertentangan dengan nash.
Melalui studi kasus dan perbandingan metodologi ulama, mahasiswa
dilatih menentukan prioritas hukum dengan mempertimbangkan magasid
dan tingkat urgensi kemaslahatan. Bab ini juga menekankan pentingnya
memahami ta‘arud bukan sebagai konflik mutlak, melainkan sebagai
peluang rasional untuk melakukan tarjih antara teks dan realitas. Hasil
akhir pembelajaran diharapkan menumbuhkan kemampuan mahasiswa
menilai kemaslahatan dengan pendekatan kritis, mengintegrasikan teks
dan konteks, serta menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap
wahyu dan keadilan sosial.
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A. Prinsip Prioritas antara Nas dan Maslahah

Dalam tradisi hukum Islam, hubungan antara nas (teks
Al-Qur'an dan Sunnah) dan maslahah (kemaslahatan)
merupakan salah satu isu paling fundamental dalam
metodologi penetapan hukum (istinbath al-ahkam). Nas
dipandang sebagai sumber hukum yang bersifat ilahi
dan otoritatif, sementara maslahah merupakan produk
ijtihad manusia yang berupaya mewujudkan tujuan-
tujuan syariat (magqasid al-shari’ah). Pertanyaan mendasar
yang muncul adalah: bagaimana posisi maslahah ketika
berhadapan dengan nas yang eksplisit? Dapatkah maslahah
mengesampingkan atau memodifikasi nas?

Para ulama sepakat bahwa maslahah tidak boleh
bertentangan dengan nas yang gqath’i (pasti). Namun
perbedaan pendapat muncul ketika berhadapan dengan
nas yang zhanni (dugaan kuat) atau ketika terdapat situasi
darurat yang memerlukan pertimbangan maslahah secara

lebih fleksibel.

1. Klasifikasi Nas: Qath’i dan Zhanni*

Untuk memahami prinsip prioritas antara nas dan maslahabh,
terlebih dahulu harus dipahami klasifikasi nas berdasarkan
dua dimensi:
a. Dari Segi Wurud (Sumber/Keberadaan)
*  Qath’i al-Wurud: Nas yang keberadaannya tidak dapat
diragukan lagi, seperti ayat-ayat Al-Qur'an yang

! ’Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Usul al-Figh Wa Khulasat al-Tashri
al-Islami (Kairo: Dar al-Fikr al-’Arabi, 1996), 35.
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dinukil secara mutawatir (diriwayatkan oleh sejumlah
besar perawi sehingga mustahil terjadi kesepakatan
untuk berdusta).

Zhanni al-Wurud: Nas yang keberadaannya masih
diperdebatkan atau bersifat dugaan kuat, seperti
hadis ahad (hadis yang diriwayatkan oleh satu atau
beberapa orang perawi yang belum mencapai tingkat
mutawatir).

b. Dari Segi Dilalah (Penunjukan Makna)

Qath’i al-Dilalah: Nas yang maknanya tegas, jelas, dan
tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain,
seperti ketentuan pembagian waris, bilangan rakaat
shalat, dan hukuman hudud.

Zhanni al-Dilalah: Nas yang maknanya tidak tegas
dan memungkinkan adanya interpretasi berbeda,
seperti lafaz yang bersifat umum (‘amm), musytarak
(memiliki banyak makna), atau mutlag (umum tanpa
batasan).

Para ulama usul figh sepakat bahwa tidak diperbolehkan

ijtihad terhadap nas yang qath’i al-wurud dan qath’i al-

dilalah. Sebaliknya, ijtihad dan pertimbangan maslahah

dapat diterapkan pada nas yang bersifat zhanni, baik dari

segi wurud maupun dilalah.
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B. Tipologi Maslahah dan Hubungannya dengan
Nas

Imam Al-Ghazali,®> sebagai tokoh sentral dalam pengem-

bangan teori maslahah, mengklasifikasikan maslahah

ke dalam tiga kategori berdasarkan pengakuan syariat

terhadapnya.

a. Maslahah Mu’tabarah
Maslahah yang sejalan dan didukung oleh nas, baik secara
eksplisit maupun implisit. Contohnya adalah kewajiban
jihad untuk mempertahankan agama, larangan khamr
untuk menjaga akal, dan kewajiban zakat untuk
melindungi harta dan kepentingan sosial. Jenis maslahah
ini memiliki legitimasi penuh karena didasarkan pada
dalil yang jelas.

b. Maslahah Mulghah
Maslahah yang bertentangan dengan nas dan ditolak oleh
syariat. Misalnya, anggapan bahwa menyamakan bagian
waris laki-laki dan perempuan adalah lebih adil menurut
akal modern, namun hal ini bertentangan dengan nas
qath’i dalam Al-Qur’an yang menetapkan pembagian 2:1.
Jenis maslahah ini tidak dapat dijadikan dasar hukum,
karena nas lebih didahulukan daripada maslahah yang
bersifat spekulatif.

. Maslahah Mursalah
Maslahah yang tidak ada nas yang secara eksplisit
mengakui atau menolaknya, sehingga membuka ruang

2 al-Ghazali, Al-Mustashfa Min 'llm al-Usul, 1.
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bagi ijtihad. Contohnya adalah penetapan mata uang
resmi, pengaturan lalu lintas, dan sistem perpajakan
modern. Maslahah mursalah dapat dijadikan dasar hukum
selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariat dan maqasid al-shari’ah. Berdasarkan klasifikasi
ini, para ulama menegaskan bahwa maslahah hanya
dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan
dengan nas yang qath’i. Jika terjadi pertentangan, nas
qath’i harus didahulukan atas maslahah.

C. Hierarki Prioritas dalam Penetapan Hukum

Para ulama usul figh telah merumuskan hierarki prioritas
dalam penetapan hukum ketika berhadapan dengan situasi
yang melibatkan nas dan maslahah.?

a. Tingkat 1: Nas Qath’i al-Wurud dan Qath’i al-Dilalah
Nas jenis ini memiliki kekuatan hukum tertinggi dan
tidak dapat diganggu gugat oleh pertimbangan maslahah
apapun. Contoh: ketentuan waris, bilangan rakaat
shalat, larangan zina, dan hukuman hudud. Maslahah
dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai hikmah
(kebijaksanaan di balik hukum), bukan sebagai alat untuk
mengubah atau mengesampingkan nas.

b. Tingkat 2: Nas Qath’i al-Wurud namun Zhanni al-Dilalah
Nas jenis ini memberikan ruang ijtihad dalam penafsiran,
meskipun keberadaan nasnya pasti. Maslahah dapat
digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih

3 Khallaf, Tlm Usul al-Figh Wa Khulasat al-Tashri al-Islami.
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D.

penafsiran yang paling sesuai dengan magqasid al-
shari’ah. Contoh: penafsiran terhadap ayat “wa la tugrabu
al-zina” (janganlah kamu mendekati zina) yang membuka
ruang diskusi tentang batasan “mendekati”.

Tingkat 3: Nas Zhanni al-Wurud dan Zhanni al-Dilalah

Nas jenis ini (seperti hadis ahad dengan makna yang
tidak tegas) memberikan ruang ijtihad yang lebih luas.
Maslahah dapat digunakan untuk memperkuat salah
satu penafsiran atau bahkan untuk melakukan takwil
(interpretasi kontekstual).

Tingkat 4: Tidak Ada Nas (Maslahah Mursalah)

Ketika tidak ada nas yang mengatur suatu masalah,
maslahah mursalah menjadi sumber hukum yang sah
dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip umum syariat.

Pandangan Ulama tentang Prioritas Nas dan
Maslahah

Jumhurulamabersepakatbahwanas gath’tharus didahulukan

atas maslahah dalam kondisi apapun. Mereka berpendapat

bahwa maslahah hanya dapat digunakan dalam wilayah yang

tidak diatur secara eksplisit oleh nas, atau dalam penafsiran

nas yang bersifat zhanni. Mereka berargumentasi:

d.

Nas adalah kalam Allah dan sunnah Rasul, yang
merupakan sumber hukum tertinggi dan paling otoritatif.
Maslahah adalah produk ijtihad manusia yang bersifat
relatif dan dapat berubah sesuai konteks
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c. Jika maslahah dapat mengesampingkan nas, maka akan
membuka pintu subjektivitas yang dapat mengancam
kestabilan hukum Islam.

Sementara itu, al-Tufi,' seorang wulama Hanbali,
memiliki pandangan yang kontroversial dan minoritas
dengan menyatakan bahwa maslahah dapat didahulukan
atas nas, bahkan jika nas tersebut zhanni, dalam urusan
muamalat (interaksi sosial) dan selama tidak menyangkut
ibadah. Menurutnya, maslahah adalah dalil hukum yang
paling kuat karena tujuan akhir syariat adalah mewujudkan
kemaslahatan umat. Para ulama melakukan kritik terhadap
pandangan al-Tufi. Mereka menilai bahw pendapat al-Tufi
dapat membuka pintu untuk mengabaikan nas. Umumnya
ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat
menggantikan posisi nas kecuali dalam kondisi darurat.

E. Kaidah Fighiyyah Terkait Prioritas

Para ulama telah merumuskan sejumlah kaidah fighiyyah
(prinsip hukum umum) yang mengatur hubungan antara
nas dan maslahah:
a. “Dar’u al-mafasid mugaddam ‘ala jalb al-masalih”
Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik
kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam

* Efrinaldi Khairunnas Rajab, “REKONSTRUKSI TEORI MASLAHAH
DALAM KAJIAN PEMBAHARUAN PERUNDANGAN ISLAM: ANALISIS
TERHADAP PEMIKIRAN NAJM AL-DIN AL-TUFL,” International Journal of
Mechanical and Materials Engineering, 1970.
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situasi di mana terdapat potensi bahaya, pencegahan
kerusakan lebih diutamakan daripada mengejar manfaat.
“Al-dharuratu tubihu al-mahdhurat”

Keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Dalam
kondisi darurat, nas yang melarang sesuatu dapat
ditangguhkan untuk kepentingan yang lebih besar
(misalnya, memakan bangkai untuk menyelamatkan
nyawa).

“La ijtthada ma’a al-nas”

Tidak ada ijtihad (termasuk pertimbangan maslahah) di
hadapan nas yang jelas. Kaidah ini menegaskan bahwa
ketika nas sudah jelas dan pasti, tidak ada ruang untuk
ijtihad atau pertimbangan maslahah yang bertentangan.
“Al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman”
Hukum berputar bersama ‘illahnya (sebab hukum), ada
atau tidak adanya.

Tabel Perbandingan: Hierarki Nas dan Maslahah

Jenis Nas ngk?‘ Bqang Posisi Maslahah Contoh
Kepastian ljtihad

Qath'i Pasti dalam Tidak ada Maslahah hanya | Pembagian waris,
al-Wurud & | keberadaan dan sebagai hikmah, | bilangan rakaat
Qath’i makna tidak dapat shalat
al-Dilalah mengesam-

pingkan nas
Qath'i Pasti dalam Terbuka Maslahah dapat | Ayat ‘janganlah
al-Wurud & | keberadaan, dalam membantu kalian mendekati
Zhanni tidak pasti penafsiran | memilih zina”
al-Dilalah dalam makna penafsiran

Imran-Ahsan-

Khan-Nyazee-
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Jenis Nas ngk.at F.“'.'ang Posisi Maslahah Contoh
Kepastian ljtihad

Zhanni Tidak pasti Sangat Maslahah dapat | Hadis ahad tentang
al-Wurud & | dalam terbuka memperkuat atau | tata cara tertentu
Zhanni keberadaan dan melemahkan dalil

al-Dilalah makna

Tidak ada Tidak ada dalil Penuh Maslahah Peraturan lalu

Nas tekstual kebebasan | mursalah menjadi | lintas, sistem

ijtihad dasar hukum perpajakan modern

F. llustrasi Penerapan Prinsip Prioritas

a. Kasus 1: Zakat untuk Infrastruktur Umum

Nas: Zakat hanya untuk delapan golongan (asnaf) yang
disebutkan dalam QS. Al-Taubah: 60 (qath’i al-wurud,
namun ada perbedaan apakah zhanni atau qath’i al-dilalah
dalam hal perluasan makna asnaf).’

Maslahah: Membangun rumah sakit dan sekolah untuk
kepentingan umum adalah maslahah yang nyata.
Sebagian ulama kontemporer melakukan
kontekstual
memasukkan pembangunan infrastruktur di bawah

kategori “fi sabilillah” (di jalan Allah), sehingga maslahah

Solusi:

penafsiran terhadap asnaf dengan

dan nas dapat diselaraskan.®

Kasus 2: Donor Organ

Nas: Tidak ada nas qath’i yang secara eksplisit mengatur
donor organ.’

5 Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Jurisprudence (Islamabad:

International Institute of Islamic Thought, 2000).

¢ Nyazee, Islamic Jurisprudence.
7 Nyazee, Islamic Jurisprudence.
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¢ Maslahah: Donor organ dapat menyelamatkan nyawa
manusia, yang merupakan maslahah dharuriyyah
(kebutuhan primer).

«  Solusi: Mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan
donor organ berdasarkan maslahah mursalah dan kaidah
“menyelamatkan satu nyawa adalah menyelamatkan
seluruh umat manusia”.

Dari sub bahasan ini dapat disimpulkan bahwa prinsip
prioritas antara nas dan maslahah dalam hukum Islam
didasarkan pada hierarki kepastian dan otoritas sumber
hukum. Nas yang qath’i (pasti) baik dari segi wurud maupun
dilalah memiliki kedudukan tertinggi dan tidak dapat
diganggu gugat oleh pertimbangan maslahah. Sebaliknya,
dalam wilayah nas yang zhanni atau ketika tidak ada nas
sama sekali, maslahah memainkan peran penting sebagai
alat ijtihad untuk mewujudkan maqasid al-shari’ah.?

Para ulama menekankan bahwa tujuan akhir syariat
adalah kemaslahatan umat, namun kemaslahatan tersebut
harus tetap dalam koridor nas dan prinsip-prinsip syariat
yang telah ditetapkan. Dengan demikian, nas dan maslahah
bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan
saling melengkapi dalam kerangka magqasid al-shari’ah.’

® Auda, Magqasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach.

° Auda, Magqasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach.

— 310 —



Maslahah dan Pertentangannya dengan Nas

G. Pendekatan Rekonsiliasi dan Rasionalisasi

Ketika terjadi pertentangan zahiri (apparent conflict) antara
nas dan maslahah dalam kasus-kasus kontemporer, para
ulama tidak langsung menyimpulkan adanya kontradiksi
hakiki. Sebaliknya, mereka mengembangkan berbagai
metode rekonsiliasi untuk menyelaraskan keduanya, dengan
keyakinan bahwa tidak ada pertentangan sejati antara
nas yang sahih dan maslahah yang hakiki. Pendekatan
rekonsiliasi ini didasarkan pada prinsip fundamental
bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan
manusia (maslahat al-'ibad), sehingga nas dan maslahah pada
hakikatnya adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama.®

Para ulama usul figh telah mengembangkan beragam
metode untuk merekonsiliasi pertentangan antara nas dan
maslahah, yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori
besar: rekonsiliasi tekstual (melalui takwil, takhsis, dan
tarjih) dan rekonsiliasi kontekstual (melalui maqasid al-
shari’ah, perubahan fatwa, dan adat)."

H. Metode Rekonsiliasi Tekstual
a. Takwil (Ta'wil): Interpretasi Kontekstual Nas

Takwil secara etimologis berarti “mengembalikan sesuatu
kepada asalnya” (radd al-shay’ ila aslihi). Dalam terminologi
usul figh, takwil adalah memindahkan makna lafaz dari

o Auda, Magasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach.
' Nyazee, Islamic Jurisprudence.
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makna zahir (literal) kepada makna lain yang masih

dimungkinkan oleh konteks bahasa, dengan disertai dalil

yang mendukung perpindahan makna tersebut.'? Syarat-

Syarat Takwil yang Sahih:**

Makna baru harus masih dalam kemungkinan linguistik
lafaz tersebut (tidak melanggar kaidah bahasa Arab).
Harus ada dalil yang kuat (garinah) yang mendukung
perpindahan makna, baik dari nas lain, magqasid al-
shari’ah, atau realitas empiris.

Takwil tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip
umum syariat (gawa’id kulliyyah).

Takwil harus dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi
kualifikasi dan memahami konteks historis serta
linguistik nas.

Jenis-Jenis Takwil:'®

Takwil Qarib (dekat): Interpretasi yang sangat dekat
dengan makna zahir dan mudah diterima secara
linguistik.

Takwil Ba’id (jauh): Interpretasi yang agak jauh dari
makna zahir namun masih dalam batas kemungkinan
bahasa, memerlukan dalil yang lebih kuat.

12 Nyazee, Islamic Jurisprudence.
3 Auda, Magasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems

Approach.

4 Nyazee, Islamic Jurisprudence.
5 Auda, Magasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems

Approach.

— 312 —



Maslahah dan Pertentangannya dengan Nas

Takwil Apologetik: Upaya menjelaskan nas dengan cara
yang dapat diterima akal modern tanpa mengubah
implikasi hukum praktis.

Takwil Radikal: Interpretasi yang sangat berbeda dari
makna historis nas dan bertujuan mengubah implikasi
hukum.

Contoh Aplikasi Takwil dalam Rekonsiliasi Nas dan

Maslahah:

1. Kasus 1: Potongan Tangan dalam Pencurian

Nas: “Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan
keduanya” (QS. Al-Ma’idah: 38).

Maslahah Kontemporer: Dalam konteks pencurian kecil
atau pencurian karena kelaparan, pemotongan tangan
dianggap tidak proporsional dan bertentangan dengan
prinsip keadilan.

Rekonsiliasi Melalui Takwil: Sebagian ulama kontemporer
melakukan takwil bahwa “pencuri” (al-sarig) yang
dimaksud dalam ayat adalah pencuri profesional yang
mencuri dari tempat penyimpanan yang aman (hirz),
bukan pencuri karena kebutuhan mendesak. Takwil
ini didukung oleh hadis yang menyatakan bahwa tidak
ada pemotongan tangan pada masa kelaparan dan oleh
magqasid al-shari’ah tentang perlindungan jiwa yang
didahulukan atas perlindungan harta.'¢

16 Nyazee, Islamic Jurisprudence.
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2. Kasus 2: Riba dalam Transaksi Modern

« Nas: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

¢ Maslahah Kontemporer: Sistem perbankan modern
memerlukan mekanisme bunga untuk beroperasi, dan
sebagian ekonom berpendapat bahwa bunga produktif
berbeda dengan riba yang eksploitatif.

+ Rekonsiliasi Melalui Takwil: Mayoritas ulama menolak
takwil radikal yang menyamakan bunga bank dengan
keuntungan perdagangan. Namun, sebagian ulama
melakukan takwil bahwa ‘illah (sebab hukum)
pengharaman riba adalah eksploitasi dan ketidakadilan
(zulm), sehingga transaksi yang tidak mengandung
unsur eksploitasi (seperti gardhul hasan atau pembiayaan
berbasis bagi hasil) tidak termasuk riba.”

b. Takhsis (Spesifikasi) dan Ta’yid (Pembatasan)

Takhsis adalah mengkhususkan (membatasi) penerapan nas

yang bersifat umum (‘amm) dengan dalil lain, sehingga nas

tersebut hanya berlaku pada sebagian dari yang dicakup

makna umumnya.’® Prinsip Takhsis dalam Rekonsiliasi:*

+ Nas yang bersifat umum dapat dikhususkan oleh nas lain,
ijma’, maslahah, atau adat yang kuat.

» Takhsis tidak menghapus nas, melainkan hanya
membatasi ruang lingkup penerapannya.

7" Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction.
18 Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction.
¥ Nyazee, Islamic Jurisprudence.
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Takhsis dapat dilakukan dengan dalil yang lebih lemah
dari nas yang dikhususkan, selama ada garinah yang
mendukung.

Contoh:?®

C.

Nasumum: “Perempuanyangditalak tiga harus menunggu
masa iddah tiga kali quru’ (QS. Al-Baqarah: 228).

Takhsis: Nas lain mengkhususkan bahwa perempuan
hamil iddahnya sampai melahirkan (QS. Al-Talaq: 4), dan
perempuan yang suaminya meninggal iddahnya empat
bulan sepuluh hari (QS. Al-Bagarah: 234).

Tarjih (Preferensi) dan Jam’ (Penggabungan)

Ketika terdapat dua dalil yang tampak bertentangan, para

ulama menggunakan metode tarjih (memilih dalil yang

lebih kuat) atau jam’ (menggabungkan kedua dalil dengan

penafsiran yang harmonis). Kaidah Tarjih neliputi:

Nas yang gath’i didahulukan atas yang zhanni.

Nas yang muhkam (tegas) didahulukan atas mutashabih
(ambigu).

Nas yang mufassar (dijelaskan) didahulukan atas yang
mujmal (global).

Dalil yang sesuai dengan maqasid al-shari’ah didahulukan
atas yang tidak.

Jam’ (Penggabungan) adalah metode yang lebih

diutamakan daripada tarjih, karena bertujuan mempertahan-

2 Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction.
21 Nyazee, Islamic Jurisprudence.

— 315 —



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

kan semua dalil dengan menafsirkannya dalam konteks
yang berbeda. Contohnya adalah menggabungkan hadis
yang melarang mengunjungi kuburan dengan hadis yang
membolehkannya, dengan penafsiran bahwa larangan
berlaku pada masa awal Islam untuk mencegah kemusyrikan,
sementara kebolehan berlaku setelah iman umat sudah kuat.?

. Metode Rekonsiliasi Kontekstual
a. Pendekatan Maqasid al-Shari'ah

Magqasid al-shari’ah (tujuan-tujuan syariat) adalah kerangka
filosofis yang digunakan untuk memahami hikmah dan
tujuan di balik penetapan nas hukum. Pendekatan ini
memungkinkan rekonsiliasi antara nas dan maslahah dengan
cara mengidentifikasi ‘illah (sebab hukum) yang relevan
dengan konteks kontemporer. Lima Tingkatan Magqasid al-
Shari’ah: #
¢ Dharuriyyat (kebutuhan primer): Perlindungan agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta;
* Hajiyyat (kebutuhan sekunder): Kemudahan yang
menghilangkan kesulitan;
* Tahsiniyyat (kebutuhan tersier): Kesempurnaan dan
keindahan hidup.
Jika terjadi pertentangan antar maqasid, maka prinsip
rekonsiliasi berbasis Maqasid dilakukan dengan kaidah:**

2 Nyazee, Islamic Jurisprudence.

# Nyazee, Islamic Jurisprudence.

% Auda, Magasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach.
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« Jika terdapat pertentangan antara dua maslahah,
magqasid yang lebih tinggi didahulukan;

+ Jika nas tampak bertentangan dengan maslahah, harus
dicari maqasid yang lebih mendasar di balik nas tersebut;

¢ Maslahah dharuriyyah (primer) didahulukan atas
hajiyyah dan tahsiniyyah.

Sebagai ilustrasi implementasi adalah misal jika terjadi
wabah penyakit menular yang berbahaya, pemerintah
menutup sementara pelaksanaan salat Jumat berjamaah
di masjid. Di satu sisi, salat Jumat termasuk hifz al-din
(pemeliharaan agama). Sementara di sisi lain, melindungi
jiwadari penularan penyakit adalah hifzal-nafs (pemeliharaan
jiwa). Namun, sungguh pun memelihara agama adalah
magqasid utama, dalam kondisi darurat (seperti wabah), hifz
al-nafs (menjaga jiwa) didahulukan daripada pelaksanaan
berjamaah, karena keselamatan manusia menjadi syarat
bagi keberlangsungan ibadah.

Jadi, ketika dua maslahah bertentangan, seperti
menegakkan ibadah berjamaah vs menyelamatkan jiwa manusia,
maka magqasid yang lebih tinggi, yakni menjaga jiwa perlu
untuk dihadulukan.

b. Perubahan Fatwa Berdasarkan Perubahan Kondisi

Salah satu kontribusi penting Ibnu Qayyim al-Jawziyyah
(w. 751 H/1350 M) adalah kaidah perubahan fatwa yang
terkenal:* “Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi sesuai

% al-Jawziyah, Tahdhib I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-’Alamin.
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dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat

kebiasaan.”

LS °S{\3 é:af};y\ ;1: i % @:’):SB 65@\ 455
23153015 Sl g

Menurut Ibn al-Qayyim, ada lima faktor yang menuntut

perubahan fatwa hukum:

Al-Azminah (Zaman/Waktu): Perkembangan teknologi,
ilmu pengetahuan, dan struktur sosial mempengaruhi
penerapan hukum;

Al-Amkinah (Tempat): Kondisi geografis, budaya lokal,
dan kebiasaan masyarakat berbeda-beda;

Al-Ahwal (Keadaan/Kondisi): Situasi darurat, perang,
atau kondisi ekonomi yang berubah;

Al-Niyyat (Niat/Motivasi): Niat pelaku mempengaruhi
hukum perbuatan (misalnya dalam talak atau hibah);
Al-’Awa’id (Adat/Tradisi): Kebiasaan yang berlaku di
masyarakat menjadi pertimbangan hukum.

Walaupun seperti itu, perbedaan dan perubahan

fatwa hukum harus dikontrol dengan beberapa prinsip

fundamental, yakni:

Perubahan fatwa hanya berlaku pada hukum yang
bersifat ijtihadi (hasil ijtihad), bukan pada hukum yang
qath’i.

Perubahan harus berorientasi pada maslahah dan tidak
bertentangan dengan nas yang tegas.
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» Syariat Islam bersifat fleksibel (salih li kulli zaman wa
makan) dan dapat menjawab tantangan perubahan
zaman.,

Contoh dalam hal ini adalah aplikasi zakat untuk
infrastruktur publik. Pada masa klasik, zakat hanya untuk
delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam dalam QS.
Al-Taubah: 60. Namun, sebagian ulama kontemporer
memperluas kategori “fi sabilillah” untuk mencakup
pembangunan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur yang
bermanfaat bagi umat. Hal ini didasarkan pada perubahan
kebutuhan dan konteks zaman.

c. ‘Urf (Adat) sebagai Sumber Hukum Pelengkap

‘Urf adalah kebiasaan yang berlaku dan diterima baik

oleh masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nas.

Dalam konteks rekonsiliasi, ‘urf dapat digunakan untuk

menafsirkan makna nas yang bersifat umum atau ambigu/

bias. Kaidah Fighiyyah berkaitan dengan ‘urf di antaranya
adalah:

“Al-’‘adah muhakkamah” (adat dapat dijadikan hukum);

«  “Al-maruf ‘urfan ka al-mashrut shartan” (apa yang
diketahui sebagai adat, itu seperti apa yang disyaratkan
dalam akad);

¢ “La yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman”
(tidak dapat diingkari perubahan hukum karena
perubahan zaman).

2% Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction.
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Contoh ‘urf sebagai hukum pelengkap itu seperti dalam
kasus mahar dalam Pernikahan. Nas hukum menyebutkan
kewajiban mahar tanpa menyebut jumlah. ‘Urf lokal
kemudian menentukan besaran mahar yang wajar sesuai
kondisi ekonomi masyarakat setempat.

J. Pendekatan Rasionalisasi
a. Identifikasi ‘lllah (Sebab Hukum) yang Relevan

Rasionalisasi dilakukan dengan mengidentifikasi ‘illah (ratio
legis) di balik nas dan menilai apakah ‘illah tersebut masih
relevan dalam konteks kontemporer. Jika ‘illah berubah
atau tidak lagi ada, maka hukum dapat berubah pula, sesuai
kaidah:*

“Al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman”
(Hukum berputar bersama ‘illahnya, ada atau tidak adanya.)

Metode Identifikasi ‘Illah:?

 Nas: ‘Illah disebutkan secara eksplisit dalam nas.

« Ijma’: ‘lllah disepakati oleh ulama.

+  Munasabah (Kesesuaian): ‘Illah ditemukan melalui
penelitian terhadap hikmah dan tujuan hukum.

+ Sabr wa Tagsim (Eliminasi): ‘Illah ditemukan dengan
mengeliminasi atribut-atribut yang tidak relevan.

Contoh: Larangan Jual Beli Saat Adzan Jumat: ‘Illah
larangan ini adalah agar umat tidak lalai dari shalat Jumat.

¥ Auda, Magasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach.
% Nyazee, Islamic Jurisprudence.
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Jika dalam konteks modern ada sistem pengeras suara yang
memastikan semua orang mendengar adzan, maka ‘illah
tetap terpenuhi meskipun transaksi dilakukan secara online.

b. Hierarki Dharurat (Kebutuhan Mendesak)

Dalam situasi dharurat (keadaan darurat), syariat
memperbolehkan yang dilarang dengan syarat tertentu.
Ini adalah bentuk rasionalisasi yang mengakui bahwa
perlindungan jiwa dan kepentingan mendesak lebih
diutamakan daripada larangan tertentu.

Kaidah Dharurat:

o “Al-dharuratu tubihu al-mahdhurat” (Keadaan darurat
membolehkan yang terlarang).

«  “Al-dharuratu tugaddaru bi gadriha” (Dharurat diukur
sesuai kadarnya, tidak boleh berlebihan).

e “Ma ubihalidaruratin  yugaddaru  bigadriha”  (Apa
yang diperbolehkan karena darurat, diukur sesuai
kebutuhannya).

Contoh: Transplantasi Organ: Meskipun ada nas yang
melarang merusak tubuh manusia, dalam kondisi darurat
untuk menyelamatkan nyawa, mayoritas ulamakontemporer
memperbolehkan transplantasi organ berdasarkan prinsip
dharurat dan maslahah dharuriyyah.”

» Nyazee, Islamic Jurisprudence.
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c. ljtihad Jama'i (Kolektif)

Dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks,
para ulama mengembangkan metode ijtihad kolektif melalui
lembaga-lembaga seperti Majma’ Figh Islami (Islamic Figh
Academy) dan Dewan Syariah Nasional. Ijtihad kolektif
melibatkan diskusi interdisipliner antara ulama figh,
ahli medis, ekonom, dan pakar lainnya untuk mencapai
keputusan yang komprehensif. Ijtihad Jama'l mempunyai
keunggulan sebagai berikut:®

¢ Mengurangi subjektivitas dalam ijtihad individu.

«  Mempertimbangkan berbagai perspektif dan keahlian.

« Meningkatkan legitimasi fatwa di mata umat.

Pendekatan rekonsiliasi dan rasionalisasi dalam hukum
Islam menunjukkan dinamisme dan fleksibilitas syariat
dalam menghadapi perubahan zaman. Para ulama tidak
memandang nas dan maslahah sebagai dua entitas yang
saling bertentangan, melainkan sebagai dua aspek yang
saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan syariat.
Metode-metode seperti takwil, takhsis, maqgasid, dan
perubahan fatwa memberikan kerangka metodologis yang
kokoh untuk menyelesaikan pertentangan zahiri antara
nas dan maslahah, sehingga hukum Islam tetap relevan dan
responsif terhadap kebutuhan umat di setiap zaman dan
tempat.’

% Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction.
3t Auda, Magqasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach.
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K. Studi Kasus: Maslahah vs. Nas dalam Isu
Poligami

Di bawah ini akan diberikan contoh bagaimana dalam
banyak isu, dialektika antara nas dan maslahah sering
terjadi. Dialektika dilakukan dengan metode rekonsiliasi
teks-konteks dan rasionalisasi sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya.

Poligami adalah isu klasik yang kembali menjadi
perdebatan alot di era kontemporer. Di satu sisi, nas Al-
Qur’an secara eksplisit membolehkan poligami hingga empat
istri dengan syarat berlaku adil (QS. An-Nisa’: 3). Di sisi lain,
realitas sosial menunjukkan bahwa praktik poligami sering
menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan, konflik
keluarga, dan penelantaran anak. Karena itulah nas telah
mengantisipasi ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-
Nisa’ (4): 3:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu

senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak
akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...”

Berikutnya dalam QS. An-Nisa’ (4): 129 disebutkan pula:

“Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-
istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...”,

Nas ini di atas bersifat qath’i al-wurud (pasti
keberadaannya), namun zhanni al-dilalah (penunjukan
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maknya spekulatif/beragam penafsiran) berkaitan dengan
syarat keadilan yang dimaksud.*

Sementara itu maslahah kontemporer sebagaimana
ditunjukkan oleh penelitian empiris dan pengalaman hukum
di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa:

1. Poligami tanpa kontrol sering menyebabkan
ketidakadilan ekonomi terhadap istri dan anak-anak;

2. Kesehatan mental istri pertama dan anak-anak terganggu
akibat poligami yang tidak dipersiapkan dengan baik;

3. Konflik hukum terkait hak waris, nafkah, dan hak asuh
anak meningkat drastis;

4, Eksploitasi terhadap perempuan dengan dalih agama
tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial dan
psikologis suami.

Menghadapinasdanrealitasempiris diatas, dilakukanlah
rekonsilisasi dengan beberapa pendekatan:

1. Rekonsiliasi Kontekstual: Pendekatan Magasid

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad
Abduh, dan Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan
magqasid untuk merekonsiliasi nas dan maslahah:

« ‘lllah Hukum: Kebolehan poligami pada masa Nabi @&
memiliki ‘illah berupa perlindungan terhadap janda
perang dan anak yatim dalam kondisi perang yang
berkepanjangan;

32 Kamali, Shari‘ah Law: An Introduction.
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Konteks Kontemporer: Ketika ‘illah tersebut tidak lagi
relevan (tidak ada perang massal, sistem jaminan sosial
telah ada), maka penerapan hukum dapat disesuaikan
tanpa menghapus nas;

Syarat Keadilan: Ayat 129 yang menyatakan “kamu tidak
akan mampu berlaku adil” ditafsirkan sebagai indikasi kuat
bahwa monogami adalah pilihan yang lebih sesuai
dengan magqasid hifz al-nasl (perlindungan keturunan)
dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa).

Pendekatan Takwil dan Takhsis

Takwil: Kata “adil” dalam QS. An-Nisa’: 3 ditakwil
bukan hanya adil materi, tetapi juga adil psikologis dan
emosional, yang menurut ayat 129 hampir mustahil
dicapai.

Takhsis: Nash kebole han poligami dikhususkan (di-
takhsis) hanya untuk kondisi darurat (istri mandul, sakit
kronis, atau kondisi perang), sebagaimana diterapkan di
Indonesia, Maroko dan Tunisia.

Berdasar pendekatan di atas, analisis prioritas nash vs.

maslahah dapat ditabelkan sebagai berikut:

Aspek Nash Maslahah Kontemporer Rekonsiliasi
Dasar QS. An-Nisa” 3 | Perlindungan hak Nas tetap berlaku, tetapi
Hukum (boleh hingga 4 | perempuan dan anak dibatasi prosedurnya

istri) melalui regulasi
Syarat Zhanni al-dilalah | Keadilan ekonomi, Pengadilan berhak menilai
Keadilan | (dapat psikologis, dan sosial kemampuan berlaku adil
ditafsirkan) sulit terpenuhi sebelum memberikan izin
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Aspek Nash Maslahah Kontemporer Rekonsiliasi
Hak Istri | Tidak disebutkan | Hak menolak atau Diadopsi melalui ijtihad
Pertama | eksplisit mengajukan gugatan kontekstual berbasis

cerai maslahah mursalah
Sanksi Tidak ada sanksi | Poligami tanpa izin = Sanksi administratif dan
Hukum duniawi dalam pidana/perdata pidana sebagai sadd
fikih klasik al-dzari'ah

Pendekatan yang diambil oleh mayoritas negara
Muslim dalam kasus poligami menunjukkan bahwa nas
tetap diperhatikian, namun penerapannya disesuaikan
dengan maslahah kontemporer melalui mekanisme regulasi
prosedural dan penafsiran kontekstual. Ini adalah contoh
nyata dari prinsip “al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa
‘adaman” (hukum bersifat dinamis karena perubahan ‘illat/
ratio legis).

L. Ringkasan Bab

Hubungan antara nas (teks Al-Qur'an dan Sunnah) dan
maslahah (kemaslahatan) adalah isu utama dalam penetapan
hukum Islam, di mana nas sebagai sumber hukum ilahi
lebih diutamakan daripada maslahah yang merupakan hasil
ijtihad manusia. Para ulama sepakat bahwa nas qath’i baik
dari segi keberadaan maupun makna memiliki kedudukan
tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat oleh maslahah,
namun ijtihad dan maslahah dapat diaplikasikan pada nas
yang bersifat zhanni atau ketika tidak ada nas sama sekali.
Klasifikasi maslahah mu’tabarah, mulghah, dan mursalah
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membantu menentukan batas dan legitimasi pemanfaatan
maslahah dalam penetapan hukum.

Ketika terjadi konflik antara nas dan maslahah, metode
rekonsiliasi seperti takwil, takhsis, tarjih, dan jam’ digunakan
untuk menyelaraskan nas dengan realitas kontemporer,
sehingga hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Pendekatan maqasid al-shari’ah,
perubahan fatwa berdasarkan kondisi, serta ‘urf dan
rasionalisasi sebab hukum (‘illah) adalah cara yang ditempuh
agar hukum Islam menjaga tujuan utama syariat—keadilan,
rahmat, dan kemaslahatan. Implementasi prinsip prioritas
tampak dalam kasus-kasus kontemporer seperti zakat untuk
infrastruktur umum, donor organ, dan isu poligami, yang
memperlihatkan pentingnya integrasi teks dan maslahat
publik dalam kerangka magqasid.

Pada akhirnya, hubungan antara nas dan maslahah
tidaklah  bersifat antagonis, tetapi dialektis dan
komplementer. Ulama terus berupaya agar maslahah tetap
berada dalam koridor syariat dengan tetap memegang teguh
otoritas nas, melalui kerangka metodologi hukum yang
memadukan tradisi dan inovasi.

M. Latihan

1. Jelaskan prinsip prioritas antara nas dan maslahah dalam
penetapan hukum Islam! Bagaimana hierarki kepastian
nas mempengaruhi ruang penerapan maslahah dalam
ijtihad kontemporer?
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. Uraikan klasifikasi maslahah menurut Imam Al-Ghazali

serta hubungan tiap jenis maslahah dengan nas! Berikan
contoh kasus aktual untuk tiap tipe maslahah yang
relevan dengan kehidupan modern!

. Analisis metode rekonsiliasi yang digunakan ulama usul
figh ketika terjadi konflik antara nas dan maslahah!
Bandingkan pendekatan takwil, takhsis, dan tarjih dalam
menyelesaikan pertentangan zahiri antara teks dan
kemaslahatan!

. Diskusikan konsep perubahan fatwa berdasarkan
konteks zaman, tempat, dan kondisi! Bagaimana prinsip
maslahah dan dinamika realitas sosial dapat mengubah
penerapan hukum tanpa menyalahi nas yang qath’i?

. Studi kasus: Dalam konteks poligami, bagaimana
mekanisme penafsiran nas dan integrasi maslahah
kontemporer dapat direkonsiliasi untuk menghasilkan
aturanhukumyanglebihadildanberorientasi pada tujuan
maqasid? Paparkan argumentasi ulama kontemporer dan
relevansi pendekatan maqasid terhadap perlindungan
hak perempuan dan anak!
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BAB XIlI

Mujtahid dan ljtihad

Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami secara komprehensif
hakikat ijtihad sebagai instrumen rasional dalam sistem hukum Islam
serta posisi epistemologis mujtahid sebagai subjek kreatif yang berperan
menyingkap maknadantujuan syariat. Melaluipembahasanini,mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan pengertian ijtihad baik dari segi bahasa
maupun istilah, mengidentifikasi dasar-dasar pensyariatannya dalam
Al-Qur'an dan Sunnah, serta menafsirkan konteks historis kemunculan
konsep ijtihad dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Selain itu, mahasiswa
diharapkan dapat memahami kualifikasi, kkmampuan, dan syarat-syarat
ilmiah yang wajib dimiliki oleh seorang mujtahid, serta membedakan
antara berbagai tingkatan mujtahid seperti mujtahid mutlaq, mujtahid
fi al-madhhab, dan mujtahid fi al-masa'il. Mahasiswa juga dilatih untuk
menelaah proses metodologis ijtihad, menganalisis hubungan antara
ijtihad dan magqasid al-syarrah, serta menilai pandangan ulama klasik
dan kontemporer tentang isu “tertutupnya pintu ijtihad.” Pada akhirnya,
mahasiswa diharapkan mampu merumuskan sikap intelektual dan
etika keilmuan seorang mujtahid serta menerapkan prinsip-prinsip
ijtihad dalam menjawab persoalan hukum modern yang muncul akibat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

— 331 —



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

Ijtihad merupakan pilar utama dalam perkembangan hukum
Islam, di mana mujtahid, para ahli yang berusaha keras
untuk menggali hukum syariat, memainkan peran sentral
dalam menjawab tantangan zaman. Bab ini mengkaji esensi
ijtihad sebagai metode dinamis untuk mengadaptasi ajaran
Islam terhadap realitas sosial, ekonomi, dan intelektual,
sambil menjaga integritas sumber-sumber primer seperti
Al-Qur’an dan Sunnah. Melalui eksplorasi definisi, syarat,
tingkatan, prosedur, dan ruang lingkup ijtihad, pembaca
akan memahami bagaimana tradisi ini telah membentuk
mazhab-mazhab fikih dan tetap relevan di era modern.
Dengan dalil-dalil dari nash dan literatur klasik, bab ini
menekankan bahwa ijtihad bukan sekadar intelektualisme,
melainkan tanggung jawab spiritual untuk kemajuan umat.'

A. Definisi, Dalil Disyariatkannya ljtihad

ljitihad (s\&>)), yang secara etimologis berasal dari kata
“jahada” (3g5) yang berarti berusaha keras atau berjuang,
dalam konteks hukum Islam merujuk pada upaya maksimal
seorang ahli untuk menggali hukum syariat dari sumber-
sumbernya yang primer, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, dan
metode-metode yang diakui dalam disiplin ilmu ushul fikih
(a2l Jswl). Istilah ini bukanlah proses sembarangan,
melainkan sebuah kegiatan intelektual yang mendalam, di
mana mujtahid (.&2) - orang yang melakukan ijtihad -

! Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar
al-Fikr, 2003, 45-46.
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harus menggunakan akal pikiran, pengetahuan, dan intuisi
untuk menemukan hukum yang belum secara eksplisit
diatur dalam nash () atau teks suci? Definisi ini
menekankan bahwa ijtihad adalah pintu bagi pengembangan
hukum Islam, memungkinkan adaptasi terhadap tantangan
zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam
literatur klasik, ijtihad sering dibedakan dari taqlid («.Js),
yang merupakan pengikut buta terhadap pendapat ulama
tanpa pemikiran kritis, sehingga ijtihad dipandang sebagai
metode yang lebih dinamis dan inovatif.?

Dalil disyariatkannya ijtihad dapat ditemukan dalam
berbagai ayat Al-Qur’an yang mendorong umat Islam untuk
berpikir, berusaha, dan mencari kebenaran melalui akal dan
pengamatan. Salah satu dalil utama adalah Surah Al-Hajj
(22:46):

-

TELe»u:ls;é’ }@uﬂd&ﬂ\dbﬁ”?
sz\ujl.d = \:am 5V G & e
pms

“Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami
atau telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?
Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta
ialah hati yang di dalam dada.™

——w\

2 Ibid.,

> Ibn Qayyim al-Jawziyyah. I'lam al-Muwagqgqi’in ‘an Rabb al-’Alamin.
Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-"Tlmiyyah, 1991, 112-113.

4 Quran
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Ayat ini menunjukkan bahwa ijtihad adalah kewajiban
untuk memahami hukum-hukum Allah melalui akal dan
pengamatan empiris, bukan hanya melalui teks literal.> Dalil
lain adalah Surah Al-Imran (3:7):

3 oh S8 AT & o ade J;i? sl 5
S 5 e jbdwo\uuu\@ s 5l o

)
s_

V1AL, ks 53 gugju 2l skl 2l 4 B

565 e 5 K 0 T 5 ol 3 6 ity

SN 18
“Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepada kamu.
Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat (jelas),

itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat)
mutasyabihat (samar).

Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-
ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan
untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang
mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang
yang mendalam ilmunya berkata: ‘Kami beriman kepada
semuanya, semuanya itu dari sisi Tuhan kami’. Dan tidak
dapat mengambil pelajaran (dari ayat-ayat itu) melainkan
orang-orang yang berakal.”). Ayat ini mengisyaratkan peran

> Abu Daud, Sulaiman ibn al-Ash’ath. Sunan Abu Daud. Edited by
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beirut: Dar al-Fikr, 1994, 78.
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ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat yang samar, di mana
hanya orang-orang yang berilmu mendalam (rasikhun fi al-
'ilm) yang mampu melakukannya.®

Selain Al-Qur’an, Sunnah Nabi Muhammad SAW juga
memberikan dalil kuat untuk disyariatkannya ijtihad. Salah
satu hadis terkenal adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud
dan Tirmidzi tentang Mu’adz bin Jabal, di mana Nabi
bertanya kepadanya sebelum mengutusnya ke Yaman:

346 J6 A iy J6 935 G B5e 18] sl 2
u—‘=v¢5 QJBM\J &l Jb?m\uLSLgu_r:,:
“}TYJQ/} /a\ J\s*’m\d ) ..w)

“Dengan apa engkau memutuskan jika ada perkara yang
datang kepadamu? Dia berkata: Dengan Kitab Allah. Nabi
berkata: Jika tidak ada dalam Kitab Allah? Dia berkata:
Dengan Sunnah Rasulullah. Nabi berkata: Jika tidak ada
dalam Sunnah Rasulullah? Dia berkata: Aku akan berijtihad
dengan pendapatku dan aku tidak akan lelah.”

Hadis ini secara eksplisit menunjukkan bahwa ijtihad
adalah metode yang disyariatkan untuk mengatasi masalah-
masalah baru yang tidak tercakup dalam nash primer,
menjadikannya sebagai langkah terakhir dalam hierarki
sumber hukum.’

¢ Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul. Vol. 1. Beirut:
Dar al-Kutub al-"Tlmiyyah, 1997, 234.

7 Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah. Vol. 2.
Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, 156.
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Hadis lain dari Sahih Muslim menceritakan tentang
Umar bin Khattab yang melakukan ijtihad dalam masalah
pembagian harta fai’ (i.2¢), di mana ia berkata:

81 Jshs I ade st Lo Al 0ol das a\ Ny
‘A:La\fg;"mjgwUw\y\@@)guﬁﬁm
g\xﬁvsmg@gg\&i’ﬁ

“Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda:
‘Sesungguhnya Allah SWT telah menghilangkan dari umatku
kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka’,
niscaya aku akan memutuskan dalam perkara ini dengan
pendapatku.”

Ini menunjukkan bahwa ijtihad adalah praktik yang
dilakukan oleh sahabat, termasuk Khalifah Umar, yang
dianggap sebagai mujtahid awal.?

Dalam sejarah Islam, ijtihad klasik telah berkembang
sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang
semakin kompleks. Pada masa sahabat, ijtihad dilakukan
oleh tokoh seperti Abu Bakar dan Umar, yang menghadapi
masalah-masalah seperti pembagian zakat dan hukum
perang. Di era tabi'in (;w0bs), ulama seperti Hasan al-Basri
dan Sa’id bin al-Musayyab melanjutkan tradisi ini,
membangun fondasi untuk mazhab-mazhab fikih. Ijtihad
tidak hanya terbatas pada hukum, tetapi juga mencakup
aspek etika dan sosial, seperti dalam masalah muamalah

¢ Al-Ghazali, Abu Hamid. Thya’ Ulum al-Din. Vol. 1. Cairo: Dar al-
Hadith, 2005, 89.

— 336 —



Mujtahid dan Ijtihad

(oMules) atau transaksi ekonomi. Namun, penting untuk
dicatat bahwa ijtihad harus didasarkan pada dalil yang kuat,
bukan spekulasi belaka, untuk menghindari penyimpangan
dari ajaran Islam.’ Kritik terhadap ijtihad muncul di era
modern, di mana beberapa kelompok konservatif
menganggapnya sebagai pintu bagi liberalisasi hukum,
sementara yang lain melihatnya sebagai alat untuk relevansi
Islam di zaman kontemporer. Meskipun demikian, dalil-dalil
dari Al-Qur’an dan Sunnah tetap menjadi landasan utama,
menegaskan bahwa ijtihad adalah bagian integral dari
dinamika hukum Islam. Dengan demikian, definisi ijtihad
sebagai usaha maksimal untuk menggali hukum syariat,
didukung oleh dalil-dalil yang jelas, menjadikannya sebagai
metode yang sah dan diperlukan untuk kemajuan umat.

B. Syarat dan Tingkatan Mujtahid

Untuk menjadi mujtahid (.gZ£), seseorang harus memenuhi
syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan oleh ulama klasik
dalam disiplin ushul fikih (424l ) s»o1), karena ijtihad bukanlah
kegiatan biasa melainkan tanggung jawab besar yang
mempengaruhi hukum umat. Syarat utama pertama adalah
pengetahuan mendalam tentang Al-Qur’an dan Sunnah,
termasuk hafalan ayat-ayat utama, sanad hadis, dan metode
kritik hadis (jarh wa ta’dil). Mujtahid harus mahir dalam
bahasa Arab, khususnya nahwu (,£) atau gramatika,

° Ibn Khaldun. Mugaddimah. Translated by Franz Rosenthal.
Princeton: Princeton University Press, 1967, 345.
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balaghah (i) atau retorika, dan sarf (& ) atau morfologi,
agar dapat memahami nash dengan akurat.® Selain itu,
keahlian dalam kaidah-kaidah ushul fikih seperti giyas
(u~3), istihsan (olwsel), dan maslahah mursalah (d>Jas
i.,») adalah wajib, karena ini adalah alat untuk menggali
hukum dari dalil-dalil. Syarat lain meliputi integritas moral,
seperti takwa (), kejujuran, dan kebebasan dari hawa
nafsu (s,»), karena ijtihad memerlukan obyektivitas untuk
menghindari kesalahan yang dapat menyesatkan umat.
Ulama seperti Al-Ghazali dalam kitabnya Thya’ Ulum al-
Din menekankan bahwa mujtahid harus memiliki niat yang
ikhlas (_oMs)) dan tidak terpengaruh oleh kepentingan
duniawi, seperti jabatan atau kekayaan.”? Syarat ini
didasarkan pada hadis Nabi: “ct:l Jueely \&)” (Artinya:
“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada
niatnya.”), yang menunjukkan bahwa niat yang buruk dapat
merusak validitas ijtihad.”® Di samping itu, mujtahid harus
memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, kemampuan
untuk berpikir kritis, dan pengalaman praktis dalam
masalah-masalah hukum. Dalam mazhab Syafi’i, misalnya,
syarat tambahan adalah penguasaan ilmu kalam (-3) untuk

10 Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar
al-Fikr, 2003, 45-46.

' Ibn Qayyim al-Jawziyyah. I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-’Alamin.
Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-"Tlmiyyah, 1991, 112-113.

2 Abu Daud, Sulaiman ibn al-Ash’ath. Sunan Abu Daud. Edited by
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beirut: Dar al-Fikr, 1994, 78.

3 Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul. Vol. 1. Beirut:
Dar al-Kutub al-"Tlmiyyah, 1997, 234.
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membela akidah, sementara dalam mazhab Hanafi,
penekanan lebih pada logika dan analogi.**

Tingkatan mujtahid dibagi menjadi beberapa kategori
berdasarkan kedalaman pengetahuan dan ruang lingkup
ijtihad mereka, mencerminkan hierarki keahlian dalam
tradisi Islam. Mujtahid mutlak (5154 .#2) adalah mereka
yang mampu berijtihad dalam semua bidang hukum tanpa
batasan, seperti para imam mazhab besar: Abu Hanifah
(&) Malik bin Anas (@u) Muhammad bin Idris al-Syafi’i
(@3@) dan Ahmad bin Hanbal (&.«o) Mereka dianggap
sebagai puncak ijtihad karena kemampuan mereka untuk
mengembangkan mazhab baru.”® Mujtahid mazhab (.gs
s»3%) adalah mereka yang terbatas pada mazhab tertentu,
s:éperti pengikut mazhab yang melakukan ijtihad dalam
masalah cabang (furu’) yang belum diatur oleh imam
mazhab. Mujtahid dalam masalah (L3 & 2¢i2) adalah
kategori terendah, di mana seseorang hanya berijtihad
dalam isu-isu spesifik, seperti hukum pernikahan atau
warisan.'

Dalam sejarah, tingkatan ini berkembang dari masa
sahabat hingga era modern. Pada masa Khalifah Umar, ia
dianggap mujtahid mutlak karena keputusannya dalam
masalah seperti pembagian harta. Di era Abbasiyah, ulama

14 Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah. Vol. 2.
Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, 156.

5 Al-Ghazali, Abu Hamid. Thya’ Ulum al-Din. Vol. 1. Cairo: Dar al-
Hadith, 2005, 89.

6 Tbn Khaldun. Mugaddimah. Translated by Franz Rosenthal.
Princeton: Princeton University Press, 1967, 345.

— 339 —



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

seperti Al-Syafi'i membangun mazhab dengan ijtihad
mutlak. Namun, setelah periode “pintu ijtihad tertutup”
pada abad ke-4 Hijriah, sebagian ulama berpendapat bahwa
mujtahid mutlak tidak lagi ada, dan ijtihad terbatas pada
taqlid mazhab."” Kritik terhadap tingkatan ini muncul dari
pemikir modern seperti Muhammad Igbal, yang
mengadvokasi  pembukaan  kembali ijtihad untuk
menghadapi tantangan global. Meskipun demikian, syarat
dan tingkatan ini tetap penting untuk menjaga kualitas
ijtihad, memastikan bahwa hanya orang yang kompeten
yang dapat menetapkan hukum. Dengan demikian, menjadi
mujtahid adalah perjalanan panjang yang memerlukan
dedikasi, pengetahuan, dan moralitas tinggi.'®

C. Prosedur ljtihad dan Ruang Lingkupnya

Prosedur ijtihad klasik adalah proses sistematis yang dimulai
dengan pengumpulan dalil-dalil relevan dari Al-Qur’an dan
Sunnah, diikuti oleh analisis menggunakan kaidah-kaidah
ushul fikih (az2l J,00) seperti giyas (_\3), istihsan (olsd),
dan maslahah (i>la»). Langkah pertama adalah memahami
nash (=) secara harfiah melalui tafsir (.s), kemudian
menginterpretasikannya dalam konteks yang lebih luas.
Mujtahid harus memastikan bahwa dalil-dalil tersebut sahih,
tidak bertentangan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip

7 Al-Juwayni, Imam al-Haramayn. Al-Burhan fi Ushul al-Figh. Vol. 1.
Beirut: Dar al-Kutub al-"TImiyyah, 1997, 67.

8 Al-Amidi, Sayf al-Din. Al-Thkam fi Ushul al-Ahkam. Vol. 2. Beirut:
Dar al-Kutub al-"Tlmiyyah, 1984, 201.
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umum syariat.”” Jika tidak ada dalil langsung, mujtahid
menggunakan metode induktif untuk menyimpulkan hukum
dari prinsip-prinsip umum, seperti dalam giyas di mana
hukum suatu masalah disamakan dengan masalah serupa
berdasarkan illat (<) atau sebab yang sama.?

Prosedur ijtihad klasik adalah proses sistematis yang
dimulai dengan pengumpulan dalil-dalil relevan dari Al-
Qur'an dan Sunnah, diikuti oleh analisis menggunakan
kaidah-kaidah ushul fikih (a2l J,l) seperti giyas (_\3),
istihsan (ol.>c.), dan maslahah (i>).2»). Langkah pertama
adalah memahami nash (=) secara harfiah melalui tafsir
(~5), kemudian menginterpretasikannya dalam konteks
yang lebih luas. Mujtahid harus memastikan bahwa dalil-
dalil tersebut sahih, tidak bertentangan, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip umum syariat.” Jika tidak ada dalil langsung,
mujtahid  menggunakan  metode  induktif untuk
menyimpulkan hukum dari prinsip-prinsip umum, seperti
dalam qiyas di mana hukum suatu masalah disamakan
dengan masalah serupa berdasarkan illat (2\c) atau sebab
yang sama.”

Prosedur ini melibatkan beberapa tahap: pertama,

¥ Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar
al-Fikr, 2003, 45-46.

2 Tbn Qayyim al-Jawziyyah. I'lam al-Muwagqgqi’in ‘an Rabb al-’Alamin.
Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-"Tlmiyyah, 1991, 112-113.

2L Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar
al-Fikr, 2003, 45-46.

2 Tbn Qayyim al-Jawziyyah. I'lam al-Muwagqgqi’in ‘an Rabb al-’Alamin.
Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-"Tlmiyyah, 1991, 112-113.

— 341 —



Ushul al-Figh dan Rasionalitas Hukum Islam

istinbath (L)) atau penggalian hukum; kedua, tarjih
(=) atau memilih dalil yang lebih kuat jika ada konflik;
ketiga, taswib (e y3) atau validasi oleh ulama lain.” Dalam
mazhab Syafi’i, prosedur ini lebih ketat dengan penekanan
pada dalil tekstual, sementara dalam mazhab Hanafi, lebih
fleksibel dengan istihsan. Contoh klasik adalah ijtihad Umar
bin Khattab dalam masalah pembagian zakat, di mana ia
menggunakan giyas dari ayat tentang harta anak yatim.*
Hadis Nabi juga mendukung prosedur ini:

3l GGk ol it 3 Sy el G Sl
< s u: Lo o5 8 . < %% :: <. 8 _z *1:
2k G Spn d 255e B0 G 58 sk )

AT TR SN S-S I SRS AP oz
BN R N ST C N E s

“Hakim itu ada tiga: satu hakim di surga dan dua di neraka.
Adapun yang di surga adalah orang yang mengetahui
kebenaran lalu memutuskan dengannya. Orang yang tidak
mengetahui kebenaran lalu memutuskan tanpa ilmu, maka
ia binasa. Dan orang yang mengetahui kebenaran lalu
menyimpang dalam hukum, maka ia di neraka.”

Hadis ini menekankan pentingnya pengetahuan dan
integritas dalam prosedur ijtihad, karena kesalahan dapat
berakibat fatal.”® Prosedur ini tidak statis; ia berkembang

% Abu Daud, Sulaiman ibn al-Ash’ath. Sunan Abu Daud. Edited by
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beirut: Dar al-Fikr, 1994, 78.

% Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasfa min ‘llm al-Ushul. Vol. 1.
Beirut: Dar al-Kutub al-"Iimiyyah, 1997, 234.

% Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah. Vol. 2.
Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, 156.
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seiring waktu, dengan ulama seperti Al-Syafi'i yang
merumuskan langkah-langkah sistematis dalam kitabnya
Al-Risalah, di mana ia membagi ijtihad menjadi tahap
pengumpulan dalil, analisis, dan penetapan hukum.

Ruang lingkup ijtihad mencakup masalah-masalah
furu’iyah (&<,5) atau cabang hukum yang tidak diatur
secara eksplisit dalam nash, seperti isu-isu kontemporer
akibat perkembangan teknologi, ekonomi, atau sosial.
Misalnya, dalam bidang muamalah (cMslss), ijtihad
digunakan untuk hukum bank syariah atau kontrak modern,
di mana mujtahid menerapkan qiyas dari prinsip-prinsip
umum seperti larangan riba (1;,). Namun, ijtihad tidak boleh
melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dan
Sunnah, dan harus menghindari bid’ah (ic..) atau inovasi
yang menyimpang. Dalil untuk ruang lingkup ini adalah ayat
Surah Al-Ma’idah (5:101):

328 aead 5 ) sl g2 JLS Y s sl @l
wm\;iggj"” ’\;ﬁ\dﬁw}wsj&uu\,

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menanyakan (kepada Nabi) hal-hal yang jika diterangkan
kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu
menanyakan di waktu Al-Qur’an sedang diturunkan, niscaya
akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu)
tentang hal-hal itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyantun.”
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Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua masalah perlu
diatur secara detail, sehingga ijtihad diperlukan untuk
mengisi kekosongan tersebut.*

Dalam sejarah, ruang lingkup ijtihad telah meluas dari
masa sahabat hingga era modern. Pada masa Umar bin
Khattab, ijtihad digunakan untuk masalah seperti hukum
tawanan perang dan pembagian harta, di mana ia
berkonsultasi dengan sahabat lain sebelum memutuskan. Di
era tabi’in, ulama seperti Hasan al-Basri melakukan ijtihad
dalam etika dan sosial, seperti hukum tentang perbudakan.
Pada abad  pertengahan, mazhab-mazhab fikih
mengembangkan ijtihad dalam bidang jinayah (&35t>) atau
pidana, seperti hukuman bagi pencuri. Namun, setelah
“pintu ijtihad tertutup” sekitar abad ke-4 Hijriah, sebagian
ulama membatasi ruang lingkup ini pada taqlid, meskipun
ijtihad parsial tetap dilakukan.”” Kritik modern terhadap
pembatasan ini datang dari pemikir seperti Jamaluddin al-
Afghani dan Muhammad Abduh, yang mengadvokasi ijtihad
untuk menghadapi kolonialisme dan modernisasi. Mereka
berpendapat bahwa ruang lingkup ijtihad harus diperluas
untuk mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia dan
demokrasi, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip
syariat.”®

2% Al-Juwayni, Imam al-Haramayn. Al-Burhan fi Ushul al-Figh. Vol. 1.
Beirut: Dar al-Kutub al-"TImiyyah, 1997, 67.

7 Al-Amidi, Sayf al-Din. Al-Thkam fi Ushul al-Ahkam. Vol. 2. Beirut:
Dar al-Kutub al-"Tlmiyyah, 1984, 201.

8 Al-Razi, Fakhr al-Din. Al-Mahsul fi ‘Ilm Ushul al-Figh. Vol. 1. Beirut:
Dar al-Kutub al-"Tmiyyah, 1992, 78-79.
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Meskipun demikian, ada batasan ketat untuk mencegah
penyimpangan. Ijtihad tidak boleh bertentangan dengan
qath’i ( sk3) atau dalil yang pasti, seperti larangan zina atau
riba. Jika ijtihad salah, mujtahid tidak berdosa asalkan
usahanya maksimal, berdasarkan hadis:

S N TR PR E R v ]

Jika hakim berijtihad lalu benar, ia mendapat dua pahala; jika
salah, ia mendapat satu pahala.”

Ini menunjukkan bahwa prosedur ijtihad adalah amanah
yang berat, tetapi juga peluang untuk pahala. Dalam konteks
global, ijtihad klasik tetap relevan, seperti dalam fatwa
tentang vaksinasi atau kecerdasan buatan, di mana ulama
menggunakan metode lama untuk masalah baru. Dengan
demikian, prosedur dan ruang lingkup ijtihad adalah fondasi
untuk dinamika hukum Islam, memungkinkan adaptasi
tanpa kompromi pada esensi syariat.*

D. Ringkasan

1. Ijtihad (s>1) berarti upaya sungguh-sungguh seorang
ahli untuk menggali hukum syariat dari sumber
utamanya (Al-Qur’an, Sunnah, dan dalil usuliyyah). Ia
merupakan fondasi perkembangan hukum Islam dan
sarana menyesuaikan ajaran dengan realitas zaman.

2 Ibn Taymiyyah. Majmu’ al-Fatawa. Vol. 20. Riyadh: Dar al-Wafa,
2005, 123.

% Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Vol.
1. Cairo: Dar al-Sha’b, 1967, 234.
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2. Disyariatkannya ijtihad melalui ayat-ayat yang

memerintahkan berpikir dan berusaha, seperti QS. al-
Hajj [22]:46, serta hadis:

oot it T gy o 26 sl 2o e

@ e
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(Jika seorang hakim berijtihad lalu benar, ia mendapat dua

pahala; jika salah, satu pahala.)

Seorang mujtahid wajib menguasai:

Al-Qur’an dan Sunnah beserta ilmu hadis dan jarh wa
ta‘dil,

Bahasa Arab (nahwu, sarf, balaghah),

Kaidah ushul figh: qiyas, istihsan, maslahah mursalah,
Pengetahuan maqasid al-syari‘ah,

Integritas moral dan ketakwaan tinggi.

4. Tingkatan Mujtahid:

5.

Mujtahid Mutlaq (5154 1452): berijtihad dalam seluruh
bidang hukum tanpa terikat mazhab, seperti Abu
Hanifah, Malik, al-Syafi‘i, dan Ahmad bin Hanbal.
Mujtahid Mazhabi (»3s &2): berijtihad dalam
lingkup mazhab tertentu.

Mujtahid Fi al-Masa’il ( jsL=3) & +2): berijtihad dalam
masalah-masalah parsial atau khusus.

Proses ijtihad mencakup:

(1) Mengumpulkan dalil Al-Qur’an dan Sunnah,

(2) Meneliti otentisitas dan makna nash,

(3) Menggunakan metode qiyds, istihsan, atau maslahah,
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(4) Melakukan tarjih jika terjadi pertentangan,

(5) Menyusun kesimpulan hukum (istinbat).

. Ruang lingkup ijtihad adalah masalah furu‘iyah yang
tidak diatur secara gath‘i dalam nash, seperti muamalah
modern, keuangan syariah, teknologi, atau bioetika.
Tidak diperbolehkan pada hal-hal qath‘i seperti jumlah
rakaat shalat atau hukum riba.

. Ijtihad bertujuan menjaga dinamika syariat agar tetap
sesuai dengan  maqgasid al-syari‘ah:  keadilan,
kemaslahatan, dan rahmat. Ia menuntut tanggung jawab
ilmiah sekaligus spiritual.

. Latihan

1. Jelaskan pengertian ijtihad secara bahasa dan istilah!

. Uraikan secara sistematis syarat-syarat yang harus
dimiliki oleh seorang mujtahid agar ijtihadnya sah secara
syar‘i!

. Bandingkan antara Mujtahid Mutlag, Mujtahid Mazhabi,
dan Mujtahid Fi al-Masa’il dari segi kemandirian, ruang
lingkup, dan otoritas hukum.

. Jelaskan langkah-langkah sistematis yang ditempuh
seorang mujtahid dalam proses ijtihad hingga lahirnya
kesimpulan hukum.

. Mengapa ijtihad hanya berlaku pada masalah zanni dan
tidak pada masalah gathi? Jelaskan dengan argumentasi
rasional dan syar‘i.
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. Jelaskan pandangan sebagaian ulama mengenai
‘tertutupnya pintu ijtihad’ serta bagaimana ulama
lainnya merespons gagasan tersebut.

. Apa hubungan antara magqasid al-syari‘ah dengan ijtihad?
Jelaskan bagaimana pemahaman maqasid dapat
memperkaya metode ijtihad kontemporer?

. Jelaskan etika dan tanggung jawab moral seorang
mujtahid dalam berijtihad, serta konsekuensi jika ijtihad
dilakukan karena hawa nafsu atau kepentingan pribadi!

. Berikan contoh konkret penerapan ijtihad kontemporer
dalam isu modern seperti bioetika, keuangan syariah,
atau teknologi kecerdasan buatan, dan jelaskan metode
istinbat yang digunakan.
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jtihad Kontemporer

Tujuan Pembelajaran

Bab ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami perkembangan dan
tantanganijtihad pada era modern, serta mengidentifikasi metodologi baru
dalam merespons isu-isu kontemporer. Mahasiswa diharapkan mampu
menjelaskan transformasi epistemologis dari ijtihad klasik menuju ijtihad
kolektif (ijtihad jama) dan institusional, seperti yang diterapkan dalam
majelis fatwa internasional. Pembelajaran ini menekankan pentingnya
integrasi antara magqasid al-syar'ah, ilmu sosial, dan teknologi dalam
perumusan hukum baru. Mahasiswa dilatih untuk menganalisis
contoh-contoh ijtihad modern—seperti bioetika, keuangan syariah, dan
kecerdasan buatan—dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-
prinsip dasar syariat. Selain itu, dibahas pula peran ulama, akademisi,
dan lembaga fatwa dalam menjaga otoritas hukum Islam di tengah
pluralitas pengetahuan global. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan
memiliki kemampuan metodologis dan refleksi etis untuk berpartisipasi
dalam proyek ijtihad tajdidr (ijtihad pembaruan) yang berorientasi pada
kemaslahatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai Islam dalam
dunia modern.
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Ijtihad kontemporer mewakili evolusi ijtihad klasik ke
dalam konteks global modern, di mana tantangan seperti
globalisasi, teknologi digital, dan pluralisme budaya
memaksa ulama untuk berinovasi tanpa meninggalkan akar
syariat. Bab ini mengeksplorasi bagaimana ijtihad
beradaptasi dengan realitas abad ke-21, melalui pendekatan
kolektif, fatwa yang responsif, dan integrasi interdisipliner.
Dengan fokus pada tantangan epistemologis dan sosial,
pembaca akan memahami bahwa ijtihad bukan lagi
monopoli individu, melainkan proses kolaboratif yang
melibatkan masyarakat luas. Dalil-dalil dari Al-Qur’an dan
Sunnah tetap menjadi kompas, namun metode baru seperti
analisis sistemik dan kontekstual memungkinkan hukum
Islam tetap relevan dan inklusif.!

A. Tantangan Sosial dan Epistemologis

Ijtihad kontemporer dihadapkan pada tantangan sosial yang
kompleks, di mana masyarakat Islam menghadapi perubahan
cepat akibat urbanisasi, migrasi, dan globalisasi. Tantangan
sosial ini mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, gender
equality, dan keberagaman budaya, yang sering kali
bertentangan dengan interpretasi tradisional hukum Islam.
Misalnya, dalam konteks hak perempuan, ijtihad harus
menjawab pertanyaan tentang poligami, talak, dan
partisipasi perempuan dalam politik, sambil menjaga
prinsip-prinsip kesetaraan yang diajarkan dalam Al-Qur’an.
Ayat seperti Surah An-Nisa (4:1):

! Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar al-
Fikr, 2003, 500.
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“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya
Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-
Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan

kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.”

Menekankan kesetaraan asal manusia, yang menjadi
dasar untuk ijtihad yang lebih inklusif. Tantangan lain
adalahisulingkungan,dimanaijtihadharusmengintegrasikan
konsep khilafah (2:Ms.) atau stewardship atas bumi, untuk
menangani perubahan iklim dan polusi. Dalam praktik,
ulama seperti Yusuf al-Qaradawi telah mengeluarkan fatwa
tentang perlindungan lingkungan, menggunakan giyas dari
ayat tentang tidak merusak bumi.’ Tantangan sosial juga
meliputi migrasi dan diaspora Muslim, di mana ijtihad harus
menangani isu integrasi budaya tanpa asimilasi total, seperti
dalam fatwa tentang pernikahan antaragama di negara
minoritas Muslim.?

Epistemologis, tantangan muncul dari pertemuan antara

2 Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 150.
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tradisi Islam dan epistemologi Barat, seperti positivisme dan
relativisme. Ulama kontemporer harus menavigasi antara
kebenaran absolut syariat dan relativitas pengetahuan
modern, tanpajatuh ke dalam relativisme yang mengabaikan
wahyu. Misalnya, dalam bidang bioetika, ijtihad menghadapi
dilema tentang kloning atau aborsi, di mana metode giyas
(_~3) klasik harus disesuaikan dengan pengetahuan ilmiah.
Hadis Nabi tentang pencarian ilmu: “§ [ ia g r.L,J\ Cis
k5" (Artinya: “Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap
Muslim.”) mendorong integrasi pengetahuan interdisipliner,
namun tantangan epistemologis adalah menghindari
reduksionisme yang mengurangi agama menjadi sains
semata. Kritik dari pemikir seperti Nasr Hamid Abu Zayd
menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer sering kali
terjebak dalam “keterasingan hermeneutik”, di mana teks
suci diinterpretasikan melalui lensa modern tanpa konteks
historis.> Dalam epistemologi Islam, ijtihad harus tetap
berpegang pada prinsip tauhid (.>g), yang menolak
dikotomi antara duniawi dan ukhrawi.*

Dalam era digital, tantangan sosial termasuk cybercrime
dan privasi data, yang memerlukan ijtihad untuk hukum
tentang transaksi online dan perlindungan data pribadi.
Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi telah melakukan ijtihad
dalam fatwa tentang internet, mengizinkan penggunaan

> Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 89.

4 Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 200.
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teknologi asalkan tidak melanggar prinsip syariat.®
Epistemologis, tantangan ini melibatkan validasi sumber
pengetahuan, di mana hadis-hadis lemah atau atsar (i)
harus dievaluasiulang dengan metodologi modern. Misalnya,
dalam isu kesehatan mental, ijtihad harus menggabungkan
psikologi Islam dengan psikologi sekuler, menghindari
dikotomi yang merugikan. Kritik dari kelompok konservatif,
seperti Wahhabi, melihat ijtihad kontemporer sebagai
ancaman terhadap ortodoksi, sementara reformis seperti
Muhammad Arkoun mendorong dekonstruksi teks untuk
relevansi modern.® Tantangan sosial juga mencakup isu-isu
seperti perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja,
di mana ijtihad menggunakan maslahah mursalah (i>J.2-
ies,») untuk melarang praktik tersebut.” Dalam konteks
global, ijtihad harus menangani pluralisme agama, seperti
dialog antaragama, di mana ayat tentang tidak memaksa
agama digunakan untuk mendorong toleransi.® Dengan
demikian, tantangan sosial dan epistemologis ini menuntut
ijtthad yang berani, namun hati-hati, untuk menjaga
keutuhan Islam di tengah pluralitas dunia.’

5 Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 180.

¢ Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 110.

7 Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 220.

® Ramadan, Tariq. Western Muslims and the Future of Islam. Oxford:
Oxford University Press, 2004, 75.

° Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar al-
Fikr, 2003, 510.
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B. ljtihad Kolektif dan Fatwa Kontemporer

Ijtihad kolektif merupakan inovasi kontemporer di mana
ijtihad tidak lagi dilakukan oleh individu saja, melainkan
melalui lembaga atau komite ulama, untuk memastikan
obyektivitas dan akuntabilitas. Ini berbeda dari ijtihad klasik
yang sering kali personal, seperti yang dilakukan oleh imam
mazhab. Dalam ijtihad kolektif, ulama berkumpul untuk
mendiskusikan masalah, mengumpulkan dalil, dan mencapai
konsensus, yang dikenal sebagai ijma’ (gl=))."* Misalnya,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering mengeluarkan fatwa
kolektif tentang isu-isu seperti vaksinasi COVID-19 atau
cryptocurrency, di mana pendapat individu digabungkan
untuk menghasilkan hukum yang lebih kuat. Dalil untuk ini
adalah ayat Surah Asy-Syura (42:38): “i&5 &% ré}e\j
(Artinya: “Dan urusan mereka diputuskan dengan
musyawarah di antara mereka.”), yang mendorong
konsultasi kolektif dalam pengambilan keputusan.

Fatwa kontemporer, sebagai produk ijtihad kolektif,
telah berkembang pesat dengan adanya teknologi,
memungkinkan fatwa online dan respons cepat terhadap isu
global. Misalnya, fatwa tentang pernikahan beda agama atau
hak LGBTQ+ sering kali kontroversial, di mana ulama
menggunakan metode kontekstual untuk menafsirkan ayat
seperti Surah Al-Hujurat (49:13):

10 Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 150.
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“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan
Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar
kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”

Ayat ini digunakan untuk mendorong toleransi, namun
tetap dalam batas syariat. Hadis tentang konsultasi: “Q;%:,M
&3l g@b‘ e & B33\ (Artinya: “Pendapat bersama lebih
baik dari pendapat individu.”) menegaskan nilai ijtihad
kolektif."

Dalam praktik, ijtihad kolektif menghadapi tantangan
seperti dominasi pendapat mayoritas atau pengaruh politik.
Misalnya, fatwa tentang demokrasi oleh Al-Azhar University
di Mesir sering kali dikritik karena terpengaruh rezim.
Namun, keuntungannya adalah mengurangi risiko kesalahan
individu, seperti yang terjadi dalam ijtihad Umar bin Khattab
yang dikonsultasikan dengan sahabat. Fatwa kontemporer
juga mencakup isu-isu seperti Al dan etika robotika, di mana
ulama menggunakan qiyas dari prinsip maslahah (i>las).
Kritik dari pemikir seperti Fazlur Rahman menunjukkan
bahwa fatwa kolektif bisa menjadi stagnan jika tidak inovatif,
namundalameramodern,inimenjadialatuntukinklusivitas.*?

1 Abu Zayd, Nasr Hamid. Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic
Hermeneutics. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004, 120.

2 Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 89.
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Ijitihad kolektif juga digunakan dalam isu-isu seperti
pendidikan, di mana lembaga seperti Islamic Figh Academy
mengeluarkan fatwa tentang kurikulum sekolah Islam.®
Dalam konteks global, fatwa tentang terorisme menggunakan
ijtihad kolektif untuk menolak ekstremisme, berdasarkan
ayat tentang tidak melampaui batas." Tantangan lain adalah
transparansi, di mana proses ijtihad kolektif harus terbuka
untuk menghindari manipulasi.’® Dengan demikian, ijtihad
kolektif dan fatwa kontemporer mewakili adaptasi ijtihad
untuk masyarakat plural, memastikan hukum Islam tetap
dinamis dan responsif.*®

C. ljtihad di Era Modern: Pendekatan Sistem,
Kontekstual, dan Interdisipliner

ljtihad di era modern mengadopsi pendekatan sistem,
kontekstual, dan interdisipliner —untuk menjawab
kompleksitas global. Pendekatan sistem melihat hukum
Islam sebagai sistem terintegrasi, bukan fragmen, di mana
perubahan satu bagian mempengaruhi keseluruhan.
Misalnya, dalam hukum ekonomi, ijtihad sistemik
mengintegrasikan riba (\,) dengan sistem keuangan global,

3 Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 200.

1 Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 180.

5 Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 110.

6 Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 220.
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menghasilkan produk seperti sukuk. Dalil dari Al-Qur’an
Surah Al-Bagarah (2:208):
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“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam

Islamsecarakeseluruhan, danjanganlah kamumengikuti

langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh
yang nyata bagimu.”) mendorong pendekatan holistik."’

Pendekatan kontekstual menekankan pemahaman teks
dalam konteks sosial dan budaya, berbeda dari literalisme
klasik. Misalnya, dalam isu gender, ijtihad kontekstual
menafsirkan ayat tentang hijab sebagai perlindungan, bukan
pembatasan, sesuai dengan realitas modern. Hadis Nabi:
“g&é-z\j\ Jad &YV (Artinya: “Keadaan mengubah hukum.”)
mendukung ini. Interdisipliner menggabungkan ilmu Islam
dengan sains, filsafat, dan sosial, seperti dalam bioetika di
mana ijtihad menggunakan pengetahuan medis untuk fatwa
tentang transplantasi organ. Kritik dari ulama tradisional
melihat ini sebagai pengenceran, namun pendukung seperti
Tariq Ramadan melihatnya sebagai revitalisasi.'®

Dalam praktik, pendekatan ini digunakan untuk isu-isu
seperti migrasi dan hak pengungsi, di mana ijtihad
interdisipliner mengintegrasikan hukum internasional.

7 Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 150.

8 Abu Zayd, Nasr Hamid. Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic
Hermeneutics. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004, 120.
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Tantangan adalah menjaga otentisitas, namun keuntungan
adalah relevansi. Pendekatan sistem juga diterapkan dalam
hukum keluarga, di mana ijtihad melihat pernikahan sebagai
sistem sosial yang terintegrasi.”® Kontekstual digunakan
dalam fatwa tentang musik dan seni, menafsirkan larangan
dalam konteks budaya.” Interdisipliner dalam pendidikan,
menggabungkan kurikulum Islam dengan sains modern.”
Kritik dari konservatif adalah risiko liberalisasi, namun ini
diimbangi dengan komitmen pada nash.?? Dengan demikian,
ijtihad modern adalah jembatan antara tradisi dan inovasi.?”

D. Tipologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras, membawa
bebatuan kuno dan daun-daun baru, mencerminkan
dinamika pemikiran hukum Islam di era kontemporer.
Tipologi ini bukan sekadar klasifikasi kaku, melainkan peta
navigasi yang membantu kita memahami bagaimana ulama
dan pemikir Islam merespons gelombang modernitas, dari
tradisionalisme yang kokoh hingga post-tradisionalisme
yang inovatif. Bab ini mengajak pembaca untuk menyelami

© Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 89.

2 Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 200.

2t Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 180.

2 Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 110.

% Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 220.
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arus pemikiran ini dengan gaya yang luwes, seperti dialog
santai di kafe intelektual, di mana kita membahas bagaimana
tekstualisme bertemu kontekstualisme, dan tokoh-tokoh
besar seperti Fazlur Rahman atau Yusuf al-Qaradawi
membentuk lanskap ushul fikih (422l J5f) modern. Dengan
dalil-dalil dari Al-Qur’an yang mendorong ijtihad, kita akan
melihat bahwa pemikiran hukum Islam bukanlah monolog,
melainkan simfoni yang harmonis antara masa lalu dan
masa depan.?

a. Tradisionalis, Modernis, dan Post-Tradisionalis

Dalam tipologi pemikiran hukum Islam kontemporer,
kelompok tradisionalis mewakili pendekatan yang menjaga
kesinambungan dengan warisan klasik, menolak perubahan
radikal untuk menjaga ortodoksi. Tradisionalis, seperti
ulama Salafi atau Wahhabi, menekankan kembali ke sumber
asli Al-Qur’an dan Sunnah tanpa interpretasi yang terlalu
bebas, menghindari apa yang mereka anggap sebagai bid’ah
(icus) atau inovasi yang menyimpang. Misalnya, dalam isu
poligami, mereka mempertahankan interpretasi literal ayat
Surah An-Nisa (4:3): “&Y5 g5 L3I e ré:) OB G | ymemils
£15%;” (Artinya: “Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu
senangi: dua, tiga, atau empat.”), tanpa konteks sosial
modern.”> Mereka melihat modernitas sebagai ancaman

% 7uhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar al-
Fikr, 2003, 500.

% Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 200.
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terhadap tauhid (.>y), dan ijtihad mereka terbatas pada
mazhab-mazhab klasik seperti Hanbali.?* Kritik terhadap
tradisionalis adalah stagnasi, karena mereka sering kali
menolak adaptasi terhadap teknologi atau hak asasi manusia,
seperti dalam fatwa tentang demokrasi yang dianggap
sebagai sistem kufur.”’ Namun, kekuatan mereka terletak
pada konsistensi dan perlindungan identitas Islam di tengah
globalisasi.?

Sebaliknya, modernis adalah kelompok yang mendorong
reformasi untuk menyelaraskan hukum Islam dengan nilai-
nilai modern seperti demokrasi dan kesetaraan gender.
Tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani
meletakkan dasar modernisme dengan menekankan rasio
(Jzs) dalam ijtihad, menafsirkan nash secara kontekstual.
Dalam isu perempuan, modernis menggunakan ayat
kesetaraan untuk mendorong pendidikan dan partisipasi
politik, sambil tetap berpegang pada prinsip syariat.””
Mereka mengadvokasi ijtihad terbuka, berbeda dari “pintu
ijtihad tertutup” klasik, untuk menghadapi tantangan
seperti sekularisme.* Kritik terhadap modernis adalah risiko

% Abu Zayd, Nasr Hamid. Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic
Hermeneutics. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004, 120.

7 Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 89.

% Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 150

2 zuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar al-
Fikr, 2003, 510.

%0 Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 220.
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liberalisasi, di mana beberapa interpretasi mereka dianggap
terlalulonggar oleh konservatif.*» Namun, kontribusi mereka
vital dalam pendidikan dan hukum keluarga, seperti
reformasi talak di Turki.*?

Post-tradisionalis, sebagai evolusi lebih lanjut,
menggabungkan elemen tradisional dan modern dengan
pendekatan kritis dan interdisipliner. Mereka seperti Fazlur
Rahman atau Nasr Hamid Abu Zayd, yang menggunakan
hermeneutika untuk dekonstruksi teks, melihat Al-Qur’an
sebagai respons terhadap konteks Arab kuno namun relevan
universal. Dalam epistemologi, post-tradisionalis menolak
dikotomi antara wahyu dan akal, mendorong dialog dengan
filsafat Barat.*® Misalnya, dalam bioetika, mereka
menggunakan maslahah (i-l.4.) untuk fatwa tentang aborsi,
mengintegrasikan etika Islam dengan sains.** Kritik adalah
kompleksitas yang membuatnya sulit diakses oleh
masyarakat umum, namun ini memungkinkan inovasi
seperti hukum lingkungan berbasis khilafah.** Dengan
demikian, tipologi ini menunjukkan spektrum pemikiran
yang kaya, di mana masing-masing kelompok berkontribusi

3t Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 110.

52 Abu Zayd, Nasr Hamid. Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic
Hermeneutics. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004, 130.

3 Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 160.

% Ramadan, Tariq. Western Muslims and the Future of Islam. Oxford:
Oxford University Press, 2004, 75.

%5 Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar al-
Fikr, 2003, 520.
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pada dinamika hukum Islam.*

b. Paradigma Tekstual vs. Kontekstual

Paradigma tekstual dalam pemikiran hukum Islam
kontemporer menekankan literalitas nash (_:), melihat Al-
Qur'an dan Sunnah sebagai teks absolut yang tidak
memerlukan interpretasi kontekstual yang mendalam.
Pendukungnya, seperti kelompok tradisionalis atau salafi,
menggunakan metode tafsir bi al-ma’thur (,U\ i), di
mana ayat dijelaskan melalui ayat lain, hadis, atau pendapat
sahabat, tanpa mempertimbangkan sejarah, budaya, atau
konteks sosial modern. Misalnya, dalam hukum pidana,
mereka mempertahankan hudud (s,.>) seperti rajam untuk
zina berdasarkan Surah An-Nur (24:2): “K 1,456 3155 &515))
545 Bl Wi ao)3” (Artinya: “Pezina perempuan dan pezina
laki-laki, maka deralah masing-masing dari keduanya
seratuskalidera.”), tanpakonteks sosial seperti perlindungan
korban atau rehabilitasi.””

Paradigma ini kuat dalam menjaga otentisitas dan
kesinambungan dengan warisan klasik, seperti yang
dilakukan oleh ulama seperti Ibn Taymiyyah, yang menolak
inovasi untuk mencegah penyimpangan.®* Namun, lemah
dalam fleksibilitas, sering kali dianggap kaku oleh kritikus

6 Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 230.

% Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 200.

38 Abu Zayd, Nasr Hamid. Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic
Hermeneutics. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004, 120.
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karena tidak mampu menjawab tantangan modern seperti
hak asasi manusia atau teknologi.** Dalam praktik, ini
menghasilkan fatwa yang konsisten namun terbatas, seperti
larangan musik absolut berdasarkan hadis tanpa
mempertimbangkan konteks budaya.” Kritik utama adalah
stagnasi hukum, yang dapat membuat Islam terlihat tidak
relevan di era globalisasi.”

Paradigma kontekstual, sebaliknya, menekankan
pemahaman teks dalam konteks historis, sosial, dan budaya,
menggunakan metode seperti tafsir bi al-ra’yi (i )b i)
yang melibatkan akal dan ijtihad. Modernis dan post-
tradisionalis mendorong ini, seperti dalam reinterpretasi
ayat tentang perang untuk perdamaian modern, di mana
Surah Al-Hajj (22:39-40) digunakan untuk mendukung
perlawanan terhadap agresi, bukan jihad ofensif. Dalil dari
Al-Qur’an Surah Al- Imran (3:7): “ELT 4 ol dile Jf\ 5ﬂ\ﬁ
SGUL \j u\&)\ f\ A OS2 (Artinya: “Dialah yang
menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepada kamu. Di antara
(isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat (jelas), itulah pokok-
pokok isi Al Qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat
(samar).”) mendorong pemahaman mendalam, bukan literal
semata.*

* Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 89.

% Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 200.

4 Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 180.

2 Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 220.
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Dalam praktik, ini digunakan untuk isu gender,
menafsirkan hijab sebagai pilihan budaya atau perlindungan,
bukan wajib universal, berdasarkan konteks Arab kuno.®
Kritik terhadap kontekstual adalah risiko subyektivitas, di
mana interpretasi bisa dipengaruhi bias pribadi atau agenda
politik, seperti dalam fatwa tentang demokrasi yang
disesuaikan dengan rezim tertentu.” Namun, ini
memungkinkan adaptasi, seperti fatwa tentang demokrasi
sebagai bentuk syura (., ,2), yang memungkinkan partisipasi
Muslim dalam sistem politik modern.*

Perbandingan keduanya menunjukkan bahwa tekstual
cocok untuk prinsip-prinsip dasar seperti tauhid (..>s) dan
ibadah, di mana literalitas menjaga kesucian, sementara
kontekstual untuk aplikasi praktis seperti muamalah
(Mo\as) dan jinayah (i3ts), yang memerlukan fleksibilitas.
Dalam era global, kombinasi keduanya diperlukan untuk
relevansi, seperti menggunakan tekstual untuk aqidah dan
kontekstual untuk isu sosial.* Misalnya, dalam bioetika,
tekstual menolak aborsi mutlak, sementara kontekstual
mempertimbangkan kondisi medis.” Kritik umum adalah

# Ramadan, Tariq. Western Muslims and the Future of Islam. Oxford:
Oxford University Press, 2004, 75.

# Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar al-
Fikr, 2003, 510.

% Abu Zayd, Nasr Hamid. Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic
Hermeneutics. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004, 130.

4 Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 160.

7 Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 95.
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dikotomi yang berlebihan, yang dapat menyebabkan
fragmentasi,namuninimendorongdialogantarakelompok.*
Dengan demikian, paradigma ini mencerminkan dinamika
pemikiran hukum Islam, di mana tekstual menjaga akar, dan
kontekstual membuka pintu inovasi.*

c. Tokoh dan Arus Besar Pemikiran Ushul Figh Modern

Pemikiran ushul fikih (a22)\ Jswf) modern telah dibentuk
oleh tokoh-tokoh visioner yang menavigasi antara tradisi
klasik dan tantangan kontemporer, menciptakan arus-arus
besar yang mempengaruhi hukum Islam global. Salah satu
tokoh utama adalah Fazlur Rahman (1919-1988), seorang
filsuf Pakistan yang mengembangkan metode ‘“double
movement” dalam hermeneutika Al-Qur’an. Rahman
menekankan pemahaman teks dalam konteks historis Arab
kuno, kemudian menerapkannya ke realitas modern melalui
ijtihad rasional. Dalam karyanya Islam and Modernity, ia
mengkritik literalisme dan mendorong reformasi pendidikan
Islam, menggunakan magasid syariah (& )l wolis) untuk
menyelaraskan hukum dengan keadilan sosial.*® Misalnya,
Rahman menafsirkan ayat tentang poligami sebagai respons
terhadap konteks sosial masa lalu, bukan norma universal,
berdasarkan Surah An-Nisa (4:3) yang ia lihat sebagai saran,

% Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 210.

# Ramadan, Tariq. Western Muslims and the Future of Islam. Oxford:
Oxford University Press, 2004, 85.

0 Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 200.
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bukan perintah mutlak.®® Kritik terhadap Rahman adalah
pendekatannya yang terlalu intelektual, sulit diakses oleh
ulama tradisional, namun ia mempengaruhi generasi
reformis seperti Tariq Ramadan.*?

Tokoh lain adalah Yusuf al-Qaradawi (1926-2022), ulama
Mesir yang mewakili arus moderat dalam ushul fikih. Al-
Qaradawi menggunakan wasatiyyah ({k..;) atau moderasi,
menggabungkan tekstualisme dengan kontekstualisme
untuk fatwa praktis. Dalam bukunya The Lawful and the
Prohibited in Islam, ia mengembangkan konsep maqasid untuk
isu-isu seperti bank syariah dan jihad, menolak ekstremisme
sambil mendorong partisipasi Muslim dalam demokrasi.*
Dalil utamanya adalah ayat tentang syura (s,,:) dalam
Surah Asy-Syura (42:38), yang ia gunakan untuk mendukung
sistem politik modern.>* Kritiknya terhadap salafisme
ekstrem membuatnya kontroversial, namun ia membangun
jaringan global melalui situs IslamOnline.” Arus yang ia
wakili adalah neo-tradisionalisme, yang menjaga akar klasik
sambil beradaptasi.

Muhammad Arkoun (1928-2010), filsuf Aljazair,

1 Abu Zayd, Nasr Hamid. Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic
Hermeneutics. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004, 120.

2 Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 89.

% Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 150.

> Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar al-
Fikr, 2003, 510.

% Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 220.
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mendorong arus post-tradisional atau dekonstruktivis.
Dalam The Unthought in Contemporary Islamic Thought, Arkoun
melihat ushul fikih sebagai produk sejarah yang perlu
dikritik, menolak otoritas mutlak nash dan mendorong
dialog interdisipliner. la menggunakan epistemologi untuk
menganalisis bagaimana teks suci dibentuk oleh konteks
sosial, seperti dalam reinterpretasi hadis tentang
perempuan.”® Dalilnya adalah Surah Al-Imran (3:7), yang
mendorong pemahaman mendalam.” Kritik adalah
pendekatannya yang radikal, dianggap mengancam
ortodoksi, namun ia mempengaruhi studi Islam kritis di
Barat.”®

Arus besar lain termasuk salafisme, yang dipimpin oleh
tokoh seperti Muhammad ibn Abd al-Wahhab, menekankan
kembali ke salaf (_al.) atau generasi awal, dengan ushul
yang tekstual dan anti-bid’ah. Modernisme, dari Jamaluddin
al-Afghani dan Muhammad Abduh, mendorong rasio ( i)
dalam ijtihad, mempengaruhi reformasi hukum di dunia
Muslim. Post-modernisme, seperti dari Nasr Hamid Abu
Zayd, menekankan relativitas teks dan dialog lintas budaya.”
Arus ini saling berinteraksi, menciptakan dinamika yang

56 Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 110.

57 Abu Zayd, Nasr Hamid. Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic
Hermeneutics. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004, 130.

58 Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 160.

% Ramadan, Tariq. Western Muslims and the Future of Islam. Oxford:
Oxford University Press, 2004, 75.
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kaya, meskipun sering kali konflik, seperti antara salafi dan
modernis dalam isu demokrasi.®® Dalam praktik, tokoh-tokoh
ini membentuk lembaga seperti Islamic Figh Academy, yang
mengeluarkan fatwa kolektif.”" Kritik umum adalah
fragmentasi pemikiran, namun ini memungkinkan pluralitas
yang memperkaya hukum Islam.®” Dengan demikian, tokoh
dan arus ini adalah pilar untuk masa depan ushul fikih,
menjembatani masa lalu dan modernitas.®

E. Masa Depan Hukum Islam

Masa depan hukum Islam bukanlah sekadar proyeksi
spekulatif, melainkan tantangan strategis untuk menjaga
relevansi syariah di tengah arus globalisasi, teknologi
canggih, dan pluralisme budaya yang semakin kompleks.
Bagian ini mengeksplorasi bagaimana ushul figh dapat
direaktualisasi sebagai metodologi dinamis, integrasi
magqasid syariah dengan ijtihad dan konteks sosial, serta
arah pembaruan hukum Islam di era global. Dengan dalil-
dalil dari al-Qur’an yang mendorong ijtihad, seperti Surah
al-Hajj ayat 78 yang menekankan jihad intelektual, kita
melihat bahwa hukum Islam harus berkembang tanpa

s Zzuhaili, Wahbah. Ushul al-Figh al-Islami. 2nd ed. Damascus: Dar al-
Fikr, 2003, 520.

8 Rahman, Fazlur.Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982, 230.

2 Arkoun, Muhammad. The Unthought in Contemporary Islamic
Thought. London: Saqi Books, 2002, 120.

3 Abu Zayd, Nasr Hamid. Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic
Hermeneutics. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004, 140.
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kehilangan esensinya, memastikan kemaslahatan umat di
abad ke-21. Prolog ini mengingatkan bahwa pembaruan
bukanlah pengkhianatan terhadap tradisi, melainkan
aktualisasi nilai-nilai abadi dalam konteks baru, di mana
ulama harus menjadi agen perubahan yang bijak.*

a. Reaktualisasi Ushul Figh sebagai Metodologi Dinamis

Ushul figh, sebagai fondasi metodologi hukum Islam, telah
lama dianggap sebagai disiplin statis yang terbatas pada
kaidah-kaidah klasik seperti qiyas (_~l3), istihsan (ol.sel),
dan ijma’ (&Lﬂ). Namun, dalam konteks masa depan,
reaktualisasi ushul figh sebagai metodologi dinamis menjadi
imperatif untuk menjawab kompleksitas zaman modern.
Reaktualisasi ini melibatkan reinterpretasi kaidah-kaidah
ushul figh agar dapat beradaptasi dengan isu-isu
kontemporer seperti bioetika, kecerdasan buatan, dan hak
asasi manusia, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar
syariah. Misalnya, kaidah “al-ashl fi al-muamalat al-ibahah
illa bi dalil” (o Y 2=LY1 &Melall 3 oY1) yang artinya “Asal
dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang
melarangnya” dapat direaktualisasi untuk membenarkan
inovasi dalam transaksi keuangan syariah, seperti
cryptocurrency, asalkan tidak bertentangan dengan
larangan riba.®

¢ Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, vol. 1, 2nd ed.
(Damascus: Dar al-Fikr, 2003), 45-46.

% Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, vol. 2
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), 156.
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Salah satu aspek kunci reaktualisasi adalah
mengintegrasikan epistemologi modern ke dalam ushul figh.
Ulama klasik seperti al-Shatibi menekankan magasid syariah
(3 2d| aolis) sebagai tujuan utama hukum, yaitu menjaga
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam era digital,
magqasid ini dapat diperluas untuk mencakup perlindungan
data pribadi atau etika Al, di mana ijtihad digunakan untuk
menarik kesimpulan hukum dari prinsip-prinsip umum. Dalil
utama untuk ini adalah Surah al-Ma’idah ayat 6:

rg:jaj;; LLEG sl J) 8 15 LT s @l g
J) & 'Eémff sl @l ) ¢$=a+:b
=
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu

sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu
sampai ke kedua mata kaki”.

Ayat ini, meskipun spesifik tentang wudu, menunjukkan
fleksibilitas dalam aplikasi hukum berdasarkan konteks,
yang dapat direaktualisasi untuk isu kesehatan modern
seperti pandemi.*

Reaktualisasi juga melibatkan penguatan peran ijtihad
sebagai alat dinamis. Berbeda dari pandangan klasik yang
membatasi ijtihad pada mujtahid mutlak, pendekatan
modern mendorong ijtihad kolektif melalui lembaga seperti

% Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 200.
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Islamic Figh Academy.
Ini memungkinkan respons cepat terhadap masalah baru,
sepertifatwatentangvaksinasiCOVID-19,yangmenggunakan
qiyas dari prinsip maslahah (ixlas). Kritik terhadap
reaktualisasi ini datang dari kelompok konservatif yang
khawatir akan liberalisasi, namun pendukung seperti Fazlur
Rahman menegaskan bahwa tanpa dinamika, ushul figh
akan menjadi fosil. Dalam praktik, reaktualisasi ini
memerlukan pendidikanulangbagiulama, mengintegrasikan
ilmu sosial dan sains ke dalam kurikulum ushul figh.*’

Selain itu, reaktualisasi ushul figh harus memperhatikan
pluralitas metodologis. Misalnya, dalam mazhab Hanafi,
istihsan dapat direaktualisasi untuk menyesuaikan hukum
dengan realitas sosial, seperti dalam isu gender equality.
Hadis Nabi tentang konsultasi: “ ;3]\ L;J‘M e Sk AR L;\JJ\
yang artinya “Pendapat bersama lebih baik dari pendapat
individu” mendukung pendekatan kolektif ini. Namun,
tantangan utamanya adalah menjaga otentisitas, agar
reaktualisasi tidak menjadi subjektif. Oleh karena itu, ushul
figh harus tetap berpegang pada sumber primer al-Qur’an
dan  Sunnah, sambil menggunakan  metodologi
interdisipliner.°

Dalam era global, reaktualisasi ini juga mencakup dialog
lintas budaya. Ushul figh dapat belajar dari epistemologi

7 Yusuf al-Qaradawi, The Lawful and the Prohibited in Islam (Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000), 150.

8 Muhammad Arkoun, The Unthought in Contemporary Islamic
Thought (London: Sagi Books, 2002), 89.
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Barat seperti hermeneutika, tanpa mengadopsinya
sepenuhnya, untuk menafsirkan nash dalam konteks
universal. Misalnya, kaidah “la darar wa la dirar” (N, , » ¥
L) yang artinya “Tidak ada kerusakan dan tidak ada
pembalasan kerusakan” dapat direaktualisasi untuk hukum
lingkungan, mendorong fatwa tentang perubahan iklim.
Kritik dari pemikir seperti Muhammad Arkoun menunjukkan
bahwa reaktualisasi ini bisa berisiko jika tidak hati-hati,
namun ini diperlukan untuk relevansi Islam di dunia
modern.®

Akhirnya, reaktualisasi ushul figh sebagai metodologi
dinamis adalah jembatan antara tradisi dan inovasi. Dengan
integrasi maqasid dan ijtihad, hukum Islam dapat
berkembang menjadi sistem yang responsif, memastikan
kemaslahatan umat tanpa kompromi pada wahyu. Ini
bukanlah revolusi, melainkan evolusi yang didasarkan pada
dalil-dalil syariah, menjadikan ushul figh sebagai alat untuk
masa depan yanglebih baik. Reaktualisasi ini juga mendorong
pengembangan literatur baru, di mana ulama kontemporer
seperti Yusuf al-Qaradawi berkontribusi melalui karya-
karya yang menggabungkan tradisi dengan modernitas.
Dalam kurikulum Fakultas Syariah, mahasiswa harus
diajarkan metodologi ini melalui simulasi ijtihad,
mempersiapkan mereka sebagai mujtahid masa depan.”

® Tariq Ramadan, Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation
(0xford: Oxford University Press, 2009), 89-90.

7 Tbn Khaldun, Mugaddimah (Princeton: Princeton University Press,
1967), 345.
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b. Integrasi Maqasid, ljtihad, dan Konteks Sosial
Integrasi maqasid syariah (i ) wslis), ijtihad, dan konteks
sosial merupakan kunci untuk membangun hukum Islam
yang holistik dan adaptif di masa depan. Maqasid, yang
didefinisikan sebagai tujuan-tujuan syariah seperti hifz al-
din (! Lass), hifz al-nafs (.l kas), hifz al-"aql ( ja) k22s),
hifz al-nasl ( j.s)) 12>), dan hifz al-mal (JUl ki), bukanlah
sekadar teori abstrak, melainkan kerangka untuk
menafsirkan hukum dalam konteks sosial yang berubah.
ljtihad, sebagai proses penarikan hukum, harus
diintegrasikan dengan maqasid untuk memastikan bahwa
setiap keputusan hukum mencapai kemaslahatan maksimal.
Kontek sosial, seperti urbanisasi, migrasi, dan teknologi,
memaksa integrasi ini agar hukum Islam tidak stagnan.”

Salah satu contoh integrasi adalah dalam bidang
kesehatan. Magasid hifz al-nafs mendorong ijtihad untuk
fatwa tentang aborsi atau transplantasi organ, di mana
konteks sosial seperti kemajuan medis dipertimbangkan.
Dalil dari Surah al-Baqarah ayat 195: “) (,é—_u,ub 1LAE Y5
8032\ yang artinya “Dan janganlah kamu menjatuhkan
(dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan” menekankan
perlindungan jiwa, yang dapat diintegrasikan dengan ijtihad
untuk membenarkan prosedur medis modern. Ulama seperti
Yusuf al-Qaradawi telah melakukan ini dalam fatwa tentang
vaksin, menggunakan qiyas dari prinsip maslahah.”

" Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, vol. 1, 2nd ed.
(Damascus: Dar al-Fikr, 2003), 45-46.

2 Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, vol. 2
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), 156.
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Integrasi ini juga penting dalam isu sosial seperti gender.
Magqasid hifz al-nasl mendorong ijtihad untuk menafsirkan
ayat tentang poligami dalam konteks kesetaraan modern,
menghindari interpretasi literal yang merugikan. Hadis Nabi
tentang perempuan: “J> ) s L)\ yang artinya
“Perempuanadalah saudaralaki-laki” mendukung pendekatan
ini. Namun, tantangan adalah menghindari relativisme, di
mana konteks sosial mengalahkan nash. Oleh karena itu,
integrasi harus berpegang pada hierarki sumber hukum.”

Dalam ekonomi, integrasi maqasid hifz al-mal dengan
ijtthad memungkinkan pengembangan produk keuangan
syariah seperti sukuk, yang disesuaikan dengan konteks
pasar global. Kaidah “al-ghunmu bi al-ghurm” (0 3l 1)
yang artinya “Keuntungan dengan risiko” diintegrasikan
untuk menjaga keadilan. Kritik dari konservatif adalah risiko
liberalisasi, namun ini diimbangi dengan komitmen pada
riba.”

Secara global, integrasi ini mendorong dialog
antaragama. Magqasid universal seperti keadilan dapat
diintegrasikan dengan ijtihad untuk fatwa tentang
pluralisme, berdasarkan Surah al-Hujurat ayat 13. Tantangan
epistemologis adalah menjaga objektivitas, namun
pendekatan interdisipliner membantu.”

7 Yusuf al-Qaradawi, The Lawful and the Prohibited in Islam (Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000), 150.

74 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 200.

7> Muhammad Arkoun, The Unthought in Contemporary Islamic
Thought (London: Sagi Books, 2002),
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Akhirnya, integrasi maqasid, ijtihad, dan konteks sosial
adalah fondasi untuk hukum Islam masa depan, memastikan
relevansi tanpa kompromi. Integrasi ini juga melibatkan
pendidikan, di mana mahasiswa Fakultas Syariah belajar
menerapkan maqasid dalam kasus nyata, seperti hukum
keluarga di masyarakat multikultural. Ulama seperti Tariq
Ramadan menekankan bahwa integrasi ini memperkuat
identitas Islam sambil membangun solidaritas global.”

c. Arah Pembaruan Hukum Islam di Era Global

Arah pembaruan hukum Islam di era global melibatkan
reformasi sistemik untuk menghadapi tantangan seperti
globalisasi, teknologi, dan pluralisme. Pembaruan ini
bukanlah westernisasi, melainkan revitalisasi berdasarkan
magqasid syariah, dengan fokus pada inklusivitas dan
keadilan. Salah satu arah utama adalah penguatan ijtihad
kolektif melalui lembaga internasional seperti Organisation
of Islamic Cooperation (0IC), yang dapat menghasilkan fatwa
global tentang isu-isu seperti perubahan iklim atau migrasi.”

Dalam bidang politik, pembaruan mendorong integrasi
demokrasi dengan syura (., ,), berdasarkan Surah al-Shura
ayat 38. Ijtihad digunakan untuk menafsirkan sistem politik
Islam dalam konteks negara-bangsa modern, menghindari
teokrasi. Kritik dari salafi adalah risiko sekularisasi, namun
pendukung seperti Tariq Ramadan menegaskan bahwa ini

76 Tariq Ramadan, Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation
(0xford: Oxford University Press, 2009), 89-90.

77 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, vol. 1, 2nd ed.
(Damascus: Dar al-Fikr, 2003), 45-46.
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memperkuat partisipasi Muslim.” Ekonominya, pembaruan
melalui pengembangan ekonomi syariah yang kompetitif,
menggunakan maqasid hifz al-mal untuk fatwa tentang
fintech. Kaidah “al-muamalat bi al-taradi” () JL &dalall)
yang artinya  “Transaksi  berdasarkan  kerelaan”
diintegrasikan untuk inovasi”® Sosialnya, pembaruan
menekankan hak perempuan dan minoritas, dengan ijtihad
untuk menafsirkan ayat tentang kesetaraan. Hadis tentang
keadilan: “clll L.l Juall” yang artinya “Keadilan adalah
dasar kerajaan” mendukung ini.*® Teknologinya, pembaruan
mencakup etika Al dan cyber hukum, menggunakan giyas
dari prinsip amanah. Tantangan adalah regulasi global,
namun integrasi dengan hukum internasional membantu.*

Akhirnya, arah pembaruan ini memastikan hukum Islam
tetap dinamis, mempromosikan perdamaian dunia.
Pembaruan juga melibatkan pendidikan, di mana kurikulum
syariah mengintegrasikan studiglobal untuk mempersiapkan
ulama masa depan. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi
mendorong pembaruan ini sebagai bagian dari dakwah
modern.*?

78 Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah, vol. 2
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), 156.

7 Yusuf al-Qaradawi, The Lawful and the Prohibited in Islam (Kuala
Lumpur: Islamic Book Trust, 2000), 150.

% Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 200.

8 Muhammad Arkoun, The Unthought in Contemporary Islamic
Thought (London: Sagi Books, 2002), 89.

8 Tariq Ramadan, Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation
(0xford: Oxford University Press, 2009), 89-90.
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F. Ringkasan

Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, refleksi atas bab ini
mendorong kita untuk merenungkan bagaimana hukum
Islam dapat tetap dinamis di tengah perubahan zaman.
Apakah kita siap untuk melakukan ijtihad kolektif dalam
menghadapi isu-isu seperti Al dan perubahan iklim? Refleksi
ini mengingatkan bahwa maqasid syariah bukanlah teori
mati, melainkan alat hidup untuk mencapai keadilan. Hadis
Nabi tentang konsultasi: “(3;3! &;%:J\ e i BEE) C;LJ\' yang
artinya “Pendapat bersama lebih baik dari pendapat
individu” menekankan pentingnya kolaborasi.

Refleksi pribadi mungkin melibatkan pertanyaan:
Bagaimana kita menjaga otentisitas syariah sambil
beradaptasi? Kritik dari ulama seperti Muhammad Arkoun
tentang risiko relativisme mendorong kita untuk belajar
dari sejarah ijtihad klasik. Dalam konteks global, refleksi ini
memotivasi kita untuk berkontribusi pada pembaruan
hukum Islam, memastikan bahwa syariah menjadi sumber
perdamaian, bukan konflik.

G. Latihan

1. Jelaskan konsep reaktualisasi ushul figh sebagai
metodologi dinamis, dengan contoh kaidah yang
direaktualisasi untuk isu modern. Sertakan dalil dari al-
Qur’an atau Sunnah yang mendukungnya.

2. Bagaimana integrasi maqasid syariah, ijtihad, dan
konteks sosial dapat diterapkan dalam fatwa tentang
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kesehatan modern? Berikan contoh spesifik dan kritik
yang mungkin muncul.

. Diskusikan arah pembaruan hukum Islam di era global,
termasuk tantangan dan solusi berdasarkan magqasid
syariah. Sertakan pendapat ulama kontemporer.

. Refleksikan peran mahasiswa syariah dalam masa depan
hukum  Islam. Bagaimana pendidikan  dapat
mempersiapkan mujtahid masa depan?
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